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BAB I
PENDAHTILUAN

uPemulihan Ekonomi dan Refortnasi Strttkturql adalqh tema gdng
ditdapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, sebagai tahun

kunci unfl.tk lepa.s dari tekanan pandemi COVID-79.'

1.1 Latar Belalang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2O2O-2O24. Selain itu
penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU)
Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 rnemtat
arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara
terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. RKP Tahun 2022 telah ditetapkan
melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 5 Perpres tersebut, RKP Tahun 2022
dimutakhirkan berdasarkan pada UU APBN. Dengan ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun
2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 APBN, maka
dilakukan pemutakhiran RKP Tahun 2022.

Pembangunan pada tahun 2O2O dlhadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya
pandemi COVID-l9. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka
kemiskinan juga mengalami peningkatan. Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun
2O2O frya menunjukkan bahwa realisasi Prioritas Nasional (PN) 3, terkait kinerja nilai
tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja masih belum menunjukkan hasil
yang optimal. Pemerintah sejak tahun 2O2O telah melakukan berbagai upaya pengendalian
COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem testing-tracing-treatment,

SK No 130019 A



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-1.2-

dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai herdimmunitg, pada
tahun 2O2l telah dilakukan pemberian vaksin secara bertahap, yang terbukti mampu
berkontribusi dalam menekan penyebaran dan angka kematian akibat gelombang kedua
varian Delta COVID-19.

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu,
berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif,
termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herdimmunity perlu dilanjutkan. Pandemi
COVID-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan
nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.

Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia
2045 yaitu menjadi negara Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Pada tahun 2O4S,Indonesia
ditargetkan masuk dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi dan lepas dari Middle
Income Trap. tJntuk itu, pada tahun 2022 pemerintah akan melakukan transformasi ekonomi
melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta menemukan sumber penggerak
ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Sektor manufaktur dan jasa
modern yang menghasilkan nilai tambah tinggi perlu dikembangkan dan diperkuat menjadi
basis perekonomian, sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada sumber
daya alam. Berbagai upaya dalam transformasi tersebut tetap dilakukan dalam koridor
pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya dalam rangka mendukung transformasi ekonomi,
dilakukan pula reformasi struktural melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan dan tata
kelola, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial.

Mengacu kepada RPJMN Tahun 2O2O-2O24, pembangunan nasional dilakukan dengan
memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada
RKP Tahun 2022. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta
mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran
pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah
(1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
(2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
(3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental
dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup,
meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas
polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
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Tema RKP Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan sasaran RPJMN Tahun 2O2O-2O24,
arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2O2O, kebijakan pembangunan
tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2022 mengusung tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 memuat 41 Proyek
Prioritas Strategis/Major Project (MP) yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mendukung
pencapaian sasaran PN. Dalam RKP Tahun 2022, MP tersebut tidak hanya dilanjutkan
pelaksanaannya, namun juga dilakukan penajaman dan penambahan jumlah menjadi
45 MP. Keberlanjutan dan penambahan MP tersebut diperlukan untuk mendukung tema
RKP Tahun 2022 dan menjamin efektivitas pencapaian sasaran PN dalam RPJMN Tahun
2O2O-2O24. Penajaman MP dilakukan melalui mekanisme Clearing House dalam
memastikan kesiapan pelaksanaan proyek, serta sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran. Mekanisme ini juga dilakukan untuk menjamin pelaksanaan proyek
bermanfaat bagi masyarakat, atau dengan kata lain proyek tidak hanya sent, namun
deliuered.

Besarnya skala dan cakupan pembangunan tahunan nasional juga membutuhkan sinergi,
integrasi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Sinergi perencanaan pembangunan
pusat dan daerah dilakukan melalui sinkronisasi berbagai rapat koordinasi dan musyawarah
perencanaan pembangunan. Di samping itu, pada RKP Tahun 2022 juga dilakukan integrasi
berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal
ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan elisiensi penggunaan sumber daya
nasional dalam pembangunan.

Dengan demikian, RKPTahun 2022yangmemuat arah kebijakan nasional tahunan, menjadi
acuan bagiKlL, pemerintah daerah, dan para pihak terkait dalam menyusun perencanaan
tahunan. Hal ini menjadi upaya bersama dari para pihak agar tujuan dan sasaran
pembangunan tahun 2022 dapat terwujud.
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1.2 Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 disusun sebagai acuan perencanaan, penganggara.n,
dan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai
sasaran pembangunan nasional. Bagi pemerintah pusat, RKP menjadi acuan olelrKlL dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renj al KIL serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KlL, yang
selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja
Negara. Bagi pemerintah daerah, RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

1.3 Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat enam bab yang terdiri dari

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri dari (1) latar belakang, (2) tujuan, dan (3) sistematika. Latar belakang berisi
uraian kedudukan RKP Tahun 2022 dalarn perencanaan pembangunan nasional, berbagai
isu dan acuan yang menjadi dasar pembentukan tema, pendekatan penyusunan RKP, dan
berbagai penguatan yang dilakukan dalam penyusunan RKP Tahun 2022. Sementara itu,
tujuan berisi uraian manfaat RKP sebagai acuan penyusunan perencanaan, penganggaran
dan pelaksanaan pembangunan nasional. Selanjutnya sistematika berisi uraian dari
dokumen RKP Tahun 2022.

BAB II SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian ini terdiri dari (1) evaluasi RKP Tahun 2O2O, (2) kerangka ekonomi makro, (3) strategi
pengembangan wilayah, dan (4) strategi pendanaan pembangunan. Evaluasi RKP Tahun
2020 berisi evaluasi ex-post yang difokuskan pada pencapaian lima PN RKP Tahun 2O2O.
Sementara itu kerangka ekonomi makro berisi uraian perkembangan ekonomi terkini,
perkiraan ekonomi tahun 2022, serta kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan.
Selanjutnya strategi pengembangan wilayah menguraikan tujuan pengembangan wilayah,
serta menjabarkan strategi pengembangan wilayah per pulau besar yaitu pulau Sumatera,
Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sedangkan strategi
pendanaan pembangunan berisi uraian prioritas pendanaan, sumber pendanaan
pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan.

BAB III TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Bagian ini terdiri dari (1) RPJMN Tahun 2O2O-2O24 dan arahan Presiden; (2) tema, sasaran,
arah kebijakan, dan strategi pembangunan; serta (3) prioritas nasional. Pembahasan RPJMN
Tahun 2O2O-2O24 dan arahan Presiden mencakup Visi dan Misi RPJMN Tahun 2O2O-2O24,
serta arahan Presiden yang menjadi landasan kebijakan pembangunan tahun 2022.
Selanjutnya tema, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan memuat uraian
terkait tema pembangunan, sasaran pembangunan, arah kebijakan dan strategi
pembangunan pada tahun 2022. Uraian prioritas nasional memuat tujuh prioritas nasional
beserta narasi sasarannya, dilengkapi dengan 13 Highlight Major Project.

BAB IV PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

Bagian ini terdiri dari (1) prioritas nasional dan (2) pendanaan prioritas nasional. Prioritas
nasional memuat uraian tujuh PN yang difokuskan pada sasaran dan indikator kinerja PN-
PP, strategilarah kebijakan, serta proyek prioritas strategis/Major Projectyang memiliki daya
ungkit signifikan dalam pencapaian keberhasilan pada masing-masing PN. Selanjutnya
pendanaan prioritas nasional berisi penjabaran alokasi yang diperlukan dalam pelaksanaan
masing-masing PN.
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BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

Bagian ini terdiri dari (1) kerangka kelembagaan, (21kerangka regulasi, serta (3) kerangka
evaluasi dan pengendalian pembangunan. Kerangka kelembagaan memuat kerangka
kelembagaan yang mendukung pencapaian prioritas nasional, dan pencapaian Major Project.
Selanjutnya kerangka regulasi memuat kerangka regulasi yang mendukung pencapaian
prioritas nasional, dan pencapaian Major Project. Kerangka evaluasi dan pengendalian
pembangunan memuat kaidah pelaksanaan tahap evaluasi dan pengendalian terhadap
pelaksanaan RKP.

BAB VI PENUTUP

Bagian ini berisi garis besar dari RKP Tahun 2022 dan harapan tentang pelaksanaan RKP
Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian pembangunan pada RPJMN Tahun 2O2O-2O24.
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BAB II
SPEKTRUM PERENCAI{AAII PEMBANGUNAN NASIONAL

"spektntm perenca;no'an pembangunqn naslonal gang mermua,t Hasll Euqluasi RKP
Tc,hun 2O2O, Kerangka Ekonoml Makro, *rategl Pengembangan Wllayah' dan
Strategl Pendanaan Pembangunan, menJadl lo;ndasan gang memPerkuat arah

pemullhan ekonoml dan reformq,sl strttktura\ agar Indonesla segerq dapat lepas
darlteko;no;n COWD-79.'

2.1 Evaluasi RKP Tahun 2O2O

Pencapaian sasaran Pioitas Nasional (PN) Rencana Kerja Pemeintah (RKP) Tahun 2O2O
hingga tiuulan IV sebagian besar menunfukkan kinerja gang baik. Namun demikian, dengan
adanga pandemi COVID-L9 kinerja efektiuitas pencapaian sasaran PN 3 gaitu Nilai Tambah
Sektor Riil, Industialisasi, dan Kesempatan Kerja perlu terus didorong agar mempercepat
pemulihan ekonomi.

Pelaksanaan Evaluasi RKP Tahun 2O2O hingga triwulan IV ditekankan untuk dapat
memberikan umpan balik dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
nasional. Evaluasi ini merupakan evaluasi ex-post yang difokuskan pada pencapaian lima
PN RKP Tahun 2O2O yang dijabarkan sebagaimana Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
Prioritas Nasional RKP Tahun2O2O

-Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2O

Secara umum, kinerja PN RKP Tahun 2O2O hringga triwulan IV ditentukan melalui dua aspek
yaitu (1) kinerja efektivitas, yaitu kinerja pencapaian sasaran dan target pembangunan dan
(2) kinerja optimalisasi, yaitu kinerja implementasi/pelaksanaan pembangunan termasuk
kemampuan penyerapan anggaran. Penilaian atas kinerja efektivitas pelaksanaan PN
dilakukan dengan mengidentifikasi pencapaian sasaran dibandingkan dengan target yang
ditetapkan. Hampir seluruh PN RKP Tahun 2O2O telat:, memiliki efektivitas pencapaian
sasaran dan target pembangunan yang baik (kinerja >90 persen), yaitu pada PN 1

Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan
Wilayah, PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup, serta PN 5 Stabilitas
Pertahanan dan Keamanan. Sementara itu, pelaksanaan PN yang dinilai masih kurang
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efektif dalam pencapaian sasaran dan target pembangunan adalah pada PN 3 Nilai Tambah
Sektor RiiI, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja.

Kinerja optimalisasi pelaksanaan PN dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai
komponen kinerja, di antaranya capaian output (Rincian OutputlRO) kementerian/lembaga
(KlL), penyerapan anggaran, dan juga aspek hasil/pemanfaatan (dilihat dari capaian
sasaran pembangunan). Berdasarkan penilaian optimalisasi tersebut, tiga PN telah
menunjukkan kinerja yang baik (kinerja di atas 90 persen), yaitu PN 1 Pembangunan
Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, serta
PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Dua PN lainnya masuk kategori cukup (kinerja
berkisar 60-90 persen), yaitu PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan
Kerja, serta PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup.

Kinerja akhir pelaksanaan PN dilakukan dengan membandingkan dua aspek kinerja tersebut
dalam bentuk rasio. Sebagian besar PN telah berhasil mencapai target sasaran
pembangunan relatif lebih baik dibandingkan dengan optimalisasi pelaksanaan
pembangunan (termasuk penyerapan anggaran yang digunakan) yang ditunjukkan dengan
empat PN memiliki nilai rasio lebih dari 1. Pencapaian seluruh PN RKP Tahun 2020 hingga
triwulan IV dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel2.1
Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2O2O

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2O2O dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang
luar biasa memberikan dampak besar terhadap pencapaian target-target pembangunan.
Adanya pandemi COVID-19 membuat pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) dan refoansing anggaran sehingga berdampak pada kurang
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No. Prioritas Nasional 

Kinerja 
Efektivitas 

Pelaksanaan PN 
(Persen) 

Kinerja 
Optimalisasi 

Pelaksanaan PN 
(Persen) 

Rasio 
Perbandingan 

1 Pembangunan Manusia dan 
Pengentasan Kemiskinan 

98,27 94,65 1,04 

2 Infrastruktur dan Pemerataan 
Wilayah 

97,79 92,56 1,06 

3 Nilai Tambah Sektor Riil, 
Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 

49,20 
 

68,73 0,72 

4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan 
Lingkungan Hidup 

93,17 87,32 1,07 

5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan 98,67 
 

96,79 1,02 

Sumber Data: Diolah dari hasil self assessment pencapaian sasaran PN-PP-KP dan dukungan output (RO) K/L 
                       Pelaksana serta data e-Monev. 

Keterangan:  
1. Kategori Kinerja:   realisasi >90 persen target (kinerja baik); 

      realisasi 60–90 persen target (kinerja cukup); 
      realisasi <60 persen target (kinerja kurang); 

2. Kategori Nilai Rasio: >1 menunjukkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN relatif lebih baik dibandingkan kinerja 
optimalisasi pelaksanaan PN (termasuk kemampuan penyerapan anggaran);  

         <1 menunjukkan kinerja optimalisasi pelaksanaan PN (termasuk kemampuan penyerapan 
anggaran) relatif lebih baik dibandingkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN; dan 

=1 menunjukkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN setara dengan kinerja optimalisasi 
pelaksanaan PN (termasuk kemampuan penyerapan anggaran). 
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optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan utamanya kegiatan fisik dan terdapatnya
penyesuaian target pembangunan dalam RKP dan Rencana Kerja Kementerian/l,embaga
(Renja K/L) tahun 2O2O. Bahkan terdapat pula sejumlah output (RO) K/L yang terpaksa
harus dihentikan atau tidak dilanjutkan pada tahun 2O2O. Pengaruh dari pandemi COVID-
19 ini sangat tercermin terutama pada pencapaian indikator sasaran PN 3 Nilai Tambah
Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya
kinerja industri dan pada saat bersamaan daya beli masyarakat menurun. Selain itu, dengan
terjadinya penurunan permintaan secara signifikan maka perlambatan aktivitas dunia
usaha yang berdampak terhadap penyediaan lapangan ke{a tidak dapat dihindari. Sejalan
dengan penurunan pertumbuhan ekonomi global pada umumnya, pertumbuhan ekonomi
domestik mengalami pertumbuhan negatif.

Kendala lainnya dalam pelaksanaan PN RKP Tahun 2O2O hingga triwulan IV antara lain
terkait permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan regulasi. Permasalahan SDM yang
dihadapi yaitu keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM terutama masih rendahnya
produktivitas yang ditandai dengan rendahnya pemanfaatan teknologi. Selanjutnya,
permasalahan regulasi yang muncul yaitu belum optimalnya koordinasi antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan masih terjadinya tumpang tindih
regulasi. Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Keda. Berikut
penjelasan ringkas kinerja efektivitas pencapaian sasaran setiap PN, yang memuat capaian
beberapa indikator terpilih/ strategis.

Prioritas Nasional 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan pada triwulan
\V-2O2O menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran yang baik. Dari
empat indikator sasaran PN 1, satu indikator yang telah tercapai (dengan adanya
penyesuaian target menjadi 9,7-1O,2 persen) yaitu tingkat kemiskinan sebesar 10, 19 persen.
Sementara itu, tiga indikator lainnya tidak tercapai namun sudah di atas 90 persen yaitu
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,94, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
sebesar 52,67, dan gini rasio sebesar 0,385.

Prioritas Nasional 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah pada triwulan IY-2O2O
menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran yang baik. Dari lima
indikator sasaran PN 2, empat indikator telah tercapai, yaitu menurunnya waktu tempuh
moda jalan pada koridor utama pulau sebesar 2,16 jarr.l100 km; porsi rute pelayaran yang
membentuk loop sebesar 24 persen; Information and Communication Technologies (ICT)
Deuelopment Index sebesar 5,32; dan persentase rumah tangga yang menempati perumahan
dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau sebesar 59,54 persen. Sementara itu,
satu indikator lainnya tidak tercapai yaitu provinsi dengan penurunan risiko bencana terkait
daya rusak air sebanyak 20 provinsi dengan realisasi lisik 88,94 persen.

Prioritas Nasional 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
pada triwulan IY-2O20 menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran
yang kurang. Dari 12 indikator sasaran PN 3, tiga di antaranya telah tercapai, yaitu nilai
devisa pariwisata sebesar US$3,46 miliar, produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) >25 persen sebesar 9.845 produk, dan kontribusi ekonomi digital sebesar 4,17
persen. Sementara itu, satu indikator lainnya masih dalam perhitungan yaitu kontribusi
PDB kemaritiman, sedangkan delapan indikator lainnya tidak tercapai yaitu pertumbuhan
PDB pertanian sebesar 2,59 persen, pertumbuhan PDB industri pengolahan sebesar -2,93
persen, nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp1.049,5 triliun, pertumbuhan ekspor barang
dan jasa sebesar -7,7 persen, pertumbuhan investasi (PMTB) sebesar -4,95 persen, laju
pertumbuhan PDB per tenaga kerja sebesar -1,84 persen, penyediaan lapangan keda sebesar
-0,301juta orang, serta rasio kewirausahaan nasional sebesar 2,93 persen.
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Prloritas Nasional 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup pada
triwulan |V-2O2O menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran yang
baik. Dari 12 indikator sasaran PN 4, enam di antaranya telah tercapai, yaitu konsumsi
kalori sebesar 2.112 kkal/kapitalhari, konsumsi protein 62,1 gram/kapita/hari, luas
tutupan hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi sebesar 65 juta hektare, Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 70,27, luas kawasan konservasi perairan sebesar
24,11juta hektare, dan Indeks Risiko Bencana Indonesia sebesar 143,6. Sementara itu, satu
indikator lainnya masih belum tersedia datanya yaitu koefisien limpasan, sedangkan lima
indikator lainnya tidak tercapai yaitu pola pangan harapan sebesar 86,3, prevalensi
ketidakcukupan konsumsi pangan (Preualence of Undernouishment/ PoU/ sebesar 7,66,
prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (Food Insecuitg
Experience Scale/FIES) sebesar 5,42,kapasitas tampungan air sebesar 12,42 miliar m3, dan
pemenuhan kebutuhan energi nasional sebesar 106,38 Millions of Tonnes of Oil Eqtiualent
(MroE).

Prioritas Nasional 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan pada triwulan |Y-2O2O
menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran yang baik. Dari empat
indikator sasaran PN 5, dua di antaranya telah tercapai, yaitu cime rate sebesar 103
orangf IOO.OOO penduduk dan Indeks Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara
Indonesia/Badan Hukum Indonesia (WNI/BHI) sebesar 88,35. Sementara itu, satu indikator
lainnya masih dalam tahap pengembangan dan perhitungan yaitu Indeks Pembangunan
Hukum, sedangkan satu indikator lainnya tidak tercapai namun kinerjanya sudah di atas
90 persen yaitu Indeks Kekuatan Militer sebesar 0,26.

2.2 Kerangka Ehonomi Makro

Pandemi COVID-L9 gang lebihlama dan berdampaklebihbesar dai perkiraan mengebabkan
proses pemulihan ekonomi Indonesia masih akan berlanjut pada tahun 2022. Pada saat yang
sama, pemeintah akan melanjutkan agenda reformasi struktural untuk meningkatkan daga
saing perekonomian pascapandemi COVID-L9. Upaga akselerasi pemulihan dan reforma.si
struktural perekonomian diarahkan untuk mendorong perekonomian kembali ke tingkat
sebelum knsis dan terus tumbuh dengan lebih baik.

Dalam RPJPN Tahun 2OO5-2O25, perekonomian Indonesia ditargetkan masuk dalam
kategori Upper-Middle Income (negara berpendapatan menengah atas) pada tahun 2025.
Target tersebut mampu dicapai Indonesia pada tahun 2Ol9 yang lalu. Namun akibat
pandemi COVID-19, Indonesia kembali turun menjadi kategori Lower-Middle Income pada
tahun 2O2O. Meskipun demikian, Indonesia diperkirakan akan masuk kembali ke kategori
Upper-Middle Income pada tahun 2022.

Indonesia memiliki aspirasi menjadi negara berpendapatan tinggi. Dalam Visi Indonesia
2O4S,Indonesia ditargetkan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle
income trap) sebelum peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tahun 2O2O-2O24
menjadi periode yang krusial sebagai titik awal pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN
Tahun 2O2O-2O24, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7-6,0 persen
per tahun. Namun demikian, pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2O2O-2O24 terkoreksi
cukup tajam pada tahun 2O2O dan2O2l aklbat pandemi COVID-19.

Seiring dengan belum berakhirnya pandemi COVID-l9 dan perkiraan vaksinasi yang
baru mencapai herd immunitg pada awal tahun 2022, agenda pemulihan ekonomi masih
menjadi bagian penting dalam rangka mencapai sasaran kerangka ekonomi makro
RKP Tahun 2022. Langkah kebijakan untuk memastikan terkendalinya pandemi COVID-l9
masih akan menjadi prioritas. Demikian pula, bantuan terhadap dunia usaha dan rumah
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tangga tetap perlu diberikan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Upaya
pemulihan ekonomi dilakukan terutama pada sektor yang terkena dampak besar dari
pandemi COVID-19.

Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya
meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19 harus dilakukan
bersamaan dengan agenda pemulihan ekonomi. Untuk itu, pemerintah akan kembali
melanjutkan agenda reformasi struktural pada tahun 2022, di antaranya melalui perbaikan
iklim investasi, reformasi kelembagaan, dan peningkatan kualitas SDM.

Dengan langkah kebijakan yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi
struktural tersebut, tahun 2022 akan memberikan fondasi yang kuat bagi proses
transformasi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah-panjang. Upaya redesain
transformasi ekonomi sangat dibutuhkan, mengingat dampak pandemi COVID-l9 telah
memberikan tantangan baru, yang menjadi perhatian khusus dalam penentuan sasaran
pembangunan jangka menengah- panj ang.

2.2.L Perkembangan Ekonomi Terkini
Pandemi COVID-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun
dalam negeri. Oleh karenanya, evaluasi dampak dan proses pemulihan ekonomi
pascapandemi COVID-19, serta langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2021 menjadi
bagian penting dalam perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2022.

2.2.L.t Perkembaagan Perekonomian Dunia

Dampak Pandemi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Pandemi COVID-19 telah menyebar sangat cepat ke berbagai negara di luar Cina sejak akhir
Februari 2O2O. Episentrum pandemi tidak lagi di Cina, tetapi beralih ke Amerika Serikat
(AS), Eropa, serta negara-negara berkembang, di antaranya Brasil, India, Rusia, Peru, Chili,
Meksiko, Pakistan, Afrika Selatan, Turki, dan Indonesia. Perkembangan yang ada mendorong
berbagai negara menutup perbatasan serta menerapkan kebijakan social distancing dan
lockdou.tn. Kondisi ini berdampak besar terhadap penurunan aktivitas ekonomi, yang
selanjutnya memicu penurunan pertumbuhan yang tajam. Hampir semua negara mengalami
resesi pada tahun 2O2O, kecuali Cina, Vietnam, dan Taiwan yang berhasil menangani
penyebaran COVID-19 di negara tersebut. Sepanjang akhir tahun 2020 hingga awal tahun
2021, masih terjadi gelombang baru (second waue, third waue, ataupun fourTh uauel kasus
COVID-19 di berbagai negara yang mendorong penerapan kembali social distancing dan
lockdown yang lebih ketat dari gelombang pertama. Peningkatan gelombang baru didorong
oleh munculnya varian baru virus coronayang menyebar lebih cepat dan diperkirakan lebih
berbahaya. Meski demikian, mulai meluasnya vaksinasi global diharapkan dapat
menurunkan tingkat infeksi.
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Gaabar 2.2
Pertumbuhaa Ekonomi Beberapa Negara Tahun 2O2O (Persen, yoy)

Sumber: CEIC,2O2l

1 Trade Statisfics and OutlookWTO (Oktober 2021)
2 Inuestment Trend Monitor UNCTAD (Januari 2021)
3 Global Trauel Seruices Oxford Economics (Olrtober 2021)
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Aktivitas dunia yang sempat mengalami gangguan besar dan menurun tajam akibat pandemi 
COVID-19 mulai menunjukkan sinyal pemulihan, tecermin dari peningkatan Baltic Dry Index 
(BDI) dan Purchasing Managers’ Index (PMI), baik PMI Manufacturing maupun Services. Mulai 
meningkatnya BDI, yang sempat menurun tajam sejak Januari hingga pertengahan Mei 
2020, menunjukkan pemulihan aktivitas perdagangan dunia meski belum sepenuhnya stabil 
karena merebaknya varian Delta dan gangguan rantai pasokan. Volume perdagangan dunia 
diperkirakan akan naik 10,8 persen pada tahun 2021, setelah turun hingga 5,3 persen pada 
tahun 20201. PMI Manufacturing dan Services global mulai meningkat di atas level 50 sejak 
Juli 2020, menggambarkan mulai adanya ekspansi di sektor manufaktur dan jasa dunia. 
Sektor manufaktur dianggap cukup kuat dan mampu beradaptasi di tengah pandemi. 
Meningkatnya angka PMI Manufacturing menunjukkan bahwa output pabrik mulai kembali 
di atas prapandemi meski lockdown lanjutan di beberapa negara kembali diterapkan. Sektor 
jasa juga mulai berekspansi meski masih di bawah level prapandemi. Meski demikian, 
kelangkaan bahan baku akibat hambatan logistik kembali menekan aktivitas bisnis 
utamanya di sektor manufaktur. 

Meskipun terdapat sinyal pemulihan ekonomi, namun nilai investasi asing langsung (Foreign 
Direct Investment/FDI) pada tahun 2021 diperkirakan masih lemah dengan penurunan 
sekitar 5–10 persen, setelah sempat turun 42 persen pada tahun 2020, 30 persen lebih 
rendah dari FDI saat Global Financial Crisis 2008/092. Masih lemahnya investasi didorong 
faktor wait and see investor dalam menanamkan modal seiring dengan penerapan lockdown 
dan gelombang baru di beberapa negara yang memicu tingginya ketidakpastian. Namun dari 
sisi pariwisata, perjalanan wisatawan (outbound) internasional diperkirakan rebound sebesar 
13,1 persen pada tahun 2021 lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, setelah turun hingga 
72,5 persen pada tahun 20203. 
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Gambar 2.3
Baltlc Dry Index

Gaabar 2.4
PMI Global

Sumber: Bloomberg, IHS Markit, 2021

Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia masih diperkirakan
mengalami rebound padatalt]ulr 2027, tetapi tidak setinggi dari perkiraan awal. International
Monetary Fund (lMF, Juli 2021) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global
menjadi sebesar 5,9 persen dari 6,0 persen pada tahun 2021, yang utamanya didorong oleh
beberapa risiko yang membebani pemulihan seperti meluasnya varian Delta, meningkatnya
gangguan di rantai pasokan, cepatnya laju peningkatan inflasi, serta lonjakan harga
makanan dan bahan bakar. Lembaga internasional lain, World Bank dan Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD), juga memperkirakan te{adi rebound
ekonomi global, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,6 persen dan 5,7 persen.

Crambcr 2.5
Pcrtumbuha,a Ekoaoal Global (Persen, yogl
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Sumber: WEO IMF, Oktober 2021 

Dampak terhadap Sektor Keuangan Dunia 

Kepanikan di pasar keuangan global mulai mereda, tecermin dari penurunan Chicago Board 
Option Exchange’s Volatility Index (CBOE VIX Index), meski masih belum sepenuhnya stabil 
dan kembali ke kondisi prapandemi. Capaian CBOE VIX Index sempat berada di level 
tertinggi pada awal pandemi COVID-19, lebih tinggi dibandingkan saat krisis keuangan 
global 2008. Kondisi pasar saham global juga semakin membaik, tecermin dari peningkatan 

   

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Jan-18 Jan-19 Jan-20 Jan-21

20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0

M
ar

-1
8

Ju
n-

18

S
ep

-1
8

D
ec

-1
8

M
ar

-1
9

Ju
n-

19

S
ep

-1
9

D
ec

-1
9

M
ar

-2
0

Ju
n-

20

S
ep

-2
0

D
ec

-2
0

M
ar

-2
1

Ju
n-

21

S
ep

-2
1

Manufacturing

Services



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.8 -

Morgan Stanleg Capital International All Country World Index (MSCI ACWI Indexl, seiring
dengan respons positif investor terhadap langkah kebijakan stimulus yang diambil oleh
banyak negara dan sinyal pemulihan perekonomian global, khususnya perekonomian utama
dunia. Pasar juga merespons tapering off negara maju dengan lebih tenang karena bank
sentral cenderung memberikan sinyal sejak awal, tidak serta-merta langsung
mengumumkan bahwa akan melakukan pengetatan.

Gambar 2.6
CBOE VIX dan MSCI ACWI Index

Gam,bat 2.7
Monetary Bcse (Persea, yogil

Sumber: Bloomberg, 2021

Bank sentral utama dunia, seperti The Fed, Bank of Japan, dan European Central Bank
cenderung untuk menahan suku bunganya di level rendah setidaknya hingga tahtm 2022
dan semakin memperkuat program quantitatiue eo,sing melalui pembelian obligasi untuk
menginjeksi tikuiditas ke sektor riil. Hal ini pun mendorong peningkatan likuiditas global,
tecermin dari peningkatan monetary base di bank sentral utama dunia. Meskipun demikian,
salah satu bank sentral utama dunia, The Fed, sudah memutuskan untuk memulai
pengurangan pembelian aset pada November tahun ini hingga pertengahan tahun 2022,
tetapi proses pengetatan ini tidak akan diikuti oleh normalisasi suku bunga acuan hingga
pasar tenaga kerja pulih. Namun, investor memperkirakan setengah poin persentase
kenaikan suku bunga Federal Reserve pada akhir tahun 2022 dan beberapa bank sentral
utama dunia telah menaikkan suku bunga beberapa kali dalam kurun waktu tersebut.
Kecenderungan douish bank sentral utamanya didorong oleh tingginya realisasi inflasi yang
sudah melebihi target.

Dampak terhadap Harga Komoditas Duaia

Harga-harga komoditas kembali meningkat ke level tertinggi dalam delapan tahun terakhir,
seiring dengan optimisme pemulihan ekonomi global, utamanya AS dan Cina. Harga logam
memimpin peningkatan harga komoditas, tidak hanya dipicu oleh pemulihan ekonomi, tetapi
juga dorongan penggunaan clean and green energA secara global yang mendorong tingginya
permintaan. Logam dasar menghasilkan keuntungan terbesar, dengan harga nikel naik ke
level tertinggi sejak tahun 2Ol4 dan harga tembaga terus mengalami kenaikan. Litium dan
timah juga terus mengalami peningkatan seiring penggunaannya pada mobil listrik.
Platinum menjadi logam mulia dengan kinerja terbaik, didorong penggunaannya dalam
konverter katalitik.

SK No 130032 A
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Gambar 2.8
Harga Komoditas Internasional

Gambar 2.9
Stimulus Flskal Negara Dunia Tahun 2O2O

(Persen PDB)

Gambar 2.10
Stimulus Fiskal Negara Dunia Tahun 2O21

(Persen PDB)

Sumber: World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet),2021

Kebijakan Stimulus Ekonomi Dunia

Dihadapkan pada dampak ekonomi yang besar akibat pandemi COVID-19, pemerintah
berbagai negara mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus, baik dari sisi fiskal
maupun moneter. Stimulus ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga terjadi pemulihan
ekonomi yang setara atau lebih tinggi dari prapandemi. Dari sisi fiskal, baik negara maju
maupun berkembang, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem
kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri
yang terdampak.

Sumber: IMF, Berbagai Sumber, 2021
Keterangan: *) Berdasarkan €rnggaran PEN Rp744,77 triliun dan estimasi Kementenan PPN/Bappenas untuk PDB
202r
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Dari sisi moneter, bank sentral di beberapa negara telah menetapkan kebijakan moneter
yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke
perekonomian seperti penurunan suku bunga dan quantitatiue ea,sing melalui pembelian
aset. Sedangkan dari sisi keuangan, otoritas keuangan di beberapa negara juga menyusun
stimulus untuk mendukung industri serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui
diskonto kredit.

Tabel2.2
Respons Kebijakan Suku Bunga

Negara Dunia

Gambar 2.11
Pembelian Aset oleh Bank Sentral

Negara Dunia (Persen PDB)

Sumber: CEIC per Oktober 2021, GFSR IMF Oktober 2020

2.2.1.2 Perkembangan Perekononrian Domestik

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia pada tahun 2O2O mengalami tekanan besar akibat pandemi
COVID-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020
sebesar 2,1 persen, merupakan yang pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun
199711998. Hal ini membawa Indonesia turun ke dalam kategori negara berpendapatan
menengah-bawah (louter middle income counties), setelah sempat masuk ke kategori negara
berpendapatan menengah-atas (upper middle income counties) pada tahun 2019.
Perlambatan pertumbuhan Indonesia tahun 2O2O terjadi pada semua komponen PDB, baik
dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah.

Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2O2O, konsumsi masyarakat yang meliputi konsumsi
rumah tangga dan l,embaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), terkontraksi
sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan dan penurunan daya
beli masyarakat sebagai dampak pembatasan sosial yang diberlakukan hampir sepanjang
tahun 2O2O. Untuk konsumsi LNPRT, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada)
yang diselenggarakan pada akhir tahun 2O2O, tidak dapat mendorong pertumbuhan secara
signifikan. Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang

SK No 130034A

Negara 
Februari 

2021 
(Persen) 

Penurunan 
Januari 
2020-

Oktober 
2021 

India 4,00  2x 
Indonesia 3,50 6x 
Filipina 2,50 5x 
Vietnam 2,50  3x 
Cina 2,00 1x 
Malaysia 1,75 3x 
Hong Kong 0,50 4x 
Korea Selatan 0,50  2x 
Kanada 0,25 1x 
Australia 0,10  2x 
Inggris 0,10 1x 
AS 0,25  Tetap 
Perancis 0,00 Tetap 
Jerman 0,00 Tetap 
Italia 0,00 Tetap 
Jepang -0,10 Tetap  
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mampu bertahan dengan pertumbuhan sebesar 1,9 persen. Realisasi belanja negara
mencapai 94,6 persen dari pagu, atau naik 12,2 persen dari realisasi tahun sebelumnya.
Kondisi ini didukung oleh peningkatan stimulus fiskal dalam bentuk program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN). Pembentukan modal tetap bruto atau investasi terkontraksi
sebesar 4,9 persen, sejalan dengan pelemahan investasi swasta dan pemerintah. Ekspor dan
impor barang jasa terkena dampak negatif cukup besar dengan kontraksi masing-masing
sebesar 7,7 dan 14,7 persen, yang disebabkan oleh turunnya aktivitas perdagangan global
dan jumlah wisatawan secara signifikan.

Pada tahun 202 1 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh sebesar 3,8 persen. Namun, proses
pemulihan ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus harian
COVID-l9 yang tinggi serta munculnya varian baru virus corona varian Delta sehingga
kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diterapkan.
Keberhasilan kebijakan penanganan COVID- 19 akan menjadi kunci meningkatnya
keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi
dan investasi. Pemberian vaksin COVID-19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat
dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan
perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari2O2l, bahkan mencapai di atas 1 juta
dosis per hari sejak Agustus 2021.

Investasi diharapkan menjadi kunci pemulihan ekonomi agar mampu menciptakan lapangan
pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Pemulihan ekonomi secara
bertahap dan alokasi belanja modal yang lebih besar, diperkirakan mampu mendorong
pemulihan investasi pada kisaran 3,4 persen pada tahun 2021.

Konsumsi masyarakat diperkirakan pulih seiring dengan perbaikan daya beli masyarakat
dan berangsur norrnalnya perekonomian sebagai dampak positif vaksinasi. Konsumsi
masyarakat diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,0 persen, sementara konsumsi pemerintah
diperkirakan tumbuh sebesar 4,4 persen. Hal ini dipengaruhi oleh stimulus PEN serta
program vaksinasi. Kinerja ekspor diperkirakan mengalami akselerasi seiring dengan
pemulihan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia, yaitu Cina, dan
peningkatan harga komoditas internasional. Pemanfaatan beberapa perjanjian perdagangan
bilateral maupun regional juga membantu kineda ekspor Indonesia yang diperkirakan
meningkat sebesar 23,5 persen. Sementara itu, impor diperkirakan tumbuh sebesar 22,9
persen, didorong oleh perbaikan permintaan domestik secara bertahap.

Tabel2.3
Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2O2O-2O2L (Persen)

Sumber: 1) BPS, 2O2O;21 RPJMN 2O2O-2O24; dan 3) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2O2l

Uraian 2020rt RPJMIIt2}
oz.filook
20213t

Pertumbuhan PDB -2'L 5,+5,7 3r8

Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT -2 7 5,2-5,4 2 0

Konsumsi Pemerintah 1 9 4,54,6 4,4

Investasi (PMTB) 4 9 5,84,2 3 4

Ekspor Barang dan Jasa -7,7 3,94,2 23,5

Impor Barang dan Jasa -).4,7 4,44,6 22,9
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Dari sisi lapangan usaha, sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2O2O adala}l
jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1 1,6 persen, diikuti sektor informasi dan
komunikasi sebesar 10,6 persen. Tingginya pertumbuhan kedua sektor tersebut didorong
oleh peningkatan permintaan selama masa pandemi COVID-19. Adapun sektor lainnya yang
mampu tumbuh positif adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan air,
pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta
jasa pendidikan.

Sementara itu, pertumbuhan tahunan terendah tahun 2O2O dialami oleh sektor transportasi
dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang masing-
masing terkontraksi sebesar 15,0 persen dan lO,2 persen. Sektor transportasi dan
pergudangan terkontraksi karena adanya penutupan perbatasan serta penghentian sebagian
besar aktivitas penerbangan domestik dan internasional. Sementara sektor penyediaan
akomodasi makan dan minum hanya mampu melayani deliuery atau take-anuag, ditarnbah
dengan turunnya wisatawan, baik mancanegara dan domestik, yang terlihat salah satunya
dari tingkat okupansi hotel yang mengalami penurunan signifikan.

Selain itu, sektor industri pengolahan, yang memiliki kontribusi paling tinggi terhadap PDB,
juga mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar 2,9 persen. Kontraksi ini lebih dalam
dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini te{adi sebagai dampak
dari penurunan daya beli masyarakat, aktivitas perdagangan global, dan utilisasi produksi
sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021, kecepatan pemulihan antarsektor akan berbeda. Sektor industri
pengolahan diperkirakan mampu tumbuh mencapai 3,5 persen. Optimisme ditunjukkan
oleh indikator PMI Manufachtringyang mulai menunjukkan ekspansi sejak November 2020
dan terus berlanjut hingga Jluni 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja industri
pengolahan menunjukkan perbaikan. Kinerja positif tersebut diharapkan terus bertahan
hingga akhir tahun 2021.

Sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sebesar 1,6 persen, yang salah
satunya didorong oleh peningkatan harga komoditas internasional dan program hilirisasi
pertambangan melalui pembangunan smelter serta implementasi UU Nomor 3 Tahun 2O2O

tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu
bara, yang mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah.

Pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang sempat mengalami penundaan akibat
pandemi COVID-19, mulai dilanjutkan kembali pada tahun 2021. Keberlanjutan
pembangunan infrastruktur ini menunjukkan perbaikan kinerja sektor konstruksi yang
diharapkan mampu tumbuh mencapai 3,6 persen.

Sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi makan dan minum; dan
sektor perdagangan yang terkena dampak pandemi COVID-l9 diperkirakan berangsur-
angsur pulih pada semester ll-2o21 seiring dengan meluasnya vaksinasi.

Sektor yang tercatat mampu tumbuh tinggi di tengah kondisi pandemi COVID-19, yakni
sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor informasi dan komunikasi,
diperkirakan masih akan tumbuh tinggi pada tahun 2O2l dengan pertumbuhan masing-
masing sebesar 7,8 persen dan 6,6 persen. Permintaan masyarakat terhadap sektor jasa
kesehatan seperti obat-obatan, alat kesehatan dan vaksinasi diperkirakan masih akan tinggi.
Sementara, tren perubahan pola kerja dan belajar ke arah digitalisasi terus berlanjut dan
masih akan membutuhkan dukungan sektor informasi dan komunikasi.

SK No 130036 A
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Tabel2.4
Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2O2O-2O2L (Persen, goyf

Sumber: 1) BPS,2O2O;21 RPJMNTahun 2O2O-2O24;3) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2021

Neraca Pembayaran

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2O2O mengalami surplus, sehingga ketahanan
sektor eksternal tetap terjaga di tengah tekanan pandemi COVID-19. Neraca Pembayaran
Indonesia tahun 2O2O rnelanjutkan surplus sebesar US$2,6 miliar, sedikit lebih rendah dari
surplus pada tahun 2019 sebesar US$4,7 miliar. Hal ini didorong oleh penurunan defisit
transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan finansial.

Ureiaa 2020rt RPJMN2I
Otttlook
2o213t

Pertumbuhan PDB -2 , 1 5,+5,7 3'8

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,8 3,7-3,8 ,c

Pertambangan dan Penggalian -2,O 1,9-1,9 t,6

Industri Pengolahan -2,9 5,2-5,5 3,5

Pengadaan Listrik dan Gas -2,3 5,2-5,2 4,7

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang

4,9 4,34,4 5,0

Konstruksi -3,3 5,8-6,1 3,6

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor -3,7 5,6-6,0 4,3

Transportasi dan Pergudangan - 15,0 7,t-7,4 6,7

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -ro,2 6,t4,3 6,3

Informasi dan Komunikasi 10,6 7,7-8,8 6,6

Jasa Keuangan dan Asuransi 3,2 6,44,9 3,4

Real Dstate 2,3 5,0-5,0 3,0

Jasa Perusahaan 5,4 8,4-8,4 3,4

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan,
dan Jaminan Sosial Wajib -0,0 4,8-5,1 4,O

Jasa Pendidikan 2,6 5,2-5,2 3,7

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial I 1,6 7,6-8,0 7,8

Jasa Lainnya -4,1 9,3-9,5 5,5

SK No 130037A
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Defisit transaksi berjalan pada tahun 2020 sebesar US$4,3 miliar atau 0,4 persen dari PDB,
menurun signifikan dibandingkan defisit pada tahun 2019 sebesar US$30,3 miliar atau 2,7
persen dari PDB. Penurunan defisit tersebut didorong oleh kinerja ekspor yang terbatas
akibat melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak COVID-l9,
sementara impor juga tertahan lebih dalam akibat belum kuatnya permintaan domestik.

Meskipun demikian, transaksi modal dan finansial pada tahun 2O2O tetap surplus sebesar
US$7,6 miliar, sejalan dengan optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi domestik
yang terjaga dan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global, terutama pada
semester ll-2O2O. Upaya pemerintah melalui kebijakan PEN dan PSBB serta upaya untuk
tetap menjaga arus perdagangan barang dan logistik menjadi kunci ketahanan eksternal
tahun 2O2O.

Tabel2.5
Neraca Pembayarau Indonesia Tahun 2O2G2O21 (US$ Miliar)

Sumber: 1) Bank Indonesia, 2O2l;21 Perkiraal Kementerian PPN/Bappenas, November 2021

Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2O2l diperkirakan masih akan terus tedaga. Kinerja
tersebut ditopang oleh keberlanjutan surplus pada neraca barang, seiring dengan ekspor
yang lebih tinggi mencapai sekitar US$225,4 miliar akibat peningkatan harga komoditas
ekspor utama Indonesia dan peningkatan impor yang terkelola sebesar US$187,3 miliar.
Selanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial akan mengalami peningkatan, didorong
aliran dana asing ke dalam perekonomian domestik, terutama didukung oleh membaiknya
kinerja investasi langsung dan portofolio yang sejalan dengan pulihnya kondisi iklim dunia
usaha dan pasar keuangan. Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
dan berdirinya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) akan menjadi akselerator meningkatnya
investasi di Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, surplus neraca transaksi modal dan
finansial diperkirakan meningkat hingga US$17,0 miliar pada tahun 2021, dengan ditopang
oleh investasi langsung dan portofolio berturut-turut sebesar US$20,0 miliar dan US$10,0
miliar.

Uraian 2020rt Outlook2O2La

Neraca Pembayaran Secara Keselunrhan 216 11,8

Neraca Transaksi Berjalan

(o/o PDB|

-4r3

-o14

(3,9)

(o,3)

Neraca Perdagangan Barang 28,2 38,1

Neraca Perdagangan Jasa -9,6 (r4,21

Neraca Pendapatan Primer -28,9 (33,e)
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Seiring dengan mulainya pemulihan ekonomi secara bertahap, defisit neraca transaksi
berjalan diperkirakan masih akan terjadi namun relatif rendah mencapai 0,3 persen dari
PDB pada tahun 2021. Hal tersebut didorong oleh surplus neraca perdagangan barang yang
berada pada kisaran US$38,1 miliar. Selanjutnya, defisit neraca perdagangan jasa akan
meningkat pada kisaran US$14,2 miliar. Sementara itu, defisit neraca pendapatan primer
diperkirakan mencapai US$33,9 miliar. Pada akhir tahun 2021 NPI diperkirakan akan
mengalami surplus sebesar US$11,8 miliar. Adapun cadangan devisa akan meningkat
mencapai US$ 147,7 miliar.

Keuangan Negara

Pandemi COVID-l9 memberikan tekanan terhadap pendapatan negara dan hibah
pada tahun 2O2O. Tekanan tersebut menyebabkan pendapatan negara dan hibah pada
tahun 2O2O hanya mencapai Rp1.647,8 triliun, lebih rendah 16,0 persen dari realisasi tahun
2OI9 yang sebesar Rp1.960,6 triliun, atau mencapai 96,9 persen dari target APBN (Perpres
Nomor 72 Tahun 2O2O). Dari sisi komponennya, penerimaan perpajakan mencapai
Rp1.285,1 triliun (8,3 persen PDB), turun sebesar 16,9 persen dibandingkan realisasi tahun
2019 sebesar Rpl.546,1 triliun.

Dari sisi belanja negara, pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan belanja negara
dalam rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2O2O, telah dianggarkan
Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19, menjaga daya beli masyarakat serta
upaya untuk memelihara keberlanjutan usaha terutama pada sektor-sektor terdampak.
Realisasi dari anggaran tersebut adalah sebesar Rp575,9 triliun.

Seiring dengan akselerasi PC-PEN tersebut di atas, realisasi belanja negara tahun 2O2O
mencapai Rp2.595,5 triliun (16,8 persen PDB) atau 94,8 persen dari pagu APBN, lebih tinggi
12,4 persen dari realisasi belanja negara tahun 2019. Berdasarkan komponennya, realisasi
belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.833,0 triliun atau 11,9 persen PDB, dan realisasi
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapaiRp762,5 triliun atan 4,9 persen PDB.

Selanjutnya, berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi defisit
APBN tahun 2O2O adalah sebesar Rp947,7 triliun, atau 6,1 persen PDB. Sementara itu,
realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp1.193,3 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran
tersebut utamanya berasal dari pembiayaan utang sebesar RpL.229,6 triliun, pembiayaan
investasi sebesar negatif Rp104,7 triliun dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar
Rp70,6 triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran tersebut, terdapat kelebihan
pembiayaan pada tahun 2O2O sebesar Rp245,6 triliun. Pada tahun 2O2O dilaksanakan
mekanisme burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Skema tersebut
berdampak positif mengurangi beban bunga utang di kemudian hari akibat kebutuhan
pembiayaan besar dalam rangka mengatasi pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi.
Pembiayaan terkait burden shaing dengan Bank Indonesia terealisasi 100 persen,
meliputi pembiayaan Public Goods sebesar Rp397,56 triliun dan lfon Public Goods sebesar
Rp177,03 triliun.
Pada tahun 2021, fokus APBN diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi
dan penguatan reformasi. Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai
Rp1.743,6 triliun. Penerimaan perpajakan pada tahun 2O2l ditargetkan sebesar
Rp1.444,5 triliun atau 8,2 persen PDB. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan
mencapai Rp298,2 triliun atan 1,7 persen PDB. Belanja negara diperkirakan mencapai
Rp2.750,0 triliun atau 15,6 persen PDB, dengan belanja pemerintah pusat diperkirakan
sebesar Rp1.954,5 triliun atau 11,1 persen PDB dan belanja TKDD diperkirakan mencapai
Rp795,5 triliun atau 4,5 persen PDB. Program PC-PEN tetap dilakukan dan dialokasikan
sebesar Rp744,75 triliun, yang terbagi dalam lima klaster utama, yaitu (1) pendanaan
perlindungan sosial sebesar Rp186,64 triliun; (2) pendanaan kesehatan sebesar
Rp214,95 triliun; (3) pendanaan dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp162,40 triliun;
(4) pendanaan program prioritas sebesar Rpl17,94 triliun; dan (5) pendanaan insentif usaha
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sebesar Rp62,83 triliun. Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran
pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 5,7 persen PDB atau sebesar Rp1.006,4 triliun.
Pembiayaan anggaran masih didominasi oleh pembiayaan utang sebesar Rpl.l77,4 triliun,
pembiayaan investasi sebesar negatif Rp184,5 triliun dan SAL sekitar Rp15,8 triliun.

Tabel2.6
Gambaran APBN (Persen PDB|

Uraian
Realisasi

2020

2o2t

APBN

Pendapatan Negara dan Hibah lo,7 9,9

Penerimaan Perpajakan J 8,2

PNBP 2,2 T,7

Belanja Negara 16,8 15,6

Belanja Pemerintah Pusat 1 1,9 1 1,1

TKDD 4,9 4,5

Keseimbangan Primer -4,1 -3,6

Surplus / (Defisit) -6 1 5,7

Rasio Utang 39,4 41,1

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2O2O (Auditedl dan UU No.9 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 202 1 , diolah

Moneter

Di tengah tekanan besar akibat pandemi COVID-19, stabilitas moneter terjaga dengan baik.
Hal tersebut tecermin dari realisasi inflasi sepanjang tahun 2O2O yang tercatat rendah serta
nilai tukar yang menguat pada akhir tahun 2O2O, setelah sempat mengalami depresiasi
cukup dalam dan bergerak fluktuatif pada Maret 2O2O. Tingkat inflasi yang rendah pada
tahun 2020 dipengaruhi oleh lemahnya permintaan akibat pandemi COVID-l9, dengan
ketersediaan pasokan yang memadai. Di sisi lain, penguatan nilai tukar rupiah dipengaruhi
oleh meredanya ketidakpastian pasar keuangan global, rencana implementasi program
vaksinasi COVID- 19, tingginya likuiditas global, serta pasar keuangan domestik yang masih
kompetitif untuk menarik arus modal masuk (capital inJlowl di tengah rendahnya suku
bunga dan yield obligasi negara maju.

Inflasi umum tahun 2O2O terjaga rendah dan berada di bawah rentang target inflasi yang
ditetapkan oleh pemerintah bersama BI, yaitu sebesar 3,0 t 1 persen (gog). Pada akhir tahun
2O2O, realisasi inflasi tahunan tercatat 1,68 persen (AoA), menurun dibandingkan inflasi
pada akhir tahun 2019 sebesar 2,72 persen (gog). Perkembangan ini dipengaruhi oleh
rendahnya tiga komponen inflasi, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga
diatur pemerintah. Penurunan inflasi inti sepanjang tahun 2O2O menjadi sinyal terjadinya
pelemahan daya beli masyarakat akibat tekanan pandemi COVID- 19. Di sisi lain, rendahnya
inflasi bergejolak disebabkan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan baik
domestik maupun global akibat turunnya permintaan, di tengah pasokan yang memadai,
serta terjaganya kelancaran distribusi. Sementara itu, perkembangan inflasi harga diatur
pemerintah dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan tarif listrik dalam rangka perlindungan
sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, kebijakan tarif cukai, dan
kebijakan tarif angkutan udara pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional dan tahun baru.
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Pada akhir triwulan l-2021 inflasi tetap rendah mencapai 1,37 persen (yoy), lebih rendah
dari batas bawah sasaran inflasi 2O2l yaitu 2,O-4,O persen (yoy). Memasuki triwulan II,
inflasi masih rendah walaupun sempat mengalami peningkatan pada periode Ramadan dan
Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri. Namun inflasi kembali mengalami
penurunan mencapai 1,33 persen (gogl padaJuni2021, dipengaruhi penurunan inflasi inti,
inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah, sejalan dengan normalisasi
permintaan dan penurunan tarif angkutan pasca HBKN Idulfitri. Pada akhir triwulan III
inflasi mengalami peningkatan mencapai 1,60 persen (goy) pada September 2021, dan
kembali meningkat mencapai 1,66 persen (AoAl pada Oktober 2021. Pencapaian ini
memberikan sinyal mulai tedadinya peningkatan konsumsi masyarakat sejalan dengan
keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan COVID-19 dan implementasi vaksinasi.
Inflasi tahun 2O2l dlhadapkan pada risiko kenaikan (dousnside-nsk), di antaranya (1)
kenaikan harga komoditas global sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan
keberhasilan implementasi vaksinasi; (2) berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter global
yang akan menambah likuiditas perekonomian; serta (3) faktor cuaca dan permasalahan
struktural inflasi (pola tanam, logistik, pengelolaan pascapanen, dan lain-lain). Di sisi lain,
prospek pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat dari perkiraan dan adanya rencana
normalisasi suku bunga kebijakan moneter di beberapa negara berpotensi menahan laju
inflasi sejalan dengan semakin terbatasnya ruang penurunan suku bunga acuan BI 7 Dags
Repo Rate. Pada tahun 2021 inflasi diperkirakan rendah dan terkendali pada kisaran 1,8
persen (gogl, berada di bawah batas bawah rentang sasaran inflasi yang ditetapkan, yaitu
sebesar 2,O4,O persen (yoy).

Ga,m'bar 2.t2
Perkembangan Inflasi Bulanan

(Persenf

Gambar 2.13
Perkembangan Inflasi Berdasarkan

Komponen (Persen, yoy)

Sumber: BPS,2021

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (US$) menguat pada akhir tahun 2O2O, secara rata-
rata mencapai Rp1a.57O/US$ setelah sempat terkoreksi tajam mencapai kisaran
Rp16.000/US$, pada saat awal merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Tekanan
tersebut disebabkan oleh meningkatnya aliran modal keluar sejalan dengan tingginya
ketidakpastian di pasar keuangan global akibat COVID-19. Dari sisi domestik, penguatan
nilai tukar rupiah pada akhir tahun 2O2O ditopang oleh berbagai bauran kebijakan yang
ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar valuta asing
(valas) sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, serta didukung implementasi
program PEN. Dari sisi eksternal, penguatan Rupiah dikontribusikan oleh meredanya
ketidakpastian pasar keuangan global, sejalan dengan naiknya sentimen positif terhadap
karena ketersediaan vaksin dan tingginya likuiditas global.
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Pada awal hingga pertengahan triwulan l-2O21, nilai tukar rupiah menguat didukung oleh
peningkatan aliran modal asing ke pasar keuangan domestik. Pada 1 Januari 2021 Rupiah
mencapai Rp1a.050/US$. Penguatan di sisi domestik didorong oteh tingginya daya tarik aset
keuangan dalam negeri dan sentimen positif investor terhadap prospek ekonomi Indonesia
yang mendorong aliran modal asing masuk. Dari sisi eksternal penguatan ini dipengaruhi
oleh meredanya ketidakpastian pasar keuangan dan tingginya likuiditas global. Namun
demikian, disetujuinya tambahan stimulus AS (AmericanRescuePlan) sebesar US$1,9 triliun
dan perbaikan prospek pertumbuhan ekonomi AS yang lebih cepat dari perkiraan semula,
telah mendorong pelemahan nilai tukar rupiah pada akhir triwulan I sebesar 3,38 persen
(gtd), mencapai Rp14.525/US$ pada 31 Maret 2021.

Pada triwulanll-2O21nilai tukar rupiah mengalami pelemahan, dipengaruhi oleh ekspektasi
investor terhadap peningkatan suku bunga The Fed yang memicu capital outflow sehingga
menekan nilai tukar di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia. Dari sisi
domestik, rencana pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Darurat untuk meredam
lonjakan kasus COVID-l9 turut menekan nilai tukar rupiah. Pada 30 Juni2021, nilai tukar
rupiah mencapai level Rp14.500/US$, melemah sebesar 3,20 persen (Atd).

Namun demikian, pada akhir triwulan III tren nilai tukar mengalami perbaikan dengan
pelemahan yang lebih rendah dibanding triwulan I dan II, yaitu sebesar 1,87 persen (yf@.
Perbaikan tersebut berlanjut hingga 31 Oktober 2021 mencapai Rp14.168/US$, melemah
sebesar persen O,84 (gtd). Dari sisi domestik, kondisi tersebut utamanya dipengaruhi
peningkatan aliran modal sejalan dengan persepsi positif investor terhadap fundamental
perekonomian Indonesia, tingginya imbal hasil aset keuangan domestik, kecukupan pasokan
valuta asing domestik, berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter, serta pelonggaran
kebijakan PPKM. Dari sisi eksternal, perbaikan prospek perekonomian global turut
mendukung penguatan nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar
keuangan global akibat rencana tapeing-off The Fed dan kenaikan kasus varian Delta
COVID-l9. Pada akhir tahun 2021, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil pada kisaran
Rp1a.350/US$.

Gambar 2.14
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US$ (Rp/US$)

Sumber: Bloomberg, 202 1

Respons kebijakan moneter untuk mendorong pemulihan ekonomi ditempuh BI dengan cara
mempertahankan suku bunga acuan Bl, 7-Day Reuerse Repo Rate (BITDRR) sebesar
3,50 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 18-19 Oktober 2021. Kebijakan
mempertahankan suku bunga acuan tersebut sejalan dengan perlunya antisipasi menjaga
stabilitas nilai tukar rupiah di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.
Selanjutnya, penurunan BITDRR diharapkan diikuti oleh penurunan suku bunga kredit
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perbankan dan peningkatan penyaluran kredit, sehingga dapat menggerakkan aktivitas
perekonomian di sektor riil. Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2O2l tetap diarahkan
dalam kerangka 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, ketedangkauan harga,
dan komunikasi efektif) dan didukung oleh perkuatan koordinasi dalam forum Tim
Pengendalian Inflasi Nasional (Pusat/Daerah).

Sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, pemerintah bersama BI terus
berupaya menjaga ketahanan dan kecukupan likuiditas serta daya saing pasar keuangan
domestik. Setelah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar perdana
sebesar Rp473,42 triliun untuk pendanaan APBN Tahun 2O2O, BI akan melanjutkan
pembelian SBN dari pasar perdana hingga Desember 2021 untuk mendukung pembiayaan
APBN Tahun 2021. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan
Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2O2O, yang telah diperpanjang kembali pada
tanggal 11 Desember 2O2O. Hingga 15 Oktober 2021, Bank Indonesia telah melakukan
pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp142,54 triliun.

Burden shaing pemerintah dan BI dalam penanganan COVID-19 dilanjutkan melalui Surat
Keputusan Bersama (SKB) III yang berlaku mulai tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan
31 Desember 2022. Melalui SKB ini, BI akan membeli SBN melalui priuate placement sebesar
Rp215,O triliun (2o2ll dan Rp224,O triliun (2022l, untuk penanganan kesehatan dan
kemanusiaan, antara lain: (i) program vaksinasi; (ii) program penanganan kesehatan terkait
pandemi COVID-19; dan (iii) program perlindungan masyarakat/usaha kecil terdampak.

Sektor Keuangan

Sepanjang tahun 2O2O, sektor keuangan Indonesia juga mengalami tekanan akibat pandemi
COVID-19. Penyebaran COVID-19 dan laju peningkatan kasus positif yang terus meningkat
di Indonesia memicu adanya ketidakpastian yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan,
sehingga mendorong adanya aksi sell-off para investor asing, volatilitas harga, dan
peningkatan risiko pada sektor keuangan domestik. Namun demikian, penemuan vaksin dan
rencana program vaksinasi nasional sejak pertengahan tahun 2O2O telah menimbulkan
optimisme positif, sehingga kondisi sektor keuangan perlahan membaik pada semester II-
2020.

Jika dibandingkan dengan kondisi saat kasus pertama COVID- 19 terkonfirmasi di Indonesia,
telah terjadi perbaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara signifikan pada akhir
tahun 2O2O.IHSG kemudian mengalami tekanan pada awal hingga pertengahan tahun 2021
akibat adanya sentimen negatif baik dari dalam, maupun luar negeri. Akan tetapi, pada
kuartal III tahun 2021, IHSG kembali mengalami penguatan yang cukup stabil seiring
dengan penurunan signifikan kasus COVID-19, percepatan vaksinasi, dan berlanjutnya
pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, penguatan tersebut juga didorong oleh kenaikan
bursa saham global dan harga komoditas yang disebabkan oleh adanya rebound ekonomi
global di tengah situasi pandemi COVID-19.

Sementara itu, setelah sebelumnya meningkat signifikan pada akhir bulan
Maret 2O2O, gield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun telah mengalami perbaikan
dan nilainya relatif terus menurun pada awal hingga kuartal III tahun 2021. Kondisi tersebut
mencerminkan terjadinya penurunan premi risiko pada pasar. Selanjutnya, tekanan pada
pasar modal juga tecermin dari peningkatan aksi sell-off para investor asing. Porsi
kepemilikan asing masih terus mengalami penurunan yang cukup signifikan jika
dibandingkan dengan persentase pada awal Maret 2020 hingga berada di kisaran 21 persen
pada kuartal III tahun 2021. Sementara itu, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) terus
mengalami tren peningkatan hingga kuartal lll tahun 2021.
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Gambar 2.15
Perkembangan Yield Goaentment Bonds

Gambar 2.16
Perkembangan IHSG dan ICBI

Gambar 2.18
Rasio Kredit Bermasalah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan IBPA, Juln2O2l

Industri perbankan juga masih mengalami tekanan akibat pelemahan ekonomi dampak
COVID-19, yang tecermin dari penyaluran kredit perbankan konvensional yang terkontraksi
dan meningkatnya risiko kredit bermasalah pada perbankan konvensional. Sejak
kemunculan kasus positif COVID-l9 di Indonesia, penyaluran kredit terus mengalami
penurunan. Walaupun sedikit mengalami perbaikan pada awal tahun dan cenderung stabil
hingga pertengahan2O2l, namun nilainya masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Dari sisi permintaan, pelemahan ekonomi mendorong berkurangnya
permintaan kredit baru. Sementara dari sisi penawaran, perbankan cenderung lebih berhati-
hati dalam menyalurkan kredit seiring dengan semakin tingginya risiko kredit bermasalah.
Risiko kredit bermasalah tercatat terus mengalami peningkatan hingga pertengahan tahun
2021. Namun di sisi lain, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat terus meningkat
bahkan mencapai level double digit sejak pertengahan tahun 2O2O dan hingga pertengahan
tahun 2021. Pertumbuhan DPK tersebut sejalan dengan konsumsi rumah tangga yang
tertahan dan perilaku berjaga-j aga Qtrecautionaryl masyarakat dalam menghadapi pandemi.
Dalam perspektif ke depan, industri perbankan akan dihadapkan oleh berbagai tantangan,
salah satunya yaitu risiko kredit pasca berakhirnya masa relaksasi atau restrukturisasi
kredit perbankan.

Gambar 2.17
Pertumbuhan Kredit daa DPK

-Pertumbuhan -pqrturn[uhan Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021
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Kondisi sektor jasa keuangan syariah secara umum cukup terkendali, tecermin dari
stabilnya perkembangan perbankan syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah
dan pasar modal syariah. Untuk perbankan syariah, angka pertumbuhan penghimpunan
DPK mencapai double digit, penyaluran pembiayaan tumbuh positif dengan rasio
pembiayaan bermasalah relatif rendah dan stabil sejak awal tahun hingga pertengahan
triwulan lll-2}21. Perkembangan positif perbankan syariah ini didorong pula oleh
terlaksananya merger dari tiga bank Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Untuk
industri keuangan nonbank syariah (IKNB Syariah) dan pasar modal syariah, peningkatan
nilai total aset masih terus terjaga meskipun fluktuatif pada beberapa bulan tertentu, namun
secara umum nilai asetnya menunjukkan tren positif sejak awal tahun hingga triwulan III-
202t.

Tekanan besar terhadap perekonomian termasuk sektor keuangan secara keseluruhan
mendorong pemerintah mengeluarkan beberapa stimulus kebijakan pada sektor jasa
keuangan. Stimulus kebijakan tersebut antara lain berupa 1) penurunan suku bunga acuan,
2) pemberian restrukturisasi kredit dan pembiayaan, 3) penetapan kualitas aset, 4) relaksasi
kredit usaha ralgrat, 5) pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM), 6) pelonggaran kebijakan
Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan berbagai stimulus pada pasar modal dan Industri
Keuangan Non Bank (IKNB). Stimulus kebijakan tersebut terus diperkuat untuk mendukung
pemulihan sektor keuangan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan
perpanjangan beberapa stimulus dilakukan hingga tahun 2022.

Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkesinambungan

Target Pembangunan

Prospek pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-l9 pada tahun 2O2l diperkirakan
memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran
terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan menurun, tingkat kesenjangan mengecil, dan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat.

Tabel2.7
Target dan Indikator Pembargunan Tahun 2O2l (Persen)

Uraian 2020rt Otttlook202l2t

Target Pcmbangunan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 7,O7 6,493t

Tingkat Kemiskinan (%o) 10,19 9,5-10,1

Rasio Gini (nilai) o,385 o,3774,382

IPM (nilai) 7 t,94 72,60-72,65

Penurunan Emisi GRK 25,93 23,55

Indikator Pembangunan

Nilai Tukar Petani (NTP) 101,65 L02-tO4

Nilai Tukar Nelayan (NTN) too,22 t02-Lo4

Sumber: 1) Target dan indikator pembangunan tahun 2020 merupakan perhitungan BPS, sementara khusus
penumnzrn Emisi GRK merupakan perhitungan Kementerian PPN/Bappenas; 2) Perkiraan Kementerian
PPN/Bappenas, Agustus 2O2l;31 Angka realisasi periode Agustus 2021, Sakernas BPS
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Tingkat Pengangguran Terbuka

Tekanan pandemi COVID-l9 pada perekonomian Indonesia tahun 2O2O menyebabkan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 7,07 persen atau 9,77 juta orang
(Agustus, 2O2Ol. Jumlah penganggur ini bertambah 2,67 |uta jika dibandingkan dengan
periode yang s€rma tahun 2019. Selain menambah pengangguran, pandemi COVID-l9
berdampak besar pada pengurangan jam kerja dan penurunan upah pekerja. Beberapa
upaya telah dilakukan untuk menekan dampak pandemi COVID-19 terhadap tenaga kerja.
Untuk menekan bertambahnya pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Keda (PHK),
pemerintah memberikan berbagai stimulus bagi dunia usaha, termasuk Usaha Ultra Mikro
(UMi) dan UMKM, seperti penundaan pokok dan bunga, subsidi bunga kredit, insentif
perpajakan, penjaminan kredit modal kerja, dan penyediaan dana talangan. Sementara itu,
pada tahun 2O2O upaya untuk mempertahankan daya beli yang dilakukan antara lain
melalui implementasi Kartu Prakerja dengan desain "semi-bantuan sosial" bagi 5,5 juta
orang terkena PHK, pemberian bantuan subsidi upah bagi sekitar 24,5 juta pekerja
berpenghasilan RpS juta ke bawah, dan penyaluran berbagai bantuan sosial lainnya ke
masyarakat termasuk ke pekerja informal.

Pada tahun 2021, seiring dengan proses pemulihan perekonomian yang terus menunjukkan
perkembangan positif, TPT dapat menurun menjadi 6,49 persen. Untuk menopang daya beli
penganggur akibat PHK yang belum mendapat kesempatan, program Kartu Prakerja akan
dilanjutkan dengan desain "semi-bantuan sosial" pada semester I-2O2 1 dan pada semester
lI-2O21 desain program akan dikembalikan pada desain asal sebagai sarana peningkatan
keahlian dan produktivitas tenaga kerja.

Tingkat Kcmiskinan

Pandemi COVID-l9 juga berdampak terhadap aspek sosial dan ekonomi. Salah satu
dampaknya adalah penurunan pengeluaran dan peningkatan pengangguran yang
menyebabkan kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,36 persen poin, dari 9,78 persen
menjadi 10,14 persen (Maret, 202ll. Wilayah yang paling terdampak akibat pandemi COVID-
19 adalah perkotaan, ditunjukkan dengan peningkatan angka kemiskinan yang lebih besar
dibandingkan wilayah perdesaan.

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah penduduk miskin,
antara lain melalui perluasan cakupan maupun peningkatan Indeks Bantuan Sosial. Selain
itu, pemerintah telah mengeluarkan bantuan khusus melalui skema baru untuk mengurangi
beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan, yaitu melalui skema nontunai. Namun,
saat ini tingkat akurasi data penyaluran bantuan sosial yang dapat menjamin ketepatan
sasaran penduduk miskin dan rentan, relatif masih rendah. Belajar dari pelaksanaan
kebijakan penanganan pandemi COVID-19, pemerintah berupaya melakukan reformasi di
bidang sistem perlindungan sosial yang dilakukan secara bertahap dan multitahun, dimulai
dari tahun 2021. Reformasi tersebut terdiri dari enam komponen, yaitu (1) transformasi data
menuju registrasi sosial-ekonomi dengan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) dan pengembangan sistem pendataan terintegrasi dengan cakupan 6O persen
penduduk; (2) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif dari bencana alam maupun
nonalam; (3) digitalisasi penyaluran dengan pemanfaatan platform digital dan pembayaran;
(41 reformasi skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan;
(5) pengembangan mekanisme distribusi secara digital; dan (6) integrasi program pada
bantuan sosial, jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial untuk peningkatan efektivitas
dampak. Dengan menimbang kondisi ekonomi terkini serta berbagai agenda pembangunan
reformasi perlindungan sosial ekonomi, diharapkan tingkat kemiskinan masih dapat ditekan
pada kisaran 9,5-10,1 persen pada tahun 2021.
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Rasio Gini

Rasio gini, seperti yang sudah diperkirakan, mengalami kenaikan akibat dari pandemi
COVID- 19. Pada September 2O 19 angka rasio gini sempat mencapai 0,380 namun pada akhir
tahun 2O2O angka rasio gini kembali naik ke angka 0,385. Peningkatan angka rasio gini
terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Rasio gini perkotaan pada September 2020
adalah sebesar 0,399 atau mengalami kenaikan sebesar 0,008 poin dibanding rasio gini
September 2019 yang sebesar 0,391. Sedangkan rasio gini pedesaan pada September 2O2O
tercatat sebesar 0,319, naik O,OO4 poin dibandingkan September 2OI9. Diperkirakan pada
tahun 2021, rasio gini akan mengalami penurunan pada kisaran angka 0,377-0,382, seiring
dengan membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia

Pada kuartal pertama tahun 2021, pandemi COVID-19 mulai menunjukkan kecendemngan
menurun, walaupun masih belum signifikan. Kasus baru COVID- 19 masih terjadi dan
memberikan tekanan yang berat bagi perekonomian. Aktivitas ekonomi yang menurun
berimbas pada IPM, terutama komponen pengeluaran per kapita. Pembatasan aktivitas
penduduk menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja, terhentinya aktivitas
ekonomi pekerja informal, serta menurunnya konsumsi rumah tangga sebagai akibat
turunnya pendapatan dan daya beli.

Pelayanan kesehatan esensial, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat
dan pengendalian penyakit juga terhambat selama pandemi. Kondisi ini dipengaruhi oleh
fokus utama sistem kesehatan untuk mencegah penularan dan menekan kematian akibat
COVID-l9. Di sisi lain, masyarakat juga membatasi kunjungan ke fasilitas pelayanan
kesehatan sebagai upaya untuk mengurangi potensi terpapar virus. Inovasi penggunaan
pelayanan kesehatan digital masih belum mampu mendongkrak capaian pelayanan
kesehatan. Apabila kondisi ini berlanjut, akan berdampak pada indikator kesehatan lainnya,
seperti peningkatan angka kematian ibu dan bayi, serta kematian akibat penyakit lainnya.

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada penyelenggaraan pendidikan. Perubahan proses
belajar mengajar, yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak
Jauh (PJJ), baik luring maupun daring, belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Selain
itu, ketidaksiapan keluarga untuk pendampingan anak dalam PJJ dan kapasitas keluarga
yang beragam, termasuk kemampuan finansial, memberikan pengaruh pada menurunnya
hasil belajar dan munculnya potensi putus sekolah.

Tekanan yang cukup besar bagi perekonomian dan pembangunan SDM ini dapat
diminimalisir jika sistem kesehatan mampu mengendalikan pandemi. Vaksinasi COVID-19
bagi seluruh penduduk dan penerapan protokol kesehatan yang ketat diharapkan dapat
menghentikan penularan serta mencegah jumlah kematian yang lebih besar. Oleh
karenanya, membangun sistem kesehatan yang kuat dan dukungan pembiayaan kesehatan
pemerintah (gouernment health expenditurel yang memadai, akan meningkatkan daya saing
SDM sekaligus bentuk perlindungan terhadap tekanan ekonomi akibat pandemi.

Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Pada tahun 2021, aktivitas perekonomian diperkirakan mulai kembali berjalan normal
seiring dengan dilakukannya vaksinasi kepada masyarakat, dengan perkiraan perbaikan
pertumbuhan ekonomi. Adapun program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2021 masih
difokuskan untuk menstimulasi dan mempercepat pemulihan ekonomi. Sementara itu, aksi
pembangunan rendah karbon dapat dikatakan belum berjalan secara optimal.
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Proses pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial di tahun 2O2l diperkirakan akan berdampak
pada meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di tahun tersebut, di mana penurunan
emisi diproyeksikan mengalami pelemahan dari 25,93 persen di tahun 2020 menjadi
23,55 persen di tahun 2021. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut: Pertama,
pemulihan aktivitas ekonomi di tahun 2O2l tidak diiringi oleh peningkatan aksi
pembangunan rendah karbon yang dapat menekan laju emisi GRK. Kedua, dampak dari
tidak optimalnya aksi pembangunan rendah karbon di tahun 2O2O juga berlanjut hingga
2021, karena ada beberapa aksi pembangunan rendah karbon yang baru dapat dirasakan
dampaknya setelah beberapa tahun kemudian, seperti aksi restorasi gambut dan reforestasi.

Gambar 2.19
Proyeksi Penunrnan Emisi GRK

Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, Agustus 2021

Kondisi di atas menunjukkan pentingnya peningkatan program dan anggaran pemerintah
yang diarahkan untuk mendukung aksi pembangunan rendah karbon. Bentuk aksi dapat
berupa reforestasi, pencegahan deforestasi, peningkatan kapasitas Energi Baru Terbarukan
(EBT), dan efisiensi energi agar proses pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial pascapandemi
COVID-l9 dapat sejalan dengan upaya menurunkan emisi GRK.

Nilai Tukar Petani (NTP)

Secara nasional, NTP Januari hingga Desember 2O2O adalah sebesar 101,65. Sepanjang
tahun 2020 NTP menurun sejak Februari hingga Agustus akibat pandemi COVID- 19. Hal ini
diperkirakan karena diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
yang menghambat distribusi sarana produksi dan distribusi hasil panen. Namun, mulai
September hingga Desember, NTP terus meningkat hingga mencapai 101,65 pada akhir
tahun 2020. Peningkatan NTP tersebut, salah satunya disebabkan karena musim panen raya
pada komoditas padi. Sejak Januari hingga Oktober 2021, NTP cenderung stabil pada angka
103 yang ditopang karena peningkatan harga komoditas perkebunan global.
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Gambar 2.2O
Perkembangan Nilai Tukar Petani

Sumber: BPS, Oktober 2021 (diolah)

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Pada triwulanl-2O2O, secara nasional NTN mengalami penurunan, yaitu dari 101,11 pada
bulan Januari menjadi 98,49 pada bulan April. Nilai Tukar Nelayan kemudian perlahan
mulai meningkat pada bulan Mei hingga Desember. Penurunan NTN pada awal tahun
mengindikasikan adanya penurunan pendapatan nelayan karena terbatasnya aktivitas
usaha nelayan akibat pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas masyarakat melalui
kebijakan PPKM berdampak pada turunnya pernintaan produk perikanan di berbagai
daerah, yang juga menyebabkan turunnya harga di tingkat produsen. Nilai rata-rata NTN
pada tahun 2O2O adalah sebesar lOO,22 dengan rata-rata pertumbuhan 0,08 persen per
bulan.

Pe rke mb af:Iff i:r'f,Lr Ne rayan

SK No 130049 A

 

104,16 
103,75 

103,20 

102,48 

101,88 
101,49 101,29 101,21 101,26 101,36 101,50 101,65 

103,26 

103,18 
103,22 

103,15 103,20 103,26 103,29 
103,71 103,71 103,71 

 99,50
 100,00
 100,50
 101,00
 101,50
 102,00
 102,50
 103,00
 103,50
 104,00
 104,50

2020 2021

 

101,11
100,31 100,05

98,49 98,69 99,22
100,01 100,38 100,72 100,73 100,97

102
102,83 103,16 102,76

103,7
104,8 104,64 104,89 105,46 105,6 105,7

2020 2021
 

Sumber: BPS, Oktober 2021 



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- il.26 -

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan aktivitas usaha perikanan dalam rangka
meningkatkan NTN, di antaranya adalah (1) peningkatan produksi perikanan tangkap
melalui bantuan input produksi (kapal di bawah 10 GT dan alat tangkap); (2) pemberian
asuransi untuk nelayan; (3) penyerapan produksi ikan melalui gerakan gemar makan ikan;
(4) sistem rantai dingin; (5) kerja sama pemasaran digital; dan (6) kemudahan perizinan.
Pada tahun 2021, NTN menunjukkan peningkatan dari tahun 2O2O. Nilai Tukar Nelayan
diharapkan mampu mencapai target yang telah ditetapkan senilai lO2-lO4 pada akhir tahun
202t.

Pembangunan Wilayah

Selama pandemi COVID-19, perekonomian Wilayah Jawa-Bali mengalami tekanan yang
terbesar dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa-
BaIi pada tahun 2O2O tercatat kontraksi sebesar 2,67 persen. Tekanan ini terjadi pada
berbagai sektor di antaranya sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan
akibat terhambatnya mobilitas dan aktivitas perdagangan. Tekanan yang besar terhadap
perekonomian Jawa-Bali menyebabkan peningkatan pada tingkat kemiskinan hingga
9,6 persen. Perlambatan aktivitas ekonomi di Jawa-Bali juga berdampak pada penurunan
penciptaan kesempatan kerja dan besarnya jumlah pekeda yang dirumahkan atau
diberhentikan. Hal ini menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa-Bali
meningkat menjadi 8,0 persen.

Pada tahun 2021, Wilayah Jawa-Bali diperkirakan tumbuh sebesar 3,71 persen akibat
membaiknya ekspor, permintaan domestik, dan investasi. Pemulihan ekspor diperkirakan
sejalan dengan membaiknya aktivitas perdagangan dunia, sementara permintaan domestik
sejalan dengan peningkatan keyakinan konsumen, pemulihan aktivitas wisatawan
nusantara melalui program vaksinasi, dan berlanjutnya program bantuan sosial.
Peningkatan kinerja investasi, didorong oleh berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis
Nasional (PSN), di antaranya Kawasan Industri Wilmar, Kawasan Industri Terpadu Batang,
Pelabuhan Patimban, Tol Jogja-Bawen, dan Tol Serpong-Balaraja. Perbaikan kineda
perekonomian juga diharapkan turut mendorong penurunan tingkat kemiskinan hingga
9,10 persen. Pada Agustus 2021, tingkat pengangguran terbuka di wilayah Jawa-Bali
mampu menurun hingga 7,39 persen.

Kontraksi juga terjadi di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, dan Kalimantan akibat
turunnya permintaan negara mitra dagang utama, penurunan harga komoditas (batu bara,
liquefied natural gas, nikel, minyak mentah), dan ketidakpastian global yang membuat aliran
investasi terhambat. Wilayah tersebut masing-masing terkontraksi sebesar 1,19 persen,
0,72 persen, dan 2,27 persen. Kondisi perekonomian yang memburuk menjadi salah satu
penyumbang kenaikan angka kemiskinan di tahun 2O2O dengan masing-masing menjadi
10,2 persen, 17,8 persen, dan 6,2 persen. Tekanan ini menyebabkan TPT meningkat
di Wilayah Sumatera (6,1 persen), Nusa Tenggara (4,3 persen), dan Kalimantan (5,5 persen).

Pada 2021, pertumbuhan Wilayah Sumatera dan Kalimantan diperkirakan akan didorong
oleh peningkatan permintaan komoditas primer seiring dengan pemulihan ekonomi global
dan proyeksi harga yang positif untuk minyak kelapa sawit, karet olahan, dan batu bara.
Berlanjutnya proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol lintas Sumatera,
pengembangan kawasan industri, dan realisasi investasi swasta yang tertunda sebelumnya
diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 3,36 persen.
Membaiknya kondisi perekonomian yang diiringi oleh perbaikan akurasi data dan perluasan
program-program perlindungan sosial diharapkan dapat mencapai target penurunan
kemiskinan hingga 9,80 persen di Sumatera. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi
Sumatera, Wilayah Kalimantan juga diperkirakan akan tumbuh sebesar
3,46 persen yang didorong oleh beroperasinya Pelabuhan Kijing, pengembangan kawasan
sentra produksi pangan (Food Estatel, pembangunan Ibu Kota Negara baru, dan
berlanjutnya hilirisasi olahan tambang. Aktivitas ekonomi tersebut diharapkan berdampak
secara inklusif sehingga menyumbang pada penurunan kemiskinan di Wilayah Kalimantan
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menjadi 5,68 persen. Pada Agustus 2021, TPT Wilayah Sumatera menuru.n menjadi 5,63
persen dan Wilayah Kalimantan sebesar 5,55 persen.

Sementara perekonomian Wilayah Nusa Tenggara diperkirakan tumbuh sebesar 3,40 persen
yang didorong oleh program pemulihan ekonomi. Ekspor tembaga dari Nusa Tenggara Barat
(NTB) diperkirakan tetap solid seiring dengan tetap kuatnya permintaan dari Cina.
Pertumbuhan ekonomi tersebut juga sejalan dengan dilaksanakannya proyek investasi
pemerintah dan swasta yang sempat tertunda pada 2O2O, antara lain proyek jalan tol, hotel
di sejumlah destinasi wisata, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Bandara Komodo,
serta proyek hilirisasi pertambangan tembaga. Dampak dari berbagai kebijakan tersebut
diharapkan dapat menyumbang pada penurunan kemiskinan ke kondisi awal sebelum
pandemi yaitu di kisaran angka 17,21 persen. Seiring dengan pemulihan ekonomi di Wilayah
Nusa Tenggara, TPT di wilayah tersebut pun menurun hingga 3,40 persen pada periode
Agustus 2O2I.

Di sisi lain, perekonomian Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tahun 2020 tumbuh
positif yang masing-masing tumbuh sebesar 0,23 persen; 1,78 persen; dan 1,34 persen.
Sulawesi tumbuh positif ditopang oleh pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah karena
terjaganya kinerja industri baja dan besi, serta peningkatan produksi smelter baru nickel pig
iron (NPI). Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak mampu membendung kenaikan angka
kemiskinan akibat dampak pandemi menjadi 10,4 persen. Sementara perekonomian Maluku
tumbuh positif didukung oleh pertumbuhan di Maluku Utara seiring dengan beroperasinya
smelter pirometalurgi. Namun demikian, angka kemiskinan masih meningkat sebesar
0,2 persen menjadi 13,5 persen. Pertumbuhan ekonomi Papua didorong oleh tumbuh
positifnya sektor pertambangan dan penggalian, khususnya peningkatan produksi tembaga.
Selain itu, kasus COVID-19 di tahun 2O2O belum banyak terjadi di Wilayah Papua sehingga
aktivitas ekonomi khususnya penduduk miskin dan rentan belum secara signifikan
terpengaruh, walaupun demikian masih ada peningkatan kemiskinan sebesar -0,2 menjadi
25,7 persen. Tekanan pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah
pengangguran di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan
Papua. Tingkat pengangguran terbuka meningkat masing-masing sebesar 5,5 persen;
6,6 persen; dan 4,8 persen.

Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh masing-
masing sebesar 5,41 persen;7,66 persen; dan 8,05 persen. Pertumbuhan Sulawesi didorong
oleh prospek permintaan negara mitra dagang utama, khususnya Cina, yang diperkirakan
akan terus meningkat, baik untuk tembaga maupun besi baja. Progres hilirisasi di Morowali
juga masih berlanjut seiring dengan konstruksi usaha industri logam dasar, barang logam
bukan mesin dan peralatannya. Perbaikan konsumsi, peningkatan kinerja ekspor komoditas
utama, serta rencana pengembangan Lumbung Ikan Nasional diperkirakan mampu
mendorong pertumbuhan di Maluku. Sementara, pertumbuhan ekonomi Papua
diperkirakan akan didorong oleh perbaikan pada sektor tambang. Di samping kegiatan
ekonomi, Sulawesi, Maluku dan Papua merupakan wilayah-wilayah dengan tingkat
pemutakhiran data yang masih rendah. Dengan adanya perbaikan akurasi data penyaluran
bantuan pemerintah diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan masing-masing
menjadi 9,96 persen, 12,96 persen, dan 25,29 persen. Untuk mendukung proses pemulihan
ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada
program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan
pelatihan vokasi, penguatan sistem informasi pasar kerja, dan penguatan sistem
perlindungan sosial pekeda. Pada Agustus 2021, TPT di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan
Papua menurun masing-masing sebesar 4,97 persen, 6,02 persen, dan 3,85 persen.
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Tabel2.8
Pembangunan Wilayah Tahun 2O2O-2O2L

trIilayah 2O2O.l Ontlook2O2Lbt

Sumetera

- Pertumbuhan Ekonomi (%o) - 1,19 3,36

- Tingkat Kemiskinan (%) to,22 9,80

- Tingkat Pengangguran (%ol 6,t 5,63c)

Jawe-Bali

- Pertumbuhan Ekonomi (7o) -2,67 3,71

- Tingkat Kemiskinan (%) 9,56 9,10

- Tingkat Pengangguran lo/ol 8,0 7,39.1

Illusa Tenggara

- Pertumbuhan Ekonomi (%) -o,72 3,40

- Tingkat Kemiskinan (%) 17,81 17,21

- Tingkat Pengangguran (o/ol 4,3 3,40.)

Kalimantan

- Pertumbuhan Ekonomi (%o) -2,27 3,46

- Tingkat Kemiskinan (%) 6,16 5,68

- Tingkat Pengangguran (o/ol 5,5 5,55c)

Sulawesi

- Pertumbuhan Ekonomi (7o) o,23 5,41

- Tingkat Kemiskinan (%o) 10,41 9,96

- Tingkat Pengangguran (o/o) 5,5 4,97c)

Maluku

- Pertumbuhan Ekonomi (%o) 1,78 7,66

- Tingkat Kemiskinan (%) 13,45 12,96

- Tingkat Pengangguran (ohl 6,6 6,O2cl

Papua

- Pertumbuhan Ekonomi (7o) t,34 8,05

- Tingkat Kemiskinan (%) 25,65 25,29

- Tingkat Pengangguran (o/ol 4,8 3,85.)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas

Keterangan: a) Angka realisasi; b) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2O2l; dat
c) Angka realisasr periode Agustus 2021, Sakernas BPS
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2.2.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2022

Tahun 2022 rnerupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan
ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 rnenjadi titik awal pemulihan
ekonomi pascapandemi COVID-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang
terkoreksi akibat COVID-l9. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan
ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika COVID- 19 berhasil dikendalikan. Bantuan
dari pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk
memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan
efektivitas pengendalian COVID-19, termasuk proses vaksinasi. Sementara itu, peningkatan
daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan
iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan
peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi
struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami
peningkatan.

2.2.2.L Tantangan dan Risiko Perekonomian

Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2022. Meskipun
pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi
global tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni
4,4 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang
diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,5 persen. Kondisi ini didukung oleh penanganan
pandemi COVID-l9 yang terkendali dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai
pemerintah negara dunia. Namun, meningkatnya kasus COVID-l9 seiring dengan
berkembangnya varian baru virus COVID-l9 atau kendala pada proses vaksinasi berpotensi
menyebabkan terhambatnya pemulihan aktivitas ekonomi global.

Peningkatan harga komoditas internasional, yang dipicu oleh pulihnya permintaan dunia,
juga berkontribusi pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Harga komoditas yang tinggi akan
mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari sisi ekspor, tetapi
juga konsumsi dan investasi. Hingga awal tahun 2021, harga komoditas ekspor utama
Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel berada pada tingkat yang tinggi.
Namun demikian, harga komoditas batu bara dan kelapa sawit berpotensi menghadapi
penurunan harga akibat pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang lebih mengarah
ke Green Recouery.

Keberhasilan pengendalian COVID-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan
ekonomi dalam negeri. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk
menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai lrcrd
immunitg pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat
dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-l9 juga menjadi tantangan pencapaian
sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi COVID-l9, sebagian dunia usaha telah
bangkrut dan menutup perrnanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan
dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya
menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber
pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat
keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk
mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis,
pemulihan ekonomi akan bedalan lambat.

Dari sisi moneter, prospek pemulihan ekonomi AS yang diperkirakan lebih cepat, serta
rencana normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara berpotensi meningkatkan risiko
tekanan terhadap nilai tukar rupiah pada tahun 2022, yang ditransmisikan melalui arus
modal keluar (capital outJlou) dari emerging markets, termasuk salah satunya Indonesia.
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2.2.2.2 Sasaran dan Arah KebiJakan Ekonomi Makro Tahun 2022

Sasaran Ekonomi Makro

Upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2-5,5 persen pada tahun 2022 (Tabel 2.9). Tingkat
pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan Gross National Income (GNI) per kapita
(Atlas Method) menjadi US$4.36H.47O pada tahun 2022, membawa kembali Indonesia ke
dalam kategori upp er-middle income countries.

Tabel2.9
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2o22

Uraiaa 2020
2o2L

Otttlook

2022

RPJMN Sasaran

Perkiraan Besaran-Besaran Pokok

Pertumbuhan PDB (%, aoAl 2,1 3,8 5,74,O 5,2-5,5

Laju inflasi, Indeks Harga
Konsumen (IHK) (%, yoy):Akhir
Periode

t,7 1,8^) 2 9 3,0

Ncraca Pembayaran

Pertumbuhan Ekspor Nonmigas

(%, uoal
-0,6 33,9 7,2 o,8-1,2

Cadangan Devisa (US$ miliar) 135,9 \47,7 138,8 t55,4-t57,9

- dalam bulan impor to,2 8,3 6,9 8,3-8,2

Defisit Neraca Transaksi Berjalan

(% PDB)
-o,4 (0,3) -2,r (0,8)-(1,1)

Keuangan Negara

Penerimaan Perpajakan (% PDB) 8,3 8,2 ro,3-t1.,2 8,44

Keseimbangan Primer (% PDB) -4,1 -3,6 0,1-o,0 -2,58

Surplus/Defisit APBN (% PDB) -6,1 5,7 (1,6)-(1,7) -4,85

Stok Utang Pemerintah (% PDB) 39,4 4t,l 29,t-29,8 43,76

PMTB/Investasi

Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) -4,9 3,4 6,34,9 5,4-6,3

Realisasi Investasi PMA dan PMDN
(Triliun Rp)

826,3 858,5 1.128,3 968,4
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Uraian 2020
2o2t

Otttlook

2022

RPJMIT Sasaran

Target Pembangunan

Tingkat Pengangguran Terbuka (%o) 7,O7 6,49 4,44,9 5,5-6,3

Tingkat Kemiskinan (%) 10,19 9,5-10,1 7,5-8,0 8,5-9,0

Rasio Gini 0,385 o,377-0,382 o,3744,378 o,3764,378

Indeks Pembangunan Manusia
(rPM)

7 r,94 72,60-72,65 74,Olb) 73,41-73,46

Penurunan Emisi GRK 25,93 23,55 26,70 26,87

Indikator Pembangunan

Nilai T\rkar Petani (NTP) 101,65.) r02-to4 L02-r04 103-105

Nilai Tukar Nelayan (NTN) too,22d) t02-to4 105 104-106

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2l

Keterangan: a) Kesepakatan interdeptS November 2O2l dengal:. pertumbuhan ekonomi pada losaran 3,8 persen;
bl Exercbe Internal Kementerian PPN/Bappenas, c) Data Tahunan Capaian 2020 BPS, d) Capaian Rata-Rata
Tahun 2020 (BPS)

Stabilitas makroekonomi diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi
COVID- 19. Tingkat inflasi ddaga stabil pada rentang 2,O4,O persen dan nilai tukar rupiah
diperkirakan berada pada kisaran Rp13.900,0G-Rp14.800,00 per US$.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2022 dliringi oleh peningkatan kualitas
pertumbuhan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan dan TPT pada tahun 2022 diharapkan
turun, masing-masing menjadi 8,5-9,0 dan 5,5-6,3 persen. Demikian pula rasio gini turun
menjadi 0,376-0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat,
yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,41-73,46. Kebijakan peningkatan
kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat
kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP sebesar 103-105
dan NTN pada kisaran 104-106.
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Gar,bat 2.22
Tema RKP Tahun 2o.222 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Arah Kebijakan

Tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi
pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang,
menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi diarahkan
untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan
agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk
mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari COVID- 19 dan
mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga akan terus dilakukan melalui
reformasi struktural. Agenda reformasi struktural akan mempercepat pemulihan dan
membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

(lf Pemulihan Daya Beli Masyarakat dan Dunia Usaha

Penuntasan krisis kesehatan. Terkendalinya pandemi COVID-19 menjadi faktor utama
pemulihan ekonomi. Penurunan kasus COVID-19 dan vaksinasi yang berjalan cepat
akan mendorong tingkat keyakinan masyarakat dan dunia usaha untuk kembali
melakukan aktivitas ekonomi secara normal.

Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha. Pandemi COVID-19 berdampak
besar terhadap kondisi dunia usaha, terutama UMKM. Kondisi dunia usaha yang belum
sepenuhnya pulih masih perlu diberikan bantuan untuk mengakselerasi proses
pemulihan ekonomi. Bantuan diberikan terutama untuk mendorong peningkatan
investasi dan diarahkan pada sektor yang terkena dampak besar, seperti sektor
pariwisata dan industri.

Pemberian bantuan untuk menjaga daya beli nrmah tangga. Bantuan sosial masih
dibutuhkan terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya
kembali beke{a dan mengalami penurunan pendapatan. Bantuan pelatihan prakerja
akan meningkatkan keterampilan dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja yang
dapat membantu mempercepat pencarian pekerjaan.
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Percepatan pembangunan infrastnrktur secaria padat karya. Selain membantu
meningkatkan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur juga akan
berkontribusi bagi peningkatan investasi.

Program khusus. Program khusus dapat diarahkan pada program lain yang dapat
mendorong peningkatan permintaan agregat. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan
adalah memastikan kembalinya murid ke sekolah (pembelajaran offine). Selain murid
mendapatkan pembelajaran yang lebih baik, kembalinya murid ke sekolah dapat
memberikan ketenangan kepada orang tua untuk kembali melakukan aktivitasnya
secara normal.

(21 Diversililasi Ekonomi

Upaya diversifikasi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara
peningkatan nilai tambah melalui peningkatan kontribusi industri pengolahan dan
pengembangan produk pertanian. Peningkatan produksi pangan dilakukan melalui
pembangunan food estate. Pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi dilakukan
dengan menerapkan konsep pembangunan rendah karbon (green recoueryl. Di samping
itu, dilakukan transformasi menuju ekonomi digital melalui langkah-langkah perluasan,
pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

(3) Reformasi Stnrktural
Agenda reformasi struktural tetap akan dilaksanakan pada tahun 2022. Perbaikan iklim
investasi akan terus dilanjutkan dengan memastikan implementasi UU Cipta Kerja dan
melanjutkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang sempat tertunda. Reformasi
kelembagaan dan tata kelola dilakukan, antara lain dengan mendorong reformasi
birokrasi dan penyempurnaan ekosistem inovasi dan pengetahuan. Peningkatan kualitas
SDM, terutama untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan pekerjaan ke
depan l"future of utork), dilakukan melalui perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, dan
perlindungan sosial.

Secara lebih rinci, strategi pemulihan dan reformasi struktural tersebut diimplementasikan
melalui upaya sebagai berikut.

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2022 merupakan tahap pemantapan pemulihan ekonomi. Kebijakan pemerintah
diarahkan pada perbaikan secara fundamental dan menyeluruh untuk menyediakan fondasi
yang kokoh bagi kebangkitan ekonomi Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
diharapkan bersumber dari investasi, ekspor, dan industri pengolahan. Sektor jasa yang
terkena dampak besar akibat pandemi COVID-19 akan mengalami akselerasi.

Dari sisi pengeluaran (Tabel2.l}l, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diharapkan akan
mampu tumbuh 5,2-5,5 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi ditopang oleh
meningkatnya investasi, yang diperkirakan tumbuh 5,4-6,3 persen dan ekspor barang dan
jasa yang tumbuh sebesar 5,1-5,5 persen. Peningkatan investasi dan ekspor akan
meningkatkan kapasitas produktif dan produktivitas perekonomian, yang sempat turun
karena dampak COVID- 19. Di samping itu juga menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih
besar, sehingga dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang menganggur. Meningkatnya
ekspor juga akan mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan.
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Tabel2.lO
Sasaran Pettumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2o22 (Persen, yoy)

Uraian RPJMN.I Sasaran 2022bt

Pcrtumbuhen PDB 5,7-6,O 512-5r5

Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT 5,4-5,6 5,1-5,3

Konsumsi Pemerintah 4,64,9 3,2-4,4

Investasi (Pembentukan Modal Tetap
Bruto/PMTB) 6,34,9 5,4-6,3

Ekspor Barang dan Jasa 4,64,8 5,1-5,s

Impor Barang dan Jasa 4,74,8 4,5-5,1

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas, 2O2 |
Keterangarr: a) RPJMN 2O2O-2O24; b) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas November 2021

Konsumsi masyarakat juga diperkirakan mengalarni rebound, tumbuh mencapai 5,1-5,3
persen, karena daya beli masyarakat yang meningkat dan tingkat inflasi yang rendah. Faktor
lain yang akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat adalah reuenge spending,
seiring dengan pulihnya tingkat keyakinan masyarakat, terutama kelompok kelas menengah
ke atas. Dalam masa pandemi COVID-19, tabungan masyarakat kelompok ini menunjukkan
peningkatan, namun menahan konsumsinya seiring dengan ketidakpastian penyelesaian
COVID-19. Ketika COVID-19 terkendali, tabungan masyarakat yang tinggi akan menjadi
sumber bagi peningkatan konsumsi masyarakat.

Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh relatif lambat, 3,2-4,4 persen, namun
diharapkan tetap dapat memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan
konsumsi pemerintah didukung oleh kebijakan fiskal yang akomodatif, meski di saat yang
bersamaan secara bertahap melakukan proses konsolidasi. Konsumsi pemerintah yang
relatif melambat juga didorong, salah satunya oleh realokasi belanja ke belanja yang lebih
produktif.

Impor barang dan jasa diperkirakan akan tumbuh 4,5-5,1 persen, mencerrninkan aktivitas
ekonomi domestik yang menguat. Peningkatan impor juga didorong oleh meningkatnya
impor jasa seiring pulihnya aktivitas ekspor dan impor, serta pedalanan ke luar negeri.

Dari sisi lapangan usaha (Tabel 2.lll, sektor industri pengolahan diharapkan menjadi motor
penggerak pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor yang terkena dampak negatif pandemi
diharapkan dapat pulih cepat sejalan dengan kembali normalnya kondisi global dan
domestik, sehingga mampu menggerakkan roda produksi dan mendatangkan wisatawan.
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Tabel 2.11
Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2o22 (Persen, yoy)

Uraian RPJMIiIT) Sasaraa 2o22bt

Pertumbuhan PDB 5,7--6,O 5,2-5,5

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,8-3,9 3,6-3,7

Pertambangan dan Penggalian 1,9-2,O 1,8- 1,9

Industri Pengolahan 6,24,s 5,3-5,7

Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih 5,2-5,6 5,5-5,8

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
Ulang 4,54,6 5,2-5,3

Konstruksi 6,14,4 6,0-6,5

Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor 5,9-6,5 4,8-5,3

Transportasi dan Pergudangan 7,3-7,7 7,5-7,7

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,3-6,5 6,0-6,3

Informasi dan Komunikasi 8,4-9,2 8,5-9,0

Jasa Keuangan 6,7-7,t 5,5-5,7

Real Dstate s,o-5,2 5,3-5,4

Jasa Perusahaan 8,5-8,5 7,5-7,7

Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib 5,1-5,4 3,2-3,s

Jasa Pendidikan 5,2-5,3 5,5-5,8

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,t-8,2 6,9-7,t

Jasa Lainnya 9,5-9,6 6,7-7,O

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2L

Keterangan: a) RPJMN 2O2V2O24; b) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementenan Keuangan,
November 2021

Sektor industri mampu pulih karena didorong oleh aktivitas produksi yang kembali menuju
tingkat normal dan tren pertumbuhan positif beberapa subsektor esensial selama pandemi,
seperti industri makanan, minuman, dan farmasi. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan
industri pengolahan pada tahun 2022 antara lain, (1) keberlanjutan pertumbuhan subsektor
industri makanan dan kimia farmasi, (2) peningkatan investasi di subsektor industri logam
dasar, khususnya yang terkait dengan produksi baterai untuk kendaraan listrik,
(3) pulihnya ekspor produk manufaktur Indonesia ke mitra dagang utama (ASEAN, Cina,
Jepang, dan AS), (4) percepatan transisi sektor industri pengolahan dalam beradaptasi
dengan otomasi, digitalisasi dan perluasan penerapan industri hijau (Circular Economgl.
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Pemulihan sektor industri pengolahan dilaksanakan melalui strategi (1) peningkatan belanja
pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk produk dalam negeri,
(2) peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dalam tingkat yang
kompetitif, (3) penyediaan stimulus dunia usaha, (4) pemulihan tenaga kerja dan pemulihan
jam kerja melalui re-hiing dan re-training tenaga kerja, (5) percepatan pembangunan
Kawasan Industri prioritas untuk menampung relokasi investasi, dan (6) perluasan
pendanaan proyek industri prioritas.

Dalam rangka transformasi ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan mencakup
(1) hilirisasi peningkatan nilai tambah SDA dan perbaikan rantai pasok berbasis investasi
teknologi maju dan orientasi ekspor/ Global Value Chain (GVC), (2) perluasan penerapan
industri 4.0 pada 6 subsektor prioritas, (3) peningkatan peran industri kecil dan menengah
dalam rantai pasok domestik dan global, (4) peningkatan kualitas SDM industri melalui
re-skilling dan upskilling tenaga kerja industri, (5) peningkatan dan perluasan ekspor,
(6) peningkatan standar kualitas, dan (7) konsolidasi logistik dan pemasaran yang didukung
oleh digitalisasi.

Sektor pertanian dan informasi dan komunikasi, sebagai sektor esensial dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat, tetap akan tumbuh positif. Sektor pertambangan akan pulih, karena
peningkatan harga komoditas di pasar internasional dan beroperasinya smelter nikel dan
alumina. Sektor konstruksi diperkirakan pulih ke level sebelum pandemi dengan didukung
peningkatan pembangunan infrastruktur. Sektor perdagangan akan pulih seiring dengan
pulihnya pasar ekspor. Sektor transportasi akan pulih pada tahun 2022, di mana
perekonomian baru akan relatif bebas dari COVID-19.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan pulih pada 2022, seiring
dengan perekonomian yang relatif bebas dari COVID-19. Modalitas pertumbuhan sektor
pariwisata pada tahun 2022 antara lain melalui, 1) Program Vaksinasi Nasional yang
dilaksanakan oleh pemerintah; 2) kondisi kesehatan yang membaik di Indonesia dan negara-
negara pasar wisatawan mancanegara; 3) meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas
ekonomi masyarakat dalam negeri; 4) kesiapan tata kelola dan pengembangan Destinasi
Pariwisata Prioritas dengan penerapan standar kebersihan, keamanan, keselamatan, dan
keberlanjutan lingkungan yang didukung penciptaan nilai tambah dari ekonomi kreatif;
5) pemasaran melalui branding, aduertising, selling serta pelaksanaan Meeting, Incentiue,
Conuention, and Exhibition (MICE) dan euent minat khusus yang dapat menarik pasar
wisatawan baru dan meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran dari wisatawan.

Pemulihan sektor pariwisata dilaksanakan melalui strategi (1) pemulihan pasar wisatawan
melalui pemberian insentif paket wisata, MICE pemerintah, dan pengembangan trauel
bubble/ corridor bilateral dan regional; (2) pemulihan lapangan keda melalui pemulihan
tenaga kerja, pemulihan jam kerja serta re-hiing tenaga kerja; (3) pemulihan industri
pariwisata melalui hibah pemulihan dunia usaha, penerapan standar Cleanliness, Health
Safetg and Enuironmental Sustainabilify (CHSE) di destinasi dan industri pariwisata,
penyelesaian pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); serta
(4) pemulihan pariwisata Bali dan destinasi pariwisata unggulan lainnya (Batam-Bintan,
Bandung, dan Banyuwangi). Dalam rangka transformasi ekonomi, strategi yang akan
dilaksanakan mencakup (a) penguatan pasar pariwisata yang didukung pengembangan
tourism hub, niche tourism package, pembuatan film di sebuah destinasi, bidding euent minat
khusus, MICE, sport tourism, darr pemanfaatan big data; (b) perluasan ekspor gastronomi
melalui Indonesia Spice up the World; (c) peningkatan kualitas pariwisata melalui penataan
destinasi dan desa wisata, re-skilling dan upskilling tenaga keda pariwisata dan ekonomi
kreatif; (d) regenerasi kota warisan yang mendukung aktivitas pariwisata dan ekonomi
kreatif; (e) penguatan konten dan kemasan dengan dukungan ekonomi kreatif; dan
(0 peningkatan vokasi geowisata untuk mendukung pengembangan geopark sebagai
destinasi pariwisata.
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Stabilitas Eksternal

Pada tahun 2022, perekonomian global diproyeksikan akan pulih, seiring dengan semakin
terkendalinya pandemi COVID-19 dan juga membaiknya ekonomi negara mitra dagang
utama Indonesia, termasuk Cina. Hal ini berdampak terhadap perekonomian Indonesia
terutama dari sektor perdagangan dan investasi. Pada sisi perdagangan, tedadi pemulihan
utilisasi sektor industri manufaktur yang akan menyebabkan peningkatan ekspor barang.
Untuk perdagangan jasa, sektor pariwisata diperkirakan akan mengalami peningkatan
didorong oleh mulai pulihnya rasa confidence wisatawan mancanegara untuk melakukan
perjalanan dan dibukanya pembatasan penerbangan internasional secara bertahap, sebagai
dampak dari pelaksanaan program vaksinasi massal dan pengendalian pandemi COVID-19.
Selain itu, pada sisi investasi, investasi langsung dan investasi portofolio akan kembali
masuk ke Indonesia seiring dengan semakin membaiknya pasar keuangan global, pemulihan
ekonomi nasional, dan reformasi regulasi dan kelembagaan.

Tabel2.L2
Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 20122 (US$ Miliar)

Uraian RPJMN.I Saseranb)

Neraca Pembeyaran Secare Keselunrhaa 5r6 7,7-LO,2

Neraca Transaksi BcrJalan
(o/o PDB)

'3O,2

-2rL

(9,41-(13,8)

(o,8)-(1,U

Barang 3,0 31,7-3L,4

Jasa-jasa -5,3 (12,r]'-(r3,2)

Pendapatan Primer -35,9 (3s,3)-(38,s)

Pendapatan Sekunder 7,9 6,3-6,5

Neraca Transaksi Model dan Finansial 35,8 18,4-25,3

Investasi Langsung 24,3 21,1-24,7

Investasi Portofolio L9,7 I 1,2- 15,3

Investasi Lainnya -8,3 (r4,ol-(r4,71

Posisi Cadangan Dcvisa

- Dalam bulan impor

138,8

619

155,4-157,9

8r3-8r2

Sumber: Bank Indonesia, 2021

Keterangan: a) RPJMN 2O2O-2O24; b) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2021

Indonesia diperkirakan akan mengalami stabilitas eksternal yang baik pada tahun 2022.
Neraca keseluruhan diproyeksikan mengalami surplus, terutama didorong oleh surplus yang
cukup besar pada neraca transaksi modal dan finansial, yaitu US$18,4-25,3 miliar, terutama
disumbang oleh investasi langsung dan portofolio. Sementara itu, neraca transaksi berjalan
diperkirakan defisit sekitar US$9,4-13,8 miliar, atau sekitar 0,8-1,1 persen dari PDB.
Perkembangan neraca pembayaran yang mengalami surplus akan meningkatkan cadangan
devisa 2022 menjadi US$155,4-157,9 miliar, cukup untuk membiayai impor selama 8,3-8,2
bulan.
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Arah Kebijalan Fiskal

Postur makro fiskal 2022 diarahkan untuk mendukung konsolidasi fiskal jangka menengah
dan percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Berdasarkan arah kebijakan
tersebut, kebijakan fiskal tahun 2022 dir:raikan sebagai berikut.

(1)Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 10,32 persen dari PDB, yang terdiri
dari penerimaan perpajakan sebesar 8,44 persen dan PNBP sebesar 1,87 persen dari PDB.
Target tersebut dicapai melalui kebijakan:

(a)reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan untuk mendukung pemulihan dan
transformasi ekonomi pascapandemi COVID-l9, mencakup (i) inovasi penggalian
potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia
usaha; (ii) perluasan basis perpajakan; (iii) penguatan sistem perpajakan yang sejalan
dengan struktur perekonomian; dan (iv) pemberian insentif fiskal secara terukur untuk
kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier kluat.

(b)penguatan PNBP yang mencakup (i) optimalisasi pengelolaan SDA dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan; (ii) optimalisasi pengelolaan aset agar lebih
produktif; (iii) peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan Badan
Layanan Umum (BLU); (iv) optimalisasi penerimaan dividen dari BUMN dengan
mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko, penataan/penyehatan
serta efisiensi kinerja BUMN; (v) penguatan tata kelola dan penyempurnaan kebijakan;
dan (vi) perluasan penggunaan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas sarana
prasarana.

(2)Belanja Negara

Pada tahun 2022, belanja negara ditargetkan mencapai 15,17 persen PDB, terdiri dari
belanja pemerintah pusat sebesar 10,87 persen PDB dan TKDD sebesar 4,30 persen PDB.
Kebijakan belanja negara difokuskan pada upaya peningkatan kualitas SDM (kesehatan,
perlindungan sosial, dan pendidikan), peningkatan infrastruktur dasar dan digital, serta
penguatan kelembagaan berupa reformasi birokrasi dan regulasi.

Upaya tersebut dilaksanakan melalui (a) penguatan tata kelola belanja secara lebih
optimal agar belanja lebih efisien, produktif, dan fokus pada prioritas serta sinergis untuk
mendukung recouery dan agenda reformasi; (b) peningkatan efektivitas dan efisiensi
belanja; (c) penguatan kualitas pemanfaatan TKDD untuk pemantapan pemulihan,
transformasi ekonomi, pendidikan dan kesehatan; (d) melanjutkan penguatan sinergi
perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/
Lembaga dan TKDD terutama DAK frsik; serta (e) mengoneksikan belanja strategis untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan
ketimpangan.

(3)Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Defisit anggaran diupayakan menurun dari 5,7 persen PDB pada tahun 2021 menjadi
4,85 persen PDB pada tahun 2022. Keseimbangan primer juga diarahkan membaik dari
-3,6 persen PDB pada tahun 2O2l menjadi sekitar -2,58 persen PDB pada tahun 2022.
Dengan besaran defisit anggaran dan keseimbangan primer yang lebih terjaga,
kesinambungan fiskal tetap dapat terjaga. Rasio utang diperkirakan sebesar 43,76 persen
PDB.

Pada sisi pembiayaan, kebijakan diarahkan pada inovasi pembiayaan untuk
countercgclical melalui: (a) pemanfaatan utang sebagai instrumen penguatan
countercgclical untuk mendukung agenda reformasi struktural; (b) pendalaman pasar
untuk mendukung fleksibilitas dan pengendalian vulnerabilitas utang; (c) penguatan
badan usaha yang menjalankan peran khusus dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI)
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sebagai cruasi fiskal; (d) mendorong efektivitas pembiayaan investasi antara lain melalui
pemberdayaan peran BUMN sebagai agen pembangunan dilakukan secara selektif; dan
(e) mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui antara lain implementasi
skema KPBU.

Berdasarkan penerimaan, belanja, dan pembiayaan tersebut di atas, rincian perkiraan
postur makro fiskal terdapat dalam Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13
Sasaran Fiskal Tahun 2o22 (Persen PDB)

Uraiaa RPJMIYT) Sasaranb)

Pendapatan Negara dan Hibah 12,6-t3,8 10,32

Penerimaan Perpajakan 10,3-11,2 8,44

PNBP 2,3-2,5 t,87

Belanja Negara t4,2-t5,5 t5,17

Belanja Pemerintah Pusat 9,3-tO,4 ro,87

TKDD 4,9-5,1 4,30

Keseimbangan Primer 0,1-0,0 -2,58

Surplus/Defisit (1,6)-(1,7) -4,85

Rasio Utang 29,1-29,8 43,76

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2022.

Keterangan: a) RPJMN 2O2V2O24; b) APBNTahun Anggaran2022.

Stabilitas Moneter

Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2022 diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan
harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi yang
mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Kebijakan pengendalian
inflasi tersebut berfokus pada (1) penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk
komoditas pangan strategis; (2) optimalisasi pasokan pangan melalui kawasan sentra
produksi pangan atau food estate; (3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem logistik
nasional untuk mengurangi kesenjangan harga; (4) mendorong dan menguatkan skema
kemitraan petani dan nelayan dengan pelaku usaha ritel modern untuk memotong rantai
pasok dan meningkatkan efisiensi pasar untuk kelancaran distribusi; (5) mempercepat
penyediaan infrastruktur pendukung pertanian dan pengendalian banjir; (6) meningkatkan
akurasi serta kredibilitas data pangan dan pertanian; serta (7) optimalisasi pemanfaatan
Teknologi Informasi (TI) dalam semua aspek (pasokan, distribusi, dan komunikasi kebijakan
inflasi).

Kebijakan nilai tukar rupiah tahun 2022 diarahkan pada bauran kebijakan moneter yang
selaras dengan kebijakan frskal dan sektor keuangan sehingga dapat menjaga stabilitas
rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar. Kebijakan moneter diarahkan
untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga tingkat inflasi
dan stabilitas sistem keuangan. Strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
dilakukan dengan melanjutkan bauran kebijakan, sebagai berikut (1) memperkuat tiple
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interuentiondi pasar valas; (2) memperkuat strategi operasi moneter; (3) menjaga inflasi pada
tingkat yang rendah dan stabil; (4) menetapkan tingkat suku bunga BITDRR yang optimal;
(5) mendorong akselerasi transmisi kebijakan moneter; serta (6) mendorong percepatan
digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Sinergi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dan sektor keuangan terus dilanjutkan
untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan memitigasi risiko dari tingginya
ketidakpastian ekonomi global. Koordinasi yang sangat erat antara pemerintah, BI, dan OJK
terus diperkuat untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat COVID-I9 sehingga
stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga.

Stabilitas Sistem Keuangan

Kondisi sektor keuangan yang mulai menunjukkan perbaikan sejak semester II-2020
diperkirakan akan terus berlanjut. Kemajuan penanganan COVID-19 termasuk program
vaksinasi yang mulai dilakukan pada awal tahun 2021, serta berbagai stimulus pemulihan
ekonomi yang terus berlanjut, mendukung optimisme dan sentimen positif pada pasar.
Namun demikian, pada tahun 2022, sektor keuangan domestik yang cenderung bersifat
demand-follouing masih dihadapkan pada kondisi permintaan dari sektor riil yang
kemungkinan belum pulih sepenuhnya, serta kemungkinan pengetatan likuiditas dunia
setelah kebijakan akomodatif dilakukan oleh berbagai negara.

Sebagai upaya mendorong pemulihan perekonomian Indonesia di tengah kemungkinan
pengetatan likuiditas dunia, percepatan pendalaman sektor keuangan guna optimalisasi
pembiayaan terhadap sektor riil tetap dilakukan. Pendalaman sektor keuangan ke depan
akan difokuskan melalui (1) peningkatan literasi dan akses keuangan; (2) pemanfaatan
ekosistem digital pada sektor keuangan; (3) peningkatan kapasitas dan daya saing sektor
keuangan dengan memperkuat permodalan, mendorong konsolidasi pada lembaga
keuangan, dan meningkatkan efisiensi lembaga keuangan; (4) pengembangan berbagai
alternatif sumber pembiayaan jangka panjang; (5) pengembangan sektor keuangan dan
ekonomi syariah; (6) perluasan basis investor ritel; (7) penguatan infrastruktur sektor
keuangan; serta (8) penguatan dan harmonisasi regulasi sektor keuangan.

Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkesinambungan

Tingkat Pengangguran Terbuka

Keberhasilan upaya pemulihan ekonomi melalui penanganan penyebaran COVID-19,
pelaksanaan vaksinasi, keberlanjutan stimulus frskal dan moneter, implementasi reformasi
struktural seperti UU Cipta Kerja menjadi faktor kunci pencapaian target pembangunan ke
depan. Keberhasilan ini diperkirakan dapat menurunkan TPT pada kisaran 5,5-6,3 persen
pada tahun 2022. Penciptaan kesempatan kerja baru ditargetkan mencapai 2,3-2,8 juta
orang yang dapat tercapai melalui upaya penumbuhan investasi padat pekerja, penguatan
konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM. Upaya strategis lainnya antara lain
(1) peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan
vokasi, (2) penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi
kebijakan ketenagakerjaan, dan (3) penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekeda.

Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 8,5-9,0 persen pada tahun 2022.
Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, inflasi yang stabil, penciptaan
lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan, iklim investasi yang tedaga, serta
infrastruktur terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan menjadi sasaran yang
harus dicapai.
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Selain kondisi ekonomi makro yang membaik, upaya penurunan penduduk miskin dan
rentan baru akibat pandemi COVID-19 di tahun 2O2O terus dilakukan melalui strategi dan
arah kebijakan afirmasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Dua strategi utama
pemerintah melalui penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan penduduk
miskin dan rentan terus dipertajam.

Dalam rangka pemulihan ekonomi pada tahun 2022, strategi tersebut diterjemahkan dalam
arah kebijakan mencakup (1) integrasi dan digitalisasi bantuan sosial secara nontunai,
antara lain, (a) integrasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar
(PIP), (b) transformasi subsidi energi (LPG dan listrik) menjadi bansos yang kemudian akan
berintegrasi dengan Program Sembako, (c) penguatan desain pembayaran bantuan sosial
nontunai yang salah satunya untuk meningkatkan akses dan literasi penduduk terhadap
keuangan digital, (d) pengembangan graduasi berkelanjutan untuk seluruh program
bantuan sosial; (2) penguatan fungsi pendampingan dalam melaksanakan program bantuan
sosial serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan,
pendidikan, dan ekonomi; (3) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan
dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi; (4) penguatan sistem perlindungan
sosial menjadi lebih adaptif; (5) peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan,
antara lain anak, penyandang disabilitas, Ianjut usia, kelompok tuna sosial, migran
bermasalah dan korban perdagangan orang; (6) penguatan skema pendampingan dan
layanan terpadu serta perluasan data registrasi sosial ekonomi mencakup 70 persen
populasi melalui digitalisasi monografi desa/kelurahan pada tahun 2022; serta (71

pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi
kelompok miskin dan rentan, antara lain melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga,
pendampingan usaha dan peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, akses
permodalan usaha dengan bunga rendah, keperantaraan usaha, kemitraan, dampak sosial,
serta penataan penguasaan dan penggunaan lahan melalui pelaksanaan reforma agraria dan
perhutanan sosial.

Rasio Gini

Pada tahun 2022, terdapat penyesuaian target rasio gini menjadi 0,376-0,378. Kebijakan
untuk menjaga rasio gini agar dapat memenuhi target, terus diarahkan pada kelompok
masyarakat pendapatan menengah-bawah dan masyarakat pendapatan tinggi. Pemerintah
akan menyempurnakan intervensi kebijakan afirmasi kelompok 40 persen terbawah melalui
reformasi sistem perlindungan sosial yang meliputi pengembangan registrasi sosial ekonomi;
peningkatan akurasi penargetan; integrasi dan penyederhanaan program; serta penyaluran
secara digital, cepat, dan responsif kebenczrnaan. Selanjutnya, penguatan kelembagaan
pelatihan vokasi di seluruh Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja
masa depan. Pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok
menengah, serta penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata.

Indeks Pembangunan Manusia

Upaya untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ditandai
dengan terus meningkatnya IPM hingga mencapai 7I,94 (2O2O). Peningkatan ini
menunjukkan adanya kemajuan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan
ekonomi. Walaupun meningkat, pembangunan SDM juga terkena imbas dari pandemi
COVID-l9. Rendahnya kenaikan IPM dari tahun 2Ol9 ke tahun 2O2O yaitu O,O2 poin,
menunjukkan bahwa kenaikan komponen kesehatan dan pendidikan dikoreksi oleh
menurunnya pengeluaran per kapita penduduk sebagai dampak dari menurunnya aktivitas
ekonomi selama pandemi. Pemulihan ekonomi pada tahun 2022 akan sangat bergantung
pada penanganan dan pengendalian COVID-19.
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Pada tahun 2022,IPM Indonesia ditargetkan mencapai 73,41-73,46, melalui:

(1) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan
penurun€rn kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya
promotif dan preventif, serta penguatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah;

(21 Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas
pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan
teknologi dalam pendidikan, afirmasi akses di semua jenjang pendidikan, percepatan
pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, dengan perhatian khusus penanganan anak tidak
sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu; dan

(3) Upaya di bidang ekonomi terutama bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat
kelompok berpenghasilan rendah dan insentif kepada dunia usaha untuk kelompok
yang pendapatannya turun dan pengangguran. Selain itu, UU Cipta Tenaga Kerja dan
Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi
yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ekonomi HiJau dan Rendah Karbon

Pada tahun 2022, kegiatan perekonomian dan sosial diperkirakan kembali bangkit, dengan
sasaran pertumbuhan sebesar 5,2-5,5 persen, sehingga berbagai aktivitas industri dan
mobilitas penduduk mulai bedalan secara normal. Hal ini kemudian memengaruhi laju
peningkatan emisi GRK yang cukup signifikan pada tahun 2022. Sementara itu, program
dan kegiatan pemerintah pada tahun 2022 diperkirakan mulai memasuki fase pemulihan
dan transisi menuju transformasi ekonomi. Dalam kondisi tersebut, aksi pembangunan
rendah karbon, seperti reforestasi, restorasi gambut, serta pengembangan EBT dan efisiensi
energi perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan transformasi menuju ekonomi hijau
yang lebih ramah lingkungan.

Dalam situasi tersebut, aksi pembangunan rendah karbon diarahkan tidak hanya pada
program dan kegiatan yang dapat memberikan dampak terhadap penurunan emisi GRK
secara signifikan, namun juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program
pemulihan ekonomi. Hal tersebut kemudian dapat menjadi dasar untuk melaksanakan
transisi dari kegiatan perekonomian yang intensif karbon menjadi kegiatan perekonomian
yang lebih ramah lingkungan dan meminimalkan dampak terhadap peningkatan laju emisi
GRK, seperti mempercepat transisi menuju energi terbarukan, revitalisasi perkebunan
rakyat untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi laju deforestasi, serta mendorong
usaha kecil dan menengah yang bergerak dibidang pengelolaan sampah untuk mengurangi
emisi dari limbah padat. Secara bersamaan, berbagai aksi pembangunan rendah karbon
yang memiliki kontribusi signifikan dan berdampak langsung pada penurunan emisi juga
perlu ditingkatkan, utamanya pada sektor lahan dan energi. Dengan fokus tersebut,
diharapkan kinerja penurunan emisi GRK pada tahun 2022 dapat mencapai 26,87 persen
terhadap baseline. Besaran angka tersebut menunjukkan bahwa persentase penurunan
emisi GRK mulai kembali pada jalurnya, sebagaimana target yang tercantum dalam RPJMN
Tahun 2O2O-2O24.

Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani pada tahun 2022 dljaga pada sebesar 103-105. Dengan nilai NTP tersebut,
menunjukkan adanya kestabilan kesejahteraan petani. Kebijakan untuk menjaga NTP pada
nilai 103-105 diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktivitas pangan dan pertanian serta
penciptaan nilai tambah pertanian melalui jaminan ketersediaan input pertanian,
pembentukan korporasi petani dan nelayan, food estate (kawasan sentra produksi pangan),
pengembangan sentra produksi pangan berbasis pertanian digital, efisiensi distribusi
pangan melalui penguatan konektivitas produksi fialan usahatani) dan sistem logistik
pangan, percepatan transformasi platform e-commerce pertanian/rantai pasok online, serta
pengolahan primer produksi pangan dan pertanian serta regenerasi petani.
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Nitai Tukar Nelayan (NTN)

Dalam rangka menjaga NTN pada kisaran 104-106 pada tahun 2022, pembangunan sektor
kelautan dan perikanan difokuskan pada (1) peningkatan produksi dan produktivitas
kelautan dan perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha
perikanan serta digitalisasi usaha kelautan dan perikanan, termasuk inkubasi start-up
sektor kelautan dan perikanan; (2) penguatan rantai pasok hasil perikanan (termasuk rantai
dingin) dan pengembangan pemasaran perikanan dalam rangka mendukung sistem logistik
ikan; (3) pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan termasuk pengembangan
kampung-kampung perikanan, serta desa wisata bahari; (4) penguatan kelembagaan pelaku
usaha perikanan, termasuk pembentukan korporasi nelayan; (5) perlindungan bagi pelaku
usaha perikanan; dan (6) pendampingan dan penyuluhan, serta peningkatan padat karya.

Pemerataan Pembangunatr

Pada tahun 2022, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI)
diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI),
sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.14. Akselerasi pertumbuhan ekonomi KTI merupakan
kontribusi dari membaiknya kineda pertambangan, berhasilnya program hilirisasi
pertambangan, mulai beroperasinya Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
baru, operasionalisasi smelter baru, dan implementasi program Lumbung Ikan Nasional
Harga komoditas internasional, khususnya baja dan besi yang diproyeksikan meningkat
sehingga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi KTI.

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara pada2O22 mencapai 5,12-5,47 persen, didorong oleh
peningkatan produksi tembaga, peningkatan ekspor konsentrat tembaga sebagai hasil
program hilirisasi, penataan destinasi wisata, beroperasinya KEK Mandalika, serta
pembangunan infrastruktur Bandara Komodo. Sejalan dengan target pertumbuhan tersebut,
tingkat kemiskinan diperkirakan akan menurun hingga 16,75 persen dan tingkat
pengangguran menurun hingga 2,61-3,16 persen.

Ekonomi Wilayah Kalimantan diperkirakan tumbuh 5,22-5,52 persen. Pertumbuhan wilayah
ini didukung oleh keberlanjutnya proyek pengembangan kawasan sentra produksi pangan
(food estate) dan proyek pembangunan infrastruktur pendukung IKN, operasionalisasi
Pelabuhan Kijing dan pengembangan Kawasan Industri yang termasuk dalam Proyek
Strategis Nasional (PSN) di antaranya KI Landak, KI Ketapang, KI Jorong, KI Tanah Kuning,
dan proyek hilirisasi sektor energi termasuk biodiesel. Peningkatan ekspor minyak kelapa
sawit, kayu, dan batu bara diperkirakan juga memberikan kontribusi dalam pertumbuhan
ekonomi Kalimantan. Kegiatan ekonomi ini diperkirakan dapat juga menyumbang pada
penurunan angka kemiskinan hingga di angka 5,15 persen. Keberlanjutan proyek di Wilayah
Kalimantan diperkirakan akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru di wilayah
tersebut dan mampu menurunkan TPT hingga pada kisaran 4,47-5,36 persen.

Pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sulawesi pada tahun 2022 diproyeksikan mencapai 6,58-
7,07 persen. Selanjutnya, TPT diproyeksikan menurun pada kisaran 4,31-4,86 persen. Mulai
beroperasinya KI/KEK Palu, operasionalisasi smelter baru, dan peningkatan harga
komoditas baja dan besi beserta produk turunannya merupakan faktor yang mendukung
tingkat pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran. Selain dari aktivitas
kegiatan ekonomi, perbaikan data dan perluasan cakupan registrasi sosial ekonomi untuk
meningkatkan akurasi penargetan program-program perlindungan sosial diharapkan dapat
menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,58 persen.

Implementasi program Lumbung Ikan Nasional, peningkatan produksi feronikel, dan
pembangunan pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik diperkirakan akan mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2022 mencapai 6,66-6,99 persen
yang juga ditargetkan dapat menyumbang pada penurunan angka kemiskinan di angka
12,19 persen dan menurunkan angka TPT pada kisaran 5,53-5,95 persen.
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Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2022 diperkirakan akan mencapai 5,92-
6,26 persen, didorong oleh perbaikan kinerja dan produktivitas pertambangan tembaga dan
emas. Peningkatan investasi seiring dengan implementasi Proyek Strategis Nasional,
di antaranya KEK Sorong, KI Bintuni, dan Pelabuhan Internasional Seget di Kabupaten
Sorong juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Papua. Sejalan dengan hal
tersebut, perbaikan penyaluran program-program perlindungan sosial yang diiringi oleh
perbaikan infrastruktur dasar diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di angka
23,84 persen. Penguatan perekonomian di Papua diperkirakan mampu menurunkan TPT
di wilayah tersebut hingga pada kisaran 3,52-3,80 persen.

Meskipun pertumbuhan KBI diproyeksikan lebih rendah dibandingkan KTI, namun tetap
menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya yang besar terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumatera diperkirakan akan
didorong oleh adanya peningkatan volume ekspor dan harga komoditas CPO dan batu bara.
Hal ini didukung oleh adanya perjanjian perdagangan Regional Comprehensiue Economic
Partnership (RCEP) yang berpotensi untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan kerja
szuna Indonesia dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Di samping mulai
beroperasinya beberapa kawasan industri, berlanjutnya pembangunan proyekjalan tol lintas
Sumatera, dan peningkatan investasi swasta dalam proses hilirisasi industri juga
berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera, yang diperkirakan tumbuh 4,43-4,74
persen pada tahun 2022. Aktivitas ekonomi ini diharapkan dapat juga berdampak secara
inklusif untuk seluruh penduduk terutama penduduk miskin dan rentan sehingga dapat
menyumbang pada penurunan kemiskinan sebesar 9,13 persen. TPT di Wilayah Sumatera
pun diperkirakan menurun menjadi 4,91-5,50 persen.

Sementara itu, ekonomi Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh 5,20-
5,55 persen. Pertumbuhan ekonomi Pu1au Jawa ditopang oleh beberapa faktor, termasuk
dilanjutkannya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sempat tertunda, pengembangan KI
Subang dan KI Batang, meningkatnya investasi, serta meningkatnya permintaan barang dan
jasa di pasar domestik maupun pasar dunia, yang didukung oleh peningkatan efisiensi
sistem logistik. Perekonomian di Bali perlahan mulai pulih didorong oleh peningkatan
aktivitas wisatawan nusantara seiring dengan perkembangan pandemi COVID-19 yang mulai
mereda dan peningkatan aktivitas serta mobilitas masyarakat. Peningkatan aktivitas
ekonomi yang terus didukung oleh perbaikan dan penguatan program-program afirmasi
diharapkan dapat menurunkan kemiskinan di Wilayah Jawa-Bali menjadi 8,45 persen.
Peningkatan aktivitas ekonomi ini pun diperkirakan akan mampu menurunkan TPT di
Wilayah Jawa-Bali hingga pada kisaran 6,16-7,09 persen. Keberhasilan upaya pemulihan
ekonomi di berbagai Wilayah Indonesia diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja
baru melalui penumbuhan investasi padat pekerja dan pengembangan UMKM. Untuk
mendukung perbaikan kinerja investasi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis
bidang ketenagakerjaan yang dilakukan antara lain (1) peningkatan keahlian tenaga ke4'a
melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, (2) penguatan sistem informasi
pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan, dan
(3) penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja.
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Tabel 2.14
Sasaran Pembangunan Wilayah Tahun 2022

trIil,ayah RPJMN.I 2022bt

Sumatera

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,0 4,43-4,74

- Tingkat Kemiskinan (%o) 7,06 9,13

- Tingkat Pengangguran (o/ol 3,6 4,91-5,50

Jawa-Bali

- Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,9 5,20-5,55

- Tingkat Kemiskinan (7o) 6,05 8,45

- Tingkat Pengangguran (o/ol 4,1 6,L6-7,O9

Nusa Tenggara

- Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,1 5,12-5,47

- Tingkat Kemiskinan (%) 10,69 16,75

- Tingkat Pengangguran (o/ol 2,1 2,6r-3,t6

Kalimantan

- Pertumbuhan Ekonomi (7o) 6,6 5,22-5,52

- Tingkat Kemiskinan (7o) 2,9r 5,15

- Tingkat Pengangguran (ohl 3 4 4,47-5,36

Sulawesi

- Pertumbuhan Ekonomi (7o) 7,5 6,58-7,O7

- Tingkat Kemiskinan (%) 6,48 9,58

- Tingkat Pengangguran (%ol 3,5 4,3t-4,86

MaluLu

- Pertumbuhan Ekonomi (7o) 7,t 6,66-6,99

- Tingkat Kemiskinan (7o) 8,21 12,19

- Tingkat Pengangguran lo/ol 4,6 5,53-5,95

Papua

- Pertumbuhan Ekonomi (7o) 7,t 5,92-6,26

- Tingkat Kemiskinan (7o) t6,29 23,84

- Tingkat Pengangguran (%ol 2 5 3,52-3,80

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2 I

Keterangan: a) Pertumbuhan ekonomi merupakan rata-rata tahun 2020-2024, sementara
tingkat kemrslonan dan pengangguran merupakan target 2024 pada RPJMN 2O2O-2O2a; bl
Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 202 1
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Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022, maka pertumbuhan
ekonomi di setiap provinsi adalah sebagai berikut:

Gambar 2.23
Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Tahun 20.22

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2l

2.2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan

2.2.3.L Kebutuhan Investasi

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2022, dibutuhkan investasi
RpS.955,3-Rp5.977,8 triliun, yang bersumber dari investasi pemerintah, BUMN, dan swasta.
Dari total kebutuhan investasi, sekitar 85,9-87,6 persen dipenuhi oleh dunia usaha, swasta
dan masyarakat. Nilai investasi pemerintah berkontribusi sekitar 5,9-6,0 persen. Di samping
itu, BUMN diperkirakan akan berkontribusi sekitar 6,4-8,1 persen dari total investasi yang
dibutuhkan.

Rincian daftar rencana investasi prioritas BUMN tahun 2022 dituangkan lebih lanjut dalam
Subbab 2.2.4 tentang Investasi BUMN dalam Pembangunan, dan diarahkan untuk mencapai
sasaran pembangunan nasional, baik sasaran prioritas nasional maupun sasaran major
project. Penjelasan rinci terhadap masing-masing Proyek Prioritas BUMN ini dituangkan
dalam dokumen Rencana Investasi Prioritas BUMN tahun 2022 yang menjadi dokumen
pelengkap dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

BUMN diharapkan tetap menjaga peran dan kontribusinya sebagai garda terdepan dalam
inisiatif-inisiatif strategis pemerintah dan berperan aktif dalam perekonomian secara
seimbang dengan sektor swasta, sehingga kontribusi BUMN dapat lebih optimal dalam
mendorong pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam kaitan ini, BUMN perlu
mempersiapkan landasan untuk inovasi model bisnis baru melalui restrukturisasi korporasi,
termasuk melakukan konsolidasi dan simplifikasi.
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Tabel 2.15
Kebutuhan Investasi Tahun 2ol22 (Persen)

Uraian Share (Persea)

a. Investasi Pemerintah 5,9-6,0

b. Investasi BUMN 6,4-8,1

c. Investasi Swasta 8s,9-87,6

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2l

2.2.3.2 Sumber Pembiayaan

Untuk memenuhi kebutuhan investasi pada tahun 2022, dibutuhkan sumber pembiayaan
yang dapat diperoleh dari instrumen pembiayaan investasi seperti kredit perbankan,
penerbitan saham, penerbitan obligasi, dana internal BUMN, serta dana internal
masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber
pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar 71,7-73,6 persen dari total pembiayaan investasi.
(Tabel 2.t61.

Tabel 2.16
Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2o22 (Persenf

Uraian Share (Pcrsen)

Kredit Perbankan 5,1-s,1

Penerbitan Saham 0,8-0,8

Penerbitan Obligasi t6,3-t7,O

Dana Internal BUMN 4,2-5,4

Dana Internal Masyarakat 7).,7-73,6

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2l
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2.3 Strategi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilagah tahun 2022 diarahkan unhtk memantapkan pemulihan kondisi sosial
ekonomi masgaraka| mempercepat transforma"si dan perfumbuhan ekonomi wilagafu serta
tetap mendorong pemerataan pembangunan antarutilagah melalui peningkatan peran uilagah
di luar Janta-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilagah Jawa-Bali.

2.3.1 Tujuan Pengembangan Wilayah

Sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2021, pengembangan wilayah
pada tahun 2022 ditujttkan untuk memantapkan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi di
berbagai wilayah terdampak COVID-l9, percepatan transformasi sosial ekonomi dengan
mengoptimalkan potensi dan keunggulan kompetitif wilayah, serta pemerataan kualitas
hidup antarwilayah. Dalam mendukung langkah tersebut, strategi pengembangan wilayah
dilakukan secara terpadu dengan pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan
yang ditunjang dengan penguatan ketahanan bencana.

Secara umum, pemantapan pemulihan ekonomi serta transformasi sosial ekonomi wilayah
dilakukan dengan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya alam untuk
memperkuat rantai nilai di daerah, meningkatkan produktivitas komoditas unggulan
wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat konektivitas dan
perdagangan antarwilayah. Fokus percepatan pertumbuhan wilayah adalah mendorong
realisasi investasi khususnya di kawasan-kawasan strategis melalui penerapan sistem
Online Single Submission (OSS). Pengembangan kawasan strategis meliputi Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) khususnya Destinasi
Pariwisata Prioritas (DPP) dan Destinasi Pariwisata Pengembangan serta Re'ritalisasi, dan
kawasan perkotaan. Salah satu persyaratan agar sistem perizinan investasi OSS berjalan
dengan elisien adalah terintegrasinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam format
digital. Oleh karena itu, penuntasan RDTR di kawasan-kawasan strategis menjadi prioritas.
Dalam upaya peningkatan daya saing kawasan strategis, selain penyediaan paket insentif
fiskal bagi pelaku usaha, juga dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung
di sekitar kawasan.

Sementara itu, pengembangan kawasan perkotaan, baik Wilayah Metropolitan (WM), kota
besar, kota sedang, kota kecil, kota baru, Ibu Kota Negara (IKN), maupun kawasan perkotaan
di dalam wilayah kabupaten diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan dan simpul
pembentukan rantai nilai wilayah, serta pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya.
Pembangunan perkotaan akan difokuskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pelayanan publik, penguatan kerja sama antara kota-kota utama dan kota-
kota penyangganya, serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sejalan dengan pendekatan pertumbuhan, pada tahun 2022, pemerataan pembangunan
antarwilayah akan dilakukan dengan meningkatkan kemudahan akses dan kualitas
pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan permukiman. Langkah ini akan
didukung dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal khususnya
di kawasan dan daerah yang relatif Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), serta diperkuat
dengan kebijakan afirmatif dalam upaya peningkatan konektivitas kawasan ini dengan
pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Fokus pemerataan pembangunan pada tahun 2022
adalah percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan
perdesaan, kawasan transmigrasi, dan wilayah kepulauan.
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Selanjutnya, dengan memperhatikan capaian, tantangan, dan sasaran pengembangan
wilayah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.14, secara khusus strategi pengembangan
wilayah dijabarkan ke dalam tujuh wilayah pembangunan berbasis wilayah pulau atau
kepulauan dengan memperhatikan karakter geografis, sosial, potensi unggulan dan isu
strategis wilayah, serta skala ekonomi pengembangan wilayah. Ketujuh wilayah
pembangunan tersebut adalah Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa-Bali, Wilayah Nusa
Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua.
Perbedaan kondisi alam, sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur di antara ketujuh
wilayah tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian strategi pertumbuhan, pemerataan,
dan mitigasi bencana untuk masing-masing wilayah. Penyesuaian strategi pengembangan
wilayah di sini terutama memperhitungkan tingkat kesiapan masyarakat dan dunia usaha,
kapasitas pemerintah daerah, dan tingkat diversifikasi ekonomi yang sudah berlangsung.
Sedangkan penyesuaian strategi mitigasi bencana dilakukan dengan mempertimbangkan
risiko bencana alam wilayah seperti ancaman gempa tektonik, tsunami, dan erupsi gunung
berapi, dan menekan risiko bencana akibat perbuatan manusia, seperti banjir, longsor, dan
kebakaran lahan, serta mengantisipasi risiko bencana nonalam seperti wabah penyakit
(pandemi).

2.3.2 Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera

Pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan untuk mengoptimalkan pengembangan
hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan khususnya di wilayah Pesisir Timur
Sumatera, mewujudkan Wilayah Sumatera menjadi pintu gerbang Indonesia dalam
perdagangan internasional serta menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan
nasional, mempercepat pemulihan industri, pariwisata, dan investasi pascapandemi
COVID- 19 melalui pengembangan kawasan strategis di Pulau Sumatera yang berdaya saing
internasional, serta meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah Pesisir Barat
Sumatera dan daerah rawan bencana. Industrialisasi di Wilayah Sumatera bertumpu pada
hilirisasi komoditas-komoditas utama wilayah, antara lain kelapa sawit, karet, kopi, kelapa,
kakao, lada, pala, perikanan tangkap, perikanan budidaya, batu bara, timah, emas, dan
migas. Selama ini sebagian besar dari komoditas-komoditas tersebut diekspor
ke luar wilayah dalam bentuk mentah sehingga terdapat potensi kehilangan nilai tambah
yang cukup besar dari proses pengolahan yang menghasilkan produk turunan.

Pada tahun 2022 terdapat sembilan langkah dalam strategi percepatan pertumbuhan dan
transformasi Wilayah Sumatera. Pertama, mempercepat realisasi investasi dan
beroperasinya secara penuh KI dan KEK melalui optimalisasi paket-paket insentif liskal dan
nonfiskal khususnya di sekitar jaringan infrastruktur To1 Trans Sumatera dan pelabuhan
utama, antara lain KEK Arun Lhokseumawe, KI/KEK Sei Mangkei, KI/KEK Galang Batang,
KI Bintan Aerospace, KI Sadai, serta KPBPB Batam-Bintan-Karimun dan Sabang. Sementara
itu, terdapat dua KEK yang baru ditetapkan tahun 2O2l dan masih dalam proses persiapan
kelembagaan kawasan yaitu KEK Nongsa dan KEK Batam Aero Technic. Kedua, memacu
pengembangan kawasan pariwisata unggulan khususnya di DPP Danau Toba dan
sekitarnya, dan DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang, Destinasi Pariwisata
Pengembangan Batam-Bintan, Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi
berbasis rencana induk pengembangan kawasan pariwisata terpadu. Ketiga, memperkuat
integrasi sistem transportasi wilayah multimoda (tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara)
dengan pengembangan kawasan strategis. Keempat, merevitalisasi usaha-usaha pertanian,
perkebunan, dan perikanan khususnya skala usaha ralryat. Kelima, meningkatkan
kapasitas, jangkauan, dan distribusi pelayanan dasar dan sistem transportasi serta
kelayakhunian kota-kota termasuk WM Medan dan WM Palembang. Keenam, meningkatkan
kemudahan pelayanan perizinan investasi dan memperluas keda sama dalam upaya
peningkatan daya saing antardaerah antara lain melalui forum keda sama regional Wilayah
Sumatera dan kerja sama regional antarnegara Indonesia-Malaysia-Thailand Growth
Triangle (IMT-GT). Ketujuh, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui
pemberian sertipikat hak atas tanah. Kedelapan, meningkatkan kualitas dan ketersediaan
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SDM untuk mendukung pengembangan kawasan pertumbuhan melalui pengembangan
Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, pendidikan tinggi terapan, dan pelatihan tenaga
kerja berbasis kompetensi. Kesembilan, mempercepat proses penyusunan dan penetapan
rencana tata ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun RDTR sebagai acuan
pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan dan
bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

Di sisi lain, terdapat tujuh langkah dalam strategi pemerataan intrawilayah Sumatera.
Pertama, memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar khususnya di bidang
pendidikan dasar dan menengah umum/kejuruan, dan kesehatan yang menjangkau
masyarakat langsung (puskesmas dan klinik). Kedua, meningkatkan penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan ralgrat, sosial, Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), serta penyediaan perumahan
Iayak huni di kota-kota kecil. Ketiga, mendorong percepatan pembangunan pada kawasan
3T, transmigrasi dan pedesaan, serta daerah rawan bencana dengan perluasan jaringan
Iistrik, telekomunikasi, sarana prasarana mitigasi risiko bencana, serta infrastruktur dasar
dan konektivitas (bandara/jalur penerbangan perintis dan jalan lingkar) untuk memperkuat
keterkaitan dengan kota-kota terdekat. Keempat, mempercepat penuntasan jaringan
transportasi pengumpan (feede4 yang menghubungkan kawasan tengah dan barat dengan
jaringan infrastruktur utama Tol Trans Sumatera di pesisir timur. Kelima, meningkatkan
ekonomi lokal melalui pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumber daya
alam dan pariwisata. Keenam, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah
dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) dalam rangka peningkatan daya saing dan
kemandirian daerah. Ketujuh, mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh dan
pembangunan alternatif bagi peningkatan kesejahteraan rak5rat dan kemajuan daerah.

Terkait upaya penguatan ketahanan bencana di Wilayah Sumatera, langkah-langkah yang
ditempuh adalah memantapkan sistem dan peralatan deteksi dini khususnya di lokasi-lokasi
yang memiliki risiko terjadinya gempa dan tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, longsor,
serta kebakaran lahan dan hutan, yang diikuti dengan pemutakhiran data kebencanaan.
Langkah berikutnya adalah internalisasi mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-
proyek strategis disertai dengan peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah.
Di samping itu, peningkatan kesadaran bencana di masyarakat dan revitalisasi kearifan
lokal dalam tanggap bencana akan diperkuat. Terakhir, mendorong penguatan kerja sama
multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi pendanaan penanggulangan
bencana.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Sumatera pada tahun 2022 adalah
(1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan
kesenjangan; serta (3) meningkatnya kesempatan kerja, dengan target sebagaimana tertuang
dalam Tabel 2.17. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan
kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pandemi COVID-19.

SK No 130074 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IL51 -

Tabel2.l7
Target Pengembangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2or22 (Persen)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 202 1

Keterangan: a) Target tahu n 2022 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertirnbangkan
dampak COVID-l9 dan angka reelisasi triwulan III-2O21. b) Target tehttn 2022 merupakan hasil proyeksi
Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir
pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.3 Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Pengembangan Wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk mempercepat pemulihan industri,
pariwisata, dan investasi pascapandemi COVID-19 dengan memperhatikan daya dukung dan
daya tampung lingkungan; memantapkan pertumbuhan pembangunan Wilayah Jawa
bagian utara dan Bali bagian selatan sebagai pusat ekonomi dan budaya yang berdaya saing
di tingkat nasional dan global dengan bertumpu pada industri manufaktur berteknologi
tinggi, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, serta penghasil produk akhir dan produk antara
yang berorientasi ekspor. Di samping itu, pengembangan Wilayah Jawa-Bali juga diarahkan
untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan Wilayah Jawa bagian selatan dan Bali
bagian utara sebagai pusat pengembangan ekonomi skala lokal dan regional dengan
bertumpu pada agroindustri dan ekowisata, memberdayakan masyarakat dalam rangka
pencapaian ketahanan sosial ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi
kesenjangan pendapatan, mendorong pengembangan kawasan yang memiliki daya ungkit
tinggi dalam pencapaian strategi pertumbuhan dan pemerataan, serta mempertahankan
peran Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional.

Pada tahun 2022, strategi pertumbuhan dan transformasi Wilayah Jawa-Bali dilakukan
dengan tujuh langkah. Pertama, meningkatkan konektivitas antarkawasan pengembangan,
kota-kota, dan pusat pelayanan dalam memperluas jangkauan layanan dan distribusi.
Kedua, mendorong pengembangan KEK Kendal, KEK Singhasari, KEK Tanjung [,esung,
KI Terpadu Batang, KI Subang, Kawasan Perkotaan, DPP Borobudur dan sekitarnya, DPP
Bromo-Tengger-Semeru, Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-
Bandung-Pangandaran, Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi, serta Revitalisasi
Destinasi Pariwisata Bali. Selain itu, terdapat dua KEK yang baru ditetapkan tahun 2O2l
dan masih dalam proses persiapan kelembagaan kawasan yaitu KEK Lido dan KEK Gresik.
Ketiga, mengendalikan konversi lahan-lahan subur pertanian dan mempertahankan
jaringan irigasi di kawasan-kawasan lumbung beras. Keempat, mendorong operasionalisasi
dan peningkatan investasi dengan memantapkan pasokan energi dan mengoptimalkan
paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal sesuai dengan potensi pengembangan kawasan
serta meningkatkan upaya pemulihan ekonomi nasional dari pandemi COVID-19. Kelima,
meningkatkan produktivitas UMKM melalui pembiayaan, pengembangan kewirausahaan,
kemudahan akses pemasaran, peningkatan kualitas SDM, serta pemenuhan tenaga kerja

Indikator

Target Ta,huo,2o22

Acch Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lempung Kep.
Babel

Kep
Riau

Pertumbuhan
Ekonomia)

3,74-
4,25

5,18-
5,50

5,41-
5,60

2,30-
2,56

4,26-
4,55

5,76-
6,15

4,91-
5,10

4,80-
5,03

4,55-
5,05

4,80-
5,74

Tingkat
Kemiskinanb)

14,46-
15,00

7,80-
8,20

5,99-
6,28

6,40-
6,55

6,77-
7,to

I 1,43-
t1.,94

13,80-
t4,20

I1,82-
t2,30

3,75-
4,55

5,30-
5,60

Tingkat
Pengangguran
Terbukau)

5,15-
6,1 I

5,93-
6,25

5,92-
6,45

4,tt-
4,40

4,tu
5,05

4,08-
4,86

3,35-
3,56

3,85-
4,63

4,45-
4,94

8,20-
9,2t
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yang terampil melalui peningkatan kualitas pendidikan kejuruan dan kualitas BLK untuk
kebutuhan industrialisasi berteknologi tinggi, ekonomi kreatif, jasa pariwisata, dan produk
berorientasi ekspor. Keenam, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui
pemberian sertipikat hak atas tanah. Ketujuh, mempercepat proses penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan maupun bantuan
teknis kepada pemerintah daerah.

Sementara itu, strategi pemerataan pembangunan intrawilayah Jawa-Bali dijabarkan ke
dalam enam langkah. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas di
Fulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara dalam mendukung pengembangan
ekowisata dan agroindustri. Kedua, meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan
menengah dan tinggi serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang difokuskan
pada perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, pemerataan jaminan kesehatan,
pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, dan peningkatan tata kelola
pelayanan kesehatan. Ketiga, meningkatkan penerapan SPM bidang perumahan ralgrat,
kesehatan, dan pekerjaan umum. Keempat, mendorong pengembangan Kawasan Perdesaan
Prioritas Nasional dan Daerah Tertinggal Entas. Kelima, mengembangkan agroindustri dan
ekowisata sebagai sektor unggulan khususnya di Jawa bagian selatan serta pemberdayaan
masyarakat dalam rangka pencapaian ketahanan sosial ekonomi untuk mengentaskan
kemiskinan di perdesaan dan mengurangi kesenjangan pendapatan di perkotaan. Keenam,
meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur,
kelembagaan, dan keuangan) dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian
daerah termasuk pelaksanaan kebijakan Daerah Keistimewaan Yoryakarta.

Adapun upaya penguatan ketahanan bencana di Wilayah Jawa-Bali secara spasial akan
difokuskan pada wilayah ujung barat dan pesisir selatan Pulau Jawa untuk mengantisipasi
ancaman bencana gempa tektonik, tsunami, dan tanah longsor. Sementara itu, untuk
kawasan perkotaan dan pesisir pantai utara, penguatan mitigasi bencana difokuskan untuk
mengantisipasi potensi banjir, abrasi garis pantai, dan penurunan muka tanah. Untuk
menunjang penguatan ketahanan bencana di wilayah ini, langkah-langkah yang dilakukan
adalah peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana deteksi dini kebencanaan,
pengembangan data kebencanaan, pemantapan kelembagaan di daerah hingga desa,
pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bencana, revitalisasi
mekanisme kerja sama lintas daerah dan multipihak, serta peningkatan sinergi pembiayaan
penanggulangan bencana.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2022 adalah (1) pulihnya
pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di
perdesaan; serta (3) meningkatnya kesempatan kerja khususnya di perkotaan, dengan target
sebagaimana tertuang dalam Tabel2.18. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan
adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pandemi COVID-l9.
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Tabel2.18
Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Indikator

Target Tahur2o.22

DKI
JaLarta

Jawa
Barat

Jawa
Tengah

D. I.
Yogyakarta

Jawa
Timur Banten Bali

Pertumbuhan
Ekonomia)

5,76-
5,98

4,74-
5,18

4,96-
5,43

5,03-
5,48

5,16-
5,48

5,00-
5,48

5,50-
5,77

Tingkat
Kemiskinanb)

3,45-
3,90

6,86-
7,50

to,27-
11,42

1 1,00-
11,7O

1o,47-
ro,76

4,99-
5,18

1,90-
3,12

Tingkat
Pengangguran
Terbukab)

6,98-
8,38

8,73-
9,57

5,40-
5,89

3,57-
4,45

4,23-
5,58

8,1&
8,92

r,79-
2,68

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2l

Keterangan: a) Target tahun 2022 merupakan assessmenl Kementerian PPN/Bappenas dengan
mempertimbangkan dampak COVID- 19 dan angka realisasi triwulan III-2O21 . b) Target tahun 2022 merupakan
hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah memperLirnbangkan dampak COVID-l9 dan assessment
terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.4 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk memacu transformasi
perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang pariwisata alam
dan budaya dengan keunikan tinggi, didukung dengan percepatan pembangunan manusia
dan pertumbuhan wilayah, serta penuntasan pemulihan pascabencana di Wilayah Nusa
Tenggara. Transformasi perekonomian Witayah Nusa Tenggara berbasis pada sektor-sektor
perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan, perkebunan kopi, pertambangan tembaga
dan emas, serta pariwisata untuk memperkuat daya saing wilayah (keunggulan kompetitif).

Pada tahun 2022, strategi percepatan pertumbuhan Wilayah Nusa Tenggara dilakukan
dengan sembilan langkah. Pertama, mendorong pengembangan industi Meeting, Incentiues,
Conference, and Exhibifioru (MICE) yang didukung dengan penyelenggaraan kegiatan olahraga
internasional dan festival budaya sebagai sarana promosi pariwisata khususnya di DPP
Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo. Kedua, meningkatkan
produktivitas usaha perikanan termasuk tambak garam, terutama pada SKPT Sumba Timur
dan SKPT Rote Ndao, peternakan, perkebunan, budidaya tanaman pangan termasuk
pengembangan food estate di Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Tengah, serta
pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan. Ketiga, mendorong
pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi termasuk industri kerajinan mutiara dan kain
tenun tradisional. Keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah
kepulauan dan memperkuat keterhubungan transportasi Wilayah Nusa Tenggara dengan
Lnh pariwisata internasional utama Bali. Kelima, mengembangkan perekonomian kawasan
perbatasan terutama PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu serta memperkuat kerja sama
perdagangan dengan negara tetangga yaitu Timor Leste. Keenam, mengembangkan kawasan
perkotaan untuk mendukung pengembangan industri dan pariwisata wilayah dengan fokus
pada penyediaan air minum dan sanitasi, akses terhadap energi, pengelolaan sampah dan
limbah, penyediaan perumahan, drainase, dan transportasi publik perkotaan. Ketujuh,
meningkatkan kapasitas daerah dalam pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja
sama antardaerah. Kedelapan, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui
pemberian sertipikat hak atas tanah. Kesembilan, mempercepat proses penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan maupun bantuan
teknis kepada pemerintah daerah.
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Sementara itu, strategi pemerataan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2022 dllakukan dengan
tujuh langkah. Pertama, meningkatkan pemerataan akses rumah tangga pada pelayanan
pendidikan dan kesehatan untuk mempercepat pembangunan manusia terutama
pendidikan dasar dan menengah. Kedua, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan
pengembangan pendidikan keterampilan hidup serta vokasional untuk mempersiapkan
partisipasi masyarakat khususnya pada sektor strategis dan kawasan strategis. Ketiga,
mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan daerah tertinggal, kawasan
transmigrasi, kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau terluar dengan memperkuat
keterkaitannya dengan kota-kota kecil dan sedang terdekat. Keempat, menuntaskan
pembangunan infrastruktur dasar khususnya untuk meningkatkan elektrifikasi rumah
tangga serta akses air minum dan sanitasi di perdesaan. Kelima, mempercepat penerapan
SPM di bidang perumahan ralqrat, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat (Trantibumlinmas), dan pendidikan. Keenam, meningkatkan tata kelola dan
kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan
dana desa untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal. Ketujuh, menuntaskan
pemulihan sosial ekonomi dampak bencana di Nusa Tenggara.

Adapun untuk memperkuat ketahanan bencana wilayah akan dilakukan langkah-langkah
memperkuat kesiapsiagaan masyarakat berbasis kearifan lokal, mengembangkan data
kebencanaan, meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana deteksi dini bencana,
memperkuat keda sama lintas pelaku dalam mitigasi dan tanggap bencana, dan
mengembangkan sinergi pembiayaan penanggulangan bencana. Penguatan mitigasi bencana
diprioritaskan pada kawasan-kawasan strategis pariwisata dan daerah-daerah relatif padat
penduduk.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2022 adalah
(1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan
kesenjangan khususnya di perdesaan; serta (3) terbukanya lapangan kerja berkualitas,
dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.19. Sasaran ini ditetapkan dengan
mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pandemi
COVID-19.

Tabel 2.19
Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Indikator
Target Taban2o22

Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggare Timur

Pertumbuhan Ekonomia) 4,23-4,77 6,334,43

Tingkat Kemiskinanu) 13,00-13,13 17,15-18,55

Tingkat Pengangguran Terbukab) 2,81-2,91 2,41-3,40

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2 I

Keterangan: a) Target tahun2022 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengarr mempertimbangkan
dampak COVID-l9 dan angka reahsasi triwulan llI-2O21. b) Target tahun 2022 merupakan hasil proyeksi
Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhr
pertumbuhan ekonomr wilayah.
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2.3.5 Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan

Pengembangan Wilayah Kalimantan diarahkan untuk menjaga perannya sebagai paru-paru
dunia sekaligus memantapkan kontribusinya sebagai salah satu lumbung energi nasional.
Selain itu, sebagai upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah, maka pengembangan
Wilayah Kalimantan akan difokuskan pada pembangunan Wilayah Kalimantan bagian utara
terutama di wilayah perbatasan. Potensi industrialisasi di Wilayah Kalimantan bertumpu
pada komoditas-komoditas utama seperti batu bara dan migas, serta komoditas lainnya
seperti bauksit, pasir zirkon, pasir kuarsa, bijih besi, karet, kelapa sawit, dan perikanan
yang sebagian besar diekspor dalam bentuk mentah. Pengembangan hilirisasi komoditas-
komoditas tersebut diperlukan untuk mendorong peningkatan nilai tambah bagi
perekonomian Wilayah Kalimantan.

Pada tahun 2022, terdapat delapan langkah dalam strategi percepatan pertumbuhan dan
transformasi Wilayah Kalimantan. Pertama, membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi
Kalimantan Timur beserta infrastruktur pendukungnya sebagai pusat pemerintahan baru
dan pendorong diversifikasi ekonomi wilayah. Kedua, mempercepat realisasi investasi dan
mendorong optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis yang meliputi KEK Maloy
Batuta Trans Kalimantan, KI Surya Borneo, KI Ketapang, Destinasi Pariwisata
Pengembangan Derawan-Berau, serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-
Singkawang. Ketiga, mengembangkan komoditas unggulan wilayah yaitu sawit, karet, dan
perikanan, dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai
pasok dengan industri pengolahnya. Keempat, mengembangkan kawasan perkotaan
termasuk WM Banjarmasin dan Kota Baru Tanjung Selor sebagai pusat pelayanan wilayah
dan pendukung kawasan industri dan pariwisata di sekitarnya, serta kota penyangga IKN
baru yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Kelima, mengembangkan sentra produksi
pangan (food estate) dengan didukung korporasi petani. Keenam, memperkuat forum kerja
sama regional Wilayah Kalimantan serta meningkatkan investasi melalui perbaikan
pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya saing wilayah. Ketujuh, meningkatkan
kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah. Kedelapan,
mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun
RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian
bimbingan maupun bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

Sementara itu, terdapat delapan langkah dalam strategi pemerataan intrawilayah
Kalimantan. Pertama, mempercepat penyambungan jaringan transportasi wilayah dengan
menghubungkan infrastruktur berbagai multimoda transportasi darat, sungai, laut, dan
udara dengan jaringan Trans Kalimantan. Kedua, mengembangkan kota-kota kecil dan
menengah sebagai pusat pelayanan dan basis pengembangan ekonomi lokal bagi kawasan
perdesaan dan transmigrasi. Ketiga, meningkatkan pembangunan Wilayah Kalimantan
bagian utara, khususnya kawasan perbatasan untuk menjaga kedaulatan nasional,
mendorong pemerataan, serta mengurangi kesenjangan dengan negara tetangga. Keempat,
mempercepat penerapan SPM di bidang perumahan ralqrat, sosial, dan pendidikan. Kelima,
meningkatkan kapasitas aparatur, keuangan, dan kelembagaan pemerintah daerah dan
desa dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian daerah. Keenam,
meningkatkan aksesibilitas masyarakat, khususnya di daerah 3T terhadap pelayanan dasar
di bidang pendidikan dan kesehatan serta balai-balai latihan kerja. Ketujuh,
mengoptimalkan kebijakan dan implementasi pengentasan kemiskinan, salah satunya
melalui cakupan perlindungan sosial. Kedelapan, meningkatkan upaya pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ketangguhan terhadap ancaman bencana
dengan meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat, mempertahankan fungsi ekologis
serta pelestarian lingkungan di kawasan mangrouef bakau dan hutan tropis Kalimantan.

Secara geografis, Wilayah Kalimantan cenderung aman dari ancaman bencana gempa.
Namun, di musim kering, Wilayah Kalimantan memiliki risiko tinggi untuk bencana
kebakaran hutan dan lahan. Tingginya risiko ini disebabkan oleh tingginya kandungan
gambut, praktik membuka lahan baru dengan pembakaran, serta kondisi cuaca. Sementara
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itu, kota-kota besar di Wilayah Kalimantan juga menghadapi ancaman banjir yang
diakibatkan oleh ekosistem gambut dan rawa yang rusak, perkembangan kawasan
permukiman yang sangat cepat sehingga menghilangkan sebagian besar daerah resapan,
sempadan sungai, dan dataran rendah, serta buruknya sistem drainase perkotaan.

Terkait upaya penguatan sistem ketahanan bencana di Wilayah Kalimantan, langkah-
langkah yang ditempuh antara lain pencegahan dan mitigasi di lokasi-lokasi yang memiliki
risiko te{adinya kebakaran hutan dan lahan melalui penguatan kerja sama, khususnya
dengan perusahaan perkebunan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bencana
dengan melakukan sosialisasi, serta penguatan revitalisasi kearifan lokal dalam tanggap
bencana. Sedangkan sebagai upaya pencegahan banjir, diperlukan peningkatan rehabilitasi
Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lahan kritis serta penataan dan pengendalian pemanfaatan
ruang, khususnya di perkotaan. Langkah berikutnya adalah internalisasi mitigasi bencana
dalam perencanaan proyek-proyek strategis dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah
daerah yang diikuti dengan pemutakhiran data kebencanaan. Terakhir, mendorong
penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi pendanaan
penanggulangan bencana.

Pada tahun 2022, sasaran utama pengembangan Wilayah Kalimantan difokuskan pada
(1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi; (2) menurunnya tingkat kemiskinan; serta
(3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah
Kalimantan sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2O. Sasaran ini ditetapkan dengan
mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah
terdampak pandemi COVID- 1 9.

Tabel2.2O
Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

IndiLator
Targct Te.ban2o22

Kalimantan
Barat

Kalimantan
Tengah

Kelimantan
Sel,atau

Kalimaatan
Timur

I(alimantan
Utara

Pertumbuhan Ekonomi^) 5,26-5,67 5,64-5,97 4,5H,80 5,30-5,55 5,40-5,73

Tingkat Kemiskinanb) 6,25-7,23 4,434,80 3,994,60 5,32-5,80 6,1H,80

Tingkat Pengangguran
Terbukau)

4,22-5,29 3,7M,49 4,O3-4,91 5,934,79 4,24,53

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2l

Keterangan: a) Target tahun2022 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan
dampak COVID-l9 dan angka realisasi tnwulan III-2O21. b) Target tahun 2022 merupakan hasil proyeksi
Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertrmbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir
pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.6 Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi

Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan sebagai hub dan pintu utama kawasan timur
untuk jalur perdagangan internasional sekaligus berperan sebagai salah satu lumbung
pangan nasional. Selain itu, Wilayah Sulawesi juga diarahkan untuk percepatan
pertumbuhan ekonomi untuk mendorong pemerataan pembangunan melalui transformasi
perekonomian wilayah berbasis komoditas unggulan, pengembangan pariwisata serta
diversifikasi kegiatan ekonomi lainnya. Pengembangan hilirisasi komoditas-komoditas
unggulan seperti kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, kakao, tebu, dan kelapa sawit untuk
sektor pertanian dan perkebunan; sektor peternakan sapi; hasil hutan berupa rotan; hasil
perikanan tangkap dan budi daya; serta sumber daya alam di sektor pertambangan seperti
aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi terus dilakukan untuk mendorong peningkatan nilai
tambah bagi perekonomian Wilayah Sulawesi.
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Pada tahun 2022 terdapat enam langkah dalam strategi percepatan pertumbuhan dan
transformasi Wilayah Sulawesi. Pertama, memperkuat pusat-pusat pertumbuhan wilayah
dengan mempercepat realisasi investasi serta optimalisasi peran kawasan industri KEK/KI
Palu dan KEK Bitung, serta kawasan pariwisata unggulan DPP Manado-LikupanglKBK
Likupang, DPP Wakatobi, dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar.
Kedua, meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung
pengembangan sektor industri dan pariwisata, termasuk WM Makassar dan WM Manado.
Pengembangan difokuskan pada transportasi massal, drainase perkotaan, akses energi,
perumahan, ketersediaan air minum yang bersih dan sanitasi yang baik, pengelolaan
persampahan, dan disertai pengendalian pemanfaatan mang sebagai upaya untuk
mencegah urban spranul. Ketiga, mempercepat pengembangan infrastruktur penghubung
antarwilayah yang meliputi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan keterkaitan
kawasan strategis dengan kawasan penyangganya, serta infrastruktur laut dan udara yang
dapat menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Wilayah Sulawesi dengan wilayah
lainnya. Keempat, memperkuat forum kerja sama regional Wilayah Sulawesi serta
meningkatkan investasi melalui perbaikan pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya
saing wilayah. Kelima, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian
sertipikat hak atas tanah. Keenam, mempercepat proses penyusunan dan penetapan
rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan maupun bantuan teknis kepada
pemerintah daerah.

Di sisi lain, terdapat enam langkah dalam strategi pemerataan intrawilayah Su1awesi.
Pertama, memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar khususnya di bidang
pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, perumahan dan pemukiman, serta
pengelolaan sampah dan limbah. Fokus peningkatan bidang pendidikan diselaraskan
dengan kebutuhan input industrialisasi Wilayah Sulawesi yaitu pendidikan menengah,
pendidikan kejuruan/vokasional, dan pendidikan tinggi terapan. Kedua, meningkatkan
pengembangan produk unggulan di desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi,
kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta daerah tertinggal. Ketiga, mempercepat
penyambungan jaringan transportasi pengumpan (feedefl yang menghubungkan kota-kota
kecil dan kawasan perdesaan dengan jaringan transportasi utama Trans Sulawesi. Keempat,
mempercepat penerapan SPM di bidang perumahan rakyat, sosial, dan Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Kelima, meningkatkan
kapasitas aparatur, keuangan, dan kelembagaan pemerintah daerah dan desa dalam rangka
peningkatan daya saing dan kemandirian daerah. Keenam, menguatkan upaya pengurangan
risiko bencana dan memantapkan pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat dampak
bencana di berbagai wilayah di Sulawesi, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah dan
Provinsi Sulawesi Barat.

Terkait upaya penguatan sistem ketahanan bencana di Wilayah Sulawesi, langkah-langkah
yang ditempuh antara lain pencegahan dan pengurangan risiko melalui mitigasi di lokasi-
lokasi yang memiliki risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi khususnya
gempa bumi, likuefaksi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan erupsi gunung berapi. Langkah
berikutnya adalah internalisasi mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek
strategis serta peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang disertai dengan
pemutakhiran data kebencanaan. Terakhir, mendorong penguatan kerja sama multipihak
dan lintas daerah khususnya dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2022, sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi difokuskan pada
(1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi; (2) menurunnya tingkat kemiskinan; serta
(3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah
Sulawesi tertuang dalam Tabel 2.21. Sasaran utama pembangunan Wilayah Sulawesi
ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi
masyarakat setelah terdampak pandemi COVID- 19.
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Tabel2.2L
Target Peugembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Sumber: Kementenan PPN/Bappenas, 2O2l

Keterangan: a) Target tahun2022 merupakan assessmenf Kementerian PPN/Bappenas dengan memperrimbangkan
dampak COVID-l9 dan angka realisasr triwulan lIl-2O21. b) Target tahun 2022 merupakan hasil proyeksi
Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertirnbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir
pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.7 Strategi Pengembangan Wilayah Maluku

Pengembangan Wilayah Maluku diarahkan pada transformasi ekonomi dengan peningkatan
produktivitas komoditas-komoditas unggulan sektor perkebunan yang meliputi kelapa, pala,
dan cengkeh, serta sektor kelautan dan perikanan yang sekaligus untuk mengoptimalkan
peran Wilayah Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), serta dengan memperpanjang
rantai nilai tambah dari hilirisasi industri pengolahan berbasis mineral, seperti nikel,
tembaga, dan emas. Pengembangan Wilayah Maluku juga diarahkan untuk meningkatkan
daya saing wisata berbasis bahari dan sejarah. Transformasi ekonomi dan pengembangan
berbagai sektor tersebut didukung oleh penguatan konektivitas intrawilayah Maluku serta
antara Wilayah Maluku dengan wilayah lainnya.

Pada tahun 2022 terdapat delapan langkah dalam strategi percepatan pertumbuhan dan
transformasi Wilayah Maluku. Pertama, mempercepat pengembangan dan realisasi investasi
pusat-pusat industri pengolahan hasil perkebunan serta industri pengolahan nikel dan
bahan tambang lainnya, khususnya di KI Teluk Weda. Kedua, meningkatkan produktivitas
komoditas unggulan perikanan melalui optimalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
(SKPT) Moa, SKPT Saumlaki, SKPT Morotai, dan pembangunan Pelabuhan Ambon Baru yang
terhubung dengan jaringan pelabuhan perikanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Ketiga,
mempercepat pengembangan DPP Morotai/KEK Morotai sebagai kawasan pariwisata
unggulan wilayah. Keempat, mempercepat penyiapan rencana pengembangan kawasan
industri terintegrasi yang meliputi kawasan kegiatan turunan migas, kawasan permukiman
untuk pekerja, serta fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung pengembangan Blok
Masela. Kelima, mengembangkan kapasitas pelayanan serta kelayakhunian wilayah
perkotaan, termasuk Kota Baru Sofifi sebagai pusat pemerintahan, dengan fokus pada
pengembangan transportasi publik perkotaan, air minum yang bersih dan sanitasi, drainase
perkotaan, serta pengelolaan sampah dan limbah yang aman. Keenam, memperkuat forum
kerja sama regional Wilayah Maluku serta meningkatkan investasi melalui perbaikan
pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya saing wilayah. Ketujuh, meningkatkan
kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah. Kedelapan,
mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun
RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian
bimbingan maupun bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

Indilator
Target Tabuo.2o22

Sul,awesi
Utara

Sulawesi
Tengah

Sulawesi
Selatan

Sulawesi
Tenggara Goroatalo Sul,awesi

Barat

Pertumbuhan
Ekonomi")

4,50-
4,93

8,82-
9,10

6,40-
7,O7

6,31-
6,60

6,10-
6,57

5,51-
5,78

Tingkat
Kemiskinanu)

6,90-
7,50

9,90-
10,30

8,38-
9,19

1 0,10-
11,00

14,33-
14,7 |

LO,25-
10,50

Tingkat
Pengangguran
Terbukau)

6,63-
7,O2

2,48-
3,37

5,12-
5,61

3,26-
3,86

2,87-
2,97

2,36-
3,06
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Di sisi lain, terdapat lima langkah dalam strategi pemerataan intrawilayah Maluku. Pertama,
memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar secara merata, khususnya di bidang
pendidikan dan kesehatan. Kedua, mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kawasan
perbatasan, kawasan transmigrasi, pulau-pulau terluar, dan perdesaan dengan memperkuat
keterkaitannya dengan kota-kota terdekat untuk mendorong kegiatan ekonomi. Ketiga,
mempercepat penyambungan jaringan transportasi yang menghubungkan antarpulau
melalui peningkatan infrastruktur penyeberangan antarpulau. Keempat, mempercepat
penerapan SPM di bidang perumahan ralqzat, sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan pekerjaan umum. Kelima, meningkatkan
tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah dan desa (kelembagaan, aparatur, dan
keuangan daerah) guna mendorong peningkatan daya saing dan kemandirian daerah.

Terkait upaya penguatan sistem ketahanan bencana di Wilayah Maluku, langkah-langkah
yang ditempuh antara lain pencegahan dan pengurangan risiko melalui mitigasi di lokasi-
lokasi yang memiliki risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi seperti gempa
bumi, erupsi gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Selain itu, kondisi geografis Wilayah
Maluku yang merupakan wilayah kepulauan sangat rentan terhadap fluktuasi harga
kebutuhan bahan pokok dan barang-barang lainnya karena tergantung terhadap pasokan
dari luar wilayah, terutama pada saat cuaca ekstrem dan gelombang laut yang tinggi yang
menyebabkan terganggunya pelayaran dan distribusi barang antarpulau. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis serta
peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang diikuti dengan pemutakhiran data
kebencanaan serta peningkatan kapasitas dalam mengatur pengamanan ketersediaan stok
kebutuhan pokok serta distribusinya saat kondisi cuaca ekstrem. Terakhir, mendorong
penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi pendanaan
penanggulangan bencana.

Pada tahun 2022, sasaran utama pengembangan Wilayah Maluku difokuskan pada
(1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi; (2) menurunnya tingkat kemiskinan; serta
(3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah
Maluku tertuang dalam Tabel 2.22. Sasaran utama pembangunan Wilayah Maluku
ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi
masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19.

Tabel2.22
Target Pengembangan Wilayah Maluku Per Provinsi Tahun 2022 (Persenf

Indikator
Target Ta,hua2o22

Meluku Maluku Utara

Pertumbuhan Ekonomi.) 5,82-6,O4 7,53-7,97

Tingkat Kemiskinanu) t7,oo-).7,25 5,7r-5,75

Tingkat Pengangguran Terbukau) 6,274,84 4,5V,7r

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2 L

Keterangan: a) Target tahun2022 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan
dampak COVID-l9 dan angka renlisasi triwulan III-2O21. b) Target tahur:. 2022 mempakan hasil proyeksi
Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir
pertumbuhan ekonomr wilayah.
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2.3.8 Strategt Pengembangan Wilayah Papua

Pengembangan Wilayah Papua difokuskan pada percepatan pembangunan kesejahteraan
dengan pendekatan berbasis tujuh wilayah adat yaitu Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago,
Anim Ha, Bomberay, dan Domberay. Percepatan pembangunan kesejahteraan ditujukan
untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pelayanan dasar
serta perluasan akses di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi orang
asli Papua. Selain itu, pembangunan kesejahteraan juga dilaksanakan dengan
mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus secara terpadu dalam: (a) pemerataan
pelayanan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dengan memprioritaskan
OAP; (b) pengembangan ekonomi keralryatan dengan memperhatikan SDM setempat dengan
memprioritaskan OAP; (c) pembangunan infrastruktur berkualitas terutama yang
mendukung pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih,
telekomunikasi, sanitasi lingkungan, pemukiman dan perumahan, serta infrastruktur dasar
lainnya dengan memprioritaskan distrik dan kampung yang merupakan basis OAP; (d)
peningkatan kesejahteraan kualitas hidup OAP, (e) pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, dan pemberdayaan masyarakat adat; (f) pemerataan pembangunan dan pelayanan
publik; serta (g) pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kerja sama dan kemitraan antardaerah akan terus diperkuat melalui pendekatan berbasis
wilayah adat. Seiring dengan hal tersebut, optimalisasi sistem nilai dan norrna dalam wilayah
adat juga ditujukan untuk dapat mendorong aktivitas sosial dan ekonomi melalui
pergerakan penduduk dan barang. Di samping itu, peran distrik sebagai pusat data,
informasi, dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat adat,
pusat inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan,
serta pusat pertumbuhan daerah akan terus dilanjutkan.

Pada tahun 2022 terdapat delapan langkah dalam strategi percepatan pertumbuhan dan
transformasi Wilayah Papua. Pertama, melanjutkan pembangunan jaringan infrastruktur
yang terintegrasi antara pusat-pusat produksi ralryat dengan pusat-pusat pertumbuhan
wilayah seperti KEK Sorong dan KI Teluk Bintuni. Kedua, mengembangkan komoditas lokal
pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta mendorong
pengembangan industri pengolahan berbasis teknologi tepat guna. Ketiga, mendorong
ekonomi kemaritiman di DPP Raja Ampat dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-
Teluk Cenderawasih dengan mempercepat pengembangan sentra kelautan perikanan
terpadu dan pariwisata bahari. Keempat, mempercepat pengembangan Papua Youth Creatiue
Hub untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi lokal melalui peningkatan
keterampilan sumber daya manusia, kewirausahaan, serta pengembangan kreativitas dan
inovasi kaum muda asli Papua. Kelima, mempercepat pengembangan kawasan perkotaan,
termasuk pembangunan Kota Baru Sorong, yang ditujukan sebagai pusat aglomerasi
wilayah, pendukung kawasan industri dan pariwisata dengan fokus pada pengembangan
transportasi publik perkotaan, air minum yang bersih dan sanitasi, drainase, serta
pengelolaan sampah dan limbah yang aman. Keenam, memperkuat forum kerja sama
regional Wilayah Papua serta meningkatkan investasi melalui perbaikan pelayanan perizinan
untuk meningkatkan daya saing wilayah. Ketujuh, meningkatkan kepastian hukum hak atas
tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah, serta peningkatan daya dukung
lingkungan dan kawasan konservasi untuk pembangunan rendah karbon. Kedelapan,
mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun
RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ru.ang melalui pemberian
bimbingan maupun bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya, terdapat empat langkah dalam strategi pemerataan intrawilayah Papua.
Pertama, memanfaatkan potensi lokal untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan,
memperluas lapangan pekedaan, serta memperbaiki sistem pembelajaran dan tingkat
kesehatan masyarakat. Kedua, mempercepat penerapan SPM dengan memperluas cakupan
dan kualitas pelayanan dasar di bidang sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan perumahan ralryat. Selain itu, untuk
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menjangkau pelayanan penduduk di daerah pegunungan, terpencil, dan terisolasi, akan
terus dilakukan kebijakan pengembangan sekolah terpadu berpola asrarna,Jlging healthcare,
dan telemedicine. Ketiga, mempercepat pembangunan daerah tertinggal serta kawasan
perbatasan termasuk kampung dengan pendekatan pembangunan berbasis wilayah adat
dan distrik. Keempat, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah dan
desa (kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah) untuk mendorong peningkatan daya
saing dan kemandirian daerah baik di tingkat distrik maupun kampung yang melibatkan
masyarakat dalam perencanaan, dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus serta Dana Desa.

Terkait upaya penguatan sistem ketahanan bencana di Wilayah Papua, langkah-langkah
yang ditempuh antara lain pencegahan dan pengurangan risiko melalui mitigasi di lokasi-
lokasi dengan risiko gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Oleh karena itu, di tahun 2022
dilakukan penguatan mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis serta
peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang diikuti dengan pemutakhiran data
kebencanaan. Terakhir, mendorong penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah
khususnya dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2022, sasaran utama pengembangan Wilayah Papua difokuskan pada
(1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi; (2) menurunnya tingkat kemiskinan; serta
(3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah
Papua tertuang dalam Tabel 2.23. Sasaran utama pembangunan Wilayah Papua ditetapkan
dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah
terdampak pandemi COVID- 19.

Tabel2.23
Target Pengembangan Wilayah Papua Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Indikator
Target Tahto.2o.22

Papua Barat Papua

Pertumbuhan Ekonomi") 5,6#,1t 6,03-6,32

Tingkat Kemiskinanb) t9,92-20,Ot 25,OO-25,20

Tingkat Pengangguran Terbukab) 5,22-5,81 3,11-3,32

Sumber: Kementeriar PPN/Bappenas, 2O2l

Keterarrgan: a) Target tahun 2022 merupakan assessmenl Kementerian PPN/Bappenas dengan
mempertimbangkan dampak COVID- 19 dan angka rea-hsasi tnwulan Ill-2O21 . b) Target tahur: 2022 merupakan
hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertrmbangkan dampak COVID-19 dan assessmenl
terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.
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2.4 Strategi Pendanaan PembanguBan

Arah pengediaan pendanaan pembangunan tahun 2022 ditujukan unfitk penanganan
pandemi COVID-L9 dan pemulihan ekonomi melalui pelaksanaan uaksinasi, menjaga daga
beli masgaraka\ dan reuitalisasi ekonomi domestik. Selain itu, pengediaan pendanaan akan
difokuskan unfitk mendorong transforma"si yang dilakukan melalui reformasi mengeluruh.
menjaga agenda pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan Aang sedang berjalan dan
kegiatan inuestasi publik Aang memiliki dampak langsung untuk menjaga momenfitm
pembangunan, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan pendanaan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektiuitas sumber-sumber pendanaan.

2.4.1 Prioritas Pendanaan

Sampai dengan tahun 2021, pandemi COVID-l9 masih membayangi pembangunan
nasional. Tahun 2022 diharapkan pandemi COVID-19 telah mereda, sehingga pemerintah
dapat mendorong pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk
transformasi ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Penanganan pascapandemi COVID-19
memerlukan beberapa penajaman dalam pemanfaatan pendanaan baik pendanaan
pemerintah pusat maupun daerah dengan fokus pada kegiatan (1) penanganan pandemi
COVID-l9 pada aspek medis, terutama penyediaan vaksinasi, (21 menjaga daya beli
masyarakat, dan (3) revitalisasi ekonomi domestik.

Dalam mendukung upaya tersebut, pemerintah pusat melakukan ef,rsiensi belanja untuk
mengoptimalisasi pendanaan yang tersedia, sehingga terdapat celah fiskal yang dapat
dimanfaatkan. Efrsiensi dilakukan dengan penundaan beberapa kegiatan yang belum
dimulai pelaksanaannya dan realokasi kegiatan yang tidak memiliki tingkat urgensi yang
tinggi. Untuk proyek yang dapat memberikan efek pengganda (multiplier effectl yang tinggi
dapat dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek yang telah dimulai
pelaksanaannya. Selain melakukan efisiensi dalam belanja, pemerintah dapat
memanfaatkan beberapa tambahan pendanaan, baik melalui pinjaman dan hibah dalam
maupun luar negeri, serta penerbitan SBN.

Untuk pendanaan pemerintah daerah, pemerintah pusat telah melakukan refocusing TKDD
dengan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan pada kegiatan pascabencana
COVID- 19 khususnya untuk kegiatan pemulihan ekonomi dan pemanfaatan Dana Desa
untuk merespons secara cepat dampak bencana COVID-19. Diharapkan pemerintah daerah
dapat menerapkan strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang sejalan dengan fokus pemerintah pusat yakni penanganan bencana pandemi COVID-
19.

Dalam menangani dampak pandemi ini, selain tetap melaksanakan efisiensi dan refoansing
anggaran, khususnya yang terkait dengan stimulus kepada sektor perekonomian, perlu
dilakukan percepatan penyiapan proyek-proyek dan kegiatan untuk mendukung bangkitnya
perekonomian pascabencana, terutama pada proyek padat karya yang dapat menciptakan
lapangan keda, serta penataan kembali strategi investasi publik sehingga anggaran negara
dapat diposisikan sebagai pilihan terakhir sumber pembiayaan (last resort). Adanya
refocusing, realokasi, dan efisiensi anggaran pemerintah juga perlu digunakan sebagai
momentum untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam pendanaan pembangunan
melalui berbagai mekanisme kerja sama seperti KPBU dan skema pendanaan inovatif.
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2.4.2 Sumber Pendanaan Pembangunan

2.4.2.1 Sumber Pendanaan dalam APBN

Pendanaan pemerintah dapat bersumber dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
maupun sumber keuangan lain seperti penerbitan SBN, pinjaman dan hibah dari dalam dan
luar negeri yang berasal dari (1) lembaga pembiayaan multilateral dan negara bilateral; (2)
lembaga keuangan (bank dan nonbank); dan (3) investor, baik perseorangan maupun badan
usaha.

Pendanaan yang bersumber dari penerimaan pajak, PNBP, dan penerbitan SBN akan
digunakan untuk kegiatan operasional dan investasi pemerintah di berbagai sektor prioritas
pembangunan, khususnya penyediaan layanan umum dan dasar yang termasuk
di dalamnya penanggulangan pandemi COVID-19 dan pembangunan infrastruktur untuk
percepatan pemulihan ekonomi nasional. Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
untuk pembiayaan proyek, sebagai bagian dari SBN, akan difokuskan pada pembangunan
infrastruktur, penyediaan sarana pelayanan umum, dan pemberdayaan industri dalam
negeri yang kegiatannya memiliki aset yang dapat digunakan sebagai underlging. Penerbitan
SBSN dapat digunakan juga untuk membiayai secara langsung kegiatan-kegiatan Prioritas
Nasional (PN) maupun Major Project (MP) dalam RPJMN 2O2O-2O24.

Penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek akan dimanfaatkan untuk pembangunan
infrastruktur, di antaranya infrastruktur transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian
serta infrastruktur sumber daya air. Selain itu, untuk pelayanan umum, seperti sektor
pendidikan dan agama, pertanian dan perkebunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
konservasi sumber daya alam.

Pendanaan melalui pinjaman luar negeri diarahkan untuk kegiatan yang memiliki nilai
tambah yang tinggi, peluang alih teknologi dan praktik baik internasional, penyiapan konsep
baru Qtiloting), serta sebagai pengungkit pemanfaatan sumber dan skema pendanaan lainnya
(blended financel. Pemanfaatan pinjaman luar negeri difokuskan pada upaya penanganan
pandemi COVID-l9 dan PEN serta mendorong transformasi ekonomi dan percepatan
investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain itu, tetap melanjutkan
kegiatan pada beberapa sektor prioritas antara lain: pengembangan dan penguatan sumber
daya manusia; pembangunan infrastruktur; penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim dan keberlanjutan lingkungan; ketahanan air dan pangan; ketahanan energi;
manajemen risiko bencana, mendukung kegiatan riset, inovasi dan pengembangan
teknologi; serta meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan. Di samping itu, juga
dimanfaatkan untuk kegiatan baru secara selektif.

Untuk pinjaman dalam negeri akan digunakan utamanya pada kegiatan yang dapat
mendukung pengembangan industri dalam negeri. Sedangkan hibah akan digunakan untuk
mendukung program pembangunan nasional di bidang pembangunan rendah karbon,
peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
pengembangan kebijakan dan bantuan untuk memperkuat kelembagaan, dukungan inovasi
untuk mempercepat pencapaian Sustainable Deuelopment Goals (SDGs), berbagi
pengetahuan, penurnggulangan bencana alam dan nonalam, serta bantuan kemanusiaan.
Selain itu, hibah juga akan diarahkan untuk peningkatan sistem investasi publik melalui (1)
peningkatan kualitas perencanaan dan penyiapan proyek; (2) menaikkan profil/kredibilitas
proyek; (3) capacitg building; dan (4) deisking proyek.

2.4.2.2 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan bagian pendanaan yang terintegrasi dalam
mendanai pembangunan khususnya yang menjadi kewenangan daerah. TKDD ta}eun 2022
diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Ta}:un 2022
serta dukungan terhadap prioritas nasional dalam RKP Tahun 2022. Oleh karena itu, arah
kebijakan TKDD didasarkan pada tema RKP Tahun 2022 yaitlu "Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Struktural", dengan tujuh prioritas nasional, sepuluh strategi pembangunan serta
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dukungan terhadap MP. Memperhatikan hal tersebut, arah kebijakan umum TKDD tahun
2022 disusun sebagai berikut:

(1) Melanjutkan kebdakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan
pemerataan kesejahteraan antardaerah;

(2) Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan
harmonisasi belanja kementerian/lembaga dan TKDD terutama DAK Fisik;

(3) Melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan
kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM
pendidikan, dan adanya penambahan untuk belanja kesehatan prioritas;

(41 Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK), penyaluran DAK
Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah, dan DAK Nonfisik untuk
mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan
kualitas layanan; dan

(5) Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui
program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-19, dan mendukung
sektor prioritas.

(1) Dana Perimbangan

Pertama, Dana Transfer Umum. Dana Transfer Umum merupakan transfer ke daerah yang
bersifat block grant yang pemanfaatannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. DTU
terbagi menjadi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2022,
arah kebijakan untuk DBH dan DAU lebih ditujukan untuk perbaikan tata kelola dan fokus
pemanfaatan.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Arah kebijakan DBH tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(a) alokasi DBH berdasarkan realisasi minimal 3 tahun terakhir yang bertujuan untuk
meminimalkan potensi kurang/lebih bayar;

(b) penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dan kinerja daerah dalam
mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pemeliharaan lingkungan;

(c) penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau untuk dukungan bidang kesehatan,
kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum; dan

(d) penggunaan DBH Sumber Daya Alam Dana Reboisasi untuk dukungan bidang
lingkungan hidup dan kehutanan.

Sebagai upaya pemulihan ekonomi sesuai dengan tema RKP Tahun 2022, pemanfaatan DBH
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan mendorong fokus
pemanfaatan DBH pada sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja dan
mendukung UMKM.

Dana Alokasi Unum (DAUI

Arah kebijakan DAU tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(a) tetap menerapkan kebijakan Pagu DAU Nasional dalam APBN bersifat dinamis mengikuti
perkembangan PDN Neto dan/atau sesuai kebijakan pemerintah;

(b) melanjutkan perhitungan komponen berdasarkan kebutuhan belanja pegawai Aparatur
Sipil Negara (ASN) Daerah, termasuk gaji ke- 13, Tunjangan Hari Raya (THR), dan formasi
calon ASN Daerah;

(c) menyempurnakan formula DAU dengan melakukan evaluasi terhadap bobot alokasi
dasar, bobot variabel kebutuhan fiskal, dan bobot variabel kapasitas fiskal daerah;
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(d) penerapan penyaluran DAU berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah serta
mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD; dan

(e) mendorong penggunaan DAU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah,
perlindungan sosial, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan, dan
belanja kesehatan prioritas.

Kedua, Dana Transfer Khusus (DTK). DTK merupakan transfer ke daerah yang bersifat
specific grant, dan ditujukan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dalam mendukung PN. Pada tahun 2022, salah satu strategi yang dilakukan
dalam meningkatkan efektivitas DTK sehingga berdampak langsung adalah penguatan
tematik pada DAK Fisik Penugasan. Penguatan tematik ini mengusung penerapan konsep
Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) melalui sinkronisasi fokus dan lokus pada
setiap tematik.

Dana Nokasi Khusus Fisik.

Arah kebijakan umum DAK Fisik tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(a) mempertajam fokus kegiatan DAK Fisik sehingga berdampak langsung pada
pertumbuhan ekonomi sebagai respons dampak pandemi COVID-19;

(b) melanjutkan penguatan atas upaya pemerataan layanan dan penyediaan infrastruktur
dasar di daerah;

(c) percepatan pencapaian target prioritas nasional melalui DAK Fisik Penugasan berbasis
tematik khususnya pada sektor Pariwisata dan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Food
Estate dan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani, serta Konektivitas
Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;

(d) mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional;

(e) memperkuat sinergi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh
sumber pendanaan lainnya; dan

(0 peningkatan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi berbasis
kinerja dan penguatan kualitas pengawasan.

DAK Fisik terdiri dari jenis DAK Reguler dan DAK Penugasan. DAK Reguler difokuskan pada
pemenuhan pelayanan dasar dalam upaya penyiapan SDM berdaya saing. DAK Reguler
terdiri dari (a) bidang pendidikan; (b) bidang kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan
Keluarga Berencana (KB); serta (c) bidang-bidang yang mendukung infrastruktur dasar, yang
terdiri atas (i) bidang jalan, (ii) bidang air minum, (iii) bidang sanitasi, dan (iv) bidang
perumahan dan permukiman.

DAK Penugasan terdiri atas tiga tematik yang bersifat lintas sektor dalam mendukung
pencapaian sasaran MP tertentu sejalan dengan tema RKP Tahun 2022. Tematik-tematik
tersebut mencakup antara lain:

(a) Tematik Penguatan DPP dan Sentra Industri Kecil Menengah, terdiri atas bidang
(i) pariwisata; (ii) industri kecil menengah; (iii) jalan; (iv) Iingkungan hidup;
(v) perdagangan; dan (vi) UMKM;

(b) Tematik Pengembangan FoodEstate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian,
Perikanan, dan Hewani, terdiri dari bidang (i) pertanian; (ii) kelautan perikanan; (iii)jalan;
(iv) irigasi; (v) kehutanan; dan (vi) perdagangan;

(c) Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah
Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, terdiri dari bidang (i) transportasi perdesaan;
(ii) transportasi laut; dan (iii)jalan.
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Dana Nokasi Khusus Nonfisik.

Arah kebijakan umum DAK Nonfisik Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(a) dukungan pendanaan DAK Nonfisik bagi program prioritas nasional yang menjadi fokus
APBN TA 2022;

(b) penyempurnaan besaran unit cosf dengan penerapan unit cost majemuk untuk Dana
BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan;

(c) perluasan target output Tunjangan Guru dengan penambahan output guru PPPK untuk
TPG, Tamsil, dan TKG, sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2Ol4 tentang ASN;

(d) pemantauan capaian outputl outcome dalam rangka mendukung pemenuhan SPM
daerah melalui integrasi pelaporan antarkementerian; dan

(e) pendanaan untuk mendukung kegiatan bidang industri kecil dan menengah yang
merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional dan meningkatkan nilai tambah dan
daya saing produk di dalam Sentra IKM.

DAK Nonfrsik Tahun 2022 juga tetap melanjutkan dukungan dalam peningkatan kualitas
layanan sektor produktif seperti pariwisata dan pertanian, serta mendorong peningkatan
investasi di daerah.

Berdasarkan hal di atas, DAK Nonfisik Tahun 2022 terdiri dari (i) Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), (ii) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (BOP PAUD), (iii)Tunjangan khusus guru ASN daerah di daerah khusus, (iv)Tambahan
Penghasilan (Tamsil) Guru ASN daerah, (v) Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN daerah,
(vi) Dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, (vii) Dana bantuan
operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya, (viii) Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK), (ix) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), (x) Dana fasilitasi
penanaman modal, (xi) Dana pelayanan kepariwisataan, (xii) Dana penguatan kapasitas
kelembagaan sentra IKM, (xiii) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
(PK2UMK), (xiv) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS),
(xv) Dana ketahanan pangan dan pertanian, serta (xvi) Dana Pelayanan Perlindungan
Perempuan dan Anak (PPA)

(2) Dana Insentif Daerah

Arah kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(a) perbaikan terhadap indikator penilaian kriteria utama dan kategori kinerja yang fokus,
relevan dan memberikan dampak pada peningkatan tata kelola APBD, pelayanan publik,
serta kesejahteraan masyarakat di samping merupakan kinerja pemerintah daerah
secara langsung;

(b) mengarahkan penggunaan DID untuk mendukung pencapaian prioritas nasional seperti
pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

(c) pengalokasian DID dilakukan berdasarkan penilaian atas prestasi capaian kinerja tahun
sebelumnya dan prestasi capaian kineda tahun berjalan; dan

(d) penguatan asistensi dan supervisi serta monitoing dan evaluasi dalam pelaksanaan DID
yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang melibatkan
kementerian/ lembaga terkait.

(3) Dana Otonoml Khusus dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsusf.

Arah kebijakan umum Dana Otsus Aceh tahun 2022 adalah untuk mendanai pembangunan
dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rak5rat, pengentasan kemiskinan,
pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, serta program pembangunan pelaksanaan
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keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian. Pendanaan tersebut dilakukan dalam
rangka penguatan dan pemberdayaan rakyat Aceh berlandaskan budaya dan syariat Islam,
peningkatan kesiapan mitigasi, dan ketahanan terhadap bencana serta pencapaian sasaran
pembangunan (pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks
pembangunan manusia, dan rasio gini). Dalam mendukung arah kebijakan tersebut, Dana
Otsus Aceh dilakukan perbaikan tata kelola sebagai berikut:

(a) penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan,
akuntabel, dan adil;

(b) peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;

(c) memperkuat koordinasi, ke4'a sama, dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Aceh
dengan pemerintah kabupaten, kota, dan KIL dalam perencanaan, pengalokasian,
penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
pemanfaatan dana;

(d) memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan anggaran, khususnya dalam rangka
persiapan berkurangnya alokasi Dana Otsus dari tahun 2023;

(e) memperbaiki tata kelola Dana Otsus dengan memperkuat peran Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran;
dan

(0 mempertajam sinkronisasi dan integrasi pemanfaatan Dana Otsus dengan kegiatan yang
didukung oleh sumber pendanaan lainnya, termasuk dunia usaha dan mitra
pembangunan.

Arah kebijakan umum Dana Otsus Papua dan Papua Barat tahun 2022 ditujukan bagi
percepatan pembangunan SDM khususnya pendidikan, kesehatan, ekonomi dan
kesejahteraan ralgrat, dan kemajuan daerah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi.
Adapun sektor prioritas yang menjadi fokus intervensi adalah (a) pertambangan dan energi;
(b) kehutanan; (c) pendidikan; (d) kesehatan; (e) infrastruktur dasar; (f) ekonomi; (g) koperasi
dan UKM; (h) ketenagakedaan; (i) kependudukan; U) perkebunan, peternakan, dan
pertanian; (k) kelautan dan perikanan; (l) perhubungan dan transportasi; serta (m) TIK.

Selain kebijakan pemanfaatan tersebut arah kebijakan umum Dana Otsus Papua dan Papua
Barat dalam meningkatkan penatakelolaan adalah sebagai berikut:

(a) pengalokasian Dana Otsus Papua sebesar 2,25 persen dari pagu DAU Nasional, hal ini
sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

(b) mengarahkan penggunaan Dana Otsus Papua dalam bentuk 1 persen block grant dan
1,25 persen performance based berdasarkan kinerja penggunaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

(c) meningkatkan kualitas pengelolaan melalui penyusunan grand design dengan capaian
output yang jelas dan terukur serta selaras dengan kebijakan belanja pemerintah dan
pengembangan sistem informasi terintegrasi;

(d) penguatan asistensi dan supervisi dalam pemanfaatan Dana Otsus yang berdampak
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama Orang Asli Papua dengan
pelibatan kementerian/lembaga terkait; dan

(e) meningkatkan pengawasan pelaksanaan Dana Otsus dengan melibatkan Aparat
Pengawas dan Masyarakat.

Mengingat arahan penggunaan Dana Otsus akan mempertimbangkan aspek kinerja, maka
pemanfaatannya perlu sejalan dengan koridor percepatan pembangunan Papua sebagai
berikut:
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(a) meningkatkan pemanfaatan Dana Otsus Papua untuk: (i) meningkatkan IPM;
(ii) meningkatkan kompetensi Orang Asli Papua di semua bidang pembangunan;
(iii) menurunkan angka kemiskinan; (iv) meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
(v) menumbuhkan Sentra Ekonomi Baru di 7 Wilayah Adat; (vi) menurunkan biaya
kemahalan; (vii) terjaganya lingkungan hidup yang berkelanjutan; (viii) terbangunnya
kehidupan sosial yang inklusif, aman, dan damai; serta (ix) meningkatkan pembangunan
infrastruktur dasar, TIK, energi, melalui Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang
besarannya disepakati antara pemerintah dan DPR-RI atas usulan provinsi;

(b) memperkuat koordinasi, kerja sama, dan kemitraan antara pemerintah provinsi dengan
pemerintah kabupaten f kota, KlL, dan masyarakat dalam penyaluran, pelaporan,
pemantauan, pengendalian, serta evaluasi pemanfaatan dana dan capaian kineda Dana
Otsus;

(c) memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota
di Papua secara bertahap hingga tercapainya Transformasi Papua yang berkelanjutan;

(d) fokus pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua
yang melalui: (i) transformasi ekonomi berbasis wilayah adat hulu ke hilir;
(ii) peningkatan SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua;
(iii) peningkatan infrastruktur dasar dan ekonomi; (iv) peningkatan tata kelola
pemerintahan dan keamanan dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM;
(v) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Dana Keistimewaan DIY

Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2Ol2 tentang Keistimewaan DIY, nrang lingkup
penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY adalah (a) tata cara pengisian jabatan,
kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) kelembagaan
Pemerintah DIY; (c) kebudayaan; (d) pertanahan; serta (e) tata ruang.

Arah kebijakan umum Dana Keistimewaan DIY Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(a) meningkatkan kualitas pengelolaan melalui penyusunan grand design dengan capaian
output yang jelas dan terukur serta selaras dengan kebijakan belanja pemerintah dan
pengembangan sistem informasi yang terintegrasi;

(b) memperkuat koordinasi, kerja sama, kemitraan, asistensi, dan supervisi yang
melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di DIY dan KIL terkait dalam
pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY yang berdampak terhadap: (i) penguatan dan
pemberdayaan masyarakat berlandaskan budaya dan adat; (ii) penguatan tata kelola
pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan
pelayanan prima; serta (iiil pencapaian ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah;

(c) meningkatkan pengawasan pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY dengan melibatkan
aparat pengawas dan masyarakat dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja
pembangunan;

(d) memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota
di DIY dalam penentuan alokasi Dana Keistimewaan DIY.

(4) Dana Desa

Arah kebijakan umum Dana Desa tahun 2022 ditujukan untuk mendukung pemulihan
ekonomi, kesejahteraan sosial, dan mendukung sektor prioritas. Selain itu, mengacu pada
arah kebijakan RPJMN 2O2O-2O24, aralrr kebijakan umum dan khusus Dana Desa adalah
sebagai berikut.
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Arah Kebijakan Umum

(a) mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan desa, yaitu berkurangnya
1O.OOO desa tertinggal dan meningkatnya 5.000 desa mandiri, menurunkan angka
kemiskinan perdesaan hingga satu digit dan revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama;

(b) mendukung tema dan 10 strategi pembangunan RKP Tahun 2022;

(c) mengarusutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan;

(d) memprioritaskan pemberdayaan masyarakat desa;

(e) mengintegrasikan perspektif gender dan kaum marjinal dan mengedepankan
transparansi dan akuntabilitas.

Arah Kebijakan Khusus

(a) memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa dalam rangka:

i. program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;

ii. dukungan program sektor prioritas di desa, antara lain:

. mendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk peningkatan kualitas
pelayanan desa;

o prioritas lainnya antara lain: program ketahanan pangan, ketahanan hewani,
program pembangunan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai
Desa (PKTD), pengembangan desa wisata, dan peningkatan kesehatan masyarakat
desa.

(b) memperkuat dukungan fasilitas ekonomi dan lingkungan perdesaan terutama di desa
tertinggal dan desa berkembang, yaitu fasilitas ekonomi berupa pasar desa dan UMKM
dan fasilitas lingkungan berupa sistem pembuangan/ pengolahan sampah, fasilitas
Buang Air Besar (BAB), dan fasilitas ketahanan bencana;

(c) mendukung pemulihan ekonomi melalui penguatan jaring pengaman sosial dan
kegiatan padat karya tunai, kesehatan keluarga, penanganan wabah penyakit, dan
respons terhadap COVID- i9.

Selanjutnya dalam meningkatkan tata kelola, arah kebijakan Dana Desa Tahun2O22 adalah
sebagai berikut:

(a) peningkatan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),

meliputi:

i. penyempurnaan kebijakan pengalokasian, dengan melakukan reposisi formula
perhitungan, penyesuaian bobot, penajaman indikator dan kriteria yang digunakan
dalam perhitungan alokasi;

ii. penguatan kebijakan penyaluran, melalui kebijakan penyaluran langsung dari
Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKDesa) serta penerapan
mekanisme penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output
kegiatan;

iii. peningkatan kualitas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa dan
pengembangan potensi desa.

(b) peningkatan penyediaan kualitas data sumber serta pemantauan dan evaluasi Dana
Desa.
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2.4.2.3 Sumber Pendanaan Non-Pemerintah

Sesuai dengan amanat dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2O2O tentang RPJMN 2O2O-2O24,
paradigma baru pendanaan infrastruktur adalah menjadikan APBN/APBD sebagai sumber
daya terakhir (la,st resource). Mengutamakan skema pembiayaan kreatif serta
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor
38 Tahun 2015.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha merupakan kerja sama antara pemerintah dengan
badan usaha dalam menyediakan infrastruktur berdasarkan pembagian risiko yang optimal
antara pemerintah dan badan usaha. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dilakukan
untuk (1) menjembatani kesenjangan pendanaan dan pembiayaan pemerintah melalui
investasi swasta, termasuk prakarsa badan usaha (unsolicitedl pada penyediaan
infrastruktur; dan (2) mendapatkan efisiensi investasi dari badan usaha melalui upaya
optimalisasi pembagian risiko. Dengan skema KPBU ini, pemerintah melalui badan usaha
pelaksana dapat menyediakan infrastruktur dengan tepat waktu (on schedule), tepat
anggaran (on budget), dan tepat layanan (on seruice).

Pemanfaatan KPBU untuk pembangunan infrastruktur ekonomi akan terus diperluas dan
sudah mulai dikembangkan juga untuk infrastruktur sosial antara lain pendidikan,
kesehatan, dan lain-lain. Saat ini, peraturan pemerintah yang mengatur
kerja sama antarsektor sudah disempurnakan dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor
2 Tahun 2O2O. Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mempertimbangkan tingkat
kesiapan KPBU dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan rencana pembangunan
nasional, maka sesuai dengan Perpres Nomor 38 Tahun 20 15 dan Permen PPN/KepaIa
Bappenas tersebut di atas, Menteri PPN menetapkan Daftar Rencana KPBU (DRK), yang
terdiri dari daftar proyek KPBU yang siap ditawarkan dan dalam proses penyiapan.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan percepatan pelaksanaan proyek-proyek KPBU,
pemerintah telah membentuk suatu wadah koordinasi antar-KlL yang tergabung dalam
Kantor Bersama KPBU yang berperan sebagai koordinator dan fasilitator perencanaan,
penyiapan, transaksi, pelaksanaan, dan pengawasan (monitoing), serta pengevaluasian
proyek-proyek yang akan menggunakan skema KPBU. Selain itu, Kantor Bersama KPBU juga
berfungsi sebagai pusat informasi dan peningkatan kapasitas untuk pemangku kepentingan
KPBU. Fasilitasi yang diberikan oleh anggota Kantor Bersama sesuai dengan kewenangan
masing-masing yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor
Bersama KPBU juga telah memiliki SOP untuk proses fasilitasi kepala KILID maupun juga
badan usaha.

Sebagai dampak adanya penurunan perekonomian global yang disebabkan pandemi
COVID-19, dalam jangka menengah investasi melalui skema KPBU yang berbasis pengguna
membayar (user pag) diperkirakan akan sulit untuk direalisasikan. Untuk itu, pemerintah
akan mengedepankan proyek KPBU dengan skema pembayaran atas dasar ketersediaan
layanan (auailabilitg pagment) dengan tetap meningkatkan kesiapan proyek-proyek KPBU
secara umum. Dalam upaya mendorong pemanfaatan skema KPBU dalam pelaksanaan
proyek, arah kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah (1) menstandardisasi
proses penyeleksian proyek KPBU (screening) dengan memperkuat analisis Value for Money
dan aspek Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS) proyek; (2) meningkatkan komitmen
menteri/kepala lembaga/kepala daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Ke4'asama
(PJPK) dalam melaksanakan proyek KPBU dengan penyediaan anggaran pada tahap
perencanaan, penyiapan, transaksi, dan dukungan kelayakan proyek melalui APBN
dan/atau APBD; dan (3) meningkatkan kualitas perencanaan, penyiapan, transaksi, dan
pelaksanaan proyek dengan mengembangkan metode-metode dan prinsip-prinsip yang
dipakai dalam standar internasional, antara lain Fiue Case Mode, (sCM), Project Initiation
Routemap (PIR) dan &tilding Information Modelling (BIM), dan lain-lain.

Untuk meningkatkan investasi infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, beberapa upaya
dilakukan oleh pemerintah, antara lain (1) identifikasi proyek yang membutuhkan

SK No 130094 A



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

- il.7t -

pembiayaan kreatif; (2) menghubungkan berbagai sumber pembiayaan kreatif seperti
pemanfaatan dana filantropi, dana pensiun, serta dana kelolaan jangka panjang; dan
(3) sinergi dan optimalisasi skema KPBU, pengelolaan hak terbatas, dan pembiayaan melalui
LPI dalam pembiayaan kreatif.

Untuk pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social
Responsibillfg/CSR), filantropi, dan dana keagamaan akan berfokus pada pembangunan
sarana prasarana sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana
tersebut akan diselaraskan kegiatannya dengan program pemerintah dalam mendukung
pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Diharapkan bahwa banyak investasi publik di masa depan akan didanai dari bauran
berbagai sumber pendanaan (blended financel untuk kegiatan dengan manfaat publik yang
besar terutama yang terkait dengan pencapaian SDGs. Dalam pelaksanaan dan
pengembangan bauran pembiayaan (blended finance) diperlukan beberapa langkah
di antaranya (1) menyediakan dan menyempurnakan kerangka hukum dan peraturan
sebagai dasar inovasi pendanaan, mengingat peluang mendapatkan pendanaan berbiaya
lunak dan konvensional diperkirakan semakin terbatas; (2) memosisikan pembiayaan
pemerintah sebagai pengungkit (leueraging) dan katalisator untuk mengembangkan sumber
pendanaan nonpemerintah; serta (3) mengutamakan penggunaan sumber-sumber
pendanaan nonpemerintah sesuai dengan kelayakan finansial, ekonomi, dan sosial.

2.4.2.4 Integrasi dan Sinergi Pendanaan Pembangunan

Secara umum, pendanaan pembangunan mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan
pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas yaitu (1) pendanaan swasta, (2) KPBU,
(3) BUMN, dan (a) APBN sebagai sumber terakhir yang dapat digunakan. Namun demikian,
pendanaan dalam RKP Tahun 2022 masih difokuskan pada pembiayaan stimulus
perekonomian untuk meminimalkan dampak pandemi COVID-19, dengan sumber utama
berasal dari APBN. Selain itu, pendanaan dalam RKP Tahun 2022 juga diarahkan untuk
pembiayaan MP, khususnya yang memberikan dampak langsung terhadap penyerapan
tenaga kerja dan pemulihan ekonomi seperti pariwisata, pembangunan infrastruktur daerah,
dan industri.

Pendanaan proyek secara umum harus menyinergikan berbagai potensi sumber pendanaan
melalui pengambilan kebijakan yang tepat dan menyeluruh. Untuk melakukan hal tersebut,
terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah, antara lain (1) koordinasi
lintas KIL dan antartingkat pemerintahan pada semua tahapan kegiatan dimulai dari
perencanaan, penyiapan, penganggaran, pengadaan hingga ke tahap operasionalisasi
kegiatan; (21 pengembangan integrasi sistem dan data pada dokumen perencanaan,
penganggaran; serta (3) evaluasi melalui pemanfaatan basis data yang sama dan
termutakhir. Hal ini sekaligus akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas
pemanfaatan belanja negara. Pada sisi penguatan sinergi pusat dan daerah dilakukan
dengan pengembangan dan perluasan mekanisme hibah ke daerah melalui transfer berbasis
kinerja (output based transfer). Hal ini juga sangat terkait dengan pengendalian program
untuk menjamin pencapaian PN di daerah.

2.4.9 Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Pendanaan

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dalam RKP Tahun 2022 diperlukan optimalisasi
pemanfaatan sumber pendanaan baik sumber pendanaan APBN maupun non-APBN.
Strategi yang perlu dilakukan untuk melakukan optimalisasi tersebut di antaranya:

(1) Melanjutkan Proyek yang Sedang Bedalan

Kementerian/lembaga perlu untuk melihat kegiatan prioritas apa saja yang sedang berjalan
untuk dapat melakukan percepatan kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat selesai
sebelum masa RPJMN berakhir. Percepatan pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi
salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi belanja pemerintah.
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(2) Mengakomodasi Kegiatan Prioritas

Proyek dengan tingkat urgensi tinggi seperti penanganan pascapandemi COVID-l9
pemulihan ekonomi nasional, pembangunan IKN, serta prioritas lainnya dalam RPJMN
2O2O-2O24 perlu dilaksanakan dan dalam penyediaan pendanaan pada kegiatan tersebut
K/L perlu memanfaatkan sumber-sumber pendanaan existing dengan melakukan: (a)

penajaman/realokasi kegiatan pada kegiatan yang lebih prioritas;
(b) memaksimalkan penggunaan sisa dana pinjaman; dan (c) mengoptimalkan alokasi telah
tersedia pada dokumen perencanaan pendanaan jangka menengah.

(3) Meningkatkan Kesiapan Proyek

Penyiapan investasi pemerintah perlu segera dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi
kegiatan untuk menjaga momentum pembangunan. Kesiapan usulan kegiatan
pembangunan sangat diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat
secara konkret berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan. Maka diperlukan
penajaman terhadap persiapan proyek baik pada kesiapan strategis maupun kesiapan
teknis.

Kesiapan pada aspek strategis mencakup kesesuaian kegiatan dengan prioritas dan
pemenuhan aspek kelayakan ekonomi. Pada tahun 2022 pendanaan terhadap kegiatan akan
difokuskan pada (a) penanganan pandemi COVID-l9; (b) PEN; (c) PN; (d) Proyek Prioritas
Strategis (Major Project), dan (e) Arahan Presiden. Setelah kegiatan tersebut telah sesuai
dengan fokus pendanaan tahun 2022 maka kegiatan yang siap untuk dilaksanakan
diharapkan memenuhi aspek kelayakan ekonomi dengan memberikan efek pengganda pada
perekonomian seperti pada penciptaan lapangan kerja.

Sedangkan pada sisi teknis kegiatan yang dibiayai, sudah harus siap dengan beberapa hal
yang perlu dipenuhi, seperti (a) sudah memiliki lahan yang siap digunakan; dan (b) dokumen
pendukung kegiatan seperti Feasibilitg Sdtdg (FS)/Kerangka Acuan Kerja (KAKI, Detail
Engineering Design (DED), dan dokumen lelang. Aspek teknis lainnya yang perlu
ditingkatkan kesiapannya adalah manajemen kegiatan yang meliputi organisasi proyek,
prosedur pelaksanaan, SDM, serta sumber daya pendukungnya. Apabila kegiatan yang
diusulkan belum memenuhi kriteria kesiapan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2022,
maka perlu dilakukan restrukturisasi dan percepatan proses penyiapan agar kegiatan
tersebut dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

2.4.4 Investasi BUMN dalam Pembangunan

2.4.4.L Peran Penting Investasi BUMN

BUMN adalah salah satu pemangku kepentingan dalam pembangunan nasional. Peran
penting BUMN dalam pembangunan juga tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Maksud dan tujuan pendirian BUMN antara lain
adalah untuk (1) memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan pertumbuhan
perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; serta (2)

menyelenggarakan kebermanfaatan umum dan menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha
yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

Sebagai salah satu agen pembangunan (agent of deuelopmenf), posisi BUMN adalah sebagai
garda terdepan dalam mendukung inisiatif-inisiatif strategis pemerintah guna mencapai
sasaran pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan asas penyelenggaraan negara
yang bersih, sehat, dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Salah satu
bentuk dukungan BUMN adalah investasi BUMN (capital expenditurelcapex), yang
mendukung dan selaras dengan PN dan Major Projects.

Investasi BUMN diklasifrkasikan sebagai Proyek Prioritas BUMN dalam RKP 2022 jlka
memenuhi kriteria untuk mendukung pencapaian sasaran nasional tahun 2022. Adapun
kriteria dari Proyek Prioritas BUMN dalam RKP 2022 adalah:

SK No 130096 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- il.73 -

(1) Investasi (capital expenditure/capex) BUMN sebagai aksi korporasi, yang selaras dengan
PN dan Major Projects tahun 2022;

(2) Investasi (capexl BUMN sebagai penugasan pemerintah dalam mendukung Major
Projects. Penugasan pemerintah dapat berupa kegiatan yang ditetapkan oleh Peraturan
Presiden, penugasan dari kementerian/lembaga, ataupun sebagai hasil kesepakatan;

(3) Investasi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai penugasan dari pemerintah
kepada BUMN.

Seiring dengan Proyek Prioritas BUMN yang mempakan proyek untuk mendukung PN,
pemerintah akan berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan proyek tersebut, yang
antara lain pengawalan dalam siklus end-to-end proyek yang dimulai dari inisiasi-
perencanaan-groundbreaking-konstruksi-operasi-project closure, monitoring, de-
bottlenecking, dan koordinasi lintas lembaga. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan
dukungan, antara lain:

(1) Memastikan kesiapan regulasi dan perencanaan Proyek Prioritas BUMN, seperti
dukungan kebijakan, akselerasi perizinan, dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor
dan lintas wilayah;

(2) Dukungan aspek finansial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
seperti: jointfinancing, Viabilitg Gap Fund (VGF), dan Auailability Pagment (APl;

(3) Pengusulan Penyertaan Modal Negara (PMN), jika ada keterbatasan permodalan sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, pemerintah mengalokasikan penyaluran PMN sebesar
Rp38.5OO,OO miliar pada tahun 2022. Penyertaan Modal Negara tersebut disalurkan antara
lain kepada PT Perusahaan Listrik Negara, PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, PT Waskita
Karya, PT Sarana Multigriya Finansial, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan Perum
Perumnas. Sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri BUMN PER-
01/MBU/0312021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan
Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan
Perseroan Terbatas, tujuan dan penggunaan dari PMN adalah:

(1) Penambahan PMN ke dalam suatu BUMN dan Perseroan Terbatas dilakukan dalam
rangka:

(a) Memperbaiki struktur permodalan BUMN dan Perseroan Terbatas;

(b) Meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan Perseroan Terbatas.

(2) Penambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

(a) Melaksanakan penugasan pemerintah kepada BUMN;

(b) Melakukan restrukturisasi dan/atau penyelamatan BUMN; dan/atau

(c) Melakukan pengembangan usaha BUMN.

Penjelasan rinci terhadap masing-masing Proyek Prioritas BUMN ini dituangkan dalam
dokumen Rencana Investasi Prioritas BUMN Tahun 2022 yang menjadi dokumen pelengkap
dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

2.4.4.2 Proyek Prioritas Investasi BUMN

Investasi BUMN dalam RKP 2022 terdiri atas 94 Proyek Prioritas BUMN yang mendukung
pembangunan nasional, dengan jumlah BUMN terlibat sebanyak 54 BUMN. Jumlah total
investasi BUMN sekitar Rp292.O2a,75 miliar, yang dipenuhi melalui penyertaan ekuitas,
PMN, dan pendanaan dan/atau instrumen investasi lainnya. Kontribusi Proyek Prioritas
BUMN diperkirakan sekitar 4,33 persen terhadap PDB. Selain itu, Proyek Prioritas BUMN
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juga mendukung pencapaian 15 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Deuelopment GoalslSDGs) yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan
Sehat dan Sejahtera; (41Pendidikan Berkualitas; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi
Bersih dan Terjangkau; (8) Pekedaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi,
dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang
Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (14) Ekosistem
Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
(17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Gam'bat 2.24
Gambaran Umum Proyek Prioritas BUMN

Sumber: BUMN terkait, proyeksr awal Kementerian PPN/Bappenas.

Proyek Prioritas BUMN akan dilaksanakan secara merata di seluruh pulau di Indonesia.
Pada tahun 2022, terdapat 12 Proyek Prioritas BUMN yang dilaksanakan di Pulau Sumatera
dan Kepulauan Riau dengan total investasi tahun 2022 sekitar Rp61.134,27 miliar. Di Pulau
Jawa, terdapat 33 Proyek Prioritas BUMN dengan total investasi sekitar Rp96.3O9,91 miliar
pada tahun 2022, serta 9 Proyek Prioritas BUMN di Pulau Kalimantan dengan total investasi
tahun 2022 sekitar Rp65.511,97 miliar. Selanjutnya, terdapat 6 Proyek Prioritas BUMN di
Pulau Sulawesi dan Maluku dengan total investasi tahun 2022 sekitar Rp7.484,97 rnlliar, 4
Proyek Prioritas BUMN di Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan total investasi tahun 2022
sekitar Rp3.743,22 miliar, dan 3 Proyek Prioritas BUMN di Pulau Papua dengan total
investasi tahun 2022 sekitar Rp 1 .67 1 ,40 miliar. Selain itu, terdapat 28 proyek yang tersebar
di seluruh Indonesia dengan total nilai investasi tahun 2022 sekitar Rp56.168,91 miliar.
Total cakupan spasial Proyek Prioritas BUMN adalah 34 provinsi dan 89 kabupaten /kota.
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@m'bar 2.26
Sebaran Proyek Prioritas BUMN di Selunrh Indonesia

Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementenan PPN/Bappenas.

2.4.4.3 Proyek Prioritas Investasi BUMN yang Mendukung Prioritas Nasional I
Prioritas Nasional 1 bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
yang berkualitas dan berkeadilan. Kebijakan pembangunan pada PN 1 diarahkan untuk
mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas
dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Untuk itu,
terdapat 43 Proyek Prioritas BUMN yang mendukung terlaksananya sasaran dan indikator
pembangunan pada PN 1 dengan total nilai investasi sekitar Rp71.932,13 miliar.

Tabel2.24
Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang Mendukung Prioritas Nasional 1

MaJor hoJect No. Proyel Prioritas Nilai Invcstasi BUMN
(Rp Miliar)

Akselerasi
Pcngembangan
Energi Terbarukaa
dan Konscnrasi
Eaergi

I
Proyek Fasilitas Pengelolaan Sampah
(FPSA) Wilayah Layanan Barat DKI
Jakarta

3.931,872
Pengembangan Pabrik Katalis Merah
Putih

3 Pembangunan Green Refinery RU III Plaju

4
Pengembangan Biomassa untuk Suplai
PLTU Batubara

Destinasi Pariwisata
Prioritas

5
Pengembangan KEK Tanamori Labuan
Bajo

32.127,58
6

Pembangunan Jalan Tol Ruas Probolinggo
Ban5ruwangi

7 Marina Labuan Bajo
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MqJor hoJect No. Proyek Prioritas I{ilai Invcstasi BUMN
(Rp Miliar)

8
Pembangunan Jalan Tol Bogor Ciawi
Sukabumi

9
Pembangunan Jalan Tol Yoryakarta-
Bawen

l0 Pembangunan Jalan Tol Solo-Yoryakarta-
Kulonprogo

11
Pengembangan Pelabuhan Benoa
(Pengembangan Bali Maitime Tourbm
Hubl

t2
Pengembangan Transportasi Darat untuk
Mendukung 10 Wilayah Pariwisata
Prioritas

13
Pembangunan Jalan Tol Malang-
Kepanjen

t4 Pembangunan Tol Serang Panimbang

Industri 4.O di 6
Subselrtor Prioritas

15
Hilirisasi Batubara menjadi Gas Batubara
DME

5.028,83

16
Optimalisasi dan Efisiensi Pabrik Pusri-
IIIB

L7 Pembangunan Pabrik Amurea Bintuni

18 Pembangunan Pabrik Methanol Bintuni

19
Optimalisasi dan Efisiensi Pabrik Pupuk
NPK

20
Pengembangan Fasilitas Pemanfaatan
Side Producl Pabrik AIF3-II

2t Pengembangan Produk Adjacent Chemical
Pabrik Ammonium Nitrat

22
Pembangunan Pabrik Nitrobenzene dan
PAP di Cilacap

23
Pendirian Pabrik untuk Peningkatan
Fasilitas Natural Extract Alat Kesehatan
Domestik

24
Pengembangan Pesawat N219 untuk
Wilayah 3T

Revitelisasi Tambak
di Kewasan Sentra
ProduLsi Udang dan
Baodeng

25 Peningkatan Tambak Perikanan Budidaya 62,20
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MaJor hoJect No. Proyek Prioritas Nilai Investesi BUMITI
(Rp Miliar)

Kawasaa Industri
Prioritas dan Smclter

26
Pembangunan Smelter Pengolahan
Tembaga dan Anode Slime

22.553,89

27
Pembangunan Smelter Grade Alumina
Refinery (SGAR)

28
Pengembangan Kawasan Industri Terpadu
Batang

29 KI Terpadu Subang

30
Kawasan Industri Subang I Rebana
Technopolis Subang

31
Pengembangan Industri EY Battery
Terintegrasi

32
Pembangunan Smelter (RKEF)
Pengelolaan Pemurnian Nikel dan Cobalt
(HPAL)

33
Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
Proyek Infrastruktur Dalam Kawasan

Pengelol,aan Tcrpadu
UMKM

34 Telkom Digital Venhre

8.001,2035
Pengembangan Aplikasi Warung Pangan
untuk UMKM

36 Penjaminan KUR UMKM-K

Food. Estate
(Kawasan Sentra
Produksi Pangan)

37
Pengem bang an Food Estate Kalimantan
Tengah dan Humbang Hasundutan
(Sumut)

Data belum tersedia

Penguataa Jaminan
Usaha Scrta 35O
Korporasi Pctrni dan
ItIeleyaa

38
Pemben tukan Korporasi Petani
Memperkuat Rantai Pasok Padi-Beras

226,56

39
Pengembangan Ekosistem Pertanian
Berbasis Digital (Agiculture Ecosgstem
4.0)

40
Pengembangan Aplikasi Digital dan Kartu
Tani Berjaya di Lampung

4L
Digitalisasi Proses Kredit untuk Pelaku
UMKM

42
Prototype Integr ated Commo ditg Chain
Telur

43 Pengembangan Program Jaringan Rumah
Pangan
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2.4.4.4 Proyek Prioritas Investasi BUMN yang Mendukung Prioritas Nasional 2

Prioritas Nasional 2 bertujuan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan. Kebijakan pembangunan wilayah pada PN 2 diarahkan untuk
menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat
pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi,
mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas
hidup antarwilayah. Terdapat 6 Proyek Prioritas BUMN yang mendukung 3 Major Project
pada PN 2 dengan total nilai investasi sekitar Rp10.956,60 miliar. Namun, 2 dari 6 Proyek
Prioritas BUMN tersebut merupakan bagian dari Proyek Prioritas Pembangunan Jaringan
Transmisi dan Gardu Induk: Backbone Interkoneksi Kalimantan pada PN 5, sehinggajumlah
proyek dan alokasi diakomodir pada PN 5.

Tabel2.25
Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang Mendukung Prioritas Nasional2

2.4.4.5 Proyek Prioritas Investasi BUMN yang Mendukung Prioritas Nasional 3

Prioritas Nasional 3 bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan
berdaya saing. Pembangunan SDM pada tahun 2022 akan ditekankan pada Reformasi
Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting, Pembangunan Science Technopark (Optimalisasi Triple Helix di 4
Major Universitas/, serta Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0. Untuk
mencapai sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka meningkatkan
sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, terdapat 7 Proyek Prioritas BUMN yang
mendukung Major Project pada PN 3 dengan total nilai investasi sekitar Rp9.503,50 miliar.

MaJor hoJect No. Proyek Prioritas Nilai Invcstasi BUMN
(Rp Miliar)

Pembangunan
trIilayah Batam-
Bintan

1 Pengembangan Bandara Hang Nadim 882,00

Pemulihan
Pescabeacaua: Kota
Palu dan Sckitarnya,
hrl,au Lombol dan
Sekitarnya, serta
Kawasan Pesisir Selat
Suada

2
Pembangunan Jalan Tol Gedebage-
Tasikmalaya-Cilacap 9.276,OO

Pembanguaan Ibu
Kota Negara (IKN)

3
Pembangunan Infrastruktur Jarin gan
Utama Telekomunikasi (Akses, Backbone,
Core Sgsteml

798,60

4
Pembangunan Infrastru ktu r Jaringan
Telekomunikasi (BTS)

5

Jaringan Interkoneksi (merupakan bagian
dari Proyek Prioritas Pembangunan
Jaringan Transmisi dan Gardu Induk:
B ackb one Interkoneksi Kalimantan/

6

Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi
(merupakan bagian dari Proyek Prioritas
Pembangunan Jaringan Transmisi dan
Gardu Induk: Backbone Interkoneksi
Kalimantan)
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Tabel2.26
Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yaug Mendukung Prioritas Nasional 3

2.4.4.6 Proyek Prioritas Investasi BUMN yang Mendukung Prioritas Nasional 4

Prioritas Nasional 4 fokus pada pengembangan revolusi mental dan pembangunan
kebudayaan. Untuk mencapai sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka
revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, terdapat 1 Proyek Prioritas BUMN yang
mendukung PN 4 dengan total nilai investasi sekitar Rp10.42O,OO miliar.

Tabel2.27
Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang MeDdukung Prioritas Nasional 4

2.4.4.7 Proyek Prioritas Investasi BUMN yang Mendukung Prioritas Nasional 5

Prioritas Nasional 5 bertujuan untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pembangunan infrastruktur tahun 2022 akan
mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui program prioritas pada
pengembangan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur
Perkotaan, Energi dan Ketenagalistrikan, serta Transformasi Digital. Untuk mencapai
sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat infrastruktur
untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, terdapat 39 Proyek
Prioritas BUMN yang mendukung Major Projectpada PN 5 dengan total nilai investasi sekitar
Rp189.212,53 miliar.

MaJor hoJect No. Proyek Prioritas Nilai Investesi BUMN
(Rp Miliar)

Reformasi Sistem
Keschatan Nasional

1

Proyek Pengembangan Vaksin COVID- 19,
Fasilitas Pengembangan Produk Skala
Pilot dan Biosimilar (Trasnatmabl,
Proyek Fasilitas Yeast-Based (Produksi
BulkHepatitis B, Insulin, Hpv)

9.503,50

2
Peningkatan Kualitas Pelayanan RS
Holding BUMN

3
Pengembangan Fasilitas RnD dan
Produksi untuk Vaksin Non-EPI

4
Pengembangan Vaksin COVID- 19,
termasuk Vaksin Merah Putih

5
Membangun Ekosistem Kesehatan
melalui Sinergi Holding Farmasi dengan
IHC

6 Integrated Dgital Health Care Super Apps

Budidaya Tanaman dan Pengembangan
Fasilitas Ekstraksi, Fraksionasi, dan
Isolasi Produk Herbal

No. Proyek Priorites Nilai Investesi BUMN
(Rp Miliarl

1 Pembangunan Fasilitas Rumah Indonesia di Mekkah 10.420,00
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Tabel2.28
Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang Mendukung Prioritas Nasional 5

MqJor hoJect No Proyek Prioritas Ittihl Investasi BUMN
(Rp Miliarf

Akses Air Minum
Perpipaan (1O Juta
Sambungan Rumah)

1 SPAM Regional Jatiluhur I
1.093,45

2 SPAM Regional Karian Serpong

Jal,an Tol Traas
Sumatera Aceh-
Lampung

3

Pembangunan Jalan Tol Ruas

l. Medan-Binjai
2. Bakauheni-T Besar

3. TBPPKA

4. Palembang-Indralaya
5. Pekanbaru-Dumai
6. Binjai-Langsa
7. Indralaya-Muara Enim
8. Kisaran-lndrapura
9. Kuala Tanjung-Parapat
I 0. Penanjung-Bengkulu
1 1. Sigli -Banda Aceh

12. Sicincin-Padang
13. Pangkalan-Pekanbaru

40.000,00

Jaringan Pelabuhan
Utama Terpadu

4 Pengemban gan Pelabuhan Belawan

t2.424,53

5 Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung

6 Pen gembangan Pelabuhan Kijing

7
Pengembangan Terminal Peti Kemas
Pelabuhan Tanjung Priok

8 Pengembangan Pelabuhan Makassar

9
Pembangunan New Priok Eastern Access
(NPEA)

10 Pengembangan Pelabuhan Ambon

KA Kecepatan Tiaggi
h.rlau Jawa (Jalarta-
Semarang dan
Jakarta-Benduag)

11
Pembangunan High Speed Railway
Jakarta-Bandung

24.998,OO

Pembangunan dan
Pcagembangan
Kitrang Minyek

t2 Pembangunan Grass Roo/ ReTtnery (GRR)

T\rban

72.270,24
13 RDMP Rescaling RU II Dumai

L4 RDMP Rescaling RU III Plaju
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IuIaJor hoJect No. Proyclr Prioritas Nilai Investasi BUMN
(Rp Miliarf

15 Pembangunan Kilang Olefin

16 RDMP Rescaling RU IV Cilacap

t7 RDMP Rescaling RU V Balikpapan

18 RDMP Rescaling RU VI Balongan

Infrastruktur
Jaringan Cras Kota
untuk 4 Juta
Sambungan Ruueh

19

Pembangunan Jaringan Gas Kota

1. DKI Jakarta
2. Tangerang
3. Bekasi
4. Karawang
5. Cirebon
6. Cilegon

7. Bogor
8. Semarang

9. Bojonegoro

10. Surabaya
I 1. Sidoarjo
12. Pasuruan
13. Medan

14. Dumai
15. Batam
16. Palembang

17. Lampung

8.O00,00

Pengamaaan Pesisir 5
Perkotaan Pantura
Jawa

20
Pembangunan Jalan Tol Semarang-
Demak

r.879,62

Penyediaan Tenega
Listrih: Pembangklt
Listrik 27.OOO MW,
Transmisi 19.OOO
kms dan Gerdu Induk
38.OOO t[VA

2l Co-firing Pembangkit Batu Bara

24.25r,22

22
Pembangunan Pembangkit Listrik:
Pembangkit Listrik Terbarukan Lainnya

23
Pembangunan Jaringan Transmisi dan
Gardu Induk: Backbone Interkoneksi
Sumatera

24
Pembangunan Jaringan Transmisi dan
Gardu Induk: Backbone Interkoneksi
Kalimantan

25
Pembangunan Jaringan Transmisi dan
Gardu Induk: Backbone Interkoneksi
Sulawesi
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LIaJor hoJect lllo. ProyeL Prioritas Nil,ai lavestasi BUMN
(Rp Miliar)

26
Pembangunan Jaringan Transmisi dan
Gardu Induk: Backbone Interkoneksi
Nusa Tenggara

27 A du ance Me tering Infras tnt ctur e (AMll

28
Infrastruktur Pengisian Listrik untuk
Kendaraan Bermotor Listrik

29
Pembangunan Jaringan Distribusi dan
Gardu Distribusi: Penuntasan dan
Perbaikan Akses Tenaga Listrik

Rumah Susun
Perhotaan (1 Juta) 30

Revitalisasi Rumah Susun dan Integrated
Tr arsp ortation Proj e ct

Data belum tersedia

Sistem Angkutan
Umum Massal di 6
Wilayah
Metropolitan:
Jalarta, Surabeya,
Bandung, Mcdan,
Semarang, dan
MeLasser

3l Pembangunan LRT Jabodebek

1.683,00
32

Pengembangan Transportasi Massal
(Armada Bus) Perkotaan di 6 Kota
Metropolitan

Transformasi Digital

33
National Data Exchange Platfurm (Satu
Data)

2.612,47

34
2nd Intemet International Gateway (Waue
broadband)

35
Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL)
Papua Utara (PATARA)

36 Hgperscale Data Center

37 Digitalisasi SPBU

38 Percepatan Pengembangan Digital PLN

39
Program Dgital Talent Incubator dan
Dtgital Trarlsformation Lab (ITDRI PEN)
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BAB III
TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

uTema Renca;na Kerta Pemlerirntah ,I(P) Tahun 2022 dlarahkan pada petnullho;n ekonoml
yang dtdukung oleh refonnast sttttlctural Penentuan tema dan so,so;?an dllakuko,n dengan

memperhatlkon Sqso;rqn RPJMN Tohun 2O2f2O24, arahan heslden, hasll evo,luasl
pembangunon tq.hun 2O2O, dan keblJakan pembangunan to,hun 2O2 7,

ser-ta beberapa lsu strategls."

3.1 RPJMN Tahun 2O2O-2O24 dan Arahan Presiden

3.1.1 Visi dan Misi RPJMN Tahun 2O2G2O24

Pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2O2O-2O24 dinyatakan bahwa RPJMN Tahun 2O2O-
2024 rnertpakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2OO5-2O25 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian
target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2OO5-2O25. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak
awal tahun 2O2O rnenjadi tantangan besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN Tahun
2020-2024.

Sesuai arahan RPJPN Tahun 2OO5-2O25, sasaran pembangunan jangka menengah tahun
2O2O-2O24 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan
makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di
berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan
berdaya saing. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan upaya yang optimal,
peningkatan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta penguatan kolaborasi pemerintah
dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 menjadi acuan
penyusunan Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2O2O-2O24.
Sementara itu, Visi Presiden tahun 2O2O-2O24 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" sedangkan Misi
Presiden tertuang dalam sembilan poin Nawacita yang ditujukan untuk mencapai visi
tersebut, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang
Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4)

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan
Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta (9)

Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna meneguhkan dan mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan
bernegara serta sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka, Presiden
mengamanatkan untuk menyusun Visi Indonesia 2045 yang menjadi bagian integral dari
RPJMN Tahun 2O2O-2O24. Upaya pencapaian Visi Indonesia 2045 dimulai pada periode
RPJMN Tahun 2O2O-2O24.
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3.1.2 Arahan Presiden

Dalam rangka melaksanakan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2O45
ditetapkan lima arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2O2O-2O24. Kelima arahan tersebut
mencakup Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi,
Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.
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Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta 
global. 

 
Melanjutkan pembangunan konektivitas kawasan produksi dengan kawasan 
distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja 
baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 yang disusun
berlandaskan RPJPN Tahun 2OO5-2O25, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih,
selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang meliputi (1) Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
(2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
(3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental
dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

3.2.1Tema Pembangunan

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2022 dllakukan dengan mempertimbangkan
sasaran RPJMN Tahun 2O2O-2O24, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan
tahun 2O2O, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi
perhatian. Tema RKP Tahun 2022 jttga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia
yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi COVID-19. Krisis kesehatan
akibat pandemi COVID-l9 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional,
terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada
tahun 2O2O mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli
masyarakat dan menumnnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan
ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan
landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang
telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2O2O-2O24.
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Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, 
terutama menerbitkan dua undang-undang (UU). Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. 
Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. 

Memprioritaskan investasi dalam upaya penciptaan lapangan kerja, memangkas 
prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan 
struktural). 

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam 
menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah 
tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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Pandemi COVID-19 merupakan unprecedented shockyang mengubah secara signifikan pola
interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi,
sosial, serta pelayanan publik. Penerapan social distancing dan protokol kesehatan
menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia.
Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era neu) normal, meskipun herd
immunitg diharapkan telah tercapai di tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk
pemulihan dampak COVID-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih
baik (Build Foruard Better). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah
"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Stnrktural".
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Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.
Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat
dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan usaha yang dilakukan
sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk
pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan
infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk
mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat
bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah,
ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, serta pemerataan infrastruktur dan
kualitas layanan digital.

Gambar 3.1
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2022

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas, 2O2 I

Selanjutnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, dilakukan pula reformasi
struktural. Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang
kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim
investasi, reformasi kelembagaan dan tata kelola, serta reformasi peningkatan kualitas SDM
dan perlindungan sosial.
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Reformasi iklim investasi utamanya dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi,
untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang sering kali menjadi akar masalah dari
rendahnya investasi. Selanjutnya, reformasi kelembagaan dan tata kelola ditekankan pada
perbaikan ekosistem inovasi dan pengetahuan, di samping melanjutkan reformasi birokrasi
yang telah dilakukan selama ini. Sedangkan reformasi sistem kesehatan, reformasi
pendidikan keterampilan, serta reformasi perlindungan sosial akan menjadi bagian dari
reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Dengan penerjemahan tema ke dalam fokus prioritas tersebut, diharapkan dapat menjadi
dasar bagi Indonesia untuk menuju proses Transformasi Ekonomi lndonesia dalam koridor
jangka menengah dan panjang. Transformasi ekonomi yang merupakan arahan Presiden
telah dituangkan di dalam RPJMN Tahun 2O2O-2O24. Di samping itu, transformasi ekonomi
merupakan salah satu strategi mencapai sasaran dalam Visi Indonesia 2045, utamanya agar
Indonesia ditargetkan keluar dari negara Middle Income Trap (MIT) di tahun 2036 dengan
rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen. Namun demikian, akibat pandemi
COVID-l9, target tersebut terkoreksi dari tahun 2036 menjadi tahun 2043, dengan
pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,0 persen. Adanya perubahan pola di masyarakat seperti
sistem kesehatan, peningkatan tren teleuork, akselerasi digitalisasi dan otomasi,
peningkatan peran artificial inteligence dan big data serta ekonomi hijau, menjadi faktor
utama dalam merumuskan redesain strategi transformasi ekonomi ke depan.

Strategi redesain transformasi ekonomi tersebut bersifat jangka menengah-panjang, yang
akan difokuskan pada (1) SDM berdaya saing, (2) produktivitas sektor ekonomi, (3) ekonomi
hijau (green economgl, (4) transformasi digital, (5) integrasi ekonomi domestik, dan
(6) pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam pelaksanaan dan pencapaian sasarannya,
strategi tersebut dilakukan dengan indikator T\rjuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

sebagai instrumen utama.

Mengingat konsep transformasi ekonomi merupakan pekerjaan bersama dan memerlukan
orkestrasi, maka dibutuhkan koordinasi mulai dari perencanaan hingga implementasi yang
terintegrasi dalam rencana pembangunan baik jangka menengah-panjang serta bersifat
antarlintas pelaku, lintas sektor dan wilayah serta lintas antartingkat pemerintahan.

3.2.2 Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan tahun 2022 adalah:.

(1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat
pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;

(2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks
pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 |uga menitikberatkan pada indikator nilai
tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun
2022 ditunjukkan oleh Gambar 3.2.
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Gambar 3.2
Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021 

 

3.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan  

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan 
pembangunan untuk tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural 
melalui diversifikasi ekonomi dan pemulihan daya beli dan usaha yang didukung dengan 
reformasi perlindungan sosial, reformasi peningkatan kualitas SDM, reformasi iklim 
investasi, serta reformasi kelembagaan dan tata kelola. 

 
Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun sepuluh strategi pembangunan, yakni 
(1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan 
pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat,  
(4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan 
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infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan
capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), (8) mempercepat
reformasi perlindungan sosial, (9) meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, serta (10)
memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan COVID-19.

Gambar 3.3
Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2o22

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021
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3.3 Prioritas Nasional 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke 
dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022. Tujuh PN merupakan Agenda 
Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada 
RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi 
pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta 
mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka 
menengah. Lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2022 ditunjukkan oleh Gambar 3.4. 

Gambar 3.4  
Prioritas Nasional Tahun 2022 

 
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021 

Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut: 

 
Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut: 

(1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi 
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi 
energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, 
serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan secara 
berkelanjutan; 
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(2)Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing
perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b)

pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB
industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata,
(g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan
investasi (PMTB), fi) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor
riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

(l)Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertilitg RafelTFR) dan (b)

meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

(2)Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong
peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan
(b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial
pemerintah;

(3)Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan
(a) Angka Kematian Ibu (AKI), (b) Angka Kematian Bayi (AKB), (c) prevalensi stunfing
pada balita, (d) insidensi tuberculosis, (e) prevalensi obesitas pada penduduk umur >18
tahun, (f) persentase merokok penduduk usia 1O-18 tahun, serta meningkatkan (g) nilai
rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (h) rata-rata lama sekolah penduduk usia
15 tahun ke atas, dan (i) harapan lama sekolah;

(4)Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks
Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks
Pembangunan Pemuda (IPP);

(5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong
kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;

(6)Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase
angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang
masuk dalam utorld class uniuersify, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang
keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innouation index.
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Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut: 

(1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di 
Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KTI, serta 
(c) penurunan persentase penduduk miskin KTI; 

(2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan 
Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di 
KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI. 

 
Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut: 
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(1)Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan
(a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio
fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c)

peningkatan persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif),
dan mendorong peningkatan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);

(2)Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju
pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas
utama pulau (jam/ 1OO km), dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung
(toop);

(3)Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan (a)jumlah
kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan
dikembangkan (kota), serta (b) rumah tangga yang menempati hunian layak dan
terjangkau di perkotaan;

(4)Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a)

rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita),
dan (c) penurunan emisi GRK sektor energi (;'uta ton);

(5)Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui
peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).
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Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut: 

(1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan 
ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental; 

(2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam 
pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan; 

(3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong 
optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat; 

(4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun 
harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan 
Umat Beragama; 

(5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa dengan 
mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin 
pertama perempuan; 

(6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, 
dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi. 

 
Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut: 
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(1)Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya
kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara
optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan
dan program prioritas pemerintah;

(2)Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran
Indonesia di dunia internasional;

(3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan
indeks pembangunan hukum;

(4)Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan
publik;

(5)Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong
peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Dalam rangka mendukung pencapaian PN, terdapat 45 proyek prioritas strateg;slMajor
Project (MP) yang diharapkan memiliki kontribusi signifikan dalam RKP Tahun 2022. Major
Project selalu mengalami pemutakhiran sejak pertama kali digunakan dalam RPJMN Tahun
2O2O-2O24. Pada RPJMN Tahun 2O2O-2O24, terdapat 41 MP yang kemudian berkembang
menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang
terjadi, jumlah MP kembali dimutakhirkan menjadi 45 pada RKP Tahun 2022. Secara rinci,
informasi 45 MP tersebut disampaikan pada Bab IV.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian prioritas pembangunan tahun 2022 menuntut adanya
upaya konkret melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara langsung memiliki relevansi
terhadap tema dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi
pembangunan. Untuk itu ditetapkan 13 MP yang menjadi penekanan (highlightl, yakni
(1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi
Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (41 Food Estate (Kawasan Sentra
Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat
Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Negara, (8) Reformasi
Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Reformasi
Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.O),
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Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut: 

(1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks 
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); 

(2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong 
penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total 
PDB; 

(3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline 
dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan 
intensitas emisi GRK. 
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(11) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (12) Transformasi Digital, dan (13) Pembangunan
Fasilitas Pengolahan Limbah E}3.

Gambar 3.5
Penekanan (Highlight) MaJor Project RKP Tahun 2022

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2 |

Proses perencanaan MP diperkuat dengan penerapan mekanisme Cleaing House yang
meliputi tahap penyusunan project executiue summary, ca,scading, info memo, dan quality
assurance terhadap MP. Tahapan tersebut dilakukan sebagai upaya memenuhi readiness
citeria MP sehingga dapat menjamin keterpaduan dan kesiapan pelaksanaan proyek. Pada
akhirnya diharapkan manfaat proyek dapat secara optimal dinikmati oleh masyarakat luas,
bukan hanya senf namun deliuered. Clearing House juga menghasilkan struktur proyek
dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yang
disertai dengan target outcome kuantitatif pada tahun 2022.

Lebih lanjut, dalam rangka mendukung capaian PN, pemerintah menyusun kebijakan Proyek
Strategis Nasional (PSN) yang terdiri dari 208 proyek dan 10 program, dengan rincian PN 1

didukung 7 proyek dan 4 program, PN 2 didukung 17 proyek dan 2 program, PN 3 didukung
2 proyek, PN 5 didukung 181 proyek dan 4 program, serta PN 7 didukung 1 proyek.
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BAB TV

PRIORITAS NASIONAL DAT{ PENDANAANI{YA

"Untuk menJaga keslnambungan antara RI(P Tahun 2022 dengan RPJMN
Tahun 2O2G2O24, tttJuh Agenda Pembangunan RPJMNtdap d.lpertahankan

menJedl tt$uh H.orltqs Nc,slonol sebagal korldor penco;po;lo;n terna, arah
keblJakc;n dan strategl pembangunan tahun 2022. Horltas Naslonal tersebut

dldukung dengan pelcksanaan 45 Progek Pri,orlto,s Sftrategls/'MaJor ProJect yang
lmenlllkl daga ungktt tlnggl dalqm mencapal target-target pembangurtqtt.o

4.1 Prioritas Nasional

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, pada RKP tahun
2022 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh
Prioritas Nasional (PN), seperti dijabarkan pada Gambar 4.1. Penjelasan masing-masing PN
mencakup tantangan atau permasalahan pembangunan yang melatarbelakangi penentuan
sasaran PN yang hendak dicapai, dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas (PP) dan
Proyek Prioritas Strategis / Maj or Project (MPl.

Gambar 4.1
Kerangka Prioritas Nasional RXP Tahun 2o22

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2 I

Selain itu, dijelaskan pula berbagai strategi dan upaya pemulihan dan peningkatan nilai
tambah ekonomi melalui kegiatan-kegiatan yang terkait pada setiap PN. Pelaksanaan PN
didukung dengan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta alokasi pendanaan yang
difokuskan pada proyek prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran
prioritas.
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4.1.1 Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijokan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan gang
Berlatalitas dan Berkeadilan diarahkanuntuk mendukung pemulihan aktiuitas produksi, serta
peningkatan nilai tambah dan produktiuitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara
sektor pimer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannga difokuskan pada seldor pertanian;
industi pengolahan; paiuisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung
penguatan reformasi fiskal; penguatan slsfem keuangan; peningkatan kualitas inuestasi;
peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik;
percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemonfaatan digitalisasi; dan
ekonomi hijau.

4.1.1.1 Pendahuluan

Secara umum, tantangan pada tahun 2022 diperkirakan masih akan meliputi percepatan
penanganan COVID-l9 dengan dukungan program vaksinasi dan penerapan protokol
kesehatan yang menentukan pemulihan aktivitas di dalam negeri dan secara global.
Kondisi perekonomian secara umum juga masih beradaptasi untuk menemukan
keseimbangan baru sebagai respons terhadap pemulihan dunia usaha dan rantai pasok,
peningkatan harga komoditas global, pemulihan konsumsi, serta keterbatasan fiskal dan
moneter. Dunia pascapandemi COVID-l9 juga membawa perubahan dalam bentuk
(1) akselerasi otomasi dan digitalisasi; (2) peningkatan peran big data dan Artificial
Intelligence (el); (3) perubahan GlobalValue Chain (GVC); (4) peningkatan tren telework; dan
(5) pemulihan hijau (green recoueryl.

Tantangan yang dihadapi secara khusus oleh masing-masing sektor, antara lain sektor
pariwisata yang terdampak paling berat oleh pandemi COVID-19 akan melalui proses
pemulihan yang bertahap, termasuk dalam hal pemulihan jam kerja. Tantangannya tidak
saja mencakup kurangnya konsistensi penerapan standar kebersihan, kesehatan,
keamanan dan keberlanjutan lingkungan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat,
namun juga lambatnya reaktivasi pasar pariwisata yang sangat ditentukan oleh keyakinan
konsumen untuk aman berwisata. Pada saat yang sama sebagian besar negara belum siap
untuk membuka perbatasan dan mengelola risiko yang ditimbulkan dari pergerakan
manusia antarwilayah, termasuk pergerakan wisatawan antarnegara. Penanganan
tantangan di sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi pengungkit untuk mendorong
pemulihan di sektor-sektor terkait dalam rantai pasoknya, seperti sektor pertanian, industri,
konstruksi, transportasi, perdagangan, keuangan, dan jasa-jasa lainnya.

Sektor industri pengolahan juga menjadi sektor kedua yang mengalami tantangan terbesar
dari pandemi COVID-19. Proses pemulihannya membutuhkan dukungan stimulus fiskal dan
nonfiskal untuk mengembalikan tingkat kapasitas produksi seperti sebelum pandemi, dan
sekaligus memberikan fondasi yang lebih kuat untuk meningkatkan produktivitas di masa
yang akan datang. Pemulihan konsumsi dan daya beli masyarakat juga menjadi tantangan
untuk menggerakkan permintaan terhadap produk-produk industri pengolahan, yang akan
mendorong perbaikan kapasitas finansial perusahaan dan pemulihan jam kerja dari tenaga
kerja di sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan juga akan mengalami proses
transisi untuk beradaptasi lebih cepat dengan otomatisasi, digitalisasi, dan perluasan
penerapan industri hijau.

Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga mengalami dampak yang
signifikan akibat pandemi COVID-19 baik terkait masalah keuangan maupun nonkeuangan.
Masalah keuangan berkutat pada sisi penurunan pendapatan yang cukup besar sehingga
memengaruhi arus kas para pelaku UMKM. Masalah nonkeuangan berupa akses terhadap
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bahan baku yang sulit, harga bahan baku yang meningkat, berkurangnya penjualan, dan
sulitnya distribusi produk. Penyaluran stimulus kepada pelaku UMKM yang tepat sasaran
menjadi sebuah tantangan untuk mendorong pemulihan usaha secara lebih cepat.
Di samping itu, terdapat tantangan pengembangan UMKM lain yang mendesak seperti belum
terintegrasinya kegiatan lintas kementerian/lembaga (K/L) terkait UMKM, nilai tambah
produk UMKM yang masih rendah, kurangnya akses informasi pembiayaan dan pemasaran
kepada pelaku UMKM, serta belum optimalnya layanan pendampingan dan konsultasi
usaha.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian meliputi keterbatasan sistem logistik dan
melemahnya daya beli masyarakat untuk konsumsi pangan karena dampak pandemi
COVID-19. Pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19 juga memengaruhi distribusi
input produksi dan hasil produksi. Hal ini berdampak pada gangguan rantai pasok pangan
berupa berkurangnya ketersediaan input di petani dan ketersediaan pangan
di masyarakat. Tantangan lainnya meliputi upaya memperkuat sistem distribusi pangan,
menjaga stabilitas harga pangan, dan meningkatkan akses petani ke pasar.

Tantangan yang dihadapi sektor perikanan dalam pemulihan dampak pandemi COVID-19
adalah penurunan daya beli masyarakat, dan pembatasan aktivitas masyarakat di dalam
negeri dan aktivitas perdagangan ke negara-negara tujuan ekspor, serta adanya persyaratan
tambahan dari negara importir yang berdampak pada penurunan permintaan produk
perikanan baik domestik maupun ekspor. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan penurunan
harga di tingkat produsen.

Tantangan yang dihadapi sektor energi berkaitan dengan percepatan transisi energi fosil
ke Energi Baru Terbarukan (EBT). Ketersediaan energi di Indonesia saat ini mayoritas
ditopang oleh energi fosil. Di sisi lain, dukungan global dalam penyediaan EBT dan energi
bersih semakin tinggi, seperti ditunjukkan oleh deklarasi beberapa negara terkait target
carbon neutralitg pada tahun 2050. Pengembangan EBT di Indonesia yang berbasis kelapa
sawit juga masih bersinggungan dengan isu konservasi dan keberlanjutan dalam
pendekatan global. Selanjutnya, tantangan pada sektor sumber daya mineral dihadapkan
pada hilirisasi mineral dan batu bara yang belum optimal, lemahnya sistem pengawasan dan
pengendalian pada Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan pertambangan rakyat, rendahnya
kualitas data potensi energi dan sumber daya mineral, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
bidang sumber daya mineral yang belum merata, serta pengelolaan warisan geologi
(geoheitage) yang belum masif.

Di sektor keuangan, tantangan yang dihadapi meliputi dominasi atau ketergantungan pada
sektor perbankan yang masih sangat tinggi, ketahanan dan daya saing sektor keuangan yang
belum optimal, ketimpangan antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan, akselerasi
transformasi digital pada sektor keuangan, kurangnya SDM yang kompeten terutama pada
sektor keuangan syariah, serta perlunya peningkatan efisiensi perbankan guna
meningkatkan pertumbuhan penyaluran kredit kepada sektor riil. Di sisi lain, dukungan
sektor keuangan pada pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan terus
berlanjut.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor perdagangan dan investasi meliputi kineda ekspor
yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih.
Tantangan lainnya meliputi masih tingginya biaya memulai ekspor yang menyebabkan
rendahnya minat pelaku usaha untuk ekspor, terbatasnya akses bahan baku, rendahnya
produktivitas dan kemampuan inovasi pelaku ekspor, terbatasnya akses pembiayaan
ekspor, kineda logistik ekspor dan antarwilayah yang masih kurang efisien, tren penurunan
pendapatan dan pengunjung gerai ritel sebagai dampak dari digitalisasi, tren penurunan
investasi global, serta kualitas investasi di Indonesia yang belum optimal dan merata.
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Dari aspek keuangan negara, upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan sebagai
sumber utama pendanaan pembangunan masih dihadapkan pada tantangan masih
rendahnya rasio perpajakan terhadap PDB disebabkan belum tergalinya potensi pajak dan
kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih serta tingkat kepatuhan wajib pajak
yang masih belum optimal.

Kontribusi PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan diarahkan untuk mendorong pemulihan aktivitas produksi, reformasi
struktural, dan peningkatan nilai tambah ekonomi yang mencakup upaya terstruktur untuk
meningkatkan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara
sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada pemulihan dan
peningkatan produktivitas sektor pertanian, industri pengolahan, dan UMKM, serta
pemulihan dan penguatan citra sektor pariwisata yang terdampak COVID- 19. Keempat fokus
tersebut didukung oleh reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas
investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem
logistik, dan pengembangan EBT.

Fokus strategi yang akan dilaksanakan dalam menangani berbagai tantangan tersebut
meliputi (1) peningkatan produktivitas pangan dan pertanian untuk pasokan dalam negeri,
bahan baku industri dan ekspor, penguatan rantai pasok, ekstensifikasi dan digitalisasi,
serta regenerasi melalui pelatihan vokasi petani muda; (2) penguatan produktivitas dan daya
saing industri pengolahan melalui peningkatan kualitas SDM, hilirisasi Sumber Daya Alam
(SDA) melalui peningkatan nilai tambah dan penguatan rantai pasok, pembangunan
kawasan industri destinasi investasi, penerapan industri 4.0 dan digitalisasi, penguatan
produk dalam negeri, dan peningkatan ekspor; (3) pemulihan pasar pariwisata, penguatan
tata kelola destinasi dengan standar infrastruktur, kebersihan dan keberlanjutan,
pengembangan destinasi dan atraksi unggulan yang didukung penciptaan nilai tambah dari
ekonomi kreatif, pengembangan SDM terampil, serta perluasan pasar wisata untuk
persiapan pemulihannya di tahun 2023; serta (4) penguatan UMKM melalui pelatihan dan
pendampingan, penyelenggaraan basis data tunggal UMKM, pengelolaan terpadu UMKM
berbasis kewilayahan, kemitraan strategis berbasis rantai pasok/nilai dan ekspor, serta
konsolidasi usaha yang didukung ruang produksi bersama, digitalisasi, dan inovasi
pembiayaan.

Keempat fokus strategi di atas akan didukung dengan pelaksanaan kebijakan (1) reformasi
fiskal dengan memperkuat regulasi perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian
hukum, sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak
(antara lain pengenaan pajak karbon, pajak digital, penambahan Barang Kena Cukai) dan
penyesuaian tarif (peningkatan tarif PPN, perubahan lapisan dan tarif Penghasilan Kena
Pajak, serta simplifikasi dan peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau); (2) penguatan sistem
keuangan; (3) peningkatan kualitas investasi; (41 perbaikan sistem logistik; dan (5)

percepatan transisi menuju EBT.

4.1.L.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan tercantum dalam Tabel 4.1.
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Tabel4.l
Sasaran, Indikator, dan Target PN 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

No. Sasaran/Indiketor
Bq.sellne

20L9

Realisasi

2020

Target

2o2L 20.22 2024

I Mcniagkatnya daya dukung dan kuelites sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi
pcmbangunan chonomi yang berkelanJutan

1.1 Porsi EBT dalam bauran energi
nasional (7o)

9,181) t7,2 14,5 15,7 -23,O

t.2 Skor Pola Pangan Harapan
(PPH)

86,4 86,3 91,6 92,8 95,2

1.3 Pengelolaan dan pemanfaatan
Wilayah Pengelolaan Perikanan
(WPP) secara berkelanjutan
(wPP)

11 11 11 11 11

2
Meningkataya nilei tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya seing
pcrekonomien

2.1 Rasio kewirausahaan nasional
l'/"1

3,272) 2,93 3,65 3,75 3,95

2.2 Pertumbuhan PDB pertanian
('/"1

3,64 1,8 cc 3,6-3,7 4,O-
4,1

2.3 Pertumbuhan PDB perikanan a)

('/"1
5,81 O,73.1 8,1 1 4,00-

6,00
8,7

2.4 Pertumbuhan PDB industri
pengolahan (9.2.1) at (%1

3,8 2,9 3 5dl 5,3-5,7d) 8,1

2.5 Kontribusi PDB industri
pengolahan (9.2. lb)l (%l

t9,7 t9,9 19,8d1 19,9-
20,od)

2t,o

2.6 Nilai devisa pariwisata
(8.9. t1c11ut (miliar US$)

18,452) 3,46 0,36-
o,37

0,86-
t,7 t

10,70-
16,11

2.7 Kontribusi PDB pariwisata
(8.9.t1ut 17";

4,8 4,O 4,2 4,3 4,5

2.8 Penyediaan lapangan kerja per
tahun fiuta orang)

2,473t -0,30 2,6Oel 2,6-3,r 2,7-
3,0

2.9 Pertumbuhan investasi (PMTB)
(%)

4,45 -4,9 3,4dt 5,4-6,3d) 5,8-
7,sdt

2.to Pertumbuhan ekspor industri
pengolahan (%)

-2,60 3,61 8,O7 8,45 10,10
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Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2O2O-2O24; Rencana Strategis K/L Tahun 2O2O-2O24; RKP 2021; ll Update
Pemutakhiran dari data Handbook of Energy & Economtc Statislics of Indonesia (HEESI) Kementerian ESDM 2019,
2l rJpdate Pemutakhiran Realisasi Data BPS 2019, 3) Update Pemutakhiran Reahsasi Data Sakernas BPS 2019, dan
4) Target APBN 2021.

Keterangan: a) Indikator usulan baru di level PN; b) Indikator nasronal yang sesuai dengan indikator globa1 untuk
Sustainable Deuelopment Goals (SDGs); c) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2O2O (Audited), d)
Angka proyeksi sementara Kementerian PPN/Bappenas per November 2O2l; e) Realisasi berdasarkan Sakernas
Agustus 2O2l; f) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022; dan g) Kerangka Ekonomi Makro
dan Pokok-Pokok Kebdakan Fiskal Tahun 2022.

4.1. 1.3 Program Prioritas

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, akan dilakukan melalui
delapan PP. Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan terdapat padaTabel4.2.

Gambar 4.2
Kerangka PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi

untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2 |

No. Saearan/Indikator
Basellne

20L9

Realisasi

2020

Target

2o2L 2022 2024

2.tt Pertumbuhan ekspor riil barang
dan jasa (%)

-o,92t -7,7 23,5d) 5,1-5,5d) 5,8-
6,2

2.r2 Rasio perpajakan terhadap PDB
(77.l.lla) 1o7.1

9,76 8,3.) 8,24) 8,44\ 8,41-
8,87c)
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Tabel4.2
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

No. Sasaran/Indikator
Basellne

20L9
Realisesi

2020

Target

2o2L 20.22 2024

PP 1. Pcmenuhaa Kcbutuhan Energi deagan Mcagutamakea Peningkatan Energi Baru
TerbaruLen (EBT)

Mcningkataya pcnenuhan kebutuhan eucrgi dcngan Eetrgutamakan peningLatan Encrgi Baru
TerbaruLan (EBT)

1.1 Kapasitas terpasang
pembangkit EBT (gigawatt) -
kumulatif

1.O,29 10,50 11,98 13,91 19,20kt

t.2 Pemanfaata n biofuel un tu k
domestik fiuta kilo liter)

6,392) 8,40 9,24t 9,64t t7,40

PP 2. Pcningletan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendulung Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya kuantitas/ketahaaaa air untuk mendukung pertumbuhan elonomi

2.1 Produktivitas air (water
productiuitg)(m3/kg)

N/Ad) 3,34 3,5 t h) 3,57 3,67ht

PP 3. Pcniaglataa Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan

Mcaiagkatnya Letersediaen, akses, dan kualitas konsumsi pangan

3.1 Nilai Tukar Petani (NTP) 100,9.) 101,653) 1.O2-t04 103-105 105

3.2 Angka Kecukupan Energi
(AKE) (kkal/kapita/hari)

2.12let 2.r25 2.roo 2.100 2.roo

3.3 Angka Kecukupan Protein
(AKP) (gram/kapita/hari)

57 62,6 57 57 57

3.4 Preualence of
Undernourbhment (PoU) (%)

6,7 7,66 5,9 5,5 5,0

3.5 Food Insecuitg Expeience
Scale (FIES) (%)

5,4 5, 13) 4,8 4,5 4,O

PP 4. Peninglatea Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, den Kel,autan

McningLatnya pengelolaan kemaritiman, perilaaan, dan kclauten

4.1 Konservasi kawasan
kelautan (14.5.1a)) (luta ha)

23,10 24,11 24,6 25,t 26,9
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No. Sasaran/Indilator
Bc'sellne

20L9
Realisasi

2020

Target

2o2t 20.22 2024

4.2 Proporsi tangkapan jenis
ikan yang berada dalam
batasan biologis yang aman
(l4.4.latl (o/ol

53,60.) 56,91c) <67 s72 <80

4.3 Produksi perikanan ffuta ton) 23,86 23,l6el 27,55 29,42 32,7

4.4 Produksi garam (futa ton) 2,85 t,37 3,1 2,6 3,4

4.5 Nilai tukar nelayan 1000 lOO,22c) t02-to4 104-106 707

PP 5. Pcnguatan Kcwirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKMI dan Koperasi

Menguatnya hewirausahaan, Usaha Milrro, Kecil Menengah (UMKM) dau koperasi

5.1 Proporsi UMKM yang
mengakses kredit lembaga
keuangan formal (8.3. 1 (c)at;

('/.1

24,332t 24,40 26,50 27,80 30,80

5.2 Pertumbuhan wirausaha (7o) 1,71.2t -7,t7 2,50 3,00 4,00

5.3 Kontribusi koperasi terhadap
PDB (%)

5,54 6,20 5,20 5,30 5,50

PP 6. Pcningkatan Nilei Tambah, Lapangan Kcrja, dan Iuvestasi di Scktor Riil, dea
Industrialisasi

Meningkatnya nilai tambah, l,apangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan iadustrielisasi

6.1 Pertumbuhan PDB industri
pengolahan nonmigas (7o)

4,3 -2,5 3,9r) 5,3-5,7' 8,4

6.2 Kontribusi PDB industri
pengolahan nonmigas (7o)

t7,58 t7,9 17,8\ 18,0- 18,1') 18,9

6.3 Nilai tambah ekonomi kreatif
(triliun rupiah)

t.t53,42t 1.049,5 1. 191,0 r.236,O 1.347,O

6.4 Jumlah tenaga keda industri
pengolahan futa orang)

18,90 17,48 18,35 20,9 22,50

6.5 Kontribusi tenaga kerja di
sektor industri terhadap total
pekerja (9.2.2a0 (%l

14,96 13,61 14,00 15,00 15,7O

6.6 Jumlah tenaga kerja
pariwisata (8.9.2a)) fiuta
orang)

14,96 13,9 t4,3 t4,7 15,0

6.7 Jumlah tenaga kerja
ekonomi kreatif [uta orang)

19,24 L8,76 19,19 19,91 21,54
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No. Sasaren/Indikator
Basellne

2019
Realisasl

20.20

Target

202t 2022 2024

6.8 Nilai realisasi PMA dan
PMDN (triliun rupiah)

809,63 826,3 858,5 968,4 1.239,3r)

6.9 Nilai realisasi PMA dan
PMDN industri pengolahan
(triliun rupiah)

2t5,94 272,9 268,7 352,5 646,D

6.10 Pertumbuhan PDB
pertanian, peternakan,
perburuan dan jasa
pertanian (7o)u)

3,61 2,t). 3,6-3,8 3,6-3,8 3,6-3,8

PP 7. Peningkatan Ekspor Bernilai Tembah Tiaggi dan Penguatan Tinglat Kandungan Dalam
Negeri (TKDNI

Mcningkatnya ekspor bernitrai tambah tiaggi dan penguatan Tiagkat Kaadungaa Dahm Negeri
(TKDN)

7.1 Neraca perdagangan barang
(miliar US$)

3,5 28,2 38,1r) 3t,4-3t,7n 15,04

7.2 Pertumbuhan ekspor
nonmigas (7o)

-4,32t -0,63) 33,9,) 0,8- 1,2' 9,8'

7.3 Jumlah wisatawan
mancanegara (8.9. 1 (a)) futa
kunjungan)

16,1 1 4,O 1,5 1,8-3,6 9,5- 14,3

7.4 Jumlah kunjungan
wisatawan nusantara [uta
perjalanan)

282,93 198,03) t80-220 260_280 320-335

7.5 Nilai ekspor hasil perikanan
(miliar US$)b)

4,93 5,2Oc) 6,05 7,t3 8,00

7.6 Pertumbuhan ekspor produk
indu stri berteknologi tinggi
(o/o)'l

-4,7 -5,4 7,8,1 8,2- 10,14 13,0-13,4')

PP 8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ehonomi

Meaguetaya pilar pcttumbuhan dan daya saing ekonomi

8.1 Kontribusi sektorjasa
keuangan/PDB (%)

4,24 4,5 4,51l) 4,53,) 4,54-4,70,)

8.2 Skor logistrc performance
index (skor)u)

3, 15e) 3, 15 c) 3,20 3,40 3,50
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Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2O2O-2O24; Rencana Strategis K/L Tahun 2O2O-2O24; RKP 2021;
ll Trauel and Tourism Competitweness Index terbit dua tahun sekali setiap tahun ganjif, 2) Update Pemutakhiran
Realisasr Data Kementerian ESDM/BPS/Badan Ketahanan Pangan/Kementerian KUKM/Bank
Indonesra/Kementerian/Badan Parekraf 2019,3l Update Pemutakhiran data tahunarr realisasi BPS 2020,
4) Penyesuaian target dengan capaian realisasi tahun 2020 (Data Kementerian ESDM), 5) Berdasarkan hasil
Trilateral Meeting Renja Kementerian Keuangan TA 2022, serta 6) Sesuar Arahan Presiden Dalam Ratas, 20 Juru
2077 tentang Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan dan Target Renstra Kementerian Keuangan 2O2O-2O24.

Keterangan: a) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk Sustainable Deuelopment Goals (SDGs);
b) Indikator baru yang diusulkan naik menladr level PP; c) Indrkator usulan baru di level PP;
d) Indikator baru ada pada tahun 2O2O I databelum rilis; e) Angka realisasi tahun 2018; f) Terdapat perubahan pada
tahun dasar; g) Angka realisasr sementara tahun 2020; hl Exercbe baru dari Kementerian PPN/Bappenas 2021; i)
Angka proyeksi sementara Kementenan PPN/Bappenas per November 2O2l; j) Penyesuaian Target RPJMN
berdasarkan kesepakatan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementenan Investasi/Badan Koordinasi Penaraman
Modal (BKPM); dan k) Angka/proyeksi sementara.

Dalam rangka pemulihan dan peningkatan nilai tambah ekonomi, berbagai strategi yang
dapat dilakukan sebagai berikut:

(1) Pada PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT,
strategi pemulihan ekonomi yang dilaksanakan mencakup (a) percepatan penambahan
kapasitas EBT melalui optimalisasi implementasi kebijakan fiskal yakni tax holidag dan
tax allowance, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk impor pengadaan
barang dan jasa, pembebasan bea masuk impor untuk barang modal, bantuan
pendanaan pemasangan PLT Surya Atap (roofiop), perluasan pembangunan PLT Surya
Atap (roofiop) terutama untuk gedung pemerintah, dukungan penurunan risiko pada
pengembangan proyek; (b) percepatan penyusunan kebijakan harga pembelian dari EBT;
serta (c) penyederhanaan skema perizinan pengusahaan di bidang energi dan sumber
daya mineral sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2O2O tentang
Cipta Keda dan peraturan pelaksananya. Selanjutnya, strategi peningkatan nilai
tambah ekonomi yang dilaksanakan, yaitu peningkatan konversi dan substitusi energi
primer fosil baik dengan menggunakan teknologi yang existing maupun teknologi baru.

No. Sasaran/Indilator
Basellne

20L9
Realisasi

2020

Terget

2o2L 2022 2024

8.3 Rasio M2lPDB (%) 38,76 44,7 463n 47,4,1 50,9-52,1'

8.4 Peringkat trauel and tourbm
competitiueness index
(peringkat)t)

40 40 36-39 36-392) 29-342t

8.5 Pembaruan sistem inti
administrasi perpajakan (core
tax administr ation sg s te ml

%t

0 1,97 28s) 66s) 1006)

8.6 Imbal hasil (yield) surat
berharga negara (ohl

7,30 6,99 menurun menurun menurun

8.7 Rasio TKDD yang berbasis
kinerja terhadap TKDD
meningkat (7o)

10,38 26,Os 25,94 28,94 34,94
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(2) Pada PP Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan
Ekonomi, strategi pemulihan ekonomi yang dilaksanakan mencakup (a) upaya
konservasi sumber daya air dan ekosistemnya; (b) rehabilitasi hutan dan lahan dengan
melibatkan masyarakat yang disinergikan dengan kegiatan prioritas lainnya seperti
perhutanan sosial; (c) perlindungan dan penyelamatan kawasan hutan; (d) percepatan
penyelesaian pembangunan waduk multiguna serta pemanfaatannya; serta
(e) pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta peningkatan persentase irigasi
premium, termasuk pelaksanaan program padat karya Program Percepatan Peningkatan
Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI). Selanjutnya, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi
yang dilaksanakan mencakup (a) penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan; (b)
optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan; (c) penyediaan air untuk
pertanian yang mendukung ketahanan pangan; (d) pemberdayaan ekonomi masyarakat
melalui kegiatan perhutanan sosial; (e) penyelamatan danau prioritas nasional yang
dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan air dan pengembangan ekowisata;
serta (f) meningkatkan layanan dan efisiensi sistem irigasi melalui pembangunan,
peningkatan, rehabilitasi serta modernisasi irigasi, termasuk menyediakan air untuk
komoditas pertanian bernilai tinggi.

(3) Pada PP Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, strategi
pemulihan ekonomi difokuskan pada produksi domestik berkelanjutan dan
ketersediaan untuk mencukupi kebutuhan/perminta€rn pangan berkualitas dan aman
melalui (a) penguatan akses petani ke input produksi dan lembaga keuangan;
(b) pengawalan dan pendampingan lapangan (secara ketat); (c) pelatihan vokasional
petani muda; (d) penguatan stimulus pangan melalui bantuan p€rngan untuk rumah
tangga rawan pangan dan penguatan fungsi rantai pasok dan penyimpanan; serta
(e) penguatan sistem pangan nasional dan lokal yangbergizi, inklusif, adil, yang andal
dan berkelanjutan; serta (f) pengembangan potensi pangan lokal dan pangan lain,
termasuk sorgum yang didukung dengan kelembagaan riset, promosi, pusat distribusi
dan akses pasar. Selanjutnya, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang
dilaksanakan mencakup (a) pembentukan korporasi petani dan nelayan; (b) efisiensi
distribusi pangan melalui penguatan konektivitas produksi fialan usaha tani) dan sistem
logistik pangan; (c) percepatan transformasi platform e-commerce pertanian/rantai
pasok online; (d) pengolahan primer produksi pangan dan pertanian; (e) penguatan keda
sama tiple heli-r, (f) pengembangan protein fungsional; (g) pengembangan food estate
(kawasan sentra produksi pangan) berbasis pertanian digital; (h) pengembangan
pertanian presisi; (i) pengembangan pertanian organik dan beras biofortifikasi; (i)
pelaksanaan pendekatan yurisdiksi berkelanjutan; serta (k) pengembangan asuransi
pertanian berbasis area gield index.

(41 Pada PP Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan, strategi
pemulihan ekonomi mencakup (a) peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan
perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana nelayan, pembudi daya,
pengolah dan pemasar, serta petambak garam; (b) penguatan rantai pasok hasil
perikanan (termasuk rantai dingin) dalam rangka mendukung sistem logistik ikan;
(c) pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan melalui pengembangan
klaster kawasan tambak udang dan bandeng, kampung perikanan budi daya, kampung
nelayan maju yang difokuskan pada komoditas lokal, serta desa wisata bahari; (d)
penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan, termasuk pembentukan korporasi
nelayan dan pembudi daya; (e) perlindungan bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan
petambak garam; (f) pendampingan dan penyuluhan; serta (g) peningkatan padat karya.

Selanjutnya, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan mencakup
(a) digitalisasi usaha kelautan dan perikanan, termasuk inkubasi sfarf-up sektor
kelautan dan perikanan; (b) penguatan riset dan inovasi perikanan; (c) penguatan
pendataan produk perikanan dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) perikanan; (d) sistem resi gudang untuk produk perikanan;
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(e) pengembangan pelabuhan perikanan terpadu berstandar internasional; (f) perluasan
akses pasar dalam dan luar negeri; (g) pembangunan fasilitas pemasaran perikanan
berskala internasional; (h) penguatan branding produk perikanan Indonesia; serta
(i) penguatan jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan.

(5) Pada PP Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi, strategi pemulihan ekonomi
mencakup (a) penyediaan akses pembiayaan yang lebih luas melalui Kredit Usaha
Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi
Keluarga Sejahtera dan Unit Layanan Modal Mikro (PNM Mekaar dan ULaMM), Lembaga
Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB KUMKM), dan lainnya;
(b) pemberian subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan penjaminan kredit bagi pelaku
UMKM yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan; (c) pendampingan pemulihan
usaha dan konsultasi bisnis untuk rencana keberlanjutan usaha; dan (d) pelatihan
ketahanan usaha untuk pengelolaan keuangan dan operasional.

Selanjutnya, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan mencakup
(a) peningkatan akses terhadap teknologi informasi untuk memperluas akses
pembiayaan dan pemasaran; (b) pengelolaan terpadu UMKM berbasis tematik
kewilayahan sesuai potensi wilayah melalui fasilitasi rr.ang produksi bersama dalam
bentuk sentra/klaster; (c) fasilitasi pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa
pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (d) peningkatan kemitraan usaha
antara Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah Besar (UMB) untuk
menciptakan rantai pasok domestik yang terintegrasi serta mendorong produktivitas
dan partisipasi di rantai pasok global; (e) penguatan lembaga konsultasi dan
pendampingan usaha sebagai mentor/pelatih bagi pelaku UMKM; (f) kurasi dan
standardisasi produk UMKM; dan (g) pengembangan inovasi pembiayaan bagi UMKM.

(6) Pada PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan
Industrialisasi strategi pemulihan ekonomi mencakup (a) peningkatan ketersediaan
bahan baku dan bahan penolong dalam tingkat harga yang kompetitif; (b) penyediaan
stimulus dunia usaha; (c) pemulihan tenaga kerja dan pemulihan jam kerja melalui
rehiring dan retraining tenaga kerja; (d) percepatan pembangunan Kawasan Industri
Frioritas untuk menampung relokasi investasi, termasuk pengembangan Kawasan
Industri Halal; (e) perluasan pendanaan proyek industri prioritas; (f) pemulihan industri
pariwisata melalui hibah pemulihan dunia usaha, penerapan standar Cleanliness,
Health Safetg, and Enuironment Sustainabilify (CHSE) di destinasi dan industri
pariwisata; (g) penyelesaian pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas
(DPSP); (h) pemulihan pariwisata Bali dan destinasi pariwisata unggulan lainnya
(Batam-Bintan, Bandung, dan Banyuwangi); (i) pemulihan usaha kreatif yang didukung
akses pembiayaan dan reaktivasi pasar produk dan jasa kreatif; serta (j) peningkatan
realisasi investasi yang berskala besar dan menyerap tenaga keda.

Sementara itu, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan
mencakup (a) hilirisasi peningkatan nilai tambah SDA, termasuk sumber daya mineral,
dan perbaikan rantai pasok berbasis investasi teknologi maju dan orientasi ekspor/GVC;
(b) peningkatan kualitas SDM yang didukung reskilling dan upskilling tenaga kerja;
(c) akselerasi hilirisasi komoditas mineral dan batu bara melalui pembangunan smelter
dan infrastruktur pendukung; (d) pengembangan pertambangan rakyat yang bernilai
tambah untuk mendukung pemulihan ekonomi; (e) peningkatan standar kualitas
produk industri; (f) peningkatan kualitas pariwisata melalui penataan destinasi dan desa
wisata serta diversifikasi wisata, yaitu wisata medis, wisata religi, dan wisata minat
khusus termasuk agrowisata dan wisata olahraga; (g) regenerasi kota warisan yang
mendukung aktivitas pariwisata; (h) peningkatan vokasi geowisata untuk mendukung
pengembangan geopark sebagai destinasi pariwisata; (i) penguatan konten, narasi
storytelling, dan kemasan atraksi dan produk wisata dengan dukungan ekonomi kreatif;
fi) peningkatan talenta kreatif melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), pendampingan,
dan pengembangan local champion yang didukung kerja sama pentahelix, (k)
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peningkatan inovasi produk kreatif berbasis keunggulan lokal, termasuk pengembangan
industri gim lokal; (l) akselerasi start-up yang didukung akses pembiayaan dan kerja
sama investasi; (m) pengembangan skema pembiayaan berbasis Hak Kekayaan
Intelektual (HKI); (n) revitalisasi infrastruktur ekonomi kreatif serta penguatan
klaster/kota kreatif; (o) peningkatan investasi di industri pengolahan dan sektor digital;
(p) pengembangan industri halal yang didukung penyusunan rencana induk
pengembangan produk halal; serta (q) peningkatan investasi hijau.

(71 Pada PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan
Dalam Negeri (TKDN), strategi pemulihan ekonomi mencakup (a) peningkatan belanja
pemerintah dan BUMN untuk produk dalam negeri; (b) pemulihan pasar wisatawan
melalui pemberian insentif paket wisata, Meeting, Incentiue, Conuention and Exhibition
(MICE) pemerintah, dan pengembangan Trauel Bubble/ Corridor bilateral dan regional;
(c) peningkatan konsumsi produk ekonomi kreatif melalui gerakan Bangga Buatan
Indonesia dan Beli Kreatif l,okal, serta pemasaran produk ekonomi kreatif lokal yang
didukung digitalisasi; (d) penguatan fasilitasi perdagangan yang meliputi
penyederhanaan prosedur perdagangan, peningkatan akses pembiayaan ekspor, dan
pemanfaatan teknologi digital; (e) penurunan biaya memulai ekspor (sunk cosfs) melalui
pelayanan informasi ekspor terintegrasi (market intelligence, INATRADE, Free Tlade
Agreement (FTA) cenfer, exporT center); serta (f) pelaksanaan promosi dan business
matching secara virtual.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan
mencakup (a) pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Ekspor yang antara lain
mencakup peningkatan dan perluasan ekspor, harmonisasi kebijakan yang oututard
looking, peningkatan jumlah pengekspor baru yang didukung penguatan SDM ekspor,
serta peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam ekspor jasa; (b) konsolidasi logistik
dan pemasaran internasional yang didukung oleh digitalisasi; (c) penguatan pasar
pariwisata yang didukung pengembangan touism hub, niche tourism package,
pembuatan frlm di destinasi wisata, bidding euent minat khusus, MICE, sport touism,
dan pemanfaatan big data; (d) perluasan ekspor gastronomi melalui Indonesia Spice up
the World; serta (e) optimalisasi pemanfaatan pedanjian perdagangan dalam bentuk
Preferential Trade Agreement/ Free Trade Agreement/ Comprehensiue Economic
P artner ship Ag re ement (PTA / FTA / CEPA) dan diplomasi ekonomi.

(8) Pada PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, strategi pemulihan
ekonomi mencakup (a) penjagaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok dan bahan
penting; (b) peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan pemanfaatan
teknologi informasi dan e-commerce; (cl penerapan protokol kesehatan di pasar ralryat
dan gerai ritel lainnya; (d) pemberian stimulus fiskal pada sektor-sektor yang
mendukung PN; serta (e) peningkatan efektivitas belanja perpajakan/insentif fiskal dan
keberlanjutannya secara selektif dan terukur.

Da1am rangka peningkatan nilai tambah ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan
mencakup (a) peningkatan literasi keuangan yang didukung digitalisasi; (b) peningkatan
kapasitas dan daya saing sektor keuangan dengan meningkatkan harmonisasi regulasi
serta memperkuat permodalan, konsolidasi, infrastruktur, dan efisiensi;
(c) pengembangan sektor keuangan dan ekonomi syariah; (d) pengembangan sumber
pembiayaan jangka panjang; (e) perluasan basis investor ritel; (f) perluasan penerapan
industri 4.0 pada enzun subsektor industri pengolahan prioritas dan pengembangan
industri digital; (g) pengembangan pariwisata berkelanjutan dan industri hijau; (h)
peningkatan kualitas perlindungan konsumen, termasuk antisipasi terhadap
perkembangan digitalisasi dan perdagangan lintas negara; (i) peningkatan efisiensi dan
penguatan ekosistem logistik melalui National Logistic Ecosgstem (NLE) yang didukung
integrasi transportasi dan perdagangan antarpulau antardaerah; fi) penguatan pasar
untuk mendukung peningkatan aktivitas ekonomi lokal; (k) penguatan kebijakan
asgmmetic fiscal incentiue dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi; (l)
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penerapan pajak layanan digital dalam rangka meningkatkan penerimaan negara; (m)
pengembangan pembiayaan kreatif untuk dana bergulir lingkungan hidup; (n)
peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang difokuskan pada data dan
informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, pariwisata, ekonomi
kreatif, dan ekonomi digital; serta (o) penguatan pembinaan statistik sektoral untuk
mendorong integrasi dan sinkronisasi kegiatan statistik yang sesuai dengan kaidah Satu
Data Indonesia,

4.1.L.4 Proyek Prioritas Strategis/ Major ProJect

Dalam PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan telah disusun sembilan MP sebagai langkah konkret pencapaian sasaran yang
dirinci hingga urgensi, outcome/impacf, kelembagaan, lokasi, sumber pendanaan, alokasi
pendanaan, serta proyek terpilih (selected)beserta aspeknya. Sembilan MP tersebut sebagai
berikut:
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4. 1. 1.5 Keraagka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan adalah:

(1) Badan Pangan Nasional

4.1.1.6 KerangLa Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan adalah:

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (RUUPK);

(21 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional
Manado-Likupang;

(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional
Bangka Belitung;

(41 Rancangan Peraturan Presiden tentang Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia
Pascapandemi COVID- 1 9 ;

(5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultansi
Nasional.

4.L.2 Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Vlilayah untuk Menguraagi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pembangunan uilagah pada tahun 2022 diaraltkan untuk menumbuhkan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi baru di luar Jouta, mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-
19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif
wilagall dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antanuilagah.

4.1.2.1Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2OO5-2O25 menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
di berbagai wilayah dengan didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
Pembangunan nasional yang dilakukan selama ini telah menghasilkan berbagai kemajuan
antara lain meningkatnya pendapatan per kapita (PDB per kapita) dan Indeks Pembangunan
Manusia [PM), serta pada saat bersamaan menurunnya tingkat kemiskinan. Berbagai
kemajuan tersebut belum terjadi dengan kecepatan yang seimbang antarwilayah disebabkan
oleh perbedaan keunggulan kompetitif dan keuntungan aglomerasi, serta perbedaan
keunggulan komparatif berupa SDA yang bernilai ekonomi tinggi.

Pengembangan wilayah merupakan salah satu prioritas nasional dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMNI 2O2O-2O24 dengan tujuan utama
mengurangi ketimpangan antarwilayah. Ketimpangan tersebut tidak hanya pada dimensi
ekonomi, tetapi juga datam hal kualitas hidup dan akses pada pelayanan dasar. Sementara
itu, pengembangan wilayah saat ini juga dihadapkan pada tantangan pemulihan pandemi
COVID-19 yang memerlukan adaptasi praktik baru agar mobilitas barang dan penduduk
antarwilayah dapat berlangsung dengan aman. Oleh karena itu, pada tahun 2022 ara}r
kebijakan pengembangan wilayah berfokus pada upaya-upaya (1) mempercepat pemulihan
dampak pandemi COVID-19; (21 melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk
meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah; (3) mengoptimalkan keunggulan
kompetitif wilayah; dan (4) meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.
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4.L.2.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran pengembangan wilayah pada RPJMN 2O2O-2O24 adalah menurunnya kesenjangan
antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah
Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan
Papua, serta tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera.
Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka mengembangkan wilayah
untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel4.3
Sasaran, Indikator dan Target PN 2 Mengembangkan

Wilayah untuk Mengurangl Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2l

Keterangan: a) Angka tahun2O2O merupakan angka realisasr (BPS, diolah). Angka tahun 2O2l dat2O22 rneru'pakan
assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-f9 dan angka realisasi
kuartal I-2O21. Angka tahun 2024 merupakan angka sasaran yang mengacu pada dokumen RPJMN 2O2O-2O24;b)
Angka tahun 2O2O adalah realisasi (BPS). Angka ta}lu.n 2O2l dan 2022 merupakan hasil proyeksi Kementerian
PPN/Bappenas setelah mempertimbangkarr dampak COVID-l9 dan assessment terakhir pertumbuhan ekonomi
wilayalr. Angka tahun 2024 adalah indikator RPJMN 2O2O-2O24; c) Basehne 2019 darr angka tahun 2020
merupakarr angka realisasi pada tahun tersebut (BPS, diolah). Angka tahun 2O2O d,an 2022berdasarkan outlook
tingkat kemiskinan dengan mempertimbang|<an dampak pandemi COVID-19, jumlah digit menyesuaikan dengan
target nasional. Angka tahun2O24 adalah target RPJMN 2O2O-2O24.

Dalam rangka mencapai sasaran PN di atas, tentunya pembangunan wilayah didukung oleh
kontribusi dari percepatan pembangunan kawasan yang diprioritaskan serta pemerataan
wilayah lainnya dengan memperhatikan tata ruang dan tata kelola pembangunan daerah.
Dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan wilayah RPJMN 2O2O-2O24, serta
dengan memperhatikan arahan Fresiden RI, maka pembangunan wilayah pada tahun 2022
akan tetap mempertimbangkan beberapa indikator ketercapaian pembangunan wilayah
sebagaimana Tabel 4.4, sehingga dapat menjaga kesinambungan pembangunan wilayah
sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2O2O-2O24.

No. Sasaraa/Inditator Basellne
20L9

Realisesi
2020

Tergct

202t 2022 2024

1
Meningkatnya pertumbuhan ekoaomi dan tingkat kcsejehteraan masyarakat di l(awasan
Timur Indoncsia (KTI|

1.1
Laju pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB)
KTI (%/tahun)a)

3,87 -o,82 4,27 5,794,r5 7,90

1.2 IPM KTI (nilai min-maks)u)
60,84-
76,61

60,44-
76,24

61,38-
77,53

62,06-
78,rr

63,94-
79,25

1.3
Persentase penduduk miskin KTI
(o/ol'l

11,60 lt,99 rt,46 to,97 7,t3

2
Tcrjaganya pcrtumbuhan ekonomi dan tingkat keeejahteraaa Easyarekat di Kawasan
Berat Indoncsia (KBI)

2.1
Laju pertumbuhan PDRB KBI
(%/tahun)") 5,24 -2,29 4,91 4,99-5,33 6,30

2.2 IPM KBI (nilai min-maks)u)
69,57-
80,76

69,69-
80,77

70,o2-
82,44

70,51-
82,99

7t,90-
84,23

2.3 Persentase penduduk miskin KBI
(%l')

8,61 9,74 9,05 8,64 6,33
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Tabel4.4
Indikator Pembangunan Kewilayahan

No. Indikator
Basellne

2019

Realisasi

2020

Target

2o2L 2022 2024

1 Rasio pertumbuhan
investasi kawasan
(KEK/KrlDPP/KPBPB)
terhadap pertumbuhan
investasi wilayah

N/A -O,29") >1 >1 >1

2 Jumlah kawasan pusat
pertumbuhan yang
difasilitasi dan
dikembangkan:

- Destinasi Pariwisata
Prioritas (DPP)

fiumlah destinasi)

3 (nasional) 10 10 10 10
(kumulatif)

- Destinasi Pariwisata
Pengembangan dan
Revitalisasi fiumlah
destinasi)

N/A 9 9 9 9
(kumulatif)

- KEK berbasis
pariwisata dan
industri (kawasan)

15 (kumulatif
nasional)

t2 11
(kumulatif)

t4
(kumulatif)

18
(kumulatif)

- KI Prioritas dan KI
Pengembangan
fiumlah KI)

8
(kumulatif
nasional)

5 7
(kumulatif)

11
(kumulatif)

27
(kumulatif)

- Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan
Bebas fiumlah KPBPB)

2 2 2 2 2

3 Persentase
pengembangan sektor
unggulan per tahunb):

Kelapa Sawit (%) 9,9 2,5 2,9 5,9 6,0

Kakao (%) -4,3 -2,9 2,L 2,5 2,7

Kopi (%) -0,5 o,2 1 5 1 5 1,5

Kelapa (%) -0,01 -0,1 0,2 o,7 0,9

- Tebu (%) 2,6 -4,3 10,9 6,O 1,5

Karet (%) -9,1 -t2,6 8,2 0,9 1,9

Lada (o/ol -o,7 o,7 1,0 0,1 o,4
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No. Indikator
Bo"sellne

20L9

Realisasi

2020

Targct

2o2L 2022 20.24

Pala (o/ol -7,7 -0,3 0,5 0,1 0,1

Cengkeh (%) 7,5 0,01 0,1 0,1 0,1

Perikanan Tangkap
%t

2 3 2 3 4,9 9,9 7,r

Perikanan Budidaya
('/"1

3,5 -5,3 25,9 5,2 4,8

Garam (%) 5,6 -51,9 126,3 - 16,1 3,0

4 Jumlah Wilayah
Metropolitan WM) di
luar Jawa yang
direncanakan WM)

3 3 3 3 3

5 Jumlah WM di luar
Jawa yang
dikembangkan [WM)

3 3 6 6 6

6 Jumlah WM di Jawa yang
ditingkatkan kualitasnya
wM)

1 2 2 4 4

7 Luas area
pembangunan Ibu Kota
Negara (ha)

5.600") 5.600 5.600 5.600 5.600

8 Jumlah Kota Besar,
Sedang, Kecil yang
dikembangkan sebagai
Pusat Kegiatan Nasional
(PKN)/Pusat Kegiatan
Wilayah (PKw) (kota)

20 11 52 52 52q

9 Jumlah Kota Baru yang
dibangun (kota)

1 1.) 4 4 4 4

10 Jumlah Peninjauan
Kembali Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN)yang
diselesaikan (dokumen
Peninjauan Kembali)

0 0 I 1 o

11 Jumlah Perpres
Rencana Tata Ruang
Pulau/Kepulauan yang
diselesaikan (revisi)
(materi teknis dan
RPerpres)

1 I 2 0
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No. Indilator
Baseltne

2019

Realisasi

2020

Target

2o2t 20.22 2024

12 Jumlah Rencana Detail
Tata Ruang di Ibu Kota
Negara (lKN) Ibu Kota
Negara (IKN) $umlah
materi teknis dan
Rancangan Peraturan)

0 2 2 1 0

13 Jumlah Dokumen
Harmonisasi RPerpres
Rencana Tata Ruang
(RTR) Kawasan Strategis
Nasional (KSN) IKN yang
diselesaikan (dokumen)

0 0 1{) 0 0

t4 Jumlah Dokumen
Harmonisasi Rancangan
Peraturan Rencana
Detail Tata Ruang
(RDTR) di IKN yang
diselesaikan (dokumen)

0 0 2et 4 0

15 Rata-rata nilai indeks
desa untuk mengukur
perkembangan status
desa

56,52
(Mandiri:

t.444;

Berkem-
bang:

54.29t;

Tertinggal;
19.152)

58,71 59,65 61,00 62,O5

(Mandiri:
6.444;

Berkem-
bang:

59.29t;

Tertinggal:
9.rs2l

16 Persentase kemiskinan
perdesaan (%o)

12,60 13,20 1 1,80 -
t2,30

tt,20 -
1L,70

9,90 -
10,40

).7 Jumlah revitalisasi
Badan Usaha Milik
(BUM) Desa
berdasarkan status
(BUM Desa)

Maju:
600;

Berkem-
bang:
5.000

Maju:
800;

Berkem-
bang:
6.000

Maju:
1.080;

Berkem-
bang:
7.000

Maju:
1.250;

Berkem-
bang:
8.000

Maju:
1.800;

Berkem-
bang:

10.oo0

18 Jumlah revitalisasi
BUMDeS Bersama
berdasarkan status
(Bumdes)

Maju:
r20;

Berkem-
bang:

200

Maju:
130;

Berkem-
bang:

2to

Maju:
150;

Berkem-
bang:

240

Maju:
t70;

Berkem-
bang:

260

Maju:
200;

Berkem-
bang:

300

19 Rata-rata nilai Indeks
Perkembangan 62
Kawasan Perdesaan
Prioritas Nasional
(KPPN)

51,10 61,32h) 54,t4 55,66 58,70
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I[o. Indikator
Basellne

2019

Realisasi

2020

Target

2o21 2022 2024

20 Rata-rata nilai Indeks
Perkembangan 52
Kawasan Transmigrasi
yang direvitalisasi

46,55 4a,74 50,93 53,12 57,50

2l Jumlah kecamatan
lokasi prioritas
perbatasan negara yang
ditingkatkan
kesejahteraan dan tata
kelolanya (kecamatan)

787 222r 56, tlzt 222

22 Rata-rata nilai Indeks
Pengelolaan Kawasan
Perbatasan (IPKP)di 18
Pusat Kegiatan Strategis
Nasional (PKSN)

o,42 0,43.) 0,45' o,47 o,52

23 Jumlah daerah
tertinggal (kabupaten)

62 62 N/Art N/A') 37
(terentas-

kan
25

kabupaten)

24 Persentase penduduk
miskin di daerah
tertinggal (%)

25,85 25,32 24,7-25,2 24,3-24,8 23,t24

25 Rata-rata IPM di daerah
tertinggal (nilai)

58,91 59,O2 60-60,5 60,741,2 62,242,7

26 Persentase pelayanan
publik yang berhasil
dipulihkan (%)

N/A 29 35 50 100

27 Jumlah daerah yang
memiliki Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Prima berbasis
elektronik (kab/kota)

159 22^t 75 74 76

28 Jumlah daerah dengan
penerimaan daerah
meningkat (daerah)

313 328 349 409 542

29 Jumlah daerah dengan
realisasi belanjanya
berkualitas (daerah)

t02 51 2to 318 542

30 Persentase capaian SPM
di daerah (%)

74,24 55,29 74,28 82 85 100
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No. Iadiketor
Bo,sellne

20L9

Realisasi

2020

Target

2o2t 2022 2024

31 Jumlah luasan data
geospasial dasar skala
1 :5.000 yang diakuisisi
(kmz;

49.728
(nasional)

4.903 0 989.342 14.000

32 Cakupan peta RBI skala
1:5.000 (kmz)

40.216
(nasional)

t7.956,79 13.205 584.030 14.000

33 Jumlah kesepakatan
teknis batas wilayah
administrasi
desa/kelurahan yang
dihasilkan
(kesepakatan)

0 209 4.334 4.O00 4.000

34 Jumlah layanan data
center jaringan informasi
geospasial nasional
beroperasi (layanan)"t

1 1 I 1 1

35 Jumlah daerah yang
melaksanakan
Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
Daerah (daerah)

9 t4 48 51 86

36 Persentase jumlah
daerah yang memiliki
indeks inovasi tinggi (%)

t2 34,25"1 18 24 36

37 Jumlah daerah yang
melakukan deregulasi/
harmonisasi dan
penyesuaian Perda
PDRD (Pajak Dan
Retribusi Daerah) dalam
rangka memberikan
kemudahan investasi
(daerah)

34 51 2to 318 542

38 Luas cakupan bidang
tanah bersertipikat yang
terdigitasi dan memiliki
georeferensi yang baik
(ha)

t7.8r7.t53
,60

(kumulatif)

24.279.tO3
,73

(kumulatifl

4.176.840

(8.353.679
Bidang)

2.443.986

(4.887.97t
Bidang)

10.274.866

39 Luas cakupan peta
dasar pertanahan (ha)

33.972.698
,12

(kumulatif)

35.72t.t46
,84

(kumulatif)

2.O22.250 2.O22.250 7.t10.790

40 Jumlah kantor wilayah
dan kantor pertanahan
yang menerapkan
pelayanan pertanahan
modern berbasis digital
(satker)

0 156 82 90 492
(kumulatif)
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No. Indikator
Bq.sellne

20L9

Realisasi

2020

Target

2o2L 2022 2024

47 Panjang kawasan hutan
yang dilakukan
perapatan batas (km1

3.t79 1.339 2.422 2.906,47 5.000

42 Terbentuk dan
operasional lembaga
Bank Tanah (lembaga)

o o 1 1 1

43 Jumlah provinsi yang
mendapatkan sosialisasi
untuk penetapan
peraturan perundangan
terkait tanah
adat/ulayat (provinsi)

10p) 3 33 33 33

44 Jumlah materi teknis
yang dihasilkan dari
bimbingan teknis
peninjauan kembali/
penJnrsunan Rencana
Tata Ruang (materi
teknis dan Raperda
RTR)

34 (nasional) 40 35 51 45

45 Jumlah materi teknis
yang dihasilkan dari
bantuan teknis
pen5rusunan materi
teknis RDTR (materi
teknis dan Raperda
RDTR)

15 (nasional) 9 6 o 5

46 Jumlah materi teknis
yang dihasilkan dari
bantuan teknis
penJrusunan RDTR
Kawasan Tematik
Arahan Prioritas
Nasional (Kl/ KE,KI
KSPN/KRB/KPPN)
(materi teknis dan
Raperda RDTR)

13 (nasional) 5 15 t2 0

47 Jumlah materi teknis
yang dihasilkan dari
bimbingan teknis
penJrusunan RDTR
(materi teknis dan
Raperda RDTR)

36 25 145 r82 245

48 Jumlah pelaksanaan
dan pendampingan
persetujuan substansi
teknis RTR
Provinsi/ Kabupaten/ Ko
ta (persetujuan
substansi)

27 63 140 t49 240

SK No 130174 A



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1v.27 -

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas, 2O2l

Keterangan: a) perhitungan realisasi raslo pertumbuhan investasi kawasan hanya drlakukan pada Kawasam
Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); b) Angka sangat
sementara. Merupakan perhitungan awal yang didapat dari selrtor Kementerian PPN/Bappenas untuk
dikoordinasikan dan dimutakhirkan kembali bersama sektor di Kementerian PPN/Bappenas; c) Tahap perencanaan
(penyusunan Pra Masterplan); d) Sesuai dengan lampiran IV Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-
2024; el Tahap perencanaan (penyusunan Materi Teknis RDTR); f) Menyesuaikan dengan legalisasi RUU IKN; g)

Menyesuaikan dengan legalisasi RUU IKN; h) Rata-rata Pengukuran IPKP Tahun 2O2O dari 36 KPPN dari total 62
KPPN; i) Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP No PRC|3O.O4 12416lXIl2O2l tanggal 16

November 2O2l; jl Jumlah kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang difokuskan pembangunannya berdasarkan
Rancangan Perpres Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP)

Tahun 202G-2O24. Progress pembangunan berdasarkan laporan capaian PBWNKP yang dirilis BNPP (Badan
Nasronal Pengelola Perbatasan; k) Sesuai PP Nomor 78l2Ol4 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal,
evaluasr dan penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap hma tahun, yaitu pada akhir pelaksanaan RPJMN,
sehingga jumlah daerah tertinggat untuk tahun 2O2l-2O22 trdak dapat ditentukan; l) Sesuai PP Nomor 78/2014
tentang Percepatan Pembangunarr Daerah Tertinggal, evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap
lima tahun, yaitu pada akhir pelaksanaan RPJMN, sehingga jumlah daera-h tertinggal untuk tahun 2O2l-2O22 ndak
dapat ditentukal; m) Setelah adanya pemotongan anggaran akibat COVID-l9, target diturunkan meniadi level
provinsi; n) Te{adi perubahan satuan karena adalya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP); o)

Sesuai SK Menten Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten
darr Kota 2O2O; dan p) Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangal
terkait tanah adat/ulayat, yang dijadikan baseltne tahun 2019, merupakan data monev terbaru dari Kementerian
ATR/BPN bulan Juli 2020.

4.L.2.3 Program Prioritas Nasional

Pencapaian sasaran PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan dijabarkan ke dalam tujuh PP sebagaimana tergambar dalam Gambar
4.3. Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dapat dilihat pada Tabel 4.5.

I[o. Indikator
Basellne

20t9
Realisasi

2020

Targct

2o2L 2022 20.24

49 Jumlah RPerpres RTR
KSN yang diselesaikan
(materi teknis dan
RPerpres)

10 2 3 3 4

50 Jumlah RPerpres RDTR
Kawasan Perbatasan
Negara yang
diselesaikan (materi
teknis dan RPerpres)

10 (nasional) 2 2 o 2
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Gambar 4.3
Kerangka PN 2 Mengembangkan lllilayah untuk

Mengurangi Kesenjangan dan MenJamiu Pemerataan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2 I

Tabel4.5
Sasaran, Indikator dan Target PP pada PN 2 MengembangLan

Wilayah untuk Mengurangi KesenJangan dan Menjamin Pemerataan

IiIo. Sasaren/Indikator
Basellne

20L9

Realisasi

2020

Targct

2o2L 2022 20.24

PP 1. Pembangunan trIilayah Sumatcra

Terjaganya pertumbuhaa ckonoui dan tingkat Lesejahteraan taasyarakat di trIileyah Sumatere

1.1
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah
Sumatera (%/tahun)a) 4,55 - 1,19 4,00 4,434,74 5,60

t.2
IPM Provinsi di Wilayah Sumatera
(nilai min-maks)u)

69,57-
75,48

69,69-
75,59

70,o2-
76,44

70,51-
76,9r

7t,90-
78,t9

1.3
Persentase penduduk miskin
Wilayah Sumatera (7o).)

9,82 ro,22 9,62 9, l3 7,06
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No. Sasaran/Indikator
Basellne

2019

Realisasi

2020

Target

2o2L 2022 2024

PP 2. Pembangunen Wilayah Jawa-Bali

Tcrjaganya pcrtumbuhan ekonomi dan tingkat kcscjahteraan tnasyarakat di Witrayah Jawa-Bali

2.t L,aju pertumbuhan PDRB Wilayah
Jawa-Bali (%/tahun).) 5,49 -2,67 5,10 5,20-5,55 6,30

2.2
IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali
(nilai min-maks)u)

71,5V
80,76

7 t,7 t-
80,77

72,70-
82,44

73,26-
82,99

74,60-
84,23

2.3 Persentase penduduk miskin
Wilayah Jawa-Bali (%)c)

8,16 9,56 8,84 8,45 6,05

PP 3. Pembatrgunan Wileyeh Nuse Tenggara

Meningkatnya pettumbuhen ekonomi den tingkat kesejahteraan masyarakat di Wileyah Irtusa
Teaggara

3.1
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah
Nusa Tenggara (7o/ tahun)")

4,46 0 72 3,O7 5,12-5,47 5,10

3.2
IPM Provinsi di Wilayah Nusa
Tenggara (nilai min-maks)u)

65,23-
68,14

65,1 9-
68,2s

66,24-
69,41

66,87-
70,20

68,35-
71,91

3.3
Persentase penduduk miskin
Wilayah Nusa Tenggara (o/olc)

77,38 17,8r t7,33 t6,75 10,69

PP 4. Pcmbaagunan Wilayah Kalimantan

Meuiagtrataya pettumbuhaa ehonomi dan tinglat Lesejahteraan masyarakat di Wileyah
Kelimautan

4.1
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah
Kalimantan (%/ tahun)")

4,99 _c c7 3,29 5,22-5,52 5,40

4.2
IPM Provinsi di Wilayah
Kalimantan (nilai min-maks)u)

67,65-
76,6r

67,66-
76,24

69,01-
77,53

69,60-
78,t1

7 t,22-
79,25

4.3 Persentase penduduk miskin
Wilayah Kalimantan (7o)')

5,81 6,t6 5,51 5,15 2,9r

PP 5. Pembanguaan Wileyah Sul,rwesi

Meningkatnya pertumbuhan ekoaomi dan tingkat kescjahteraan masyarakat di Wilayah
Sulawcsi

5.1
L"aju pertumbuhan PDRB Wilayah
Sulawesi (%/tahun)a)

6,96 o,23 5,58 6,5V7,O7 6,90

5.2
IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi
(nilai min-maks)u)

65,73-
72,99

66,r1-
72,93

67,06-
73,93

67,72-
74,48

69,41-
75,83

5.3
Persentase penduduk miskin
Wilayah Sulawesi (%o)c)

10,06 10,41 9,91 9,58 6,48
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2l

Keterangan: a) Angka tahut2O2O merupakan angkarealisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2O2l dan2O22 merupakan
assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-l9 dan angka realisasi
kuartal l-2O21. AnS<a2024 merupakan angka sasaran dalam dokumen RPJMN 2O2O-2O24; b) Angka tahurt2O2O
adalah realisasi (BPS). Angka tahun 2021 dan 2022 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah
mempertimbangkan dampak COVID-I9 dan assessment teraT<hi pertumbuhan ekonomi wilayah. Angka tahun
2024 adalah indikator RPJMN 2O2O-2O24; dan c) Angka tahun 2O2O adalah angka realisasi (BPS, diolah). Angka
tahun 2021 dan tahun 2022 berdasarkarr outlooktitrgkat kemiskinan dengan mempertimbangkan dampak pandemi
COVID-l9, jumlah digit menyesuaikan dengan target nasional. Angka tahlon 2024 adalah target yang ingin drcapai
pada tahun 2024.

Masing-masing PP dalam PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan Pembangunan Wilayah pada tahun 2022 didukung oleh beberapa KP.
Fokus untuk masing-masing KP adalah:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis

(a) kawasan strategis berbasis industri yaitu Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) terbagi
ke dalam tiga tahapan pengembangan, yaitu (i) tahap pembangunan kawasan; (ii) tahap
operasionalisasi kawasan; dan (iii) tahap peningkatan investasi. Tahap pembangunan
kawasan strategis berbasis industri diarahkan untuk (1) mempercepat pembangunan
infrastruktur di dalam kawasan; (2) menjaga kesesuaian kawasan strategis yang akan
dikembangkan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); (3) mengembangkan
kapasitas dan tata kelola kelembagaan dalam mendukung pengembangan kawasan
strategis; serta (4) meningkatkan kerja sama antara pelaku usaha lokal dengan pelaku
usaha potensial. Arah kebijakan kawasan strategis berbasis industri pada tahap

No Sasaran/Indikator
Basellne

20L9

Realisasi

2020

Target

2o2L 2022 2024

PP 6. Pembaagunan trIilayah Maluku

Meningletnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kcscjahtcraan Eaayaralet di trIilayah
Maluku

6.1
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah
Maluku (%/tahun)") 5,72 t,78 7,77 6,66-6,99 6,00

6.2
IPM Provinsi di Wilayah Maluku
(nilai min-maks)u)

68,70-
69,45

68,49-
69,49

70,20-
70,50

70,92-
7 t,o8

72,2V
72,33

6.3
Persentase penduduk miskin
Wilayah Maluku (%)c)

13,24 13,45 L2,63 t2,19 8,21

PP 7. Pembangunan Wihyah Papua

Meninglatnya pcrtumbuhen ckonomi den tinglat kesejahteraan masyaratot di trIihyah Papua

7.7
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah
Papua (%/tahun)a) - 10,69 L,34 8,26 5,924,26 6,00

7.2
IPM Provinsi di Wilayah Papua
(nilai min-maks)u)

60,84-
64,70

60,44-
65,09

61,38-
65,35

62,06-
65,92

63,94-
67,24

t.3 Persentase penduduk miskin
Wilayah Papua (%o)c)

25,43 25,65 25,55 23,84 16,29
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operasionalisasi kawasan meliputi (1) mempercepat pembangunan infrastruktur di luar
kawasan; (2) meningkatkan jaminan ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja lokal
serta rantai pasok industri. Sementara itu, pada tahap peningkatan investasi kawasan
strategis berbasis industri diarahkan untuk mempercepat realisasi investasi pada
kawasan melalui optimalisasi paket insentif fiskal dan nonfiskal.

(b) kawasan strategis berbasis pariwisata meliputi Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (KSPN)/Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Destinasi Pariwisata
Pengembangan dan Revitalisasi serta KEK. Tahap pembangunan kawasan strategis
berbasis pariwisata diarahkan untuk (1) mengembangkan amenitas pariwisata
didukung oleh pembangunan infrastruktur di dalam kawasan; (2) memperkuat aspek
mitigasi bencana khususnya pada daerah dengan risiko bencana tinggi;
(3) meningkatkan keberagaman atraksi pariwisata skala nasional dan internasional;
(4) mengembangkan desa wisata dalam rangka meningkatkan keterkaitan antara
kawasan strategis pariwisata dengan hinterland-nya. Pada tahap operasionalisasi
kawasan strategis berbasis pariwisata diarahkan untuk (1) mengoptimalkan peranan
kelembagaan pengelola kawasan dan dukungan pemerintah daerah; (21meningkatkan
kerja sama antara badan usaha, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai upaya
pelibatan multi-sfakeholder di kawasan strategis berbasis pariwisata. Sedangkan pada
tahap peningkatan investasi kawasan strategis berbasis pariwisata diarahkan untuk
mempercepat realisasi investasi pada kawasan melalui optimalisasi promosi pariwisata
serta paket insentif fiskal dan nonfiskal.

(21 Pengembangan Sektor Unggulan

Pengembangan komoditas unggulan dengan nilai tambah tinggi y€rng sesuai dengan
kebutuhan industri substitusi impor dan mampu meningkatkan ekspor.

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan

(a) penerapan prinsip kota cerdas untuk mendukung pemulihan ekonomi;

(b) penguatan manajemen bencana (alam dan nonalam), khususnya di perkotaan yang
berisiko lebih tinggi dibandingkan dengan nonperkotaan, dengan jumlah penduduk
besar, kepadatan tinggi dan investasi besar;

(c) penguatan kota sedang dan kota kecll (intermediary cities) untuk memperkuat
ketangguhan dan menata ulang keterkaitan desa-kota;

(d) pengarusutamaan pengembangan infrastruktur hijau serta pengembangan compact
dan mked-use cities, tidak hanya di wilayah metropolitan dan kota besar, tetapi juga
di kota sedang dan kota kecil, untuk mendorong efisiensi layanan yang berkualitas,
meminimalkan pertumbuhan kawasan perkotaan yang menyerak (urban sprawling)
dan mengurangi dampak dari ancaman penyebaran penyakit yang muncul di masa
mendatang.

(41 Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

(a)pemulihan ekonomi desa melalui penguatan BUM Desa dan pengembangan desa
wisata serta penajaman prioritas penggunaan Dana Desa yang difokuskan untuk
kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);

(b) pengembangan produksi dan pengolahan nilai tambah komoditas unggulan bernilai
ekonomis dengan masa panen pendek dan menengah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat lokal dan sekitarnya di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan,
kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal;

(c) pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau pasar yang lebih luas pada
kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah
tertinggal dalam kerangka pemulihan ekonomi masyarakat;
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(d) penguatan sistem informasi desa sebagai sarana pelaporan dan pengawasan dana
desa, serta keterpaduan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

(e) penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan kolaborasi para pihak
dalam pemulihan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi, kawasan
perbatasan, kawasan perdesaan dan daerah tertinggal;

(0 perluasan akses serta penyediaan prasarana dan sarana untuk pemenuhan
pelayanan dasar di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan,
dan daerah tertinggal;

(g) penguatan tata kelola desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan
pemerintah desa, pendampingan masyarakat, penetapan dan penegasan batas desa,
serta penataan aset desa.

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah

(a)peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar di daerah yang lebih efektif dan
efisien;

(b)peningkatan daya saing dan kemandirian daerah melalui pengembangan keda sama
daerah, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah;

(c) penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah dalam mendukung
kemudahan berusaha dan pemulihan ekonomi di daerah dampak pandemi
COVID-19;

(d)optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam
pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung transformasi
digital;

(e) penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis melalui penguatan peran
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);

(f) optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah khususnya dana transfer khusus dalam
mendukung penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan sentra IKM,
pengembangan food estate dan sentra produksi pangan, serta peningkatan kawasan
untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;

(g) peningkatan pendapatan asli daerah melalui peningkatan rasio pajak daerah;

(h) peningkatan akuntabilitas keuangan daerah;

(i) peningkatan kualitas belanja daerah yang berfokus pada layanan dasar serta
peningkatan kesej ahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

4.L.2.3.L Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sumatera,
kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah
Sumatera dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sumatera akan didukung dengan lima KP sebagai
berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Arun Lhokseumawe dan
KPBPB Sabang yang berlokasi di Provinsi Aceh; KI/KEK Sei Mangkei dan DPP Danau
Toba dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara; KI Bintan Aerospace,
KI/KEK Galang Batang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, dan KPBPB
Batam-Bintan-Karimun yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau; KI Sadai dan DPP
Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung; serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi yang berlokasi di
Provinsi Sumatera Barat;
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(2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas
kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao, lada, dan pala. Pengembangan sektor unggulan
berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya dilakukan melalui pengembangan
tiga Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)yaitu SKPT Sabang di Provinsi Aceh,
SKPT Natuna di Provinsi Kepulauan Riau, dan SKPT Mentawai di Provinsi Sumatera
Barat. Selain itu, terdapat peningkatan diferensiasi produk turunan pertambangan
seperti batu bara, timah, emas, dan migas, dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan dan pengembangan energi baru terbarukan;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan di 2 wilayah metropolitan (WM
Medan dan WM Palembang), 5 kota besar (Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Bandar
Lampung), 12 kota sedang (Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Pematangsiantar,
Gunungsitoli, Dumai, Bukittinggi, Tanjungpinang, Bengkulu, Lubuklinggau,
Prabumulih, Pangkalpinang), dan 3 kota kecil (Sabang, Sibolga, Solok);

Grambar 4.4
Peta Pembangunan Wilayah Sumatera

Sumber: Kementenan PPN/Bappenas, 2O2l

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 3 PKSN
yaitu PKSN Sabang, PKSN Bengkalis, dan PKSN Ranai; pemenuhan pelayanan dasar,
infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 36 kecamatan lokasi
prioritas perbatasan; 12 kawasan transmigrasi yaitu Kawasan Transmigrasi Ketapang
Nusantara, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang, Kawasan Transmigrasi Selaut,
Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu, Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang, Kawasan
Transmigrasi Lunang Silaut, Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Kawasan
Transmigrasi Telang, Kawasan Transmigrasi Kikim, Kawasan Transmigrasi Lagita,
Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu, dan Kawasan Transmigrasi Mesuji; 14 Kawasan
Prioritas Perdesaan Nasional (KPPN) yaitu KPPN Aceh Timur, KPPN Toba Samosir, KPPN
Samosir, KPPN Agam, KPPN Bintan, KPPN Karimun, KPPN Bengkulu Tengah, KPPN
Banyuasin, KPPN Belitung, KPPN Belitung Timur, KPPN Bangka Selatan, KPPN Muaro
Jambi, KPPN Mesuji, dan KPPN Tulang Bawang; 3.097 desa tertinggal dan 1.156 desa
berkembang; 7 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan
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fokus intervensi pada lima kabupaten di tahun 2022, dan enam kabupaten daerah
tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.6; dan

(5) Kelembaga€rn dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian rata-
rata penerapan SPM daerah hingga 83,16 persen (khususnya bidang perumahan rakyat,
sosial, dan Trantibumlinmas), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang
selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sumatera,
penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten lkota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas
belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertipikasi tanah,
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan
modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang
pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Tabel4.6
Daerah Tertinggal (DTf dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di hrlau Sumatera

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2O2O dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019

Keterangarr: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahw2022

4.1.2.3.2 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Jawa-Bali,
kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah
Jawa-Bali dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan didukung dengan lima KP sebagai
berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Borobudur dan
sekitarnya; KEK Kendal dan KI Terpadu Batang yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah; DPP
Bromo-Tengger-Semeru dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangl yang berlokasi
di Provinsi Jawa Timur; KEK Tanjung Lesung yang berlokasi di Provinsi Banten; KI Subang
yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-
Halimun-Bandung-Pangandaran yang berlokasi di Provinsi Banten dan Jawa Barat; serta
Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali yang berlokasi di Provinsi Bali. Se1ain itu, juga terdapat
KEK Singhasari yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur yang didukung oleh sumber
pendanaan lainnya;

Provinsi Daerah Tertinggal (Kab) Daerah Tertinggel Entas
(r(abl

Lampung Pesisir Barat* Lampung Barat

Sumatera Barat Kepulauan Mentawai Pasaman Barat, Solok Selatan

Sumatera Selatan Musi Rawas Utara* Musi Rawas

Sumatera Utara Nias, Nias Selatan*, Nias Barat*, Nias Utara*

Aceh Aceh Singkil

Bengkulu Seluma
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Gambar 4.5
Peta Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2l

(2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas, pala,
cengkeh, kopi, kelapa, tebu, kakao, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan melalui pengembangan 5 wilayah metropolitan (WM
Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, dan WM Denpasar); pembangunan
Kota Baru Maja; pembangunan 3 kota besar (Serang, Surakarta, dan Malang); dan
11 kota sedang (Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Yoryakarta,
Kediri, Batu, Pasuruan, dan Probolinggo);

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perdesaan yang difokuskan pada percepatan
pembangunan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 2.893
desa berkembang menjadi desa mandiri; pengembangan 8 KPPN yaitu KPPN Pandeglang,
KPPN Sukabumi, KPPN Magelang, KPPN Kendal, KPPN Pamekasan, KPPN Ban5ruwangi,
KPPN Buleleng, dan KPPN Klungkung; serta 6 kabupaten daerah tertinggal terentaskan
yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.7; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata
capaian penerapan SPM daerah hingga 85,93 persen (khususnya bidang perumahan
ralqrat, kesehatan, dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN
yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Jawa-Bali,
penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten f kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas
belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertipikasi tanah,
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan
modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang
pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.
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Tabel4.7
Daerah Tertinggal Entas (DTE) di hrlau Jawa-Bali

Provinsi Dacrah Tcrtinggal Entas (Kabl

Banten Pandeglang, Lebak

Jawa Timur Situbondo, Bondowoso, Bangkalan, Sampang

Sumber: Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019

4.1.2.3.3 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunzrn Wilayah Nusa Tenggara,
kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah
Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 4.6. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Nusa
Tenggara akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Labuan Bajo yang
berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika
yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya
terutama pada SKPT Sumba Timur dan SKPT Rote Ndao, pengembangan food estate di
Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Tengah, sentra produksi peternakan dan
perkebunan, serta peningkatan produktivitas kelapa, kopi, tebu, dan garam;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan, yaitu kota besar (Mataram) dan kota sedang
(Kupang);

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara terutama di
2 PKSN yaitu PKSN Atambua di Kabupaten Belu dan PKSN Kefamenanu di Kabupaten
Timor Tengah Utara; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas
wilayah, dan tata kelola di 18 kecamatan lokasi prioritas perbatasan; 5 kawasan
transmigrasi yang direvitalisasi yaitu Kawasan Transmigrasi Tambora, Kawasan
Transmigrasi Labangka, Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu, Kawasan
Transmigrasi Ponu, dan Kawasan Transmigrasi Melolo; 7 KPPN yang dikembangkan yaitu
KPPN Lombok Tengah, KPPN Lombok Timur, KPPN Sumbawa, KPPN Dompu, KPPN
Ngada, KPPN Manggarai Barat, dan KPPN Sumba Timur; 1.079 desa tertinggal yang
dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang, dan peningkatan 143 desa
berkembang menjadi desa mandii1, 14 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat
pembangunannya dengan fokus intervensi pada 11 kabupaten di tahun 2022, dan 12
daerah tertinggal terentaskan yang dibina seperti pada Tabel 4.8; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata
capaian penerapan SPM daerah hingga 79,89 persen (khususnya bidang perumahan
ralgrat, Trantibumlinmas, dan pendidikan), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Nusa
Tenggara, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten f kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas
belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertipikasi tanah,
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan
modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang
pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.
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Gambar 4.6
Peta Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Tabel4.8
Daerah Tertinggal (DTl dan

Daerah Tertinggal Entas (DTEI di Kepulauan Nusa Tenggara

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2O2O dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 20 19

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahrn 2022

4.L.2.3.4 Pembangunan Wilayah Kalimaatan

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Kalimantan,
kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Kawasan
Kalimantan dapat dilihat pada Gambar 4.7. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Kalimantan
akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Maloy Batuta Trans
Kalimantan dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau yang berlokasi di
Provinsi Kalimantan Timur; KI Ketapang dan Destinasi Pariwisata Pengembangan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2L

Provinsi Daerah Tcrtinggel (I(ab) Dacrah Tcrtinggal Eatas (Kab)

Nusa Tenggara Barat Lombok Utara* Sumbawa Barat, Lombok Barat,
Lombok Tengah, Lombok Timur,
Sumbawa, Dompu, Bima

Nusa Tenggara Timur Sumba Tengah*, Sabu Raijua*, Alor",
Rote Ndao*, Malaka*, Timor Tengah
Selatan*, Sumba Barat Daya*,
Sumba Timur*, Manggarai Timur*,
Lembata*, Kupang, Belu, Sumba
Barat

Nagekeo, Ende, Timor Tengah
Utara, Manggarai Barat,
Manggarai
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Sambas-Singkawang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat; serta KI Surya Borneo
yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada food estate di Kalimantan
Tengah; peningkatan produktivitas karet, lada, kelapa sawit, kopi; serta perikanan
tangkap dan perikanan budidaya melalui pengembangan SKPT Sebatik;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan fokus pada pembangunan IKN dan kota
besar penyangganya (Balikpapan dan Samarinda), pengembangan WM Banjarmasin,
pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, pengembangan kota besar (Pontianak) dan tiga
kota sedang (Singkawang, Palangkaraya, Tarakan);

Gambar 4.7
Peta Pembangunan trIilayah Kalimantan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2l

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 6 PKSN
yaitu PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Long Nawang, PKSN Long Midang,
PKSN Tou Lumbis dan PKSN Nunukan; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur
dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 10 kecamatan lokasi prioritas perbatasan,
9 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yaitu Kawasan Transmigrasi Salim Batu,
Kawasan Transmigrasi Seimenggaris, Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Kawasan
Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa, Kawasan Transmigrasi Subah, Kawasan
Transmigrasi Belantikan Raya, Kawasan Transmigrasi Kerang, Kawasan Transmigrasi
Maloy Kaliorang, dan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru; 2 kawasan transmigrasi yang
mendukung pengembangan food estate yaitu Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup
dan Kawasan Transmigrasi di Pulang Pisau sesuai direktif presiden dalam rangka
penguatan ketahanan pangan nasional; 11 KPPN yang dikembangkan yaitu KPPN Barito
Kuala, KPPN Banjar, KPPN Kotawaringin Barat, KPPN Kutai Timur, KPPN Berau, KPPN
Bulungan, KPPN Nunukan, KPPN Kubu Raya, KPPN Sambas, KPPN Bengkayang, dan
KPPN Mempawah; 1.460 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa
berkembang dan peningkatan 232 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 12
kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel
4.9; dan
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(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata
capaian penerapan SPM daerah hingga 81,80 persen (khususnya bidang perumahan
ralgzat, sosial, dan pendidikan), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang
selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Kalimantan,
penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten f kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas
belanja daerah, dan tata kelo1a keuangan daerah), percepatan sertipikasi tanah,
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan
modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang
pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Tabel4.9
Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Kalimantan

Provinsi Daerah Tettinggal Entas (Kab)

Kalimantan Barat Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Melawi, Sintang,
Kayong Utara

Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara

Kalimantan Tengah Seruyan

Kalimantan Timur Mahakam Ulu

Kalimantan Utara Nunukan

Sumber: Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019

4. 1.2.3.5 Pembangunan Wilayah Sulawesi

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sulawesi,
kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah
Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 4.8. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sulawesi akan
didukung dengan KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pengembangan KEK/KI Palu yang
berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah; KEK Bitung sebagai pusat
industrialisasi/hilirisasi komoditas unggulan wilayah; DPP Manado-Likupang/KEK
Likupang yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara; Destinasi Pariwisata Pengembangan
Toraja-Makassar-Selayar yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan; serta DPP
Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai kawasan pariwisata unggulan;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas
kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, kakao, tebu, kelapa sawit, gar€rm serta perikanan
tangkap dan perikanan budidaya melalui pengembangan SKPT Talaud;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pengembangan wilayah
metropolitan IWM Makassar dan WM Manado); lima kota sedang (Gorontalo, Palu,
Parepare, Palopo, Kendari); dan satu kawasan perkotaan kecil, yaitu Pusat Kegiatan
Wilayah (PI(W) Mamuju;
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Gambar 4.8
Peta Pembangurar Wilayah Sulawesi

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas, 2O2 L

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 2 PKSN
yaitu PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane, serta, pemenuhan pelayanan dasar,
infrastruktur dasar, konektivitas wilayah; tata kelola di 15 kecamatan lokasi prioritas
perbatasan; 18 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yaitu Kawasan Transmigrasi
Tinanggea, Kawasan Transmigrasi Mutiara, Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa,
Kawasan Transmigrasi Tobadak, Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras, Kawasan
Transmigrasi Pasang Palolo, Kawasan Transmigrasi Bungku, Kawasan Transmigrasi Air
Terang, Kawasan Transmigrasi Tampo Lore, Kawasan Transmigrasi Padauloyo, Kawasan
Transmigrasi Bahari Tomini Raya, Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng, Kawasan
Transmigrasi Masamba, Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kawasan Transmigrasi
Sumalata, Kawasan Transmigrasi Pulubala, Kawasan Transmigrasi Paguyaman Pantai,
dan Kawasan Transmigrasi Pawonsari; 16 KPPN yang dikembangkan yaitu KPPN
Minahasa Utara, KPPN Gorontalo Utara, KPPN Gorontalo, KPPN Boalemo, KPPN
Morowali, KPPN Buol, KPPN Poso, KPPN Mamuju Tengah, KPPN Mamuju, KPPN Barnt,
KPPN Pinrang, KPPN Bone, KPPN Luwu Timur, KPPN Konawe Selatan, KPPN Wakatobi,
dan KPPN Muna; 1.043 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa
berkembang dan peningkatan 5O7 desa berkembang menjadi desa mandiri; tiga
kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dan menjadi fokus
intervensi di tahun 2022, serta 15 kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina
sebagaimana terdapat pada Tabel 4.10; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata
capaian penerapan SPM daerah hingga 82,81 persen (khususnya bidang perumahan
ralqyat, sosial, dan Trantibumlinmas) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang
selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sulawesi,
penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten f kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas
belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertipikasi tanah,
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan
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modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang
pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Tabel4.lO
Daerah Tertinggal (DTf dan Daerah

Tertinggal Entas (DTE) di hrlau Sulawesi

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2O2O dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertrnggal tahrn 2022

4.1.2.3.6 Pembangunan Wilayah Maluku

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Maluku,
kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah
Maluku dapat dilihat pada Gambar 4.9. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Maluku akan
didukung dengan lima KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang meliputi KI Teluk Weda dan DPP Morotai/KEK
Morotai yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada sektor perikanan (melalui
pengembangan SKPT Moa, Saumlaki, dan Morotai, serta pembangunan Pelabuhan
Ambon), perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan peningkatan produktivitas pala,
cengkeh, kelapa, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan pusat
pertumbuhan baru dilakukan melalui pembangunan kota baru (Softfi), dan
pengembangan kota sedang (Ternate dan Ambon), serta kota kecil (Tual);

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 2 PKSN
yaitu PKSN Daruba dan PKSN Saumlaki; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur
dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 16 kecamatan lokasi prioritas perbatasan;
3 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yaitu Kawasan Transmigrasi Kobisonta,
Kawasan Transmigrasi Mangole, dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai, 2 KPPN yang
dikembangkan yaitu KPPN Maluku Tengah dan KPPN Morotai; 675 desa tertinggal yang
dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 39 desa
berkembang menjadi desa mandiri; 8 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat
pembangunannya dengan fokus intervensi pada 6 kabupaten di tahun 2022, serta 6
kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel
4.1 1; dan

Proviasi Daerah Tertinggal (I(ab) Dacrah Tcrtinggel Entas (Kab)

Sulawesi Tengah Donggala*, Sigi*, Tojo Una-una* Morowali Utara, Banggai Kepulauan,
Buol, Banggai Laut, Parigi Moutong, Toli-
toli

Sulawesi Barat Mamuju Tengah, Polewali Mandar

Sulawesi Selatan Jeneponto

Sulawesi Tenggara Konawe, Bombana, Konawe Kepulauan

Gorontalo Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara
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Gambar 4.9
Peta Pembangunan Wilayah Maluku

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2l

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata
capaian penerapan SPM daerah hingga 81,83 persen (khususnya bidang perumahan
ralgrat, sosial, Trantibumlinmas, dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan
kuantitas SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan
kewilayahan Maluku, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kineda
pemerintah kabupaten lkota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan
daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan
sertipikasi tanah, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital,
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta percepatan penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang pusat dan daerah.

Tabel 4.11
Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah

Tertinggal Entas (DTE) dl Kepulauan Maluku

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2O2O dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2022

Provinsi Daerah Tcrtinggel (Kabf Decrah Tertiaggal Entas (Keb)

Maluku Seram Bagian Timur*, Kepulauan
Tanimbar*, Maluku Barat Daya*, Kepulauan
Aru*, Seram Bagian Barat, Buru Selatan

Buru, Maluku Tengah

Maluku Utara Pulau Taliabu*, Kepulauan Sula* Halmahera Timur, Halmahera
Barat, Pulau Morotai, Halmahera
Selatan
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4.1.2.3.7 Pembangunan Wilayah Papua

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Papua, kawasan
yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Papua
dapat dilihat pada Gambar 4.10.

Gambar 4.1O
Peta Pembangunan Wilayah Papua

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2l

Upaya Pembangunan Wilayah Papua akan didukung dengan lima KP sebagai berikut

(1) Pengembangan Kawasan Strategis melalui fasilitasi investasi pengembangan dan
penumbuhan KI Teluk Bintuni, fasilitasi penyelesaian masalah strategis KEK Sorong,
dan pengembangan DPP Raja Ampat yang berlokasi di Provinsi Papua Barat; serta
pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cendrawasih yang
berlokasi di Provinsi Papua;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada sektor perikanan (melalui
pengembangan SKF'T Biak Numfor, SKPT Mimika dan SKPT Merauke), serta peningkatan
produktivitas kakao, kopi, pala, sagu, kelapa, buah merah, ubi jalar, dan perikanan
tangkap;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan kota baru
(Sorong) dan kota sedang (Jayapura);

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 3 PKSN
yaitu, PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke; pemenuhan pelayanan
dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 17 kecamatan lokasi
prioritas perbatasan; revitalisasi 5 kawasan transmigrasi yaitu Kawasan Transmigrasi
Werianggi Werabur, Kawasan Transmigrasi Bomberay-Tomage, Kawasan Transmigrasi
Senggi, Kawasan Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi Muting/Jagebob;
pengembangan 4 KPPN yaitu KPPN Jayapura, KPPN Merauke, KPPN Raja Ampat, dan
KPPN Manokwari; percepatan pembangunan 2.449 kampung tertinggal menjadi
kampung berkembang, dan peningkatan 30 kampung berkembang menjadi kampung
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mandiri; 30 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan
fokus intervensi pada 19 kabupaten di tahun 2022, serta 5 kabupaten daerah tertinggal
terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.I2; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata
capaian penerapan SPM daerah hingga 77,78 persen (khususnya bidang sosial,
Trantibumlinmas, dan perumahan rakyat), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Papua,
penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten lkota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas
belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertipikasi tanah,
peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, penyelesaian sengketa dan
konflik pertanahan, serta percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang
pusat dan daerah.

Tabel 4.12
Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah

Tertinggal Entas (DTEI di hrlau Papua

Provinsi Daereh Tertinggal (Kab) Daerah Tettinggal Eatas (Kab)

Papua Nduga*, Yahukimo*, Tolikara*, Puncak Jaya*,
Yalimo*, Puncak*, Lanny Jaya*, Intan Jaya,
Dogiyai, Paniai, Mamberamo Tengah, Mamberamo
Raya, Jayawijaya, Deiyai, Mappi, Asmat*,
Waropen*, Pegunungan Bintang*, Boven Digoel*,
Nabire, Supiori*, Keerom*

Merauke, Biak Numfor,
Kepulauan Yapen, Sarmi

Papua
Barat

Sorong Selatan, Tambrauw, Pegunungan Arfak*,
Maybrat*, Manokwari Selatan*, Teluk Bintuni*,
Sorong*, Teluk Wondama*

Raja Ampat

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2O2O dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2Ol9

Keterangan: t Fokus intervensi daerah tertinggal tahurr 2022

4.1.2.4 Proyek Frioritas Strategis/ MaJor Project (IldPl

Pada tahun 2022, perencanaan dan penganggaran PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan akan difokuskan pada pelaksanaan
delapan Proyek Prioritas Strategis/MP dengan rincian informasi urgensi, outcome/impact,
kelembagaan, lokasi, sumber pendanaan, alokasi pendanaan, serta proyek terpilih (selectedl
beserta aspeknya yang dijabarkan sebagai berikut.
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4.1.2.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung PN Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan adalah:

(1) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN);

(21 Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) tentang Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Pusat Pemerintahan Kawasan Strategis
Nasional (KSN) Ibu Kota Negara (IKN);

(3) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) tentang Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Pusat Ekonomi Kawasan Strategis Nasional
(KSN) Ibu Kota Negara (IKN).

4.1.3 Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing

Pembangunan SDM Indonesia diarahkan unhtk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM,

Aang merupakan salah satu prasgarat dalam upaAa pemulihan pembangunan akibat pandemi
COVID-L9. Pembangunan SDM pada tahun 2022 akan ditekankan pada Reformasi Sisfem
Kesehatan Nasional, Reformasi Sisfem Perlindungan Sosial, Percepatan Penuntnan Kematian
Ibu dan Stunting, Pembangunan Science Technopark (Optimalisa.si Tiple Helix di 4 Major
Uniuersitas), serta Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0.

4.1.3.1 Pendahuluan

Dengan terus meningkatnya penduduk usia produktif 15-64 tahun (70,72 persen dari total
penduduk), peluang untuk mengoptimalkan bonus demografi semakin besar. Di sisi lain,
jumlah penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) semakin meningkat sehingga memerlukan
perhatian untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial. Upaya
meningkatkan IPM Indonesia yang telah masuk pada kategori tinggi, yaitu 71,94,
menghadapi tantangan besar dengan adanya pandemi COVID-l9. Jumlah orang miskin dan
rentan miskin meningkat terutama dari kelompok rentan dan pekerja informal, bahkan
kelompok menengah dan pekerja formal Aktivitas ekonomi yang melambat berdampak pada
29,12 juta penduduk usia keda, yang berubah statusnya dari bekerja menjadi penganggur
(2,56 juta), bukan angkatan kerja (0,76 juta), sementara tidak bekerja/dirumahkan
(1,77 juta), serta mengalami pengurangan jam kerla (24,03 juta). Tingkat pengangguran
terbuka lulusan SMK meningkat menjadi 13,55 persen dan lulusan SMA menjadi 9,86
persen. Keterbatasan keahlian dan kurangnya spesialisasi yang dimiliki menyebabkan
lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)/SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) ini rentan lebih
dahulu dirasionalisasi oleh pemberi kerja. Pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan
relevansi dan daya saing lulusan masih menjadi isu penting. Perguruan tinggi juga perlu
didorong menjadi sumber penghasil inovasi, bersamaan dengan institusi litbang (penelitian
dan pengembangan) dan industri. Selain itu, pelayanan kesehatan esensial yang meliputi
pelayanan bagi ibu, anak, gizi, dan kesehatan reproduksi menurun akibat fokus utama
pelayanan kesehatan pada penanganan pandemi. Kemampuan masyarakat dalam
kepesertaan dan kolektabilitas jaminan sosial juga terpengaruh, terutama bagi kelompok
pekerja informal. Pemassalan dan pembinaan olahraga prestasi tidak optimal sehingga
berpengaruh pada daya saing prestasi olahraga di tingkat dunia. Pembatasan sosial selama
masa pandemi juga berpotensi meningkatkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak.
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Tujuh isu strategis pembangunan SDM pada tabun 2o22 adalah (1) pengendalian
pertumbuhan penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, serta pengembangan
statistik hayati; (2) pelaksanaan perlindungan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, adaptif,
dan efektif untuk mengurangi dan mencegah kemiskinan; (3) percepatan pemenuhan
pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah dengan meningkatkan pelayanan
kesehatan esensial, penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan (health securitg darr
resiliencel, serta upaya promotif dan preventif; (a) peningkatan pemerataan pelayanan
pendidikan berkualitas dengan mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun,
meningkatkan penguatan layanan satu tahun prasekolah, penguatan pendidikan tinggi,
penguatan pembelajaran dan pengajaran terutama mempercepat pemanfaatan teknologi
dalam pendidikan, serta meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
(5) pewujudan lingkungan ramah anak, mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan, utamanya di bidang ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan,
memperkuat sistem layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perkawinan anak, bentuk pekerjaan terburuk
bagi anak, serta memperkuat layanan kepemudaan terutama dalam kewirausahaan dan
pencegahan perilaku berisiko pada pemuda; (6) pembukaan akses dan keperantaraan
penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, sumber daya penguatan usaha, dan
kesempatan kerja; dan (7) peningkatan keahlian tenaga keda yang sesuai kebutuhan pasar
kerja antara lain melalui reskilling, upskilling, dan pembekalan keahlian digital;
meningkatkan kualitas penyediaan informasi kebutuhan keahlian di pasar kerja;
memastikan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan penciptaan inovasi berjalan
dari hulu hingga komersialisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional; serta
memastikan pemassalan dan pembinaan olahraga untuk optimalisasi prestasi di tingkat
dunia.

Arah kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2022 adalah sebagai
berikut:

(1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kelahiran total dan
memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan dengan strategi pada
(a) peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, terutama
menjangkau wilayah 3T, kelompok rentan administrasi kependudukan, dan kelompok
khusus, termasuk pemutakhiran data penduduk pascapandemi COVID-19 berdasarkan
hasil Sensus Penduduk (SP) 2O2O; (b) pemanfaatan data kependudukan untuk
pembangunan dan pelayanan publik sebagai bagian dari transformasi digital; dan
(c) penyediaan dan pengembangan statistik hayati yang akurat dan terintegrasi.

(2) Menyempurnakan penyelenggaraan program bantuan dan Jaminan sosial bagi
seluruh penduduk yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptifyang difokuskan pada
reformasi sistem perlindungan sosial dengan strategi yang terdiri dari (a) perluasan
cakupan kepesertaan jaminan sosial khususnya bagi sektor informal untuk mendorong
pemulihan pascapandemi; (b) peningkatan keaktifan serta kapasitas pemerintah daerah
dalam melakukan pemutakhiran dan perluasan data penduduk miskin dan rentan
secara berkala dari tingkat desa/kelurahan untuk meningkatkan ketepatan sasaran
program; (c) penguatan integrasi dan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial;
(d) pengembangan mekanisme graduasi program-program bantuan sosial; (e) perluasan
jangkauan bantuan dan rehabilitasi sosial terhadap kelompok rentan, seperti anak,
lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja sektor informal, korban bencana, penduduk
terdampak pandemi COVID-19, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan
Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zal Adiktif lainnya (NAPZA), penderita HIV/AIDS,
dan kelompok rentan lainnya; (f) pengembangan perlindungan sosial yang adaptif
terhadap bencana, termasuk bencana pandemi; (g) pengembangan registrasi sosial
ekonomi melalui digitalisasi monografi desa/kelurahan untuk mendukung pengelolaan
data penduduk, meningkatkan akurasi sasaran penerima manfaat, meningkatkan
perencanaan penganggaran yang inklusif dan berpihak kelompok rentan, serta
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mendukung identifrkasi penduduk yang termiskin dan rentan untuk pengurangan
kemiskinan ekstrem; (h) transformasi subsidi energi (LPG 3 kg dan listrik) menjadi
bantuan sosial agar program lebih efektif, tepat sasaran, dan adaptif kebencanaan; dan
(i) integrasi dan peningkatan kesinambungan data, proses pemantauan dan evaluasi,
serta pengembangan skema pembiayaan program perlindungan sosial yang
berkesinambungan.

(3) Meningkatlan pelayanan kesehatan menuJu cakupan kesehatan semesta, terutama
keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, penguatan pelayanan kesehatan ibu
dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, pelayanan gizi, pelayanan
kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit didukung dengan upaya promotif dan
preventif serta digitalisasi pelayanan kesehatan. Reformasi sistem kesehatan nasional
akan difokuskan pada (a) penguatan pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan;
(b) penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); (c) peningkatan kapasitas
Rumah Sakit (RS) dan pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan
Kepulauan (DTPK); (d) peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan;
(e) penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan (health secuitg dan resilience);
(0 pengendalian penyakit dan imunisasi; (g) peningkatan efektivitas pembiayaan
kesehatan; dan (h) pengembangan teknologi informasi, digitalisasi, dan pemberdayaan
masyarakat termasuk pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (germas). Upaya
pengendalian pandemi COVID-19 akan tetap dilakukan dengan melanjutkan vaksinasi
COVID-l9. Upaya percepatan penurunan kematian ibu akan difokuskan pada
pengembangan sistem rujukan maternal, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan,
penguatan deteksi dini faktor risiko ibu hamil, pemenuhan sar€ula, ketersediaan darah
setiap waktu, KB pascasalin, serta revitalisasi akses dan kualitas pelayanan KB dan
kesehatan reproduksi melalui pengembangan akses ke poskesdes dan Pelayanan KB di
RS (PKBRS) serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pendampingan bagi
remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga. Upaya percepatan penurunan stunting
akan dilakukan melalui penajaman intervensi spesifik dan sensitif dengan menjamin
ketersediaan obat dan makanan tambahan, pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan balita, edukasi pola asuhan gizi, peningkatan cakupan imunisasi dasar
lengkap, penguatan tatalaksana gizi buruk, akses air minum dan sanitasi layak, serta
memberikan pendampingan bagi keluarga 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).

(4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan strategi
(a) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan penerapan kurikulum dan
model pembelajaran yang dapat mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat
tinggi, sistem kualitas penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh
pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan keterampilan nonteknis dan
pendidikan karakter, peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, peningkatan
kualitas kepemimpinan sekolah, serta peningkatan pengasuhan dan peran keluarga
dalam pendidikan, dan kesentosaan siswa (student well-being)serta kesehatan mental
dalam pendidikan; (b) percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, dengan
meningkatkan pencegahan putus sekolah, strategi pendataan, penjangkauan, dan
sinkronisasi upaya lintas sektor dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS),
pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memperhatikan asesmen kebutuhan
dan afirmasi kewilayahan termasuk pemulihan akibat bencana, (c) peningkatan strategi
lintas sektor untuk penerapan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI),
dan penguatan layanan satu tahun pra-sekolah; dan (d) peningkatan pengelolaan,
penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, dengan
percepatan revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan
Pendidikan Profesi Guru (PPG), peningkatan kualifikasi guru dan dosen, penerapan
strategi distribusi dan redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan, peningkatan kualitas
sistem penilaian kinerja, dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga
kependidikan.
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(5) Meningkatlan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Peningkatan perlindungan
anak difokuskan pada (a) penguatan layanan penanganan kekerasan bagi anak secara
terpadu, termasuk di ranah daring; (b) optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak
dan penarikan anak dari pekerjaan terburuk bagi anak dengan melibatkan berbagai
pihak; (c) optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lembaga pengasuhan
alternatif; (d) peningkatan koordinasi dalam upaya pemenuhan hak anak yang berada
pada kondisi khusus; dan (e) penciptaan lingkungan ramah anak. Peningkatan
kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan akan difokuskan pada
(a) penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah; (b) peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya
perempuan miskin, korban kekerasan dan bencana, serta perempuan kepala keluarga,
melalui kewirausahaan dan penguatan kapasitas pendamping program pemberdayaan
ekonomi; (c) peningkatan literasi politik perempuan; dan (d) penguatan regulasi,
kelembagaan, sinergi data, dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan korban,
serta pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan dan TPPO. Peningkatan kualitas
pemuda difokuskan pada (a) penguatan koordinasi lintas-sektor pelayanan kepemudaan
terutama sinergi pusat dan daerah; (b) peningkatan partisipasi aktif pemuda terutama
melalui kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi; dan (c) pencegahan perilaku
berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan,
intoleransi, penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS,
dan penyakit menular seksual.

(6) Mengentaskan kemiskinan. Penguatan akses penduduk miskin dan rentan terhadap
aset produktif dan kesempatan kerja untuk mendukung akselerasi graduasi program,
melalui (a) pendampingan kelompok miskin dan rentan usaha produktif; (b) peningkatan
keperantaraan akses bagr pelaku usaha miskin dan rentan terhadap pasar,
pengembangan kapasitas kewirausahaan dan teknis, sumber permodalan;
(c) peningkatan akses penduduk miskin dan rentan pada aset produktif lainnya,
termasuk lahan melalui pelaksanaan reforma agraria; dan (d) peningkatan dukungan
yang inklusif bagi kelompok penduduk miskin dan rentan, termasuk penyandang
disabilitas, lansia, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan NAPZA,
penderita HIV/AIDS, korban bencana termasuk penduduk terdampak pandemi COVID-
19, dan kelompok rentan lain untuk memperoleh kesempatan berusaha dan mencari
pekerjaan. Upaya pengurangan kemiskinan ekstrem secara khusus didorong melalui
intervensi kolaboratif di tingkat desa/kelurahan. Pengembangan digitalisasi monografi
desa/kelurahan dan registrasi sosial-ekonomi memperkuat desa/kelurahan untuk
mengidentifikasi penduduk miskin ekstrem dan permasalahannya, untuk kemudian
turut mengembangkan rencana intervensi lintas sektor dan kolaboratif yang terfokus
bagi kelompok penduduk tersebut.

(7) Meningkatkan produLtivitas dan daya saing, melalui (a) reformasi pendidikan dan
pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan berbasis digital; (b) pengembangan
sistem informasi pasar keda yang kredibel dan berkelas dunia; (c) peningkatan kualitas
lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain
kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan aktual dan masa depan;
(d) penguatan pembinaan perguruan tinggi swasta dalam rangka peningkatan kualitas
pendidikan tinggi; (e) penguatan kapabilitas riset dan inovasi melalui dukungan sarana
dan prasarana strategis, peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM iptek (dosen,
peneliti, dan perekayasa), serta penguatan kerja sama inovasi Triple-Helix di Science
Techno Park (STP); (f) pemfokusan anggaran penelitian dan pengembangan untuk
flagship Prioritas Riset Nasional 2020-2024; serta (g) pembudayaan olahraga melalui
sport tourisim, perbaikan sistem pembinaan olahraga melalui satuan pendidikan di
tingkat pusat dan daerah serta pengembangan pembinaan olahraga jangka panjang
sesuai Perpres Nomor 86 Tahun 2O2l tentang Desain Besar Olahraga Nasional.

SK No 130200 A



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.53 -

4.L.3.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sebagai keberlanjutan proses pemulihan dampak COVID-19, sasaran utama pembangunan
SDM difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan
dan perlindungan sosial melalui Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem
Perlindungan Sosial, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Pembangunan STP
(Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas), serta Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0. Sasaran yang akan dicapai dalam rangka Meningkatkan Sumber Daya
Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Sasaran, Indikator, dan Target PN 3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No. Sasaran/Indikator
Basellne

2019

Realisasi

2020

Target

2o2L 20.22 2024

I Tcrkcndalinya pertumbuhan penduduk dan meaguataya tata kelola kependuduLaa

1.1 Angka Kelahiran Total
(Total Fertility Rate/ TFR)
(per wanita usia subur
usia 15-49 tahun)

2,281) 2,402t 2 24 2,21 2,lo

t.2 Persentase cakupan
kepemilikan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) (%)

95,173) 98,004) 99,00 99,00 100,00

2 MeaingLataya perlinduagan sosial bagi seluruh pcnduduk

2.1 Proporsi penduduk yang
tercakup dalam program
perlindungan sosial (%o):

2.1.1 Proporsi penduduk
yang tercakup
dalam program
jaminan sosial (%)

83,61s) 82,O7s) 85,00 87,00 98,00

2.1.2 Proporsi rumah
tangga miskin dan
rentan yang
memperoleh
bantuan sosial
pemerintah (%)

58,603) 65,103) 72,OO 75,00 80,o0

3 Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehataa daa pendidikan

3.1 Angka Kematian Ibu (AKI)
(per i00.000 kelahiran
hidup)

3051) N/A 217 205 183

3.2 Angka Kematian Bayi
(AKB) (per 1.000 kelahiran
hidup)

24,OO2) N/A 19,50 18,60 16,00
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IiIo. Saseren/Indikator
Basellne

20L9

Realisesi

2020

Target

2o2L 2022 2024

3.3 Prevalensi shtnting
(pendek dan sangat
pendek) pada balita (%)

27,676) N/A 2r,lo 18,40 L4

3.4 Insidensi tuberlatlosis (per
10O.000 penduduk)

3127) 3017) 252 231 190

3.5 Prevalensi obesitas pada
penduduk umur > 18
tahun (%)

21,808) N/A 2t,80 2r,80 21,8O

3.6 Persentase merokok
penduduk usia 1G-18
tahun (7o)

9, 108) N/A 9,OO 8,90 8,70

3.7 Nilai rata-rata hasil PISA

3.7.1 Membaca 37 le) N/A 394 394 396

3.7.2 Malematika 379e) N/A 385 385 388

3.7.3 Sains 396e) N/A 399 399 402

3.8 Rata-rata lama sekolah
penduduk usia 15 tahun
ke atas (tahun)

8,75ro) 8,901s) 9,01 9,13 9,36

3.9 Harapan lama sekolah
(tahun)

12,95to) 12,981st r3,40 13,57 13,89

4 Mcaingkatnya kualltas anak, pcrcopuan, dan pcuuda

4.t Indeks Perlindungan Anak
(rPA)

62,7216t 66,8916) 68,10 69,87 73,49

4.2 Indeks Pembangunan
Gender (lPG)

9).,O7 to) 9 I ,061s) 91,10 -

9 1,15
91,1 1 -

9r,22
91,24 -

9r,54

4.3 Indeks Pembangunan
Pemuda (IPP)

52,6711) 51,0011) 54,59 55,61 57,67

5 Meninglntnya aset produlrtif bagi rumah taagga miskin dan rentan

5.1 Persentase rumah tangga
miskin dan rentan yang
memiliki aset produktif
('/.1

30,403) 31,853) 35,00 36,O0 40,00

6 Meningketnya produhivitas den daya saiag

6.1 Persentase angkatan kerja
berpendidikan menengah
ke atas (%)

43,7212) 44,84121 45,43 46,87 49,75
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No. Sasaran/Iadikator
Bo,sellne

20L9

Realisasi

2020

Target

2o.2L 2022 2024

6.2 Jumlah PT yang masuk ke
dalam world class
uniuersitg (Yll:

6.2.1 Top 200 0 r3) 013) 0 0 1

6.2.2 Top 3OO I r3) I Pctu11 tsl 1 1 2

6.2.3 Top 500 2r3l 2 (ui a rre)
13)

2 2 3

6.3 Proporsi pekerja yang
bekerja pada bidang
keahlian menengah dan
tinggi (%)

40,60121 39,9212) 41,55 4t,92 43,10

6.4 Peringkat Global
Innouation Indeks

8514) 8514) 80-85 80-85 75-80

Sumber: 1) Survei PendudukAntar Sensus (SUPAS), 2Ol5;21 Survei Demograi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017;
3) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2Ol9,2O2O;4) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),
2O2O; 5) Dewan Jamrnan Sosial NasionaJ, 2OL9,2O2O; 6) Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), 2Ol9;71
GlobalTilberatlosis Report,2O2O-2O21;8) Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018; 9l Programmefor International
Student Assessment (PISA), 2018 dilaksanakan tiga tahun sekali yaitu tahun 2018, 2021, dan 2024; 10) BPS,
2079; 11) Diolah dari Susenas dan Sakernas, 2018; 12) Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2Ol9,2O2O;
13) QS World Uniuersitg Rankings,2Ol9,2O2O-2O21; Lal INSEAD-WIPO Global Innouation Index Report, 2OL9,
2O2O; l5l BPS, 2020; 16) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPAI,2Ol9/2O2O.

Keterangan: N/A=data tidak tersedia tahunan;

4. 1.3.3 Program Prioritas

Pencapaian sasaran PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing dilakukan melalui tujuh PP, yaitu (1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata
Kelola Kependudukan; (2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial; (3) Peningkatan
Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; (4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan
Berkualitas; (5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; (6) Pengentasan
Kemiskinan; dan (7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, seperti pada Gambar 4.11.
Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas
dan Berdaya Saing dapat dilihat pada Tabel 4.14.
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Gambar 4.11
Kerangka PN 3 Meningkatkan Sumber Daya

Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2l

Tabel 4.14
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 3

Meningkatlan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

IlIo. Sesaran/Indikator
Bo,sellne

20L9

Realisasi

2020

Terget

2o21 2022 2024

PP 1. Pengeadalien Penduduk daa Penguatan Tata Kelola Kcpendudukan

Meningkatnye cakupan pcndeftaraa penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistcm
pemutakhiran data kepcndudulan

1.1 Persentase daerah yang
menyelenggarakan layanan
terpadu penanggulangan
kemiskinan (7o)

35,001) 43,00r) 70,oo 78,00 100,00

t.2 Persentase
provinsi/ kabupaten/ kota
yang memanfaatkan sistem
perencanaan, penganggaran
dan monitoring evaluasi unit
terpadu dalam proses
penyusunan program-
program penanggulangan
kemiskinan (%)

16,002) 30,002) 40,00 60,00 100,00
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No. Sasaran/Indikator
Bo,sellne

20L9

Realisasi

2020

Target

2o21 20.22 2024

1.3 Persentase daerah yang aktif
melakukan pemutakhiran
data terpadu
penanggulangan kemiskinan
%l

15,001) 30,001) 60,00 80,o0 100,00

1.4 Persentase kepemilikan akta
kelahiran pada penduduk 0-
17 tahun (o/o)

86,013) 93,804) 95,00 97,OO 100,00

1.5 Persentase
kementerian/ lembaga yang
mengadopsi kualilikasi
standar nasional
pendamping pembangunan
%t

52) 5 10 20 50

PP 2. Penguaten Pel,ehsenaaa Pcrlindungen Sosial

Menguetnya pelaLsanaen pcrlinduagan sosial dal,am menjangkau penduduk miskia den
Lelompok rcntaa

2.1 Persentase cakupan
kepesertaan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) (%)

83,61s) 82,O75) 85,00 87,00 98,00

2.2 Tingkat kemiskinan
penduduk penyandang
disabilitas (%)

14,853) 14,533) t4,70 13,00 1 1,00

2.3 Tingkat kemiskinan
penduduk lanjut usia (%)

11,123t ll,243) I 1,00 10,50 < 10,00

2.4 Pemerintah daerah yang
menerapkan prinsip-prinsip
inklusif (%)

3,502) 6,40 8,95 1 1,65 20,oo

2.5 Persentase cakupan
kepesertaan Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS)
Ketenagakedaan:

2.5.1 Pekerja formal (%) 56,510).) 63,826)d) 53,37") 56,19^) 74,57a)

2.5.2 Pekerja informal (%) 3,856)c) 3,216) 8,48r) 13,06a) 25,94a)

PP 3. Peniagleten Akses dan Mutu Pelayanan Kesehetan

McningLetaye pelayaaan kesehatan menuju cekupea hcsehetea semesta, mel,alui peaiaglatan
kapasites sistcm kesehaten di seluruh wilayah

3.1 Angka Kematian Neonatal
(AKN) (per 1.000 kelahiran
hidup)

15,007) N/A 12,20 11,60 10,00
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No. Sasaran/IndiLator
Bo,sellne

20t9
Realisasi

2020

Target

2o2L 2022 2024

3.2 Persentase persalinan di
fasyankes (%)

85,908) 87,908t 89,0 91,0 95

3.3 Angka prevalensi kontrasepsi
rnodernf modern
Contraceptiue Preuelance Rate
(mCPR) (%)

57,207) 57,9032t 62 I 6 62,5O 63,47

3.4 Persentase kebutuhan ber-
KB yang tidak terpenuhi
(unmet needl (Yol

10,607) 13,40321 8,30 8,00 7,40

3.5 Angka kelahiran remaja
umur 15-19 tahunlAge
Spectfic Fertilitg Rate (ASFR
15-19) (kelahiran hidup per
1.000 perempuan)

367) 31,9032) 24 2l 18

3.6 Prevalensi uasting (kurus
dan sangat kurus) pada
balita (%)

1 0,19e) N/A 7,80 7,50 7,OO

3.7 Jumlah kabupaten/kota
yang mencapai eliminasi
malaria (kabupaten/ kota)

28510) 3181r) 345 365 405

3.8 Insidensi HIV (per 1.000
penduduk yang tidak
terinfeksi HIV)

o,24to) 0, 181r) o,2t 0,19 0,18

3.9 Persentase imunisasi dasar
lengkap pada anak usia 12-
23 bulan (%)

57,90e) 70,001r) 68,00 71,00 90,00

3.10 Persentase fasilitas
kesehatan tingkat pertama
terakreditasi (7o)

46].ot 57,00r1) 80 85 100

3.1 1 Persentase rumah sakit
terakreditasi (%o)

70101 88,0011) 90 95 100

3.12 Persentase puskesmas
dengan jenis tenaga
kesehatan sesuai standar (%o)

23t01 39,61r) 59 65 83

3.13 Persentase RSUD
kabupaten/kota yang
memiliki 4 dokter spesialis
dasar & 3 dokter spesialis
lainnya (%)

6l,70tot 69,77tt) 75 80 90
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No. Sasaran/Iadilator
Basellne

20L9

Rcelisasi

2020

Targct

2o2r 2022 2024

3.t4 Persentase obat memenuhi
syarat (7o)

78,60t2t 87,O9t2t 83,60 92,25 94,75

3.15 Persentase makanan
memenuhi syarat (%)

76121 8l,64rzt 80 83 86

PP 4. Peninglatan Pemerataan Layanan Pendidilen Berkualitas

Meningketnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas

4.1 Rasio Angka Partisipasi
Kasar (APK) 20 persen
termiskin dan 20 persen
terkaya (rasio):

4.1.1. SMA/SMK/MA
Sederajat

o,778t o,778) 0,80 0,81 0,83

4.1.2. Pendidikan Tinggi 0, 188) 0,288) o,20 o,24 o,26

4.2 Proporsi anak di atas batas
kompetensi minimal dalam
tes PISA (%):

4.2.1. Membaca 30, 1013) N/A 33,00 33,O0 34,10

4.2.2. Malematika 28, 1013) N/A 30,00 30,00 30,90

4.2.3. Sains 40,0013) N/A 42,60 42,60 44,OO

4.3 Proporsi anak di atas batas
kompetensi minimal dalam
asesmen kompetensi (7o):

4.3.1. Literasi 53,2014) N/A 58,20 59,20 61,20

4.3.2. Numerasi 22,9014t N/A 27,40 28,30 30,10

4.4 Tingkat penyelesaian
pendidikan (%):

4.4.1 SD/MI/sederajat 95,481s) 96,00rs) 97,16 97,93 98,94

4.4.2 SMP/MTs/sederajat 85,231s) 87,89rs) 89,1 5 90,54 93,33

4.4.3 SMA/SMK/MA/
sederajat

58,331s) 63,95rs) 68,69 69,08 7L,71
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No. Sesaran/Indikator
Basellne

20L9

Realicasi

2020

Tergct

2o21 2022 2024

4.5 Persentase anak kelas 1

SD/MI/SDLB yang pernah
mengikuti Pendidikan Anak
Usia Dini (%)

63,303) 62,483) 68,06 69,63 72,77

4.6 Angka Partisipasi Kasar
(APK) Pendidikan Tinggi (PT)

%t

30,283) 30,853) 31,16 31,52 32,28

PP 5. Peningleten Kuelites Anak, Perempuan, den Pemuda

Meningletnya perlindungan aaak daa perempuan dari berbagei tindak kekeresaa,
pembcrdayerD perempuan di ekonomi, politik, daa ketenagekerjaan, serta partisipesi pcmuda
dalam kegiatan sosial kemasyaralatan, orgaaisasi, dan bcrsirausaha

5.1 Persentase perempuan umur
20-24 tahun yang menikah
sebelum 18 tahun (%)

10,823) 10,353) 9,80 9,44 8,74

5.2 Prevalensi anak usia 13-17
tahun yang pernah
mengalami kekerasan
sepanjang hidupnya (%)

Laki-laki:
67,70

Perem-
puan:

62,OOt6)

N/A Menurun Menurun Menurun

5.3 Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)

75,248) 75,578t 75,49-
76,28

75,57-
76,73

79,).6-
8t,21

5.4 Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) Perempuan (%o)

51,89 r7) 53, 13 tz) 53,13 53,76 55,00

5.5 Prevalensi kekerasan
terhadap perempuan usia
15-64 tahun di 12 bulan
terakhir (%)

9,4018) N/A Menurun Menurun Menurun

5.6 Persentase pemuda (16-30
tahun) yang mengikuti
kegiatan sosial
kemasyarakatan dalam tiga
bulan terakhir (7o)

81,36 re) N/A 82 58 Meningkat 82,58rr

5.7 Persentase pemuda berumur
16-30 tahun yang mengikuti
kegiatan organisasi dalam
tiga bulan terakhir (%)

6,361e) N/A 6 72 Meningkat 6,72bt

5.8 Persentase pemuda ( I 6-30
tahun) yang bekerja dengan
status berusaha sendiri dan
dibantu buruh (tetap dan
tidak tetap) dalam jenis
jabatan uthite collar (o/o)

o,47\7\ o,4434) 0 39 o,55 0,43b)
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No. Sasaraa/Indikator
Bqsellne

20L9

Realisasi

2020

Target

2o21 2022 2024

PP 6. Pengentasen Kemiskinan

Mempcrluas aLscs aset produktif bagi rumah tangga miskia dan reotan

6.1 Persentase rumah tangga
miskin dan rentan yang
mengakses pendanaan
usaha (%)

233) 2t,603) 38 40 50

6.2 Jumlah rumah tangga yang
memperoleh akses
kepemilikan tanah (rumah
tangga)

668.04020) 290.902 482.521 419.935 201.890

PP 7. Peninglatan Produttivitas daa Daye Saing

Meningkatnya produlrtivitas dan daya saiag

7.1 Jumlah lulusan pelatihan
vokasi fiuta orang)

o,78 5,9428) 2,20 2,40 2 80

7.2 Persentase lulusan pendidikan
vokasi yang mendapatkan
pekerjaan dalam 1 tahun
setelah kelulusan (%)

46,6017) 22,1317) 48,40 24,t1 26,O8

7.3 Persentase lulusan PT yang
langsung bekerja dalam
jangka waktu 1 tahun
setelah kelulusan (%)

64,3417) 58,21t7t 58,96 59,7t 6t,71

7.4 Jumlah prototipe dari
perguruan tinggi (prototipe)

94211 22 r82 2r9 243

7.5 Jumlah produk inovasi dari
tenant Perusahaan Pemula
Berbasis Teknologi (PPBT)
yang dibina (produk)

l432tl 1 582e) 150 400 600

7.6 Jumlah inovasi yang
dimanfaatkan
industri/badan usaha
(inovasi)

522t\ 46zgt 20 150 2to

7.7 Jumlah permohonan paten
yang memenuhi syarat
administrasi formalitas KI
domestik (paten)

1.36222) 1.27830t 2.000 2.500 3.000
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No. Sasaran/Indikator
BaselTne

2019

Rcalisesi

2020

Target

2o2L 2022 20.24

7.8 Jumlah paten granted
(domestik) (paten)

79022) 1 .2 1830) 850 900 1.000

7.9 Persentase sumber daya
manusia iptek (dosen,
peneliti, perekayasa)
berkualifikasi 53 (%)

13,7323) 14,142et 14,55 t4,96 20,oo

7.to Jumlah Pusat Unggulan
Iptek yang ditetapkan (PUI)

8121) 1092e) t20 t26 138

7.tl Jumlah pranata litbang yang
terakreditasi (aktif) (lembaga)

48241 702e) 60 65 75

7.t2 Jumlah infrastruktur iptek
strategis yan g dikemban gkan
(infrastruktur)e)

624) 2311 4 11 100

7.t3 Jumlah Science Techno Park
yang ada yang
dikembangkan:

45251 43 r) 4 8 8

7 .13.1 Berbasis perguruan
tinggi (unit)

172sl 33 r) 3 5 5

7.13.2 Berbasis
nonperguruan tinggi
(unit)

282s1 l3l) 1 3 3

7.t4 Jumlah produk inovasi dan
produk riset Prioritas Riset
Nasional yang dihasilkan
(produk)

N/A o2el 0 1 40

7.r5 Jumlah penerapan teknologi
untuk mendukung
pembangunan yang
berkelanjutan:

7. 15. 1 Penerapan teknologi
untuk berkelanjutan
pemanfaatan sumber
daya alam (teknologi)

l22sl 1433) 15 15 24

7 .15.2 Penerapan teknologi
untuk pencegahan
dan mitigasi
pascabencana
(teknologi)

352s) 3533) 35 35 35
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Catatan: a) pemutakhran metode perhitungan dengan data pembilang jumlah peserta pekerja formal dan informal
dr BPJS Ketenagakerjaan dan data penyebut jumlah penduduk bekerja semesta berdasarkan segmentasi PPU,
PBPU, dan Jasa Konstruksi; b) hasil perhitungan sementara; c) pemutakhiran (data realisasi); d) pemutakhiran
target; e) capaian kumulatif; 0 target RPJMN 2O2O-2O24 adalah 10 rnfrastruktur, akan tetapi drmungkrnkan akan tercapai
14 rnfrastruktur; N/A=data tahunan tidak tersedia.

Sumber: 1) Kemensos, 2OL9, 2O2O; 2l Kementerian PPN/Bappenas, 2019, 2O2O; 3l Susenas, 2019, 2O2O;
4) Sistem Informasi Admrnistrasi Kependudukan (SIAK) Kemend.agn,2O2O;5) Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN), 2019,2O2O;6) BPJS Ketenagakerjaan,2Ol9,2O2O;71 SDKI,2017;8) BPS, 2OL9,2O2O;9) Riskesdas,2018;
10) Kemenkes, 2018, 2Ol9; 11) Kemenkes, triwulan lV 2O2O;12) BPOM, 2019,2O2O; 131 hogrammefor International
Shtdent Assessmenl (PISA), 2018, dilaksanakan tiga tahun sekali yaitu tahun 2018, 2021, dan 2O2a; Lal Asesmen
Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), 2016; 15) Susenas 2019 dan 2020 berdasarkan metode perhitungan UNESCO
Institute pr Statistucs; 16) Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR), 2Ol8; l7l Sakernas,
2Ol9,2O2O; l8) Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), 2016; l9l Susenas, Modul Sosial Budaya
dan Pendidikan, 2018; 20) Kementerian ATR/BPN, 2Ol9;2ll Kemenristekdiki, 2Ol7-2O18; 221 KemenkumflAM,
2018;23) Kemenristekdit<ti, LIPI, BPPT, 2018; 24) KNAPP, 2Ol8;251 Kemenristekdikti dan LPNK lptek, 2Ol9;26)
18th Asian Games Jakarta-Palembatg 2Ol8 (Indonesia); 27) Indonesra 2018 Asian Para Games; 28) Realisasi
pelaksanaan pelatihan vokasi pada 13 kementerian/lembaga (430.870 orang) dan Program Kartu Prake{a (5,5 juta
orang); 29) Kemenristek/BRlN; 30) Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM; 31) Perhitungan
Kementerian PPN/Bappenas; 32) BKKBN,2O2O;33) LPNK IPIEK, 2O2O;3al Kemenpora (menunggu konlirmasi BPS)

4.L.3.4 Proyek Priorltas Strategis/ Major Projec't,

Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing telah
disusun lima MP sebagai langkah konkret dalam pencapaian sasaran yang dirinci
berdasarkan urgensi, outcome/impacr, kelembagaan, lokasi, sumber pendanaan, alokasi
pendanaan, serta proyek terpilih (selectedl beserta aspeknya. Major Project tersebut
dijabarkan pada gambar di bawah ini.

No. Sesaran/Indikator
Bqsellne

2019

Realisasi

2020

Target

2o2L 2022 2024

7.t6 Peringkat pada Asian Games 4 (2Ol$lzet N/A N/A 12 besar N/A

7.t7 Peringkat pada Asian Para
Games

5 (2013;zzt N/A N/A 8 besar N/A
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4. 1.3.5 Kerangka Regulasl

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan PN Meningkatkan
Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing adalah:

(1) PP Penguatan PelaLsanaan Perlindungan Sosial

(a) Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

(2) PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

(a) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di
Kabupaten lKota;

(b) Rancangan Peraturan Presiden tentang Sertifikasi Halal Produk Obat, Froduk Biologi,
dan Alat Kesehatan;

(c) Rancangan Peraturan Presiden tentang Dokter Layanan Primer; dan

(d) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

(3) PP Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

(a) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender (PUG).

SK No 130214 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- rv.67 -

4.1.4 Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Reuolusi Mental dan Pembangunan Kebudagaan diarahkanuntuk memperkuat karakter dan
sikap mental gang berorientasi pada kemajuan, serta meningkatkan peran kebudagaan
sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan dalam percepatan pemulihan
ekonomi p ascapandemi COVID- 1 9.

4.1.4.L Pendahuluan

Khazana}r budaya yang melimpah merupakan kekuatan bangsa Indonesia sebagai modal
sosial dan modal budaya untuk bangkit pascapandemi COVID-l9. Hal ini tercermin dari
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), terutama pada dimensi ketahanan sosial budaya
yang mengukur indikator-indikator berkenaan dengan modal sosial dan modal budaya terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 dimensi ketahanan sosial budaya sebesar 72,84
dan meningkat menjadi 73,55 pada tahun 2019. Modal sosial dan modal budaya menjadi
landasan utama bagi terwujudnya sikap gotong royong, saling tolong-menolong, kerja sama,
dan kolaborasi antarwarga dalam mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-
t9.
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pada tahun 2022 rnasih menghadapi
sejumlah tantangan. Dalam upaya penguatan gerakan revolusi mental dan pembinaan
ideologi Pancasila, menghadapi tantangan antara lain (1) pembumian nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai katalisator pendorong
pemulihan ekonomi nasional; (2) penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan nilai dasar,
kode etik, kode perilaku, dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan
disiplin PNS dalam birokrasi; (3) optimalisasi proses internalisasi nilai-nilai esensial revolusi
mental melalui pendidikan agama dan pendidikan karakter; (4) penyelenggaraan layanan
publik oleh ASN yang memiliki budaya birokrasi bersih, melayani, dan responsif; (5)
pengembangan pola asuh, perubahan pola hubungan antaranggota keluarga, penyiapan
kehidupan berkeluarga bagi remaja, pendewasaan usia perkawinan untuk mencegah
perkawinan anak, serta penguatan perawatan jangka panjang bagi lansia untuk
memperkuat sistem sosial keluarga dan masyarakat; (6) pembentukan Gugus Tugas
Gerakan Nasional Revolusi Mental di KlL, provinsi, dan kabupaten lkota; dan (7)
peningkatan kontribusi koperasi dalam sektor riil dan rantai pasok, serta peningkatan citra
koperasi sebagai lembaga ekonomi keralryatan.

Upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaaa juga masih menghadapi tantangan antara
lain (1) pelindungan cagar budaya dan warisan budaya tak benda sebagai khazanah budaya
bangsa; (2) pengembangan dan pemanfaatan k}i.azanah budaya bangsa sebagai kekuatan
penggerak dan modal dasar percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-l9;
(3) peningkatan kualitas talenta seni budaya berkelas internasional; dan
(4) penyelamatan, pengolahan, dan pendokumentasian arsip pandemi COVID-l9 untuk
pembelajaran generasi mendatang dalam memahami dampak pandemi dan langkah
penanganannya.

Sementara itu, upaya peaguatan moderasi beragama masih menghadapi tantangan sebagai
berikut (1) pengembangan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang saling
menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta (2) pengembangan dan
pemanfaatan dana sosial keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan umat; dan
(3) peningkatan kualitas layanan keagamaan yang merata bagi semua agama.

Adapun tantangan dalam upaya meningkatlaa budaya literasi, inonasi, dan kreativitas
yaitu peningkatan kemampuan literasi masyarakat dalam memperoleh, mengolah, serta
memanfaatkan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan.
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Untuk itu, pada tahun 2022 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan diarahkan
sebagai berikut.

(1) Memperluat pelaksanaan gerakan nasional revolusi meutal melalui (a) penguatan
pendidikan karakter yang mendorong tumbuhnya nilai integritas, etos kerja, gotong
royong, dan budi pekerti, serta jiwa nasionalisme dan patriotisme peserta didik, melalui
(i) peningkatan kualitas pendidikan agama, pendidikan kewargaan, pendidikan moral
dan budi pekerti; dan (ii) pengembangan integrasi nilai-nilai karakter unggul dalam
kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan; (b) peningkatan mutu
pelayanan publik melalui pelatihan revolusi mental bagi ASN untuk penguatan budaya
birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; (c) penegakan disiplin ASN melalui
optimalisasi penerapan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN; (d) peningkatan
kualitas keluarga sebagai bagian dari sistem sosial yang berperan penting dalam
pembentukan karakter sejak usia dini melalui (i) pengasuhan berbasis hak anak
berdasarkan karakteristik wilayah dan target sasaran; (ii) penyiapan kehidupan
berkeluarga dan kecakapan hidup bagi remaja; dan (iii) pendampingan perawatan jangka
panjang bagi lansia sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga; (e) penguatan
peran Gugus Tugas dan pusat-pusat perubahan revolusi mental di KIL dan daerah
dalam melaksanakan kegiatan atau rencana aksi yang sesuai dengan nilai-nilai esensial
revolusi mental (integritas, etos kerja, gotong royong) dan relevan dengan kondisi di
daerah; dan (0 penguatan gerakan ekonomi keralqyatan melalui (i) penguatan
kelembagaan dan modernisasi koperasi; (ii) pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan
(iii) penciptaan wirausaha baru yang berdaya saing.

(2) Memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya
bangsa dan meuiDgkatlan keseJahteraan rakyat melalui (a) pengembangan dan
pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya tak benda, serta revitalisasi jalur
rempah dalam rangka mendukung PEN berbasis kebudayaan; (b) revitalisasi museum,
taman budaya, sanggar, dan kelompok seni budaya sebagai pusat pengembangan talenta
seni budaya, termasuk pemanfaatan gedung pemerintah yang tidak terpakai untuk
kegiatan seni budaya; (c) perluasan bantuan sosial untuk meningkatkan produktivitas
dan kreativitas para seniman, pelaku budaya, dan pekerja kreatif, terutama yang
terdampak COVID-19, untuk melakukan kegiatan kebudayaan; (d) pengembangan media
baru berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk memperluas wahana ekspresi budaya; dan
(e) penyelamatan, pengolahan, dan pendokumentasian, serta pemanfaatan arsip
penanganan pandemi COVID-l9 agar dapat menjadi sumber pembelajaran di masa
depan.

(3) Mengembangkau moderasi beragama untuk memperkuat kenrkunan dan harmoni
sosial melalui (a) penguatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang
substantif, serta praktik beragama yang moderat, menghargai agama/keyakinan yang
lain, berkarakter inklusif dan toleran; (b) pelaksanaan dialog internal dan antarumat
beragama, serta bimbingan-penyuluhan praktik peribadatan di musim wabah; (c)
pengembangan dana sosial keagamaan, seperti zakat dan wakaf, untuk usaha produlctif;
(d) pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan layanan sertifikasi halal, termasuk
kebijakan afirmasi sertifikasi halal bagr pelaku usaha mikro dan kecil; dan
(e) pembangunan sarana prasarana layanan keagamaan, antara lain balai nikah,
manasik haji, pelayanan haji dan umrah terpadu, dan asrama haji.

(4) Mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam upaya
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, melalui (a) peningkatan kualitas
layanan perpustakaan umum dan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial; (b)
pengembangan konten literasi terapan; dan (c) pengembangan pusat-pusat layanan
literasi berbasis digital.
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4.1.4.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat PN Revolusi
Mental dan Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabe1 4.15.

Tabel 4.15
Sasaran, Indikator, dan Target PN 4

Revolusi Mental dan Pembatrgutran Kebudayaan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, BKKBN, BPS,2019-2021

Keterangan: a) Berdasarkan angkaproyeksi, b) Hasil survei Indeks KUB Tahun 202I.

Ifo. Sasaran/Indikator
Basellne

20L9

Rcalisasi

2020

Targct

2o2L 20.22 2024

1 Menguetnye revolusi meatal daa pembinaan ideologi Pancaeila untuk memaatepLan
ketahanan budaya

i.1 Indeks Capaian Revolusi
Mental

68,30") 69,57a) 70,78 7 t,96 74,29

2 MeaiagLatnya pcmajuan kebudayaan untuL meningkatkan peran hebudayaen dalam
pembangunaa

2.t Indeks Pembangunan
Kebudayaan

55,91 56,72a) 58,21 59,71 62,70

3 Meaingkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rckat sosial

3.1 Indeks Pembangunan
Masyarakat

0,61
(2018)

O,62") 0,63 o,64 0,65

4 Menguatnye moderasi beragama untuk mcwujudLan Lenrkunan umat dan membangun
harmoni sosiel dalam kehidupan masyarelet

4.1 Indeks Kerukunan Umat
Beragama

73,83 74,22a) 72,39b) 74,70 75,80

5 Meningkatnya kctahanan keluarga untuk memperkukuh Laralrter bangsa

5.1 Indeks Pembangunan
Keluarga

53,57

(2018)

53,94 55,00 57,00 61,00

5.2 Median Usia Kawin Pertama
Perempuan (tahun)

21 ,8O

l2ot7)

20,70 22,OO 22,OO 22,rO

6 Meningkatnye budaya literasi untuk mewujudlan masyarakat berpengetahuan, inovatif,
dan kreatif

6.1 Nilai Budaya Literasi 59,1 1 60,37at 63,03 65,70 7t,o4
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4.L.4.3 Program Prioritas

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN Revolusi
Mental dan Pembangunan Kebudayaan dilakukan melalui empat PP, yaitu (1) Revolusi
Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa
dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter; (2) Meningkatkan
Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati
Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan
Peradaban Dunia; (3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi,
Kerukunan, dan Harmoni Sosial; dan (4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan
Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter, sebagaimana
disajikan pada Gambar 4.12. Adapun sasaran, indikator, dan target PP pada PN Revolusi
Mental dan Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Kerangka pN 4 Revorrr"i fflrr1itu"1?-o.ngunan Kebudayaan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2 I
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Tabel 4.16
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 4

Revolusi Mentd dan Pembangunarr Kebudayaan

Ilo. Sasaraa/Indiketor
Bcrsellne

20L9

Realisasi

2020

Target

2o.2t 2022 2024

PP 1. Rcvolusl Mental dan Pembinaaa Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Kctehenea
Budaya Bangsa dan Mcmbcntulr Mentelitas Baagsa yeng MaJu, Modern, dan Bcrleraltcr

Terwujuduya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indoneeia Tcrtib, Indoaesia Mandiri, daa
Indoacsia Bcrsatu

1.1 Nilai Dimensi Gerakan
Indonesia Melayani

78,98") 79,06^l 79,74 79,22 79,38

t.2 Nilai Dimensi Gerakan
Indonesia Bersih

68,98") 69,97"1 70,96 7t,96 73,95

1.3 Nilai Dimensi Gerakan
Indonesia Tertib

76,42^) 76,96a1 77,34 77,64 78,08

t.4 Nilai Dimensi Gerakan
Indonesia Mandiri

50,08a) 53,46a) 56,70 59,93 66,39

1.5 Nilai Dimensi Gerakan
Indonesia Bersatu

67,O3") 68,40a) 69,74 71,06 73,65

Mcningkataya peraa dan kctahenen kcluarga dahm rangla pembentulna karalrtcr

1.1 Indeks Kerentanan Keluarga 12,29 tt,92 11,50 1 1,00 10,00

t.2 Indeks Karakter Remaja N/A 79,60 68,42 68,92 69,92

PP 2. Meaingkatlan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Mempcrkuat Kerakter dan
Memperteguh Jati Diri Bengsa, Mcningkatkan KeseJahteraan Rekyat, dan Mcmcagaruhi Areh
Perkembangan Pcradeban Duaia

Terbanguanya ekosistem Lebudayaen untuk mendulung pcmajuaa Lcbudayaen

2.1 Nilai Dimensi Warisan
Budaya

43,89 46,61a) 49,36 52,tr 57,60

2.2 Nilai Dimensi Ekspresi 37,14 37,38a) 37,79 38,19 39,01

2.3 Nilai Dimensi Ekonomi
Budaya

33,79 37,03") 40,28 43,52 50,00

PP 3. Memperkuet Modcrasi Beregama untuh Mengukuhkan Toleransi, Kcrukunaa, dtn
Harmoni Sosial

Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agatra yang toleran, inklusif, dan
moderat di kalangan umat bcragama

3.1 Indeks Kepuasan Layanan
Ibadah Haji

85,91 N/Ab) 85,96 85,97 86,00
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, Perpusnas, BKKBN, BPS,
20t9-2021

Keterangan: a) Berdasarkan angka proyeksi, b) Tahun 2020, Ibadah Haji tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-
19, c) Survei hanya dilakukan di Pulau Jawa akibat pandemi COVID-f 9, dan d) Hasil survei Indeks KUB Tahun
202r.

4.1.4.4 Proyek Prioritas Strategis/ Major hoJect

Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan tidak memiliki MP.
Namun demikian pada RKP Tahun 2022 PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
mendukung beberapa MPyaitu (1) MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting,
(2) MP Destinasi Pariwisata Prioritas, (3) MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan
Wilayah Adat Domberay, dan (4) MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0,
sebagaimana disajikan pada Gambar 4.13.

Sebagai contoh, dalam rangka mendukung MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat Domberay, PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PP
Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan melaksanakan beberapa proyek
prioritas, antara lain (1) pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan
lingkungan hidup; (2) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; dan (3)
pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta.

No. Sasaraa/Indilator
Basellne

20L9

Realisasi

2020

Target

2o2r 2022 2024

J.Z Indeks Kepuasan Layanan
KUA

77,28 78,00c) 81,00 82,OO 84,00

3.3 Nilai Dimensi Toleransi 72,37 72,75a1 68,72dt 72,29 73,39

3.4 Nilai Dimensi Kesetaraan 73,72 73,98a1 75,03d) 76,23 77,33

3.5 Nilai Dimensi Kerja Sama 75,4O 75,95a) 73,4dt 75,86 76,96

PP 4. Pcninglatan Budeya Literasi, Inovasi, dan Krcativitas Bagi Terwujudnya Masyerekat
Berpengetahuan daa BerlaraLter

Meningkatnya aLses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkaa aasyarakat
berpeagetahuan, inovatif, dan kreatif

4.1 Indeks Pembangunan Literasi
Masyarakat

to,t2 L2,93 12,OO 13,00 15,00
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Gambar 4.13
Dukungan PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

terhadap Pelaksanaan MaJor Project

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2 I

4.1.5 Priorltas Nasional S, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2022 masih difokuskan pada pembangunan infrastntkfir
pelaAanan dasar untuk memperkuat kesehatan masAarakat dalam menghadapi pandemi,
serla pembanrynan infrastruktur untuk mendukung sektor-sektor Aang menjadi penggerak
bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

4.1.5.1 Pendahuluan

Dalam upaya mendukung percepatan pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur pada
tahun 2022 diarahkan pada (1) pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi
perumahan yang layak, penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan aman guna
memperkuat kesehatan masyarakat termasuk dalam menghadapi pandemi;
(2) pembangunan infrastruktur konektivitas untuk mendukung sektor pertanian (food
estatel, industri dan pariwisata yang menjadi motor penggerak pemulihan serta
pertumbuhan ekonomi; (3) pembangunan infrastruktur perkotaan, termasuk pembangunan
angkutan umum massal perkotaan; (41 pembangunan energi dan ketenagalistrikan,
termasuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT); dan (5) pembangunan
infrastruktur komunikasi dan informasi, sebagai bagian dari transformasi digital.
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Terdapat sejumlah isu dan taataagan yang dihadapi dalam pelaksanaan fokus
pembangunan infrastruktur tersebut. Upaya penyediaan perumahan yang layak dan
tedangkau dihadapkan pada isu masih rendahnya akses terhadap rumah layak huni dengan
akses air minum dan sanitasi layak, sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit
(termasuk COVID-19) dan menurunkan produktivitas. Industri perumahan, baik rumah
yang dibangun secara swadaya maupun formal, belum pulih sepenuhnya. Dalam penyediaan
akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, terdapat isu masih rendahnya komitmen
dan kapasitas teknis pemerintah daerah maupun operator air minum dan sanitasi dalam
memperluas dan meningkatkan permintaan masyarakat terhadap layanan. Pemanfaatan
infrastruktur air minum dan air limbah domestik yang telah terbangun juga masih rendah.
Isu lain yang masih dihadapi yaitu terbatasnya ketersediaan akses air minum dan sanitasi
pada daerah kepulauan, kawasan perbatasan, serta daerah rawan air dan sanitasi.
Sebaliknya, pada wilayah perkotaan, terjadi ekstraksi air tanah yang tinggi sehingga memicu
kerusakan lingkungan seperti penumnan muka tanah. Pada masa pandemi COVID-19 ini
juga terdapat isu meningkatnya konsumsi barang sekali pakai (disposablel dan konsumsi
air domestik akibat bertambahnya kebutuhan higienitas masyarakat.

Penyelenggaraan keselamatan transportasi serta penyediaan infrastruktur untuk ketahanan
bencana yang merupakan bagian dari pelayanan dasar masih menghadapi sejumlah isu.
Pada moda transportasi jalan, terdapat isu terbatasnya ketersediaan data terpadu sebagai
basis perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), masih banyaknya
lokasi rawan kecelakaan (blackspot)termasuk pada lintas jalan utamaljah:r logistik, masih
banyaknya pelanggaran kelebihan dimensi dan muatan angkutan jalan, serta masih
lambatnya penang€rnan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Pada moda transportasi laut dan
penyeberangan, masih kerap terjadi kecelakaan kapal pada jalur utama maupun feeder
pelayaran akibat keterbatasan sarana navigasi, fasilitas keselamatan pelayaran, dan
rendahnya kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kelaikan pelayaran.
Penyelenggaraan pencarian dan pertolongan pada peristiwa kecelakaan dan bencana
dihadapkan pada kendala terbatasnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),
serta terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan. Di sisi lain,
bahaya bencana di berbagai wilayah Indonesia masih cukup tinggi. Bencana
hidrometeorologi menjadi jenis bencana alam dengan frekuensi yang paling sering tedadi.
Risiko ini akan terus meningkat seiring tingginya arus urbanisasi dan perubahan iklim.
Tantangan akan semakin berat jika peningkatan risiko bencana ini masih diatasi dengan
bisnis proses seperti sekarang (business asusua[).

Dalam upaya peningkatan ketersediaan air, beberapa isu yang dihadapi adalah masih
rendahnya efisiensi dalam alokasi dan penggunaan air, tingginya pencemaran di badan air
yang mengakibatkan turunnya kualitas air yang tersedia, dan berkurangnya kemampuan
lahan dalam konservasi air yang menyebabkan turunnya cadangan air saat musim kemarau.
Selain itu, terdapat tantangan kuantitas dan kualitas tampungan air yang menurun karena
keterbatasan sumber daya untuk pemeliharaan. Dalam penyediaan air untuk mendukung
ketahanan pangan, terdapat beberapa isu antara lain belum efisiennya penggunaan air
untuk irigasi, semakin meningkatnya kompetisi penggunaan air, tingginya alih fungsi lahan
sawah menjadi permukiman, serta tingginya tingkat kerusakan jaringan irigasi akibat
terbatasnya kapasitas pendanaan untuk pemeliharaan infrastruktur irigasi.

Pembangunan infrastruktur konektivitas masih menghadapi beberapa isu dan tantangan
antara lain adalah belum optimalnya konektivitas pada koridor utama angkutan penumpang
dan barang (backbone) yang disebabkan oleh terbatasnyajaringanjalan danjaringan kereta
api, pengembangan transportasi antarmoda yang masih belum terintegrasi, belum
terstandarnya pelabuhan-pelabuhan utama sebagai simpul angkutan barang, belum
efisiennya jaringan rute penerbangan, belum memadainya ketersediaan konektivitas untuk
mendukung kawasan prioritas dan terbatasnya layanan, sarana dan prasarana, serta
penyediaan angkutan keperintisan laut, penyeberangan dan udara di wilayah 3T. Sedangkan
dalam pembangunan infrastruktur perkotaan yang difokuskan pada pengembangan sistem
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angkutan umum massal perkotaan, masih menghadapi isu utama yaitu belum mapannya
pendekatan perencanaan mobilitas terpadu, belum adanya kelembagaan pengelolaan
transportasi lintas wilayah dalam kawasan metropolitan, serta belum terbangunnya skema
pendanaan yang dapat menjamin keberlanjutan pembangunan, pengelolaan dan
pengoperasian angkutan umum massal oleh pemerintah daerah.

Dalam pembangunan energi dan ketenagalistrikan, terdapat sejumlah isu yang harus
dihadapi, termasuk kendala yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, di antaranya adalah
terjadinya penurunan konsumsi energi oleh masyarakat, bisnis, dan industri, terlambatnya
pelaksanaan pembangunan proyek-proyek energi dan ketenagalistrikan, adanya
kesenjangan antara pasokan dan pemanfaatan energi dan tenaga listrik, masih rendahnya
dan belum meratanya konsumsi listrik di seluruh wilayah Indonesia, dan belum meratanya
akses serta rendahnya tingkat keandalan. Investasi sektor ketenagalistrikan dan EBT juga
mengalami kendala, antara lain karena masih belum ditetapkannya peraturan terkait yang
terbaru, terutama tentang harga listrik EBT yang menyebabkan banyaknya pengembang
mengambil sikap menunggu.

Pembangunan infrastruktur, pemanfaatan dan fasilitas pendukung Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) menghadapi beberapa tantangan, antara lain adalah masih rendahnya
jangkauan dan keandalan akses infrastruktur TIK, belum optimalnya adopsi teknologi digital
dalam sektor strategis (pemerintahan, pendidikan, kesehatan, industri, dan pariwisata serta
sektor lainnya) maupun dalam mendukung pengembangan kota cerdas, terbatasnya
kemampuan SDM dalam mendukung transformasi digital, dan belum optimalnya
penggunaan platform digital karena masih rendahnya literasi digital, belum terintegrasinya
data antar-platform digital, dan belum terjaminnya keamanan data.

Sejumlah arah kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 telat. dirumuskan
untuk menjawab isu-isu yang telah diuraikan serta dalam rangka pencapaian sasaran
pembangunan. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk
perumahan dan permukiman meliputi (1) Perluasan akses masyarakat terhadap perumahan
dan permukiman yang layak dan terjangkau termasuk dukungan untuk pemulihan industri
perumahan; (2) Penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh
terpadu, khususnya di perkotaan; (3) Penyediaan infrastruktur dasar permukiman termasuk
air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan pengelolaan sampah); (4) Penyediaan akses
air minum aman yang difokuskan pada rencana pengamanan dan pengawasan kualitas air
minum, penyediaan akses sanitasi aman yang berfokus kepada pengembangan sambungan
rumah yang terhubung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD), serta penyediaan
akses pengelolaan persampahan; (5) Pengembangan layanan lumpur tinja dan layanan
persampahan khususnya melalui upaya 3R (reduce, reuse, recgcle) untuk mendukung
peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan; (6) Peningkatan ketersediaan akses air
minum jaringan perpipaan yang difokuskan pada optimalisasi kapasitas SPAM yang sudah
terpasang dan penyediaan akses air minum untuk daerah kepulauan, kawasan perbatasan,
daerah rawan air, dan daerah prioritas nasional lainnya; serta (7) Percepatan penyediaan
akses air minum dan sanitasi aman dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat
melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah serta penyelenggara air minum dan
sanitasi, baik dari sisi perencanaan, teknis dan strategi pendanaan.

Arah kebijakan untuk penyelenggaraan keselamatan dan keamanan transportasi serta
pencarian dan pertolongan adalah (1) Pelaksanaan 5 (lima) Pilar Rencana Umum Nasional
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ), termasuk penanganan integrasi
data dan sistem informasi, penanganan lokasi rawan kecelakaan (blackspot) melalui
penanganan infrastruktur jalan dan penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan,
penyediaan fasilitas jembatan timbang, serta penerapan regulasi untuk mengatasi kelebihan
dimensi dan muatan angkutan jalan; (2) Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan dan
keamanan transportasi termasuk sarana bantu navigasi serta fasilitas keselamatan
infrastruktur dan sarana transportasi; dan (3) Peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM

SK No 130223 A



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- rv.76 -

serta pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana di bidang pencarian
dan pertolongan.

Arah kebijakan untuk pendayagunaan sumber daya air serta ketahanan bencana mencakup
(1) Peningkatan ketersediaan dan keamanan air, melalui pembangunan dan optimalisasi
pemanfaatan infrastruktur penyedia air, peningkatan pengelolaan dan efisiensi pemanfaatan
sumber daya air, peningkatan operasi dan keamanan bendungan eksisting, serta konservasi
dan pengendalian kerusakan dan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menjaga
sumber air; (2) Peningkatan layanan dan efisiensi sistem irigasi untuk mendukung
ketahanan pangan melalui pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi baru untuk
komoditas padi dan komoditas pertanian bernilai tinggi, rehabilitasi, operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi eksisting, serta modernisasi irigasi dengan pemantauan
pemakaian air dan peningkatan kelembagaan irigasi; (3) Peningkatan ketahanan bencana
melalui perencanaan terpadu dan penyediaan infrastruktur kebencanaan berbasis
kewilayahan yang diprioritaskan pada daerah pascabencana, wilayah perkotaan, serta
kawasan ekonomi dan strategis, termasuk pusat-pusat pariwisata; serta (4) Dukungan bagi
program pemulihan ekonomi melalui skema padat karya misalnya untuk pembangunan
drainase, rehabilitasi sistem irigasi, termasuk pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan
Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI).

Arah kebijakan pembangunan konektivitas mencakup (1) Pembangunan jalan tol baru, jalan
baru dan pembangunan jalur kereta api pada koridor utama angkutan penumpang dan
logistik termasuk kereta api cepat untuk penumpang antar kota - kota besar di Pulau Jawa,
serta pembangunan akses jalan dan kereta api ke simpul transportasi (pelabuhan, bandara,
terminal) dengan memperhatikan aspek kemanfaatan; (21 Penyediaan konektivitas
multimoda mendukung kawasan prioritas (food estate, industri dan pariwisata); (3)
Implementasi Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu yang meliputi standardisasi
infrastruktur, fasilitas dan kinerja pelabuhan utama simpul angkutan domestik, integrasi
pelabuhan dan kawasan industri serta reformasi tarif jasa pelabuhan; (4) Peningkatan
kapasitas bandara primer dan akvitas jaringan hub and spoke penerbangan; (5) Penyediaan
infrastruktur dan layanan transportasi di wilayah 3T, termasuk keperintisan, program tol
laut bersubsidi dan jembatan udara; serta (6) Peningkatan infrastruktur konektivitas milik
daerah dalam mendukung prioritas nasional, melalui pengoptimalan APBD, pemanfaatan
skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan dan Program Hibah Jalan Daerah untuk
peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan daerah serta DAK Bidang Transportasi
Perairan untuk rehabilitasi prasarana pelabuhan dan pengadaan sarana transportasi
perairan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan difokuskan pada pengembangan
sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan, yang meliputi (1) Mendorong
penyusunan Rencana Mobilitas Perkotaan yang terpadu dan berkelanjutat (Urban Mobilitg
Plan) oleh pemerintah daerah sebagai acuan dalam kegiatan pengembangan sistem angkutan
umum massal di wilayah metropolitan; (2) Mendorong pembentukan kelembagaan pengelola
transportasi perkotaan untuk wilayah metropolitan, oleh seluruh pemerintah daerah yang
berada dalam satu wilayah metropolitan tersebut; (3) Pengembangan skema pendanaan
pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan yang memberikan tanggungjawab
kepada pemerintah daerah serta memberikan ruang bagi dukungan pendanaan pemerintah
pusat, dengan tetap menjamin kepemilikan (ounership) serta keberlanjutan pengelolaan dan
pengoperasian oleh pemerintah daerah; (4) Pengembangan angkutan umum berbasis rel
maupun berbasis jalan yang berperan sebagai angkutan komuter di wilayah perkotaan (5)
Melanjutkan program dukungan penyelenggaraan angkutan umum massal antara lain
melalui skema Bug th.e Seruice (BTS) dan Public Seruice Obligation (PSO); serta (6) Mendorong
penguatan infrastruktur TIK dengan teknologi terbaru dalam mendukung pengembangan
kota cerdas.
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Arah kebijakan pembangunan energi dan ketenagalistrikan mencakup (1) Memberikan
subsidi dan stimulus tarif listrik untuk meringankan beban kelompok masyarakat tidak
mampu dan rentan; (2) Memfasilitasi dan membangun infrastruktur minyak dan gas bumi
seperti ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi; (3) Membangun infrastruktur
ketenagalistrikan, terutama energi terbarukan dan konservasi energi, termasuk untuk
mendukung penuntasan elektrifikasi rumah tangga; (4) Optimalisasi penyediaan Bahan
Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi melalui fasilitasi pelaksanaan BBM satu harga; dan
(5) Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan antara
pemerintah pusat, daerah, serta badan usaha.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur TIK sebagai bagian dari transformasi
digital meliputi (1) Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur TIK, terutama pada
daerah non komersil dalam rangka penyediaan layanan publik, pertumbuhan sektor
pariwisata, industri dan kegiatan ekonomi strategis lainnya; (2) Mendorong penggunazrn
pusat data nasional dan aplikasi umum secara berbagi pakai antara pemerintah pusat,
daerah, dan badan usaha; (3) Mendorong migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem
digital, dengan pengembangan infrastruktur dan ekosistem pendukung penyiaran digital;
dan (41 Mendorong percepatan adopsi digital pada sektor-sektor strategis seperti
pemerintahan, pendidikan, kesehatan, industri, pariwisata dan sektor lainnya, melalui
percepatan pembangunan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM digital, keamanan
informasi dan kesiapan industri dalam negeri.

4.1.5.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran dan indikator utama PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17
Sasaran, Indikator, dan Target PN 5

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar

No. Sasaran/Iodikator
Basellne

20L9
Realisasi

2020

Targct

2o2L 2022 2024

1 Me ningkataya pc nycdiaan infrastruktur l,ayanaa dasar

1.1 Rumah tangga yang
menempati hunian layak dan
terjangkau (%)

56,51 59,54 62,32 65,10 70t)

1.2 Penurunan rasio fatalitas
kecelakaan jalan per 10.000
kendaraan terhadap angka
dasar tahun 2OlO (%)

53 56 55 60 65

1.3 Persentase luas daerah irigasi
premium yang dimodernisasi
(kumulatif, %)

0 0 5,0 5,0 t9,6

t.4 Persentase pemenuhan
kebutuhan air baku
(kumulatif, %)

30,0 3t,7 33,7 35,0 38,9

2 Meningkatnya konektivitas untuk mcndukung kegiatan ekonomi dan akses menuju
peleyanen daser

2.1 Waktu tempuh pada jalan
lintas utama pulau fiam/ 100
km)

2,30 2,t6 2,20 2,O9 1,90
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Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas, 2O2 I

Keterangan: 1) RPJMN 2O2O-2O24;2) indrkator "Persentase rumah tangga y€rng menempati hunian layak dart
te{angkau di perkotaan (%)" tidak tercantum dalam RKP Pemutakhiran 2O2l;31 mendekati 100.

4. 1.5.3 Program Prioritas

Strategi untuk penyelesaian isu strategis dan dalam rangka pencapaian sasaran PN 5
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan
Dasar dilakukan melalui lima PP, yaitu (1) Infrastruktur Pelayanan Dasar, (2) Infrastruktur
Ekonomi, (3) Infrastruktur Perkotaan, (4) Energi dan Ketenagalistrikan, dan (5)Transformasi
Digital, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.14. Untuk sasaran, indikator, dan target PP
dapat dilihat pada Tabel 4.18.

No. Sasaraa/Indikator
Bq.sellne

2019
Realisasi

2020

Target

2o2t 2022 2024

2.2 Persentase rute pelayaran
yang saling terhubung (loop)

%t

23 24 25 26 27

2.3 Kondisi jalur KA sesuai
standar Track Qualitg Index
(TQI) kategori I dan 2 (%ol

81,50 82,83 83 87 94

2.4 Persentase capaian On Time
Performance (OTPI
transportasi udara (%)

85,73 86 87 88 90

3 Meninglatnya layanan infrastruktur perLotaaa

3.1 Jumlah kota metropolitan
dengan sistem angkutan
umum massal perkotaan yang
dibangun dan dikembangkan
(kota)

6
(berlanjut)

6
(berlanjut)

6
(berlanjut)

6

3.2 Persentase rumah tangga
yang menempati hunian layak
dan teq'angkau di perkotaan
%t

61,09 63,24 _2) 68,2 73

4 Meningletnya l,ayanen energi dan ketenagelistrikan

4.t Rasio elektrif-rkasi (%) 98,89 99,20 - 100 -100 - 1003)

4.2 Rata-rata pemenuhan
kebutuhan (Konsumsi) listrik
(kWh/Kapita)

1.084 1.089 t.203 1.268 1.400

4.3 Penurunan emisi GRK sektor
energi fluta ton)

54,8 64,4 67 91 t42

5 Mcninglatnye leyanan infrastruLtur TIK

5.1 Persentase populasi yang
dijangkau oleh jaringan
bergerak pitalebar (4G) (%)

97,25 97,5 98 98,5 100
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Tabel 4.18
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 5

Memperkuat Infrastnrktur untuk Mendukung Pcngembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar

ItIo. Sasaran/ Indilator
Basellne

20L9

Realisasi

2020

Target

2o2L 2022 2024

PP 1. Infrastruhur Pelayanan Desar

Meaiagkatnya akscs mesyaralat terhadap perumahan dan permukiman layak, amtn, dan
tcrjanglau

1.1 Rasio outstanding KPR terhadap
PDB (%)

2,90

(2018)

3,05 3,10 3,30 4,00

t.2 Persentase rumah tangga yang
menempati hunian dengan
kecukupan luas lantai per
kapita (%)

9t,62tt 92,1.5 92,67 94 9521
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Gambar 4.14 
Kerangka PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk  

Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 

 
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021 
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No Sasaran/ Indikator
Bq.sellne

2019

Rcalisasi

2020

Target

2o2r 20.22 2024

1.3 Persentase rumah tangga yang
menempati hunian dengan
ketahanan bangunan (atap,
lantai, dinding) (%)

80,751) 82,20 81,99 84,08 872)

1.4 Persentase rumah tangga yang
memiliki sertifikat hak atas
tanah untuk perumahan (%)

57,98 6t,17 _3) 63,20 65,00

MeningLatnya ekses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layeh dan anan

1.5 Persentase rumah tangga yang
menempati hunian dengan
akses air minum layak (%)

89,27 90,21 92,87 95,10 100

1.6 Persentase rumah tangga yang
menempati hunian dengan
akses air minum arnan (o/ol

6,70

(2018)

11,90 8,40 13,45 15

7.7 Persentase rumah tangga
dengan akses air minum
jaringan perpipaan (%o)

20,r8 20,69 23,54 25,57 30,45

1.8 Persentase rumah tangga
dengan akses air minum
bukan jaringan perpipaan (%)

69,08 69,52 69,27 69,53 69 55

1.9 Persentase PDAM dengan
kineda sehat (%)

58,95 6t,76 75,40 83,60 100

1.10 Persentase rumah tangga yang
menempati hunian dengan
akses sanitasi (air limbah
domestik) Iayak dan aman (7o)

77,4
layak

termasuk
7,5

aman

79,53
layak,

termasuk
7,64

aman

79,43
layak,

termasuk
10

aman

82,O7
layak,

termasuk
I 1,5

aman

90
layak,

termasuk
15

aman

1.11 Persentase rumah tangga yang
masih mempraktikkan buang
air besar sembarangan (BABS)
di tempat terbuka (%)

7,61 6,19 4,46 2,98 0

r.t2 Persentase rumah tangga yang
menempati hunian dengan
akses sampah yang terkelola
dengan baik di perkotaan (7o)

59,08
penangan-

an dan
1,55

pengura-
ngan

(2O16l

54,85
penangan-

an dan
0,88

pengura-
ngan

(2otel

73,70
penangan

-an dan
5,51

pengura-
ngan

75,28
penangan

-an dan
9,13

pengura-
ngan

80
Penangan

-an dan
20

pengura-
ngan
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No. Sasaran/ Indilator
Bo,sellne

20L9

Realisasi

2020

Targct

2o2L 2022 2024

Meningletnya layenan keselamatan dan keamanan trenspottasi

1.13 Rata-rata waktu tanggap
pencarian dan pertolongan
(menit)

28 27,50 27 26 25

Meningkatnya layaaan pengelolaan air tanah dan air baku berlclanjutan

t.t4 Jumlah kabupaten/kota yang
terpenuhi kebutuhan air
bakunya secara berkelanjutan
(kabupaten/kota)

t54 163 t73 180 200

Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi

1.15 Volume tampungan air per
kapita (kumulatif, ms/kapita)

51,30 52,57 53,53 53,90 56,98

1. 16 Persentase luas sawah
beririgasi (%)

52,60 53,80 54 54,1 59,30

r.17 Luas daerah irigasi premium
yang dimodernisasi (hektar)

0 0 308.704 308.704 597.226

PP 2. Infrastruktur Ekouomi

MeningLatnye konehivitas wileyah

2.1 Persentase kondisi mantap
jalan nasional/provinsi/
kabupaten/kota (%)

e2/681
57

eo/681
57

93/69,sO
/58,50

e4 /72 /
60

e7 /7s/
65

2.2 Panjangjalan tol baru yang
terbangun dan/ atau
beroperasi (km)

1.461a) 246 339,8 327,7 2.500b)

2.3 Panjangjalan baru yang
terbangun (km)

3.387.) 255,5 9L9,9 347 3.000b)

2.4 Panjang jaringan KA yang
terbangun (kumulatif) (km)

6.t64 6.325 6.355 6.487 7.45t

2.5 Jumlah pelabuhan utama
yang memenuhi standar
(lokasi)

1 1

(berlanjut)
2

(berlanjut)
3

(berlanjut)
7
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No Sasaran/ Indilator
Bo,sellne

20L9

Rcalisasi

2020

Target

2o2r 2022 2024

2.6 Jumlah rute subsidi tol laut
(rute)

l4 2l 26 35 25

2.7 Jumlah pelabuhan
penyeberangan baru yang
dibangun (lokasi)

24al 19
pelabuhan
(5 selesai,

l4
berlanjut)

20
pelabu-

han
(6 selesai,

l4
berlanjut)

l4
pelabu-

han
(6 selesai,

8
berlanjut)

36b)

2.8 Jumlah bandara baru yang
dibangun (kumulatif) (lokasi)

15^) 7
(berlanjut)

10
(berlanjut)

10
(berlanjut)

2lbt

2.9 Jumlah rute jembatan udara
(rute)

35 28 39 42 43

PP 3. Infrastnrlrtur PcrLotaan

Meninglatnya layaaaa iafrastrultur pcrkotaan

3.1 Jumlah kota yang dibangun
perlintasan tidak sebidang
kereta api / Jlgouer / underpass
(kota)

3 0 5
(berlanjut)

5
(berlanjut)

6

3.2 Jumlah sistem angkutan
umum massal di perkotaan
besar lainnya yang
dikembangkan (kota)

I 1

(berlanjut)
I 5

(berlanjut)
6

3.3 Jumlah kawasan di
permukiman kumuh
perkotaan yang ditangani
melaiui peremajaan kota
(kawasan)

0 0 0 5 10

PP 4. Energi dan Ketenagalistrilaa

Meningkatnya akses den pasokan cncrgi dan tenaga Listrik 5raag merata, andal, dan efisien

4.r Jumlah produksi tenaga listrik
(Gwh)

275.900,
00

272.420,
00

359.946,
10

382.696,
10

43t.28t,
20

4.2 Penurunan emisi COz
pembangkit [iuta ton)

3,88 8,78 4,92 5,36 6,O7

4.3 Jumlah pengguna listrik (ribu
rumah tangga-kumulatif)

75.705 78.663 79.t87 8r.2t7 85.216
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2021, l) Susenas 2Ol9; 2l RPJMN 2O2O-2O24; 3) indikator upersentase

rumah tangga yang memiliki sertifikasi hak atas tanah untuk perumahan' tidak tercantum dalam RKP
Pemutakhkan 2021

Keterangan: a) kumulatif 2015-2019; b) kumulatif 2O2O-2O24;

4.1.5.4 Proyck Prioritas Strategis/ Major ProJect

Untuk mendukung pencapaian sasaran PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, telah dirancang Major Project (MP) sebagai
berikut (1) Rumah Susun Perkotaan (1 Juta); (2) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah); (3) Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen
Rumah Tangga); (4) Pemulihan 4 DAS Kritis; (5) 18 Waduk Multiguna; (6) Pengaman Pesisir
5 Perkotaan Pantura Jawa; (7) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (8) Kereta Api Makassar-
Pare Pare; (9) KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Medium Speed Jakarta-Semarang dan Kereta
Cepat Jakarta-Bandung); (10) Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung; (11) Jalan Trans
pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan; (l2l Jalan Trans Papua Merauke-Sorong;
(13) Jembatan Udara 37 Rute di Papua; (14) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar; (15)
Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.OOO Megawatt (MW), Transmisi 19.OOO
kms dan Gardu Induk 38.OOO Mega Volt Ampere (MVA); (16) Infrastruktur Jaringan Gas Kota
untuk 4 Juta Sambungan Rumah; (17) Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km); dan
(18) Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak; serta (19)Transformasi Digital.

No Sasaran/ Iadikator
Basellne

20t9

Realisasi

2020

Terget

2o.2t 2022 2024

4.4 Jumlah sambungan rumah
jaringan gas kota (kumulatil
sambungan rumah)

537.936at 673.222 843.998 983.998 4.OtO.445

4.5 Jumlah kapasitas kilang
minyak- kumulatlf (B an el p er
Calendar Dag/BPCDI

1.151.000 1.151.000 1.151.000 1.176.000 t.276.OOO

PP 5. Transformasi Digital

Mcningkatnye pembanguaan dan pemanfaatan infrastruhur TIK, serta kontribusi sektor
iaformasi dan komunilasi dalam pertumbuhaa ckouooi

5.1 Persentase rata-rata
pertumbuhan sektor TIK (%)

9,41 10,58 8,80 9,8- 10,0 8,80

5.2 Persentase pengguna internet
(o/rl

64,80 73,70 74,20 79,20 82,30

5.3 Proporsi individu yang
menguasai/ memiliki telepon
genggam (%)

67 70 72 73 75,70
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Gambar 4.15 
Proyek Prioritas Strategis/Major Project PN 5 Memperkuat  

Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2021 
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4. 1.5.5 KerangLa Regulasi

Kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung PN 5 Memperkuat Infrastruktur
Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar antara lain:

1. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OO5 tentang Jalan Tol;

2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Urusan Bidang Perumahan di Daerah;

3. Rancangan Peraturan Menteri tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Pilar 1;

4. Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain regulasi tersebut di atas diperlukan dukungan regulasi untuk mendukung
pencapaian PP' Transformasi Digital yakni Peraturan turunan dari Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi (PDP).

4.L.6 Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencaaa, dan Perubahan lklim

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP Tahun
2022 difokltskan pada peningkatan kualitas kehidupan masgarakat gang lebih tangguh dan
adaptif untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak COVID-L9 menuju
pembangunan Aang lebih hijau dan berkelanjutan. Tfansforma"si pascapandemi COVID-L9
pada pembangunan linglatngan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim akan
dititikberatkan pada upaga perbaikan kaalitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah
Bahan Berbahaga dan Beraann (F'3) dan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara
otomatis; perbaikan sisfem ketahanan bencana gang tanggap terhadap bencana gang bersifat
seketika (sudden onset) maupun perlahan (slout onset); serta pelaksanaan pembangunan gang
menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

4.L.6.L Pendahuluan

Pada tahun 2022, isu utama yang masih akan dihadapi dalam PN Membangun Lingkungan
Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pascapandemi COVID-19,
meliputi: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung penguatan
ketahanan kesehatan masyarakat, melalui penanganan limbah E}3 medis, serta pengelolaan
limbah 83 dan sampah lainnya; (2) memperkuat ketahanan bencana dan iklim, baik bencana
yang bersifat sudden onset maupun slout onset: serta (3) mengelola emisi GRK.

Guna mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi pascapandemi COVID-l9,
kebijakan pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim pada
tahun 2022 akan memprioritaskan pada: (1) pengurangan dan penanggulangan beban
pencemar€rn untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
terutama penanganan limbah E}3 medis pascapandemi COVID-19 serta peningkatan kualitas
udara, air, air laut, dan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat;
(2) penguatan sistem ketahanan bencana dan peringatan dini terhadap multiancaman
bencana, baik yang bersifat seketika (sudden onset disasfers) seperti gempa bumi, tsunami,
likuefaksi, gerakan tanah, banjir bandang, maupun yang bersifat perlahan (slorz onset
disa.sters), seperti kerusakan lingkungan dan kerusakan akibat perubahan iklim; dan
(3) peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK pada masa pemulihan
aktivitas sosial ekonomi dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan
energi.
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Pada saat ini, pemerintah juga tengah menginisiasi konsep ekonomi sirkular untuk dapat
diimplementasikan secara menyeluruh dalam rantai pasok ekonomi sebagai bagian dari
tanggung jawab terhadap komitmen produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan dan
rendah karbon. Untuk melakukan operasionalisasi program ketahanan iklim, maka disusun
dokumen kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) yang menjadi pedoman dalam
perencanaan dan pelaksanaan aksi ketahanan iklim. Dokumen PBI berisi: (1) lokasi prioritas
dan daftar aksi ketahanan iklim; (2) kelembagaan ketahanan iklim; (3) peran lembaga
nonpemerintah untuk mendukung aksi ketahanan iklim; (4) sumber-sumber pendanaan
untuk mendukung aksi ketahanan iklim; dan (5) mekanisme pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan.

Selanjutnya, melanjutkan upaya penguatan sistem ketahanan bencana dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu dilakukan peningkatan upaya
pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan; pemantapan sistem data kebencanaan terpadu;
sistem peringatan dini terintegrasi; penguatan kelembagaan kolaboratif dan pemberdayaan
masyarakat; serta pengembangan inovasi dan sinergi pembiayaan penanggulangan bencana.
Upaya penguatan sistem ketahanan bencana akan didukung dengan investasi pemulihan
pascabencana, penegakan standar bangunan, integrasi kebijakan pengurangan risiko
bencana, penguatan tata kelola pemanfaatan ruang dan penegakan hukum pada
pelanggaran tata ruang, serta penguatan literasi dan edukasi kepada masyarakat.

4.L.6.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2022, sasaran yang akan dicapai dalam Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19
Sasaran, Indlkator, dan Target PN 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Penrbahan Iklim

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) belum dilakukan penghitungan; b) angka sementara; c) analisis dan proyeksi Kementerian
PPN/Bappenas, 2O2l

No. Sasaran/Indilator
Basellne

2019

Rcalieasi

2020

Targct

2o2L 2022 2024

1 Mcningkatnya iadeks kualitas liugkuagan hidup

1.1 Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

66,55 70,27 68,96 69,22 69,74

2 Berkurangnya kerugian akibet dampak bcncana dan bahaya iklim

2.1 Penurunan potensi
kehilangan PDB akibat
dampak bencana dan iklim
terhadap total PDB (%)

N/A4 o,44b) o,69 0,91 t,25

3 Meningkatnya cepeiaa penurunan emisi den intensitas emisi Gae Rumah Krca (GRI(I
terhadap basellne

3.1 Persentase penurunan emisi
GRK (%)

23,46 25,93bt 23,55.) 26,87 27,27c)

3.2 Persentase penurunan
intensitas emisi GRK (%)

20,75 24,57b) 23,4Oc) 21,54.1 23,22ct

SK No 130243 A



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.96 -

4. 1.6.3 Program Prioritas

Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim terdiri atas 3 (tiga) PP, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup,
(2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dan (3) Pembangunan Rendah Karbon,
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.16. Selanjutnya, sasaran, indikator, dan target PP
sebagaimana pada Tabel 4.2O.

Kerangka *0, u ,*Tlil.llur'1roll'1."n Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Penrbahan lklim

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2 L
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Tabel4.2O
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim

No Saearen/Iudilator
Bo,sellne

20L9
Realisasi

2020

Target

2o2r 2022 20.24

PP l. Pcninglatan Kuelitas Lingkuugan Hidup

Mcningkatnya kuelitas air, kualitas air laut, kualites udarr, scrta kualltas tutupan lahan dan
ckosistcm gambut

1.1 Indeks Kualitas Air (lI(A) 52,65 53,53 55,20 55,30 s5,50

1..2 Indeks Kualitas Air Laut
(rKAL)

N/Aa) 68,94 59,00 59,50 60,50

1.3 Indeks Kualitas Udara (IKU) 86,57 87,21 84,20 84,30 84,50

1.4 Indeks Kualitas T\rtupan
Lahan dan Ekosistem
Gambut (IKL)

62,OO 59,54 62,50 63,50 65,50

PP 2. Peniaglatan Ketahanan Bencana dan Ihlim

Berkurengnye potcnsi kehil,aagan PDB akibat dampah bencaua den baheya iLlim, serta
mcningLatnya kcccpatao penyampaian informasi pcringatan dini bencena kepada masyarakat

2.1 Persentase penumnan
potensi kehilangan PDB
akibat dampak bencana (%o)

N/Ao 0,08b) 0,10b) 0,10b) 0, 10b)

2.2 Penurunan potensi
kehilangan PDB sektor
terdampak bahaya iklim (%)

N/Ao 0,34b) 0,59 0,81 1,15

2.3 Kecepatan penyampaian
informasi peringatan dini
bencana kepada masyarakat
(menit)

>5,00 5,00 4,50 4,OO 3,00

PP 3. Pembangunan Rendah Karbon

Meningkatnya capaian penuruna! emisi GRI( tcrhadap basellne pada scktor energi, lahan,
limbah, IPPU, serta pesisir dea kelautan (o/o)

3.1 Penurunan emisi GRK
terhadap baseline pada
sektor energi (%)

10,30 14,45b) t4,06 10,58c) 9,35.)

3.2 Penurunan emisi GRK
terhadap baseline pada
sektor lahan (%)

36,40 38,02b) 35,i1 39,55.) 42,35c1

3.3 Penurunan emisi GRK
terhadap baseline pada
sektor limbah (%)

8,00 7,70b) 6,89 35,75c) 37,01c)
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Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas, 2O2 |
Keterangan: a) belum dilakukan penghrtungan; b) angka sementara; c) analisis dan proyeksi Kementerian
PPN/Bappenas, 2O2l

4.L.6.4 Proyek Prioritas Strategis/ Major Project (MP)

Dalam PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim telah disusun dua MP sebagai langkah konkret pencapaian sasaran yang
dirinci hingga urgensi, outcome/impact, kelembagaan, lokasi, sumber pendanaan, alokasi
pendanaan, serta proyek terpilih (selected) beserta aspeknya. Kedua MP tersebut sebagai
berikut:

No. Saseran/IndiLator
Basellne

2019
Realisasi

2020

Target

2o21 20.22 2024

3.4 Penurunan emisi GRK
terhadap baseline pada
sektor IPPU (%)

0,60 1,95b) 4,18 t7,87,) ).7,46c)

3.5 Penurunan emisi GRK
terhadap baseline pada
sektor pesisir dan kelautan
('/")

6,30 6,50b) 6,60 6,80.) 7,3O")
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Dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana, strategi akan difokuskan
untuk: (1) memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat dengan tetap memperkuat
kolaborasi multipihak (trtentahelix): (2) menyusun rencana penernggulangan kedaruratan
bencana yang dilengkapi dengan rencana kontingensi dan strategi lainnya, termasuk
protokol turunan yang diperlukan hingga level administrasi terkecil (desa/Rukun Warga
(RW)/Rukun Tetangga (RT)); dan (3) meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana
dengan menyusun rancang bangun sistem penanggulangan bencana yang tepat sasaran,
antisipatif, dan fleksibel untuk berbagai ancaman.

Penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dilaksanakan melalui pembentukan
dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana), peningkatan budaya sadar bencana, serta
pendidikan dan pelatihan teknis simulasi dan geladi penanggulangan bencana yang
mengutamakan peningkatan pemahaman risiko bencana berdasarkan ilmu pengetahuan,
teknologi, serta kearifan lokal kepada masyarakat dan aparat. Penguatan Standar
Operasional Prosedur (SOP) penangErnan bersama untuk antisipasi kejadian bencana melalui
penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang dilengkapi dengan
rencana kontingensi penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana pada saat
kejadian bencana dan strategi lainnya juga diperlukan pada wilayah rawan terdampak
seperti kawasan perkotaan padat penduduk dan mobilitas tinggi, pusat-pusat investasi,
industri, pariwisata, serta kawasan produksi pangan dengan melibatkan kerja sama
antarpemerintah daerah dan lintas K/L. Penguatan didasarkan pada kajian pemetaan dan
analisis risiko bencana yang komprehensif serta perlu didukung dengan peningkatan
investasi pengurangan risiko bencana yang diutamakan untuk ancaman bencana pandemi,
yaitu melalui: peningkatan kapasitas dan sumber daya kesehatan wilayah, seperti rasio
tenaga medis, relawan, dan fasilitas pelayanan kesehatan (pusat kesehatan masyarakat
(puskesmas) /rumah sakit).
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Strategi penguatan manajemen penanganan darurat bencana akan difokuskan pada:
(1) meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons kedaruratan terpadu, multisektor, dan
multipihak; (2) memperkuat sistem data bencana terpadu yang termutakhir, mudah diakses
publik, transparan, dan berbasis satu referensi; (3) memperkuat sistem logistik (terutama
pangan dan alat kesehatan) dan jaring pengaman sosial untuk mengurangi dampak sosial-
ekonomi pada masa krisis dan mempercepat pemulihan kondisi menjadi lebih baik; serta
(4) meningkatkan kapasitas adaptif dan membangun masyarakat tangguh. Dalam
mendukung upaya tersebut, peran pendampingan dan pembinaan pusat terus diperkuat
untuk pengendalian operasi di daerah guna memperkuat manajemen kedaruratan bencana
di daerah.

4. 1.6.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dalam RKP Tahun 2022 yang diperlukan untuk mendukung pencapaian
PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan
Iklim adalah revisi PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana. Revisi regulasi tersebut diperlukan untuk perbaikan tata kelola pendanaan di
bidang penanggulangan bencana, baik untuk pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD,
dan/atau masyarakat.

4.L.7 Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan hrblik

Pembangunan bidang politik, hukum, perTahanan, dan keamanan diarahkan pada upaAa
pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi didorong melalui
perbaikan pada sistem huktm ekonomi dan pemberantasan kontpsi di tengah pandemi, serta
penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan uaksin dai
negara produsen utama. Hal ini didukung pengelenggaraan pertahanan dan keamanan di
tengah peningkatan respons pertahanan dai beberapa negara. di Asia dan keamanan siber.
Pada bidang pelayanan publik difukuskan pada penguatan kelembagaan, tata kerja, dan
standardisasi pengelenggaraan pelaganan publik. Selain itu, tahapan persiapan pemilu akan
dimulai dengan ueifikasi data Kartu Tanda Penduduk secara online.

4.1.7.1Pendahuluan

Mengacu pada RPJMN 2O2O-2O24, pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan
Keamanan (Polhukhankam) tahun 2022 akan tetap diarahkan untuk mewujudkan
konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan,
birokrasi yang profesional dan netral, penguatan politik luar negeri dan kerja sama
pembangunan internasional, rasa aman bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Arah kebijakan tersebut akan difokuskan
untuk mendukung tema RKP Tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Struktural. Dalam konteks tersebut, lebih khusus untuk meningkatkan efektivitas dalam
merespons dampak pandemi COVID-19, tetap diperlukan situasi yang kondusif, antara lain
melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (laut and order)dalam situasi politik
yang stabil.

Terdapat sejumlah isu strategis pada aspek Polhukhankam yang akan dihadapi pada tahun
2022. Pada bidang politik dan komunikasi, proses tahapan Pemilu 2024 akan dimulai,
sebagai bagian dari siklus penting konsolidasi demokrasi di Indonesia. Merujuk pada
indikator Indeks Demokrasi Indonesia 2O2O, independensi penyelenggara pemilu masih
merupakan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, partai politik perlu terus
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meningkatkan kinerjanya. Masalah tingginya biaya politik dan maraknya korupsi perlu terus
ditangani, karena akan berdampak langsung pada keuangan negara, rusaknya tatanan
sosial, serta hancurnya nilai-nilai luhur bangsa. Selanjutnya di bidang komunikasi, kualitas
konten informasi masih harus terus ditingkatkan. Efektivitas komunikasi publik pemerintah
juga masih kurang terintegrasi dan informasi yang diperoleh masyarakat belum merata dan
berkeadilan, meskipun hampir seluruh rakyat Indonesia sudah memiliki telepon seluler
(ponsel), bahkan 25 persen penduduk memiliki lebih dari satu ponsel, serta sebanyak
73,7 persen telah terkoneksi internet.

Pada bidang politik luar negeri, masih terdapat tantangan dengan semakin banyaknya kasus
menimpa WNI di luar negeri, khususnya dari anczunan keamanan nontradisional seperti
pandemi. Upaya penguatan strategi dan langkah responsif penanganan WNI di luar negeri
yang terdampak pandemi COVID-19 terus dilakukan, dan dilakukannya upaya percepatan
penyelesaian kasus/sengketa. Pemutakhiran data serta integrasi portal WNI dengan sistem
administrasi kependudukan perlu dilakukan guna peningkatan kualitas rekomendasi
strategi kebijakan pelindungan WNI dan peningkatan pelayanan publik di perwakilan luar
negeri. Di sisi lain, sebagai langkah strategis dalam pemulihan ekonomi dalam negeri, keda
sama pembangunan internasional perlu terus ditingkatkan, termasuk untuk mengamankan
pasokan vaksin dari negara produsen utama. l€bih dari itu, kerja sama pembangunan
internasional tetap menjadi instrumen penting dalam memperkuat multilateralisme serta
posisi Indonesia di tingkat regional dan global melalui Kemitraan Multi-Pihak (KMP).

Pada bidang hukum upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih menjadi
tantangan yang ditandai dengan banyaknya kasus korupsi dalam pelaksanaan program
penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, beberapa isu strategis lainnya di bidang hukum
yang masih menjadi fokus perbaikan ke depan di antaranya penguatan penegakan hukum
pidana yang mengedepankan keadilan restoratif, perbaikan ouercroutding pada lembaga
pemasyarakatan yang masih mencapai 94 persen per Mei 2021, penguatan pelaksanaan
Sistem Peradilan Fidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), serta penguatan
integritas dan pengawasan aparat penegak hukum dan hakim. Perbaikan pada sistem
hukum ekonomi juga perlu diperkuat, mengingat Indonesia masih menggunakan rezim
hukum dan kerangka hukum warisan kolonial.

Pada bidang aparatur negara, beberapa isu strategis terkait implementasi manajemen ASN
di antaranya adalah perbaikan manajemen data PNS, serta penguatan koordinasi
pelaksanaan manajemen talenta dan sistem merit ASN. Isu strategis pada bidang pelayanan
publik di antaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan, tata kerja, dan
standardisasi proses penyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu dan integratif, baik
elektronik maupun nonelektronik. Dalam konteks kelembagaan, perlu percepatan
pelaksanaan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional. Terkait
pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu penguatan koordinasi dan pelaksanaan kebdakan
reformasi birokrasi secara nasional yang berdampak besar dalam tata kelola pemerintahan
yang baik.

Pada bidang pertahanan dan keamanan, beberapa isu strategis tahun 2022 di antaranya
adalah, potensi eskalasi ketegangan di kawasan yang ditunjukkan dengan peningkatan
respons pertahanan dari beberapa negara di Asia, peningkatan aspek koordinasi dan
implementasi di ranah keamanan siber, peningkatan pelayanan publik oleh kepolisian
melalui digitalisasi layanan, peningkatan upaya pencegahan penyalahguna€rn narkotika,
perkembangan doktrin radikalisme lintas yurisdiksi, pendanaan kelompok terorisme dengan
strategi yang adaptif, serta tantangan dalam membangun sistem pertahanan, keamanan,
dan tata ruang pertahanan negara di wilayah ibu kota negara.
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4.1.7.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dapat dilihat pada Tabel 4.21.

Tabel4.21
Sasaran, Indikator, dan Target PN 7

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Rrblik

Sumber: 1) BPS,2) Kemenkominfo,3) Kemenlu,4) KemenPAN RB, 5) Kementerian Pertahanan

Keterarrgan: a) Pembaruan metode penghitungan pada tahun 2O2U2O24; b) Metode penghitungan hanya sampai
pada tingkat kepuasan; c) Nilai IPH tahun 2O2O dalarn kategori cukup (IPH 2020 dilakukan pengembangan dengan
perubahan kerangka pikir, metodologi pengumpulan dan pengukuran data. Skala nilai IPH 0,2H,80 yaitu 0,20-
0,40= kurang; 0,41-0,60= cukup; 0,61-0,80= baik). Nilai lPH2O2O menjadi baselineawaJuntukpenghitungan target
tahun2O2l-2O2a; il penyesuaian target nilai IPH berdasarkan pada baseline awal nilai lPH2O2O.

No. Sasaran/Indikator
Basellne

2019

Realisasi

2020

Tergct

2o.2L 2022 2024

I Terwrrjudnya Demokrasi yaug Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya
Kapasitas Lcmbaga-Lembaga Dcmokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga l[cgere
secara Optimal

1.1 Indeks Demokrasi Indonesial) 74,92 73,66 77,72") 78,06") 78,66at

t.2 Tingkat Kepercayaan
Masyarakat terhadap Konten
dan Akses Informasi Publik
terkait Kebijakan dan Program
Prioritas Pemerintah2) (7o)

69,43b) 70,4 65 75 80

2 Optimalnya Kebijalan Luar Negcri

2.1 Indeks Pengaruh dan Peran
Indonesia di Dunia
Internasiona13)

95,20 96,58 96,00 96,30 97 07

3 Meningkatnya Peaegelran Huhum lllasional yang Mantap

3.1 Indeks Pembangunan Hukum o,62 0,54.) 0,55 d) 0,56d) 0,58d)

4 Mcningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

4.t Indeks Pelayanan Publik4) 3,63 3,84 4,05 4,29 4,79

5 Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.i
Persentase Luas Wilayah NKRI
yang Dapat Dijaga
Keutuhannya (%)s)

100 100 100 100 100
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4.1.7 .3 Program Prioritas

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui lima PP, yaitu (1)
Konsolidasi Demokrasi, (2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, (3) Penegakan Hukum
Nasional, (4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta (5) Menjaga Stabilitas Keamanan
Nasional, sebagaimana pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17
Kerangka PN 7 Memperkuat Stabilitas

Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik dapat dilihat pada Tabel 4.22.
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Tabcl4.22
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 7

Memperkuat Stebilitas Polhukhan}am dan Transformasi Pelayanan hrblik

No. Sesaran/IndiLetor
Basellne

20L9

Realisasi

2020

Terget

2o2r 2022 2024

PP 1. KonsoUdasi Demolrasi

Tcrvujudnye Stebilites Politik yeng Kondusif scrtr Komunilresi Publik yeng Efckif,
Integratif, dan Partisipatif

1.1 IDI Aspek Kapasitas
Lembaga Demokrasi

78,73 75,66 76,30 77,25 80,23

t.2 IDI Aspek Kebebasan 77,20 79,40 82 50 83,OO 84,00

1.3 IDI Aspek Kesetaraan 70,7L 67,85 77,90 78,82 80,47

t.4 Jumlah
Regulasi/ Kebijakan Tata
Kelola Informasi dan
Komunikasi Publik di
Pusat dan Daerah yang
Terintegrasi Sesuai Asas-
Asas Keterbukaan
Informasi Publik
(dokumen)

3 6 3 J 2

PP 2. Optimelisasi Kebijelen Luer ltlcgcri

Meningkatnya tfcktivitas Diplomasi dan Pcmanfraten KcrJe Seme Pembargunan
Internesionel

2.L Jumlah Forum yang
Dipimpin oleh Indonesia
pada Tingkat Regional dan
Multilateral (forum)

8 20 10 l3 16

2.2 Indeks Citra Indonesia di
Dunia Internasional

3,78 3,82 3,85 3,90 4,O0

2.3 Indeks Pelayanan dan
Pelindungan WNI di Luar
Negeri

89,91b) 88,35 87,00 88,OO 90,oo

PP 3. PcacgaLen Hukum Nesioaal

Mcnlngketnye Pcncgelrnn den Pclayenea Hukum scrte Akacs tcrhedap Keedilen

3.1 Indeks Perilaku Anti
Korupsi

3,70 3,84 4,O3 4,06 4,14
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2l

Keterangan: a) Indrkator nasional yang sesuar dengan indikator global untuk SDGs; b) Data basehne 2Ol9
menggunakan metode perhitungan lama; c) Data. baseline tahun 2017; d) Indikator baru pada tahun 2O2O-2O24.

Sebagai upaya memulihkan dampak pandemi COVID-l9, kegiatan-kegiatan penting yang
dilakukan di bidang politik dan komunikasi serta politik luar negeri-kerja sama
pembzrngunan internasional, antara lain (1) dukungan pembiayaan partai politik;
(2) peningkatan kualitas tahapan pemilu pada 2022 serta pengembangan teknologi pemilu,
termasuk teknologi pungut-hitung dalam varian rekapitulasi elektronik (e-rekopl serta upaya
rintisan untuk pemungutan suara secara elektronik (e-uotingl; (3) sosialisasi dan diseminasi
informasi yang merata dan berkeadilan dengan berinovasi dan memanfaatkan teknologi;
(4) meningkatkan kualitas konten informasi; (5) pelindungan, pendampingan, dan bantuan
terhadap WNI di luar negeri yang terdampak pandemi dan penyelesaian kasus lainnya,
seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pemenuhan hak finansial Pekeda Migran
Indonesia (PMI), penyanderaan, jeratan hukuman mati, serta permasalahan keimigrasian;
(6) penguatan diplomasi dan keda sama pembangunan internasional guna pemulihan
ekonomi, termasuk pemberian hibah kepada negara-negara sahabat; (71 penguatan
partisipasi aktor nonpemerintah dalam kerja sama pembangunan internasional yang
mendukung perdagangan dan investasi; (8) penguatan posisi dan kontribusi Indonesia di

No. Sesrren/Indilretor
Bq'selTne

20t9

Realisesi

20/20

Targct

2o2t 20.22 2024

PP 4. Rcformasl Blrokrasi den Tata Kelola

MeningLetn5ra Kualitrs Pelaksanaan Reformesi Birolrasi lastensl Pemcrlateh

4.1 Indeks Reformasi
Birokrasi Rata-Rata
Nasional:

4.1.1 Kementerian/
[,embaga

73,66 74,63 81,56 84 22 89 53

4.1.2 Provinsi 63,70 64,28 70,85 73,65 79,27

4.1.3 Kabupaten/Kota 55,49 53,85 66,96 69,15 73,52

PP 5. Menjega Stebilites Kcemanqn Nesionel

Terjeganya Stebilites Pettahenen den Keameann

5.1 Indeks Kekuatan Militer o,28 0 26 o,25 0 24 o,20

5.2 Indeks Terorisme Global 5,O7 4,63 4,39 4 34 4,24

5.3 Persentase Orang yang
Merasa Aman Berjalan
Sendirian di Area Tempat
Tinggalnya (%)")

53,32c) 53,32c) >55 >55 >60

5.4 Indeks Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat

N/Ad) 4,23 3,20 3,20 3,40
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tingkat global melalui: (a) ke{a szuna bilateral dan regional termasuk Keda Sama Selatan-
Selatan dan Triangular (KSST) yang inovatif; (b) kepemimpinan dan kontribusi di organisasi
maupun forum internasional antara lain G2O, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Dewan HAM
PBB, Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, serta Global Platform for Disaster Risk Reduction
(GPDRR); (c) diplomasi komoditas.

Kegiatan-kegiatan penting pada bidang hukum di antaranya (1) penguatan pencegahan
korupsi melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di bidang perizinan dan
tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi; (2) sinergi
kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang mengedepankan
keadilan restoratif; (3) percepatan berbagi pakai data penanganan perkara melalui SPPT-TI;
(4) penguatan integritas dan kapasitas aparat penegak hukum dan hakim; (5) peningkatan
kualitas dan cakupan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak
mampu/marjinal; (6) peningkatan akses kemudahan berusaha melalui pembaruan kerangka
hukum memulai usaha, reformasi sistem jaminan benda bergerak, reformasi eksekusi
putusan perdata pengadilan dan optimalisasi sistem kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang; dan (7) pengembangan prosedur beracara (e-court) untuk perkara niaga
guna mendukung pemulihan ekonomi.

Kegiatan-kegiatan penting pada bidang aparatur negara, antara lain: (1) penguatan data PNS
dan instrumen pemetaan kompetensi ASN untuk mendukung pembangunan manajemen
talenta ASN; (2) penyusunan rencana pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia
(SDM) ASN nasional; (3) penjaminan kualitas penerapan sistem merit di instansi pemerintah;
(4) implementasi manajemen kinerja ASN berbasis sistem informasi; (5) pembangunan
rancangan portal pelayanan publik; (6) penguatan koordinasi untuk percepatan proses
reformasi birokrasi nasional; dan (7) penguatan dan percepatan koordinasi pelaksanaan
kebijakan SPBE nasional.

Kegiatan-kegiatan penting pada bidang pertahanan dan keamanan, antara lain
(1) pembangunan gelar kekuatan TNI; (2) pembangunan kemandirian industri pertahanan;
(3) peningkatan keamanan laut; (4) peningkatan pelayanan kepolisian yang Prediktif,
Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi) berbasis digital; (5) peningkatan
resiliensi masyarakat, terutama remaja dalam mencegah penyalahgunaan narkotika;
(6) peningkatan pencegahan penyebaran ekstremisme dan radikalisme melalui sarana
digital; dan (7) penguatan keamanan dan ketahanan siber.

4.L.7.4 Proyck Horitas Strategis/ MQor hoJect

Di dalam PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik,
terdapat dua Major Project (MP) yaitu (1) Penguatan National Securitg Operation Center
(NSOC)-Secuitg Operation Center (SOC) dan Pembentukan l2l Computer Secuity Incident
Response Team (CSIRT), serta (2) Penguatan Keamanan Laut di Natuna. Lebih lanjut MP
tersebut dijabarkan pada uraian di bawah ini.

Major Project Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT

Major Project Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT merupakan proyek
prioritas strategis RPJMN 2O2O-2O24 yang didasari oleh direktif presiden dalam upaya
penguatan keamanan dan ketahanan siber serta mendukung upaya transformasi digital.
Sasaran utama MP ini adalah stabilitas keamanan siber sektor pemerintah dengan
mempertimbangkan tingginya serangan siber yang ditujukan ke domain pemerintah, baik
pusat maupun daerah.
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Hasil evaluasi MP pada awal tahun pelaksanaan RPJMN 2O2O-2O24 menunjukkan adanya
penyesuaian target prioritas dikarenakan pembatasan aktivitas dalam skala besar sebagai
akibat dari pandemi COVID-19. Meskipun demikian, outputlkegiatan prioritas yang memiliki
dampak langsung terhadap kemajuan MP seperti Perluasan Cakupan NSOC, Pembangunan
Kapabilitas National CSIRT, Penanganan Tindak Pidana Siber, Pembentukan CSIRT pada
sektor pemerintah, dan Pengembangan SDM Bidang Keamanan Siber tetap dapat
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat RPJMN 2O2O-2O24. Dari sisi pendanaan,
pelaksanaan MP tersebut dibiayai oleh APBN dengan indikasi sebesar Rp8 triliun pada kurun
waktu lima tahun.

MaJor ProJect Penguatan Keamanan Laut di Natuna

Dilatarbelakangi oleh adanya eskalasi ancaman di Wilayah Natuna dan meningkatnya risiko
perompakan; kekerasan dan tindak kejahatan di laut; Illegal, Unreported, and Unregulated
(IUU) Flshing; serta transnational cimes. Oleh karena itu, MP tersebut diarahkan untuk
pembangunan sarana prasarana pertahanan dan dukungannya serta pengadaan alat
peralatan keamanan laut (alpalkamla).

MP Penguatan Keamanan Laut di Natuna diharapkan dapat meningkatkan deterrent effect
dan penegakan kedaulatan di Perairan Natuna; menurunkan aktivitas perompakan;
kekerasan dan tindak kejahatan di laut; IUU Fishing; serta transnational crimes. Dari sisi
pendanaan, pelaksanaan MP tersebut dibiayai dari APBN dengan indikasi pendanaan selama
lima tahun sebesar Rpl2,2 triliun.
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4.L.7.5 Kerangka Regulasi

Kebutuhan regulasi pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik pada tahun 2022 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional
diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam RPJMN 2O2O-2O24,
yang meliputi: (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; (2)
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata; dan (3) Rancangan Undang-
Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Usulan Kerangka Regulasi dalam mendukung PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2OO4 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang merupakan respons pemerintah terhadap perkembangan
dalam bidang perekonomian dan perdagangan, serta kebutuhan masyarakat terhadap
perangkat hukum dalam pembiayaan usaha khususnya penyelesaian utang piutang
yang tidak efisien dan berbiaya tinggi. Penyelesaian berbagai permasalahan dalam
praktik penyelenggaraan kepailitan dan PKPU dapat menjamin kepastian hukum dan
pelindungan yang adil bagi pelaku usaha, sehingga diharapkan dapat mendorong iklim
investasi yang kompetitif. Penyusunan naskah akademik revisi UU Kepailitan dan PKPU
telah selesai dilakukan pada 2021. Pada tahun ini proses pembahasan oleh panitia
antarkementerian sedang dilakukan guna menyepakati substansi penyusunan naskah
RUU. Pada 2022 diharapkan proses revisi undang-undang telah selesai pada tahap
harmonisasi.

(2) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata

Peraturan perundang-undangan terkait hukum acara perdata yang ada dan berlaku
sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik
peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun produk Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pengusulan RUU ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan
pengaturan hukum acara perdata yang substansinya masih menimbulkan multitafsir,
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tidak relevan dengan perkembangafl zc'lnarL, dan mendukung penyelesaian sengketa di
bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan asas sederhana,
mudah, dan berbiaya ringan guna menjamin kepastian hukum. Kementerian Hukum
dan HAM telah menyampaikan kembali naskah RUU kepada Presiden guna dilakukan
pembahasan kembali dengan DPR, sehingga pada tahun 2022 diharapkan pembahasan
bersama DPR telah selesai dan dapat segera diundangkan.

(3) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (RUU KUHP) dimaksudkan untuk memperbaharui hukum pidana nasional guna
memenuhi tuntutan perubahan akibat perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.
KUHP yang ada saat ini merupakan sistem hukum pidana yang tidak utuh karena
terdapat pasal-pasal yang diubah, ditambah, maupun dihapus dengan berbagai
undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta belum mengakomodir
berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru.
Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan diskusi publik RUU KUHP yang
bertujuan untuk menyerap aspirasi dan memberikan pemahaman yang utuh kepada
masyarakat. Pada tahun 2022 diharapkan RUU KUHP sudah dapat disahkan menjadi
undang-undang.

4.2 Pcla.danaan Horitas Nasional

Pendanaan Prioitas Nasional dalam RKP Tahun 2022 diarahkan pada upaAa pemulihan
ekonomi serta reformasi struktural melalui langkah-langkah konkret gang dituangkan dalam
Major Project tahun 2022.

Pembangunan nasional tahun 2O2O dan 2021 masih dibayangi oleh krisis akibat pandemi
COVID-19. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun kunci Indonesia terlepas dari tekanan
pandemi COVID-19. Tidak hanya pemulihan ekonomi, namun juga transformasi ekonomi
yang didukung oleh reformasi struktural diharapkan dapat terwujud pada tahun 2022.
Untuk mendukung upaya tersebut, alokasi pada Prioritas Nasional RKP Tahun 2022
diarahkan pada program-program pembangunan yang dirinci dalam 7 Prioritas Nasional
pada tabel4.23.

Prioritas Nasional tersebut dipilih beberapa isu yang menjadi kunci pencapaian sasaran
pembangunan. HaI ini diwujudkan dalam MP atau Proyek Prioritas Stategis. Major Projectini
disusun secara tajam, konkret, dan terintegrasi hingga tingkat lokasi dan instansi
pelaksananya. Major Project tidak hanya melibatkan Kf L, namun juga pemerintah daerah,
badan usaha (BUMN/swasta), dan masyarakat. Major Project ini selanjutnya menjadi fokus
rencana dan pendanaan RKP Tahun 2022.

Kondisi ketersediaan anggaran yang terbatas di tahun 2022 mendorong pemerintah untuk
lebih menajamkan efektivitas dan efisiensi dalam pengalokasian anggaran. Untuk itu,
integrasi kebijakan merupakan strategi yang dilakukan khususnya dalam MP yang bersifat
lintas atau kewilayahan untuk mendorong bergeraknya ekonomi seperti Pengembangan
Kawasan Pariwisata dan Industri. Hal ini sejalan dengan tema RKP Tahun 2022 "Pemulihan
Ekonomi dan Reformasi Struktural". Di samping itu, upaya pemulihan ekonomi tersebut
juga didorong melalui peningkatan peran UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan disusunnya
MP baru pada tahun 2022 yaitu Pengelolaan Terpadu UMKM. Peran UMKM di antaranya
akan dilakukan melalui pengembangan sentra-sentra kawasan serta pengintegrasian data
UMKM. Data ini dibutuhkan agar program pengembangan UMKM nasional menjadi terpadu
dan tajam. Selain itu, langkah pemulihan ekonomi juga didukung oleh Transformasi Digital
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antara lain melalui penyediaan akses internet cepat. Sedangkan untuk pembangunan
infrastruktur lebih diarahkan untuk memastikan tidak ada proyek yang terbengkalai dan
mempertajam dukungan untuk pembangunan kawasan atau pusat pertumbuhan.

Tabel4.23
Alolasi pada Horitas Nasioual Tahua 2o22

No. Prioritas Nasional
Alotesi

(Rp Triliunf

I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan

47,9

2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan

96,7

3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 266,6

4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5,7

5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

L29,9

6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim

6,8

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik

35,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Catatan: a) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas
Nasronal; b) Prioritas Nasronal mencakup rincran belanja K/L, Dana Transfer Khusus Fisik, dan KPBU.

Langkah strategis lainnya untuk mendukung pemulihan ekonomi dilakukan melalui
peningkatan ketahanan pangan. Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di
antaranya dituangkan dalam MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan).
Pengembangan Food Estate yang telah dimulai sejak tahun 2021, akan kembali
dilaksanakan di tahun 2022 dengan fokus pelaksanaan di Kalimantan Tengah serta
Sumatera Utara. Di tahun 2022, pengembangan Food Estate ini direncanakan terpadu
antara belanja KIL dan sumber pendanaan lainnya, antara lain Dana Transfer Khusus Fisik.

Di sisi lain, reformasi struktural juga akan didorong untuk semakin memantapkan
pemulihan ekonomi. Reformasi struktural utamanya dilakukan melalui peningkatan
kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial. Major Project terkait Reformasi
Sistem Kesehatan Nasional akan tetap dilanjutkan untuk menuntaskan penanganan COVID-
19 di antaranya melalui pemberian vaksin kepada seluruh penduduk. Sedangkan
perlindungan sosial akan dilaksanakan antara lain melalui pemberian bantuan sosial bagi
keluarga miskin.

SK No 130258 A





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- v.1 -

BAB V
KAIDAH PELAKSAITAAN

"tlntuk memqstlkan upaya pemullhan ekonom,l dan refotznosl stntktttral dapat
dllakukqn secara efeldlf, tertz,kur, dan manfaatnga dapat dlrc'saka;n oleh

masyarakat, dlperlukan dukungan kerangka kelembagaan, kerangka regulasl,
serta kerangkq euqluasl dan pengendallan peda lmplementasl RI{P Tq.hun 2022.'

5. 1 Kerangka Kelembagaan

Urgensi Kerangka Kelembagaan (KK) dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk
(1) mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian dari
7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) serta merespons berbagai perubahan dan permasalahan
yang ada; dan (2) mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi,
ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta mengurangi duplikasi tugas dan fungsi
organisasi sehingga pelaksanaan pencapaian PN tidak terkendala oleh kelembagaan yang
tumpang tindih dan/atau berkonflik.

5.1.1 Kerangka Kelembagaan yang Mendukung Prioritas Nasional

Ptioritas Nasional I 'Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas daa Berkeadilan'

(1) Badan Pangan Nasiond

Kerangka kelembagaan dibutuhkan untuk mendukung Program Prioritas (PP)

Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, serta Kegiatan
Prioritas (KP) Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional. Kerangka kelembagaan
ini bertujuan sebagai kerangka pengaturan tata kelola sektor pangan dan pertanian
yang terintegrasi dari hulu ke hilir, penyelesaian tantangan pada sektor pangan, dan
peningkatan kontribusi sektor pangan pada pencapaian target pembangunan nasional
dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Deuelopment Goals. Selain itu,
kerangka regulasi ini juga turut mendukung pencapaian beberapa Major Project (MP)
seperti MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), MP Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan, dan MP Wilayah Adat Papua: Wilayah
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay. Dalam kaitannya dengan PN lain, kerangka
kelembagaan juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 2 Mengembangkan
Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, khususnya lokasi
pembangunan food estate sebagai bagian dari pengembangan kawasan ekonomi dan
pengembangan kawasan.

5.2 Kerangka Regulasi

T\rjuan utama dari pelaksanaan Kerangka Regulasi (KR) adalah untuk memastikan
terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan PN, PP, KP,
dan Proyek Prioritas Strategis/MP pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

2022. Pelaksanaan pencapaian PN dan MP tidak boleh terkendala oleh berbagai regulasi baik
pada tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu penyelesaian tumpang tindih dan konflik
regulasi yang dikarenakan ego sektoral masih tinggi harus diselesaikan sebelum
pelaksanaan RKP Tahun 2022 mtilai dilaksanakan.
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5.2.1 Kerangka Regulasi yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional

Prioritas Nasional 1 'Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yaag
Berkualitas dan Berkeadilan'

(U Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (RIruPK)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah,
Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, serta KP Perbaikan
Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan. Kerangka
Regulasi ini bertujuan sebagai penyesuaian atas kerangka pengaturan perlindungan
konsumen di Indonesia sebelumnya yang diatur pada Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun
1999. Mempertimbangkan sektor perdagangan yang berkembang cepat seiring
kemajuan teknologi informasi. Salah satunya ditandai dengan pertumbuhart e-commerce
yang sedemikian pesat, maka diperlukan substansi pengaturan yang komprehensif dan
akomodatif bagi konsumen maupun penyedia barang dan jasa sebagai bagian dari
pelaksanaan kepastian hukum.

(21 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata
Nasional Manado-Likupang

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah,
Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, serta KP Peningkatan
Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang
Didukung Penguatan Rantai Pasok. Kerangka Regulasi ini bertujuan sebagai kerangka
pengaturan pembangunan destinasi pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan,
percepatan pemulihan ekonomi, dan menumbuhkan investasi khususnya di Destinasi
Pariwisata Prioritas (DPP) Manado-Likupang yang meliputi Taman Nasional Bunaken
dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang. Selain itu, kerangka regulasi ini juga
turut mendukung MP Destinasi Pariwisata Prioritas. Dalam kaitannya dengan PN lain,
KR juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 5 Memperkuat Infrastruktur
untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, khususnya terkait
pembangunan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas di DPP Manado Likupang
sebagai bagian dari DPP.

(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata
Nasional Bangka Belitung

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah,
Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, serta KP Peningkatan
Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang
Didukung Penguatan Rantai Pasok. Kerangka Regulasi ini bertujuan sebagai kerangka
pengaturan pembangunan destinasi pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan,
percepatan pemulihan ekonomi, dan menumbuhkan investasi khususnya di DPP
Bangka Belitung yang meliputi KEK Tanjung Kelayang. Selain itu, KR ini juga turut
mendukung MP Destinasi Pariwisata Prioritas. Dalam kaitannya dengan PN lain,
kerangka regulasi juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 5 Memperkuat
Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
khususnya terkait pembangunan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas di DPP
Bangka Belitung sebagai bagian dari DPP.

l4l Rancangan Peraturan Presiden tentang Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia
Pascapandemt COVID-19

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung 3 PP yaitu PP 6 Peningkatan Nilai
Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi; PP 7
Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam
Negeri (TKDN); dan PP 8 Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.
Kerangka Regulasi ini bertujuan sebagai landasan untuk menyinergikan penyusunan
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dan pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia 2022-2045. Penyusunan
peta jalan dimaksud juga meliputi strategi transformasi ekonomi pascapandemi
COVID-l9. Selain itu, kerangka regulasi ini juga turut mendukung MP Industri 4.0
di 6 Subsektor Prioritas, Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan Transformasi Digital.
Dalam kaitannya dengan PN lain, kerangka regulasi juga dibutuhkan untuk mendukung
pencapaian PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
serta PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim.

(5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Salng Jasa Konsultansi
Nasional

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung sasaran PN nomor 2 Meningkatnya
Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian.
Kerangka regulasi ini bertujuan untuk mewujudkan jasa konsultansi nasional yang
andal, kompeten, dan profesional. Serta mendorong penggunaan jasa konsultansi oleh
stakelnlder dan pelaku usaha. Selain itu, kerangka regulasi ini juga turut mendukung
MP Destinasi Pariwisata Prioritas, Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan),
Industri 4.0 di 6 Subsektor Prioritas, Kawasan Industri Prioritas dan Smelter. Dalam
kaitannya dengan PN lain, kerangka regulasi juga dibutuhkan untuk mendukung
pencapaian PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya
Saing khususnya terkait peningkatan kapasitas individu dan perusahaan.

Prioritas Nasional 2 "Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dau
Menjamin Pemerataan"

(1) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Penrbahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang V/ilayah
Nasional (RTRWN)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Sumatera,
Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta KP
Pengembangan Kawasan Perkotaan. Revisi peraturan dilakukan sebagai implikasi
pascaterbitnya UU No. 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja bahwa muatan tentang
RTRWN perlu disesuaikan terutama dalam mendukung upaya simplifikasi dan
sinkronisasi regulasi pengaturan pemanfaatan ruang tingkat nasional yang mencakup
matra darat dan matra laut. Dalam kaitannya dengan PN lain, KR juga dibutuhkan
untuk mendukung pencapaian PN 7 terkait penataan ruang di kawasan perbatasan
negara yang mendukung keamanan dan pertahanan nasional.

l2l Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKI{) tentang Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BVIP) hrsat Pemerintahan Kawasan Strategis
Nasional (KSN) Ibu Kota Negara (IKN)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah
Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini
merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran Rencana Tata Ruang (RTR) KSN
IKN yang bertujuan sebagai acuan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan
pelaksanaan pengendalian pemanfaatan mang serta dalam penyusunan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di wilayah pusat pemerintahan IKN. Selain itu, KR
ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Pembangunan IKN.

(3) Peraturan Kepala Otorita lbu Kota Negara (IKI{) tentang Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Pusat Ekoaomi Kawasan Strategis
Nasional (KSN) Ibu Kota Negara (IKN)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah
Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini
merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran RTR KSN IKN yang bertujuan
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sebagai acuan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian
pemanfaatan rrang serta dalam penyusunan RTBL di wilayah pusat ekonomi IKN. Selain
itu, KR ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Pembangunan IKN.

Prioritas Nasional 3 *Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing'
(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Penguatan Pelaksanaan
Perlindungan Sosial, serta KP Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran. Kerangka
regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi target program perlindungan sosial,
proses penyaluran dan perluasan bantuan sosial, program perlindungan sosial, serta
bertujuan sebagai protokol standar modifikasi program bantuan sosial untuk
meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan
iklim. Selain itu, regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Reformasi Sistem
Perlindungan Sosial.

l2l Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Teuaga Kesehatan
di Kabupaten/Kota

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan, serta KP Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan
Makanan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan distribusi
tenaga kesehatan, dengan fokus pada pemenuhan dan pemerataan, peningkatan
kompetensi dan pendidikan serta karir jabatan fungsional. Selain itu, KR ini turut
mendukung pencapaian MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.

(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Sertilikasi Halal Produk Obat, Produk
Biologi, dan AIat Kesehatan

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan, serta KP Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan
Makanan. Kerangka regulasi ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor
39 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dengan fokus
pada kehalalan produk obat, produk biologi dan alat kesehatan yang beredar di
Indonesia. Selain itu, KR ini turut mendukung pencapaian MP Reformasi Sistem
Kesehatan Nasional.

l4l Rancangan Peraturan Presiden tentang Dokter Layanan Primer

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan, serta KP Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan
Makanan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan
kesehatan di Indonesia seperti penyakit infeksi new emerging dan re-emerging, masih
terdapat penyakit menular yang belum teratasi, dan penyakit tidak menular cenderung
meningkat (tiple burden), melalui penguatan pelaksanaan Dokter Layanan Frimer dan
penguatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Selain itu, KR ini turut
mendukung pencapaian MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.

(5) Rancangaa Peraturan Presiden tentang Pembahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jamlnan Kesehatan

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan, serta KP Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan
Makanan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk memperbaiki sistem dan tata kelola
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui perbaikan sistem utilitas JKN. Selain itu, KR
ini turut mendukung pencapaian MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.
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(61 Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan
Penganrsutamaan Gender (PUG)

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda, serta KP Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan
Perlindungan Perempuan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menyusun dasar
hukum yang dapat mengatur pelaksanaan PUG di tingkat pusat, daerah, dan desa serta
mempercepat pelaksanaannya dalam rangka menurunkan kesenjangan gender.

Prioritas Nasional 5 'Memperkuat Infrastrulrtur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar'

(1) Revisi Peraturan Pemcrintah Nomor 15 Tahua 2OOS tentang Jalan Tol

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Pelayanan Dasar,
serta KP Konektivitas Jalan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk mendukung
kebijakan dalam rangka percepatan proses penyediaan infrastruktur jalan tol melalui
penyederhanaan proses, penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jalan tol,
pengusahaan jalan tol, pinalti jalan tol, penyesuaian tarif, pengumpulan tol, dan
perubahan spesifikasi teknis. Selain itu, KR ini juga turut mendukung pencapaian MP
Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung.

l2l Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Urusan Bidang Penrmahan di Daerah

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Pelayanan Dasar,
serta KP Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Tedangkau
di Perkotaan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk meminimalkan gap kebijakan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta membuka limitasi bagi
pemerintah daerah dalam melakukan penyediaan perumahan untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) yang disebabkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah.

(3) Rancangan Peraturan Menteri tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Pilar I
Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Pelayanan Dasar,
serta KP Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Kerangka regulasi ini bertujuan
untuk menjadi acuan bagi kementerian/lembaga (pelaksana) dan pemerintah daerah
dalam menerapkan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ). Selain itu, KR ini turut mendukung Proyek Prioritas (ProP)
Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan Search and Rescue
(SAR), ProP Pembinaan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Keselamatan dan
Keamanan Transportasi, Pencarian dan Pertolongan.

(4) Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pen5rusunaa Rencana Aksi
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Pelayanan Dasar,
serta KP Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Kerangka regulasi ini bertujuan
untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan. Selain itu, KR ini turut mendukung ProP Pemenuhan Fasilitas
Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR, ProP Pembinaan dan Pendidikan
SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian dan Pertolongan.
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Prioritas Nasional 6 *Membangun Lingkungan Hidup, Meaingkatkan Ketahanan
Bencana, dan Penrbahan lklim'
(U Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan
Ketahanan Bencana dan Iklim, serta KP Penanggulangan Bencana. Kerangka regulasi
ini bertujuan untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam
mengawal pendanaan di bidang penanggulangan bencana, khususnya pendanaan yang
bersumber dari masyarakat (crowdfunding). Selain itu, KR ini juga turut mendukung
pencapaian MP Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana. Dalam kaitannya dengan
PN lain, KP ini juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 2
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
khususnya terkait MP Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda.

Prioritas Nasional 7 "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Rrblik'
(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2OO4 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional, serta
KP Penataan Regulasi. Kerangka Regulasi ini bertujuan untuk mengakomodasi
perkembangan dalam bidang perekonomian dan perdagangan, serta kebutuhan
masyarakat terhadap perangkat hukum dalam pembiayaan usaha khususnya
penyelesaian utang piutang yang tidak efisien dan berbiaya tinggi, serta menjamin
kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pelaku usaha untuk mendorong iklim
investasi yang kompetitif.

l2l Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional, serta
KP Penataan Regulasi. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menyelesaikan
permasalahan pengaturan hukum acara perdata yang substansinya masih
menimbulkan multitafsir, tidak relevan dengan perkembangan zaman. dan mendukung
penyelesaian sengketa di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien sesuai
dengan asas sederhana, mudah, dan berbiaya ringan guna menjamin kepastian hukum.

(3) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional, serta
KP Penataan Regulasi. Kerangka Regulasi ini bertujuan untuk memperbarui hukum
pidana nasional serta mengakomodir berbagai masalah dan dimensi perkembangan
bentuk-bentuk tindak pidana baru.
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5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendallan Pembangunan

Sebagai upaya penyempurnaan fungsi serta mekanisme evaluasi dan pengendalian
pembangunan, maka disusun kerangka pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pada
aktivitas pelaksanaan pembangunan termasuk pelaksanaan RKP. Penyusunan kerangka
evaluasi dan pengendalian pembangunan dimaksudkan untuk (1) menggambarkan
perkembangan terkini atas proses kebijakan evaluasi dan pengendalian, serta (2) menjamin
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan melalui tindakan korektif selama
pelaksanaan pembangunan. HaI ini dilakukan untuk memenuhi amanat PP Nomor 17 Tahun
2Ol7 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
yang mengamanatkan pelaksanaan evaluasi pembangunan dalam kerangka penyusunan
RKP (Pasal 5:1-4), sekaligus pengendalian pembangunan (Pasal 33:1-3).

Fokus dan objek dari kerangka evaluasi dan pengendalian mengikuti dinamika
perkembangan penyusunan RKP Tahun 2022, terutama dalam upaya mengidentifikasi
seberapa efektif pelaksanaan kebijakan, Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP),

Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Prioritas Strategis/Ma.1br Project
(MP). Adapun momentum penting dari penyusunan RKP Tahun 2022 adalah menyiapkan
landasan transformasi ekonomi dan reformasi struktural dengan penekanan pada
pembangunan industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi
digital, kegiatan pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi
pendidikan keterampilan, serta reformasi kesehatan.

5.3. 1 Kerangl€ Evaluasi Pembangunan

Secara garis besar Kerangka Evaluasi RKP mencakup beberapa hal sebagai berikut:

(1) Tujuan Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan

Pelaksanaan Evaluasi RKP bertujuan (a) mengetahui hasil capaian kinerja
pembangunan yaitu pencapaian PN, PP, KP, ProP, dan MP sebagai bahan untuk
perumus€rn dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan; dan (b) memben feedback
serta landasan dalam penyusunan tema dan fokus pembangunan pada RKP tahun (n+ 1).

L€bih lanjut untuk menjaga konsistensi pelaksanaan dan evaluasi, penyusunan RKP
Tahun 2021 hingga 2024 berisi tujuh PN yang sesuai dengan agenda pembangunan
dalam RPJMN Tahun 2O2O-2O24.

(21 Cakupan Evaluasi Pembangunan

Evaluasi RKP Tahun 2022 mencakup evaluasi atas kineda pelaksanaan PN, PP, KP,
ProP, serta MP. Adapun evaluasi atas kine4'a pelaksanaan MP dilakukan terhadap
13 MP Prioritas dalam RKP Tahun 2022 namun tidak mengesampingkan MP lainnya
dalam RPJMN Tahun 2O2O-2O24. Dengan demikian, substansi evaluasi RKP mencakup
kinerja pembangunan tahunan berdasarkan dua hal, yaitu:

(a) Kinerja efektivitas pelaksanaan pembangunan meliputi (i) pencapaian sasaran PN

sebagai capaian outcome, (ii) pencapaian sasaran PP sebagai capaian immediate
outcome, (iii) pencapaian sasaran KP sebagai capaian output 1, (iv) pencapaian
sasaran ProP dan MP sebagai capaian output2, dan (v) pencapaian output (Rincian
AiputlRO) K/L sebagai capaian output 3; serta

(b) Kinerja optimalisasi pelaksanaan pembangunan meliputi (i) kine{a di level PN,
(ii) kinerja di level PP, (iii) kinerja di tevel KP, dan (iv) kinerja di level ProP dan MP
yang diukur dari aspek pencapaian sasaran dan aspek implementasi pelaksanaan
pembangunan (capaian kinerja dukungan output (ROl KIL dan penyerapan
anggaran).

Berdasarkan dua hal tersebut, disusun nilai kinerja akhir dalam bentuk rasio. Rasio
kinerja ditentukan berdasarkan perbandingan antara kinerja efektivitas dengan kine{a
optimalisasi.
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(3) PelaksanaEvaluasi Pembangunan

Evaluasi RKP dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas berdasarkan data dan informasi dari K/L sebagai pelaksana RKP dan
Kementerian PPN/Bappenas selaku penanggung jawab penyusunan RKP. Sebagai salah
satu bentuk akuntabilitas pemerintah, hasil evaluasi RKP digunakan sebagai salah satu
bahan pertimbangan dalam penentuan tema, fokus, dan masukan dalam penyusunan
narasi RKP periode selanjutnya.

(4) Mekanisme Evaluasi Pembangunan

Sesuai tahapan pelaksanaan dalam proses penyusunan RKP, secara garis besar evaluasi
RKP terbagi menjadi dua, yaitu:

(a) Evaluasi dalam rangka persiapan penyusunan tema dan fokus pembangunan RKP
tahun (n+1) berdasarkan evaluasi kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga
triwulan III, seperti pada Gambar 5.1, dan

(b) Evaluasi dalam rangka penyusunan RKP tahun berikutnya berdasarkan evaluasi
kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga triwulan IV, seperti pada Gambar 5.2.

Alur dan mekanisme evaluasi RKP pada tahap I (data capaian hingga triwulan III) terdiri dari
(i) penyusunan kertas kerja evaluasi dan konfirmasi data e-Moneu; (iil identifikasi data
capaian pembangunan melalui Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian per Bidang
Kementerian Koordinator serta Rapat Koordinasi Teknis bersama PJ PN, PP, KP, FroP, dan
MP Kementerian PPN/Bappenas dan seluruh K/L Pelaksana; (iii) pengumpulan data dan
informasi pencapaian PN, PP, KP, ProP, MP, dan output (RO) K/L; (iv)pengolahan dan analisis
data; serta (v) perumusan alternatif usulan tema dan fokus pembangunan tahun (n+1).

Gambar 5.1
Alur Erraluasi RKP Tahap I (capaian hingga triwulan III|

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2l

Evaluasi tahap II (capaian hingga triwulan IV) merupakan tahapan pemutakhiran data yang
dilakukan mulai dari (i) pemutakhiran kertas kerja evaluasi oleh para PJ PN, PP, KP, ProP,
MP Kementerian PPN/Bappenas, maupun K/L pelaksana; (ii) pertemuan konfirmasi/
finalisasi data dengan para PJ PN, PP, KP, ProP, MP Kementerian PPN/Bappenas, maupun
K/L pelaksana; (iii) pengolahan data dan penulisan laporan evaluasi RKP tahun (n-1); serta
(iv) hasil pemutakhiran akan digunakan dalam penyusunan naskah RKP tahun (n+ 1), yaitu
pada Subbab Evaluasi RKP.
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Gambar 5.2
Alur Erraluasi RKP Tahap II (capaian hingga triwulan IV)

Sumber: Kementerian PPN / Bappenas, 2O2 I

(5) Metode Evaluasi Pembangunan

Metode evaluasi RKP yang digunakan mencakup evaluasi atas kineda pembangunan
berdasarkan (1) evaluasi kinerja efektivitas dengan metode analisis gap dan rata-rata
tertimbang; serta (2) evaluasi kinerja optimalisasi dengan metode indeks optimalisasi.
Berdasarkan dua evaluasi kinerja tersebut, disusun nilai kinerja akhir dalam bentuk
rasio kine4'a. Rasio kinerja ditentukan berdasarkan perbandingan antara kinerja
efektivitas dengan kinerja optimalisasi, seperti pada Tabel 5. 1.

Tabel 5.1
Metodologi Erraluasi RKP: Kinerja Pencapaian Pembengunan

Aspck Uraian

I. Evaluasi KinerJa Efehivitas

(1) Metode Evaluasi Metode Analisis Gap dan Rata-Rata Tertimbang

(2) Sumber Data 1. Data capaian sasaran PN, PP, KP, ProP, dan MP dari PJ PN-PP-
KP-ProP-MP (sef assessmenl pencapaian sasaran PN-PP-KP-ProP-
MP Kementerian PPN/Bappenas);

2. Data e-Mone u Kementerian PPN/ Bappenas; serta
3. Sefassessment dukungan output (RO) K/L.

(3) Mekanisme
Penghitungan

Pencapaian kinerja ditentukan berdasarkan:

1. pencapaian sasaran PN sebagai capaian outcome;
2. pencapaian sasaran PP sebagai capaian immediate outcome;
3. pencapaian sasaran KP sebagai capaian outputL;
4. pencapaian sasaran ProP dan MP sebagai capaian output 2; serta
5. pencapaian output (RO) K/L capaian output3.

a. Pencapaian Sasaran
PN

Penghitungan persentase pencapaian sasaran PN dengan
membandingkan angka capaian terhadap target PN
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Aspch Uraian

b. Pencapaian Sasaran
PP

Penghitungan persentase pencapaian sasaran PP dengan
membandingkan angka capaian terhadap target PP

c. Pencapaian Sasaran
KP

Penghitungan persentase pencapaian sasaran KP dengan
membandingkan angka capaian terhadap target KP

d. Pencapaian Sasaran
ProP dan MP

Penghitungan persentase pencapaian sasaran ProP dan MP dengan
membandingkan angka capaian terhadap target ProP dan MP

e. Pencapaian Output
(Ro)K/L

Penghitungan persentase pencapaian dukungan output (RO) K/L
berdasarkan rata-rata tertimbang terhadap pagu anggarannya

(4) Kategori Kinerja Kategori kinerja terdiri atas:

1. baik, notif,rkasi hijau, capaian >90 persen;
2. cukup, notifikasi kuning, capaian 60-90 persen; dan
3. kurang, notihkasi merah, capaian <60 persen.

II. Evaluaei Kinerja Optimalisasi

(1) Metode Evaluasi Metode Indeks Optimalisasi

(2) Sumber Data 1. Data capaian sasaran PN, PP, KP, ProP, dan MP dari PJ PN-PP-
KP-ProP-MP (sef assessment pencapaian sasaran PN-PP-KP-ProP-
MP Kementerian PPN/Bappenas);

2. Dala e-Moneu Kementerian PPN/ Bappenas; serta
3. Sefassessment dukungan output (RO) K/L.

(3) Mekanisme
Penghitungan

Pencapaian kinerja ditentukan berdasarkan:

1. kinerja optimalisasi PN;
2. kinerja optimalisasi PP;
3. kinerja optimalisasi KP;
4. kinerja optimalisasi ProP; dan
5. kinerja optimalisasi MP;

a. Kinerja optimalisasi
PN

Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian
sasaran PN dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh PP pada PN

b. Kinerja optimalisasi
PP

Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian
sasaran PP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh KP pada PP

c. Kinerja optimalisasi
KP

Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian
sasaran KP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh ProP pada KP

d. Kinerja optimalisasi
ProP

Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada
kinerja dukungan output (RO) K/L, penyerapan anggaran dan
capaian sasaran ProP

e. Kinerja optimalisasi
MP

Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada
kinerja dukungan output (RO) K/L, penyerapan anggaran, dan
capaian sasaran MP
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2l

5.3.2 Kerangka Pengendalian Pembangunan

Secara garis besar kerangka pengendalian RKP mencakup beberapa hal sebagai berikut:

(1) Tujuan Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan

Pengendalian pelaksanaan RKP dilaksanakan untuk menjamin dan memastikan agar
pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih dengan pertimbangan strategis dari
program/kegiatan/proyek strategis dan besaran anggaran minimal yang ditentukan)
sesuai dengan rencana dan/atau berjalan ontrackdengan memperhatikan rekomendasi
atas hasil evaluasi.

(21 Cakupan Pengendalian Pembangunan

Pengendalian pelaksanaan RKP berupa rekomendasi tindakan korektif dari pelaksanaan
PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih), yang dilakukan pada semester kedua seperti Gambar 5.3.

Aspek Uraian

(4) Kategori Kinerja Kategori kinerja terdiri atas:

1. baik, notifikasi hijau, capaian >9O persen;
2. cukup, notihkasi kuning, capaian 60-90 persen; dan
3. kurang, notifikasi merah, capaian <60 persen.

III. Rasio Kinerja

Mekanisme
Penghitungan

Nilai kinerja akhir dalam bentuk rasio ditentukan berdasarkan
perbandingan antara kinerja efektivitas PN/ PP/ KP/ ProP/ MP dengan
kinerja optimalisasi PN/PPlKP/ProP/MP.

Rasio kinerja terdiri atas tiga kategori:

1. Rasio > 1 menunjukkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN relatif
lebih baik dibandingkan kinerja optimalisasi pelaksanaan PN
(termasuk kemampuan penyerapan anggaran);

2. Rasio <1 menunjukkan kinerja optimalisasi pelaksanaan PN
(termasuk kemampuan penyerapan anggaran) relatif lebih baik
dibandingkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN; dan

3. Rasio:1 menunjukkan kineq'a efektivitas pelaksanaan PN setara
dengan kinerja optimalisasi pelaksanaan PN (termasuk
kemampuan penyerapan anggaran).
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Gambar 5.3
Cakupan Pengendalian Pembangunan

Sumber: Kementenan PPN/Bappenas, 2O2 I

(3) Pelaksana Pengendalian Pembangunan

Pengendalian RKP dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas berkoordinasi dengan K/L terkait dan/atau pemerintah daerah. Data dan
informasi pengendalian utamanya mencakup data dan informasi tertentu atas (a)

capaian sasaran pembangunan, (b) laporan hasil pemeriksaan, (c) realisasi anggaran
dan evaluasi kinerja, serta (d) laporan hasil pengawasan. Hasil pengendalian
pembangunan disampaikan kepada KIL pelaksana berupa rekomendasi berupa
tindakan konstruktif, yaitu refoansing atau penajaman/pemfokusan langkah percepatan
pencapaian target PN/ PP/ KP/ ProP/ MP (terpilih).

(4) Mekanisme Pengendalian Pembangunern, antara lain sebagai berikut:

Pengendalian dilakukan melalui penilaian (assessmenf) PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih)
berdasarkan tiga aspek utama yaitu perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan,
dan kinerja pembangunan. Proses pengendalian pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP
(terpilih) dilakukan melalui alur (a) penentuan fokus pengendalian; (b) assessmenf
berupa pengisian instrumen pengendalian dan crosscheck lapangan konfirmasi atas
pelaksanaan; (c) penyusunan tindakan konstruktif pengendalian; serta (d) pengendalian
pelaksanaan tindakan konstruktif.

Keputusan untuk melakukan rekomendasi tindakan korektif terhadap
PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) dilakukan hanya mencakup tindakan konstruktif yaitu
refoansing atau penajaman/pemfokusan langkah percepatan pencapaian target
PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih). Mekanisme pengendalian RKP tersebut dapat dilihat
pada Gambar 5.4.
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Gambar 5.4
Mekanisme Pengendalian RKP

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2l

(5) Instrumen Pengendalian Pembangunan

Instrumen pengendalian pelaksanaan PN/PPlKPlProP/MP (terpilih) dalam RKP yang
digunakan mencakup (a) deskripsi dan logical frameutork; (b) sef crcsessmenf atas
perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja pembangunan; serta (c)

earlg uarnlng mitigasi utamanya ProP terpilih yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel
5.2.
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Tabel5.2
Metode Pengendalian PelaksaDaaD Pembangunan

Deskripsi
PN/PP/KP/ProP/MP
(terpilih) dan Loglcol

Ftameuork

Se(f Assessment atas
Perencanaan Strategis,

Meaajemen
Pelal,sanaan, dan

Kinerja Pcmbaagunan
PNIPPIKjPI ProP/MP

(terpilih)

Earlg Warnlng Mitigasi
PNlPPll<Pl ProP/MP,

Utamanya FroP (terpilih)

Definisi

Merupakan data dan
informasi
PN/PP/KPlProP/MP
(terpilih) yang terdiri atas

(1) Indikator, target,
alokasi pendanaan,
sumber pendanaan,
penanggung jawab
Kementerian
PPN/Bappenas, K/L
pelaksana; dan

(2) sasaran, indikator,
dan target outpu|
outcome, dan impact
dari
PN/PP/KPlProP/MP
(terpilih).

Merupakan penilaian (sef
assessmenf) terhadap
pelaksanaan
PN/PPlKPlProP/MP
(terpilih)

Merupakan segala
sesuatu yang dapat
diprediksi dan berpotensi
terjadi di masa depan
yang dapat menghambat
pencapaian tujuan
PN/PPlKP/ProP/MP,
utamanya ProP (terpilih)

Tujuan

(1) Memberikan
gambaran umum atas
PN/PP/KPlProP/MP
(terpilih).

(2) Memberikan informasi
cascading sasaran dan
indikator sasaran
output, outcome, serta
impact dari
PN/PPlKPlProP/MP
(terpilih).

(1) Memberikan
penilaian terhadap
perencanaan
strategis, manajemen
pelaksanaan, dan
kinerja pembangunan
PN/PP/KPlProP/ MP
(terpilih).

(2) Memberikanindikasi
awal tindakan
korektif atas
PN/PPlKPlProP/MP
(terpilih).

(1) Mengidentifikasi dan
menilai
kemungkinan
terjadinya risiko dan
dampak risiko.

(2) Mengidentil-rkasi
langkah atau
tindakan yang akan
diambil jika risiko
terjadi.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2O2 I
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BAB VI

PENUTUP

nRencqna Kerta Pemerlntah fiIfP) Tahun 2022 metrpakan 
"eslrons 

petnerlntah
gang slstematls, konkret, antlslpatlj, den adaptlf dalam menJawa,h tantangan

sertq dlnqmlka pembangtttatt, tertnasuk pandetnl COWD-I9. Tqhun 2022 menJadl
momenhtmbagl pemullhqn ekonoml dan refonnasl sttttktl,trol agar Indonesla

lepos darl tekano,n COWD-79 dan kemball bangklt mela4Jutkan Agenda
Pembangunqn Renca,na Pembangunan Jcngka Menengah Na'slonal (PJMN

Tahun2O2G2O24."

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 disusun untuk memenuhi amanah Undang-
Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Kedudukan RKP Tahun 2022
adalah sebagai penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2O2O-2O24, yang memuat komitmen pemerintah untuk
memberikan kepastian kebijakan, kerangka pendanaan, kerangka kelembaga€rn, kerangka
regulasi, serta kerangka evaluasi, dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan
nasional. Berdasarkan prosesnya, penyusunan RKP dilaksanakan melalui pendekatan
politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-doutnl, dan bawah-atas (bottom-upl.
Sementara itu berdasarkan substansinya penyusunan RKP dilaksanakan melalui
pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Rencana Kerja Pemerintah Ta}:,un 2022 mengusung tema "Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Struktural". Tema tersebut disusun dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN
Tahun 2O2O-2O24, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2O2O,
kebijakan pembangunan tahun 2O2l serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian.
Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang
sedang berada dalam proses pemulihan COVID-19. Dalam perspektif pencapaian Agenda
Pembangunan RPJMN Tahun 2O2O-2O24 dan Visi Indonesia 2045, peran RKP Tahun 2022
sangat strategis sebagai tahun kunci bagi Indonesia untuk lepas dari tekanan COVID- 19 dan
kembali bangkit untuk meneruskan transformasi ekonomi, agar target Indonesia keluar dari
jebakan negara Middle Income Trap (MITI dapat tercapai.

Untuk mencapai sasaran pembangunan dan tema RKP, dilakukan berbagai penguatan pada
proses penyusunan RKP Tahun 2022. Dalam konteks ini, dimensi penguatan mencakup
penguatan pada tahapan penyusunan, dan penguatan pada substansi RKP. Pada tahapan
penyusunan dilakukan upaya peningkatan sinergi perencanaan pembangunan pusat dan
daerah melalui sinkronisasi berbagai rapat koordinasi dan musyawarah perenc€rnaan
pembangunan. Di samping itu, juga dilakukan peningkatan integrasi berbagai sumber daya
pembangunan dalam RKP, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga
teridentifikasi kontribusi sumber daya dari BUMN terhadap pencapaian sasaran
pembangunan nasional.

Selanjutnya, penguatan pada substansi dilakukan dengan optimalisasi pelaksanaan
evaluasi ex-ante dalam penyusunan dokumen RKP Tahun 2022. Hal ini ditujukan untuk
memastikan koherensi intradokumen dan antardokumen, serta menyempurnakan
arsitektur kinerja RKP yang terdiri dari Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP),

Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas Strategis/Ma_ybr Project (MP), Proyek Prioritas (ProP)
dan Proyek/Rincian Output (RO). Irbih lanjut, untuk menjamin hasil pelaksanaan proyek
dapat bermanfaat bagi masyarakat, dilakukan penerapan mekanisme Clearing House pada
Proyek Prioritas Strategis/MP yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran
pembangunan dan tema RKP Tahun 2022. Upaya tersebut juga dalam rangka menjalankan
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mandat dari Presiden RI agar hasil dari pelaksanaan proyek tidak hanya sent, namun
deliuered.

Langkah penguatan di atas dilakukan dengan tetap menjaga kesinambungan pembangunan
antara RKP Tahun 2022 dengan RPJMN Tahun 2O2O-2O24. Tujuh agenda pembangunan
RPJMN tetap dipertahankan menjadi tujuh PN sebagai koridor pencapaian tema, arah
kebijakan dan strategi pembangunan RKP Tahun 2022. Tujuh PN dimaksud terdiri dari
(1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
(2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
(3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental
dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup,
meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan (7) Memperkuat stabilitas
polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mendukung pelaksanaan PN, RKP Tahun 2022 memuat 45 MP yang diharapkan
memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan RPJMN maupun
RKP. Dalam pelaksanaannya, jumlah MP selalu mengalami pemutakhiran, pada RPJMN
Tahun 2O2O-2O24 terdapat 41 MP, kemudian bertambah menjadi 43 MP pada RKP Tahun
2021. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika pembangunan, jumlah MP kembali
bertambah pada RKP Tahun 2022 menjadi 45 MP.

Dalam perspektif perencanaan, upaya pencapaian tema RKP Tahun 2022 secara spesifik
dijabarkan ke dalam sepuluh strategi pembangunan tahun 2022 beserta indikator kinerja
yang digunakan untuk merepresentasikan keberhasilan pencapaian tema RKP Tahun 2022.
Sepuluh strategi dimaksud meliputi (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri;
(2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata; (3) meningkatkan
ketahanan pangan masyarakat; (4) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) terhadap ekonomi nasional; (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur;
(6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital; (7) meningkatkan capaian
penurunan emisi dan intensitas emisi GRK; (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial;
(9) meningkatkan kualitas dan daya saing SDM; serta (10) memperkuat sistem kesehatan
nasional dan penanganan COVID-19.

Sebagai wujud operasionalisasi dari sepuluh strategi pembangunan di atas, pada RKP Tahun
2022 menuntut adanya komitmen konkret melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara
langsung memiliki relevansi terhadap tema dan mendukung pencapaian strategi
pembangunan. Untuk itu ditetapkan 13 MP yang menjadi penekanan (highlightl, yakni
(1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi
Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, @l Food Estate (Kawasan Sentra
Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat
Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Negara, (8) Reformasi
Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Reformasi
Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.Ol,,
(11) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (12) Transformasi Digital, dan (13) Pembangunan
Fasilitas Pengolahan Limbah E}3.

Proses perencanaan MP, seperti disebutkan sebelumnya, diperkuat dengan penerapan
mekanisme Cteaing House. Mekanisme ini menggunakan beberapa instrumen, di antaranya
project executiue summary, cascading dan quatity assurance terhadap MP. Tahapan tersebut
dilakukan sebagai upaya memenuhi readiness citeia MP yang dapat menjamin keterpaduan
dan kesiapan pelaksanaan proyek. Dengan demikian, diharapkan manfaat proyek dapat
secara optimal dinikmati oleh masyarakat luas, bukan hanya senf namun deliuered.

Dokumen RKP Tahun 2022 menjadi acuan proses perencanaan, penganggaran, dan
pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah pusat dan daerah. Bagi pemerintah pusat, RKP
menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) serta
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KlL, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan
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Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Bagi Pemerintah Daerah, RKP
digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang
kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (Raperda APBD). Sementara itu bagi BUMN, RKP dapat menjadi acuan dalam
perencanaan proyek-proyek yang secara langsung mendukung prioritas nasional.

Berbagai langkah yang telah ditempuh dalam penguatan RKP Tahun 2022 menunjukkan
komitmen pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dan membawa optimisme bagi
keberhasilan pembangunan nasional. Dokumen RKP bukan hanya milik
kementerian/lembaga, melainkan dokumen bersama yang dapat dimanfaatkan sebagai
rujukan seluruh pemangku kepentingan, mengingat pembangunan merupakan upaya
bersama untuk mencapai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, berbagai dukungan dan
tindakan kolektif dengan pendekatan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan
menjadi suatu keniscayaan dalam mencapai pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
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